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RINGKASAN 

Dewi Iryani, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya, Desember 2018, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) Dalam Penyelesaian Utang Piutang Yang Berkeadilan, Prof. Dr. 

Suhariningsih, S.H, SU., Hanif Nur Widhiyanti,SH., M.Hum.,Ph.D, Dr. Bambang 

Winarno, S.H., MS. 

Pada Disertasi ini, penulis mengangkat Problema Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang yang berkeadilan pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 

masih memuat tidak adanya keadilan baagi debitor dan kreditor terutama pada 

permohonan PKPU yang sangat mudah karena pemohon PKPU cukup 

membuktikan adanya minimal dua kreditor dan salah satu utang telah jatuh tempo 

dan dapat ditagih. Hal itu berakibat bahwa debitor yang mempunyai asset lebih 

banyak daripada utang namun harta dapat dengan mudahnya menjadi pailit. 

Apabila debitor dalam keadaan pailit tentu saja hal tersebut akan merugikan 

debitor dan kreditor karena debitor sudah tidak dapat lagi mengurus 

perusahaannya demikian juga dengan nasib kreditor terutama kreditor konkuren 

tidak akan mendapatkan pelunasan sesuai tagihan piutangnya.  

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu,Apakah hakekat 

pengaturan insolven pada debitor sebagai dasar permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang?, Bagaimana kedudukan debitor dan kreditor 

dalam perjanjian utang piutang pada proses PKPU dan jika terjadi 

Pailit?Bagaimana seharusnya Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam 

penyelesaian utang piutang yang mencerminkan rasa keadilan?Sedangkan metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji beberapa 

peraturan perundang-undangan sebagai pelengkap. Adapun teori dalam penelitian 

ini adalah kepastian hukum, teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar 

Kusumaatmadja dan teori keadilan oleh John Rawls. 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah Insolven pada Debitor 

sebagai dasar permohonan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang dan 

Permohonan pailit tidak dikenal dalam sistem hukum Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, Penundaaan Kewajiban Pembayaran 

Utang dan dan kepailitan dalam penyelesaian Utang piutang yang mencerminkan 
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rasa keadilan  di mulai dengan adanya Insolvensi  tes terlebih dahulu, kemudian 

bila terjadi Kepailitan  peletakan sita terbatas pada Asset yang relevan tidak 

terhadap seluruh asset Debitor., PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis 

dan kemampuan debitor untuk membuat laba. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa PKPU bertujuan menjaga jangan sampai debitor, yang karena 

suatu keadaan semisal keadaan tidak likuid dan sulit mendapatkan kredit, 

dinyatakan pailit, sedangkan kalau debitor tersebut diberikan waktu dan 

kesempatan, besar harapan ia akan dapat membayar utangnya. Putusan pailit 

dalam keadaan tersebut di atas akan berakibat pengurangan nilai perusahaan dan 

ini akan merugikan kreditor. Jelas kiranya bahwa PKPU bukan dimaksudkan 

untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan kreditor 

konkure,.Bahwa PKPU bukanlah hanya berfungsi sebagai pranata hukum untuk 

mengajukan rencana perdamaian meliputi pembayaran sebagian atau seluruh 

utang, lebih dari itu PKPU juga berfungsi sebagai pranata untuk mengatasi 

pembayaran utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih bagi debitor dalam kondisi 

insolvensi secara teknis (technically insolvent), sepanjang debitor tersebut masih 

memiliki kelayakan usaha yang prospektif, beriktikad baik (kejujuran dan 

kepatutan) dari pihak pengurus debitor maupun pemegang sahamnya, transparan 

serta akuntabel, tidak adanya keseimbangan kepentingan kreditor dan debitor 

dalam PKPU ditemukan baik dalam penelitian maupun dalam beberapa ketentuan 

kepailitan. Tes insolvensi (insolvency test) yang terdiri dari balance-sheet test; 

cash flow test/equity test dan analisis transaksional yang dilakukan oleh konsultan 

independen merupakan strategi hukum untuk mengatasi hal ini dengan tujuan agar 

kreditor memahami kondisi keuangan debitor yang sebenarnya, sehingga baik 

kreditor maupun debitor merasa memiliki kepentingan dan risiko yang sama 

sesuai prinsip creditors' bargain., Kreditor merasa terjamin atas pembayaran 

piutangnya dan debitor akan merasa terlindungi jika para kreditor menyetujui 

untuk diberikan kesempatan melanjutkan usahanya.  

Kedudukan Debitor dalam perikatan pada umumnya masih mempunyai 

kekuasaan terhadap seluruh asset tersebut dalam artian debitor masih bisa menjual 

atau mengalihakan asset tersebut dengan leluasa, dikecualikan adalah asset yang 

dibebani hak tanggungan,  sedang dalam perikatan utang piutang yang dipailitkan 
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maka Debitor kehilangan hak tersebut, karena prinsip dari kepalititan adalah sita 

umum umum terhadap seluruh asset Debitor, dengan demikian Debitor 

kehilangan hak untuk menggurus dan mengelola asset tersebut. Kewenangan 

Pengelolaan asset tersebut berada dibawah kekuasaan kurator yang ditunjuk oleh 

Putusan pegadilan, yang dan dalam Pengawasan hakim pengawas, sampai dengan 

pemberesan boedel pailit selesai. Sedangkan Posisi Kreditor tetap cakap 

melakukan perbuatan hukum. Dan kreditor berkedudukan sesuai dengan posisinya 

artinya ada kreditor Separatis, Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren, 

Untuk mencapai hal itu prinsip kepailitan tanpa melalui proses PKPU 

terlebih dahulu merupakan prinsip yang tidak tepat. PKPU dapat meningkatkan 

nilai perusahaan khususnya dalam hal keuangan dan laba perusahaan, sebaliknya 

tidak terjadi penjualan harta-harta debitor. Kepailitan merupakan sarana 

pamungkas setelah debitor gagal melakukan PKPU. Proses selama 

berlangsungnya PKPU tanpa ada ahli keuangan yang bisa membantu keadaan 

debitor makn memperburuk karena debitor dapat dengan mudahnya menjadi 

pailit. 

Perusahaan yang sehat kembali karena PKPU akan terhindar dari 

pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya. Laba usaha yang didapat akan 

menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi debitor, kreditor, karyawan 

serta stakeholders. Hal ini berarti, hukum yang mengatur PKPU telah berfungsi 

sebagai alat perubahan dan pembaharuan masyarakat, setidaknya masyarakat 

ekonomi atau pelaku ekonomi yang sangat berperan dalam pembangunan hokum. 

 

Kata Kunci: Penundaan, Pembayaran, berkeadilan 
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SUMMARY 

Dewi Iryani, Doctoral Program in Legal Studies, Faculty of law 

Universitas Brawijaya, December 2018, Suspension of Debt Payment 

Obligation (PKPU) regarding Fair Debt Repayment, Prof. Dr. Suhariningsih, 

S.H., SU., Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum., Ph.D, Dr. Bambang Winarno, 

S.H., MS.  

This research studies an issue over suspension of debt payment obligation 

(hereinafter PKPU) as in Act concerning Bankruptcy and PKPU where there 

seems to be no justice for debtors and creditors, while PKPU can be easily 

proposed by proving that there are at least two creditors and collectible due debt. 

This issue could bring to bankruptcy despite the fact that the value of asset 

outweighs the amount of debt. This situation can also cause financial losses for 

both debtor and creditor, where the former is at risk of losing his/her company 

while the latter may fail to receive full payment of the debt especially for 

concurrent creditors. 

Several questions are raised regarding the issue mentioned earlier: what is 

the principle of regulation regarding insolvent debtor as to propose PKPU?, what 

positions are held by debtors and creditors in the agreement of debts and 

receivables in the process of PKPU when bankruptcy takes place? How should 

PKPU take place in fair debt repayment? The research method used was 

normative juridical in which regulations and laws were studied. The theories 

involved were legal certainty, law of development by Mochtar Kusumaatmadja 

and the theory of justice by John Rawls.  

This research concludes that insolvent debtor is the requirement to propose 

PKPU, and proposing statement of bankruptcy is not recognised in legal system 

regulating bankruptcy and PKPU in Indonesia. Suspension of Debt Payment 

Obligation (PKPU) and Bankruptcy can be performed in a fair way starting from 

the existence of insolvency test. When bankruptcy is found, limited seizure can 

take place only in relevant asset, not all assets of the debtor. Suspension of Debt 

Payment Obligation is aimed to maintain the economic condition and the ability 

of debtors to gain profit. It can be concluded that PKPU is aimed to avoid any 

status of bankruptcy for a creditor just because of not being liquid and difficulty 
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proposing loan. When there is a chance given, it is still possible for the debtor to 

pay back the loan. Statement of bankruptcy significantly results in decreasing 

values of the company and losses for the creditor. It is clear that PKPU is not only 

for the debtor, but it is also meant for concurrent creditor. Not only does PKPU 

function as dispute settlement where the debt can be partially or fully paid, but it 

also serves as to solve the dispute over collectible loan and it can be collected 

from the debtor that is technically insolvent as long as the debtor still has 

prospective business, is in good faith (regarding honesty and appropriateness) 

either for debtor or investors, is transparent, and accountable. However, the 

absence of balance between the interest of the creditor and that of debtor in PKPU 

was found either in the research or in several provisions of bankruptcy. 

Insolvency test consists of balance-sheet test, cash flow test/equity test, and 

transactional analysis performed by an independent consultant. Those are legal 

strategies performed to take care of the issue mentioned, which is aimed to make 

the creditor understand the real financial condition, so that both the creditor and 

debtor have equal interests and risk according to the principle of creditors’ 

bargain. The creditor will feel more secure in terms of the payment of the loan and 

the debtor will feel more protected when the creditor agrees to be given another 

chance to continue running his/her business.  

The position of the debtor in the contract or agreement generally holds the 

power of all the assets in which the debtor could still has more opportunities to 

sell or divert the assets, except for the asset with mortgage right. However, in the 

agreement of debts and receivables declared bankrupt, the debtor could lose 

his/her rights to manage the assets because the principle of bankruptcy is based on 

general seizure of the whole assets owned by the debtor. The authority to manage 

the asset is under the power of a receiver based on the decision made by court 

under the supervision of a Judge until the case of bankruptcy estate is done, but 

the position of the creditor is still regarded as appropriate to take any legal act. 

The creditor is still with his/her position as a secured creditor, preferential 

creditor, and concurrent creditor.  

Achieving the principle of bankruptcy without going through the process 

of PKPU is regarded inappropriate. The PKPU could help raising the values of the 
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company especially in terms of finance and company profits, and selling debtor’s 

asset will not happen. Bankruptcy is a step taken when a debtor fails to execute 

PKPU. The process of PKPU taking place without any presence of a financial 

expert will only worsen the condition of a debtor which could result in 

bankruptcy.  

The company that manages to recover means that PKPU will no longer 

has to involve any employee termination. The profits gained by the company will 

create a welfare and prosperity for debtors, creditors, staff, and stakeholders. This 

means that the law regulating PKPU has served as something that changes and 

develops society, at least those economic people or economic actors that play an 

important role in the development of law.  

 

Keywords: suspension, payment, fair 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU bertujuan agar 

debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang isinya meliputi tawaran 

pembayaran sebagian atau seluruh utangnya  kepada para Kreditornya.1 

Penundaan kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam pasal 222 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 2  pada dasarnya mengandung dua 

aspek. 3  Pertama, debitor tidak dapat dipaksa secara langsung oleh kreditor 

untuk membayar utang dan atau pelaksanaan eksekusi atas harta Debitor 

ditunda (morotorium). 4  Kedua, debitor melakukan restrukturisasi utangnya 

dengan cara mengajukan rencana perdamaian. Hal ini sesuai dengan filosofi 

dari Undang-undang Kepailitan yaitu memberikan perlindungan hukum kepada 

kedua belah pihak yang bersengketa.  

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdiri dari PKPU 

Sementara dan PKPU Tetap. PKPU Sementara dapat diberikan selama jangka 

waktu 45 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang 

                                                           
1 Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443. Pasal, 222 ayat 

(3). 
2 Berdasarkan pasal 222 ayat (I) penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat 

diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Indonesia, 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Ke-pailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443. Pasal, 222 ayat (1). 
3 Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443. Pasal 222. 
4 Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443. Pasal 242 ayat 

1. 
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No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU), 5  sedangkan PKPU Tetap diberikan selama jangka waktu 

maksimal 270 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (6) undang-

undang yang sama.6 

Berbeda dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara 

(PKPUS) yang wajib diberikan oleh pengadilan, Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang Tetap serta perpanjangannya, 7  hanya dapat diberikan 

setelah mendapat persetujuan dari kreditor konkuren maupun oleh kreditor 

pemegang hak tanggungan dalam rapat kreditor. 

Penelitian mengenai penyelesaian utang melalui PKPU tetap menjadi 

penting atas dasar alasan-alasan berikut ini :  

Pertama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dapat 

dipergunakan agar Debitor tidak dipailitkan. Menurut Fred B. G. Tumbuan 

pemberian PKPU dimaksudkan untuk mencegah diputuskannya pailit secara 

tergesa-gesa tanpa mengetahui keadaan usaha debitor, dan hal ini merupakan 

suatu reaksi terhadap diajukannya permohonan pailit. Demikian juga, PKPU 

dapat dilihat sebagai suatu reaksi dalam menghadapi permohonan pailit yang 

diajukan oleh pihak kreditor sebagaimana yang diungkapkan oleh Sutan Remy 

Sjahdeini,8 :   

                                                           
5 Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443. Pasal 225 ayat 

(4). 
6 Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443. Pasal, 228 ayat 

(6). 
7 Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Berita Negara, Lembaran Negara 4443. Pasal, 229 ayat 

(1). 
8 Sutan Remy Sjandeini, Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement verordening 

(Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal.322. 
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Upaya yang di lakukan oleh debitor untuk dapat menghindari kepailitan 

ialah dengan melakukan upaya yang disebut penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU) atau surseance van betaling atau suspention 

of payment.  

Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh Debitor sebelum putusan 

pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan Pasal 217 

ayat 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 permohonan PKPU harus 

diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan 

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diperiksa pada 

saat yang bersamaan. Dengan kata lain, moratorium dalam Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan 

pemulihan bukan suatu tindakan penyalahgunaan.  

Demikian juga, Fred. B. G. Tumbuan yang mengemukakan pendapatnya 

bahwa, 9  PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan 

debitor untuk membuat laba. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

PKPU bertujuan menjaga jangan sampai debitor, yang karena suatu keadaan 

semisal keadaan tidak likuid dan sulit mendapatkan kredit, dinyatakan pailit, 

sedangkan kalau debitor tersebut diberikan waktu dan kesempatan, besar 

harapan ia akan dapat membayar utangnya.  

Putusan pailit dalam keadaan tersebut di atas akan berakibat pengurangan 

nilai perusahaan dan ini akan merugikan kreditor. Jelas kiranya bahwa PKPU 

bukan dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk 

kepentingan para kreditor. khususnya kreditor konkuren. Diharapkan bahwa 

                                                           
9 Fred. B. G. Tumbuan dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimana, Benny Porno (ed), 

Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 
(Bandung:Alumni 2001), hlm. 243 



 

4 
 

dengan diberikannya waktu dan kesempatan, debitor melalui reorganisasi 

usahanya dan atau restrukturisasi utang--utangnya dapat melanjutkan usahanya. 

Jadi, stay atau moratorium adalah penundaan pembayaran utang atau 

eksekusi hak tanggungan terhadap kreditor agar debitor mempunyai cukup 

waktu guna melakukan restrukturisasi dalam bentuk rencana perdamaian 

sehingga pada saatnya, debitor dapat pulih kembali dan membayar utang-

utangnya. 

Kedua, agar perusahaan dapat bangkit kembali, maka segala tindakan 

penyelesaian utang yang bersifat individualistik yang dilakukan oleh kreditor 

secara saling berlomba-lomba untuk mendapatkan haknya perlu dicegah. 

Tindakan kreditor yang seharusnya dilakukan adalah tindakan yang bersifat 

kolektif dan berdasarkan asas kesamaan hak atau paritas creditorum 

sebagaimana diatur dalam pasal 245 Undang Undang No. 37 Tahun 2004.10  

Menurut Remy Sjandeini pemulihan kembali kesehatan perusahaan yang 

berbeda dengan restrukturisasi utang debitor,11  dapat ditempuh dengan cara 

melakukan salah satu atau lebih bentuk-bentuk berikut ini antara lain12: 

a. Perubahan visi perusahaan. 

b. Perubahan strategi perusahaan. 

c. Perubahan struktut organisasi perusahaan. 

d. Perubahan budaya perusahaan (corporate culture). 

                                                           
10 Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 yang 

sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya 

penundaan kewajiban pembayaran utang, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada 

semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga 

ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (3) Jo. pasal 245 Undang--undang no. 37 tahun 

2004. 
11 Sutan Remy Sjandeini, Op. Cit, hlm.381. 
12 Ibid. hlm 381-382. 
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e. Pemasangan perangkat keras teknologi sepanjang perusahaan memang 

belum menggunakan perangkat teknologi, seperti computer; atau 

melakukan perubahan atau penggantian terhadap teknologi yang telah 

digunakan. 

f. Penggantian anggota direksi dan komisaris perusahaan. 

g. Perubahan dan atau penambahan ketentuan-ketentuan baru dalam 

Anggaran Dasar perusahaan. 

h. Pembuatan atau perubahan sistem dan prosedur  perusahaan. 

i. Penggabungan (merger) dengan perusahaan lain. 

j. Peleburan (konsolidasi) dengan perusahaan lain. 

k. Akuisisi sebagian saham (acquisition of stock) oleh pihak lain. 

l. Tindakan-tindakan lain yang bertujuan meningkatkan kinerja 

keuangan   dan kinerja bisnis perusahaan. 

Diundangkannya Undang-Undang Kepailitan telah membawa perubahan 

yang signifikan dalam hal prosedur beracara untuk perkara kepailitan. Berbagai 

ketentuan baru yang dimuat dalam Undang-Undang Kepailitan telah 

meletakkan dasar-dasar baru dalam proses beracara yang selama ini berlaku 

bagi pemeriksaan perkara kepailitan. Namun sayangnya Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1998 mengenai kepailitan inipun banyak mengalami 

kelemahan sehingga masih memerlukan beberapa penyempurnaan. 

Menurut Hikmahanto Juwana, berpendapat bahwa amandemen atas 

Undang-Undang Kepailitan sangat dominan melindungi kepentingan para 

kreditor. Hal ini bisa dilihat dari syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu adanya dua atau lebih utang dan salah 
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satunya telah jatuh tempo. Anehnya dalam amandemen terhadap Undang-

Undang Kepailitan tersebut tidak satu ketentuanpun mensyaratkan bahwa 

debitor harus dalam keadaan tidak lagi mampu membayar (insolvent). Ini 

tentunya bertentangan dengan filosofi universal dari Undang-Undang 

Kepailitan yaitu untuk memberikan jalan keluar bagi debitor dan para kreditor 

bilamana debitor sudah berada dalam keaadaan tidak lagi mampu membayar 

utangnya.13. 

Pada kasus PT. Dellpan Tunggal dan AdiDharma Nurhalim selaku 

Direktur Utama PT. Dellpan Tunggal yang di mohonkan PKPU  oleh bank 

CIMB Niaga pada tangggal 22 Mei 2018 dan telah diputus dalam keadaan 

PKPU pada tanggal 03 Juli 2018 namun pada akhirnya pailit pada tanggal 13 

September 2018 dengan putusan nomor 67/Pdt.Sus/PKPU/2018/ PN. Niaga 

Jakarta Pusat. Dalam perkara tersebut para kreditornya telah menolak proposal 

perdamaian yang diajukan oleh PT. Dellpan Tunggal dan AdiDharma 

Nurhalim yang juga sebagai personal garansi dalam perjanjian dengan kreditor 

pemohon PKPU yaitu PT. bank CIMB Niaga. Begitu pula dengan kepailitan 

PT. Broadbiz Asia yang memohonkan PKPU sukarela atas dirinya sendiri dan 

dikabulkan Pengadilan pada tanggal 28 Maret 2018 dengan putusan nomor 

154/Pdt. Sus –PKPU/ 2018/ PN Niaga Jakarta Pusat tapi akhirnya juga menjadi 

pailit pada  tanggal 01 Oktober 2018 berdasarkan putusan nomor 05/Pdt.sus-

PKPU/2018/PN.Niaga Jkt.Pst dimana PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 

sebagai pemohon pembatalan  perdamaian karena PT. Broadbiz Asia telah 

wanprestasi atas proposal perdamaian yang telah ditandatangani dan disahkan 
                                                           

13  Hikmahanto, Juwana, Hukum Sebagai Instrumen Politik: Intervensi Atas 

Kedaulatan Dalam Proses Legislasi di Indonesia, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ke 50, tanggal 12 Januari 2004. 
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oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan pengesahan perdamaian (homologasi) 

nomor 154/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst padahal perlu diketahui 

bahwa asset-asset PT. Broadbiz Asia lebih banyak daripada utang-utangnya, 

terlebih lagi bidang usaha PT. Broadbiz Asia dibidang developer apartemen 

dan hotel dimana kreditormya paling banyak adalah konsumen pembeli 

apartemen yang masih diikat oleh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang 

jumlahnya ratusan konsumen. 

Oleh karena itu PKPU merupakan jalan keluar yang terbaik dibandingkan 

dengan kepailitan karena debitor masih dapat menjalankan usahanya begitu 

juga kreditor bisa mendapatkan haknya sesuai tagihannya. 

Adapun Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Dalam Penyehatan debitor adalah :  

1. Manfaat PKPU 

Pada hakekatnya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Uang 

(PKPU) dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor dengan 2 (dua) pola atau 

motivasi atau penyebab yaitu :  

Pertarna, sebagai tangkisan atau perlawanan terhadap permohonan pailit, 

maksudnya jika terdapat permohonan pailit yang diperiksa bersama sama 

dcrigan permohonan PKPU, maka pengadilan harus mendahulukan memeriksa 

dan memutus permohonan PKPU.  

Kedua, permohonan PKPU diajukan atas inisiatif sendiri dari debitor atau 

kreditor (voluntary suspensions of payment) atau sering dikenal sebagai PKPU 

mumi atau PKPU sukarela, karena debitor tidak dapat atau telah 

memperkirakan dirinya tidak akan dapat melanjutkan pembayaran atas utang-
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utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

Kedua pola tersebut di atas pada dasarnya sama, bahwa debitor memohon 

agar diberikan waktu oleh kreditor melalui pengadilan untuk mengajukan 

rencana perdamaian yang isinya tentang cara-cara atau program-program 

pembayaran utang atau pada intinya debitor memohon kepada kreditor agar 

diberikan waktu untuk melanjutkan bisnisnya (tetap melangsungkan usahanya) 

dan tidak dijatuhkan pailit dahulu. Jadi kreditor dan pengadilan diharapkan 

memberikan kesempatan atau waktu kepada debitor untuk berkompromi 

dengan semua kreditornya melalui beberapa opsi atau pilihan program 

restrukturisasi utang atau reorganisasi untuk pencapaian kesepakatan baru. 

Dan kedua prinsip tujuan di atas, beberapa manfaat dari PKPU tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Dengan PKPU debitor dapat melakukan renegosiasi utang, debitor 

pada masa PKPU akan mengajukan pola-pola perdamaian atau 

mengajukan kesepakatan ulang atau renegosiasi dengan kreditor. 

Renegosiasi pembayaran ini sangat bermanfaat bagi debitor, karena 

dengan pola-pola pembayaran baru utang-utang debitor, kreditor akan 

terbayar. 

b. Debitor dapat meneruskan usahanya, pengurus perseroan (manajemen 

dan direksi serta Dewan Komisaris) dapat memanfaatkan PKPU 

dengan meningkatkan operasional dan kemampuan keuangan 

(financial performance) agar usaha debitor berjalan maksimal serta 

keuntungan yang maksimal sehingga dapat membayar utang-utang 

kreditor. 
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c. Kreditor lebih mendapatkan kepastian akan pembayaran piutangnya, 

dengan PKPU kreditor merasa tertarik untuk memberikan 

persetujuannya karena jika dibandingkan dengan model penyelesaian 

utang tanpa melalui PKPU, kreditor merasa tidak ada jaminan. 

d. Menghindari PHK, maksudnya bahwa dengan PKPU karyawan bisa 

terselamatkan. Walaupun dengan PKPU perseroan diberikan 

kewenangan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 

namun melihat kelangsungan usaha yang masih prospektif, akan 

sangat merugikan atau berbahaya jika terjadi PHK, oleh karena itu 

PKPU sangat bermanfaat untuk menghindari PHK. Sebaliknya, 

kalaupun perseroan harus melakukan PHK maka ketentuan pesangon 

yang digunakan tidak dapat menggunakan ketentuan pailit, hal ini 

bermanfaat bagi karyawan. 

e. Debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang, adalah manfaat 

bagi debitor untuk menghindari tindakan-tindakan kreditor yang 

dilakukan di luar hukum. Seringkali kreditor merasa harus berlomba 

untuk mengambil aset-aset debitor segera setelah debitor diajukan 

permohonan pailit. 

f. Semua sitaan terhadap aset debitor akan berakhir, merupalan manfaat 

lain yang diperoleh debitor selama berlangsungnya PKPU karena 

segala sita dan tindakan eesekusi yang telah dimulai guna 

mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan. Dengan adanya 

pcnangguhan tersebut maka debitor dapat bekerja secara maksimal 

dan terfokus hanya untuk peningkatan nilai perusahaan. 
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g. Perkara yang sedang berjalan dapat ditangguhkan, untuk mendukung 

kerja debitor perkara yang semata-mata mengenai tuntutan 

pembayaran suatu piutang sementara kreditor tidak mempunyai 

kepentingan untuk mendapatkan suatu putusan guna melaksanakan 

haknya terhadap pihak ketiga, hakim dapat menangguhkan 

keputusannya hingga berakhirnya PKPU. 

h. Bisa dilakukan kompensasi atas utang (set off), manfaat berikutnya 

debitor dapat melakukan kompensasi utang sepanjang utang-utang 

tersebut terjadi sebelum mulai berlakunya PKPU. 

i.  Dapat mengakhiri sewa menyewa, sekalipun perjanjian sewa-

menyewa tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak, namun dengan 

berlangsungnya PKPU, debitor dapat memutuskan perjanjian tersebut, 

sepanjang debitor sebagai penyewa. 

j. Tidak ada actio pauliana, pembatalan segala tindakan hukum untuk 

kepentingan kreditor dan harta pailit tidak berlaku saat PKPU, hal ini 

sangat bermanfaat bagi debitor karena debitor tidak merasa adanya 

pembatasan dan tekanan dalam melakukan tindakan-tindakannya 

sepanjang hal itu tidak merugikan kreditor.14 

                                                           
14  Actio Pauliana, diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, 

bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala 

perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang 

dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan tersebut dapat dilakukan 

sepanjang dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak 

dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa 

perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, dikecualikan dari hal ini 

jika perbuatan hukum debitor tersebut wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena 

undang-undang. htto://www.kamushukum.corn/kamushukum entries.ohn'? actio%Dauliana 

&ident=9510, actio pauliana adalah gugatan yang diajukan kreditor untuk membatalkan 

perbuatan curang dani debitor yang merugikannya; lembaga ini diciptakan untuk melindungi 

kreditor dari tindakan curang debitornya, yaitu orang, persekutuan/badan hukum yang dinyatakan 

pailit. 



 

11 
 

Berdasarkan hal-hal di atas, secara umum penyelesaian utang piutang 

melalui PKPU tersebut lebih efektif dibandingkan melalui lembaga kepailitan, 

sebab terdapat harapan bahwa aset dan kekayaan debitor semakin bertambah 

sehingga lebih menjamin pelunasan utang-utangnya. 

2. Kelemahan Penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) 

Berdasarkan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan PKPU terlihat 

masih adanya beberapa kelemahan dari undang-undang kepailitan, khususnya 

dalam ketentuan-ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 

antara lain sebagai berikut : 

a. Jangka waktu PKPU terlalu singkat, Undang-undang Nomor 37 Tahun 

2004 telah memberikan batasan waktu untuk PKPU maksimal 270 

hari (termasuk masa PKPU sementara selama 45 hari). Batasan waktu 

ini tidak dapat diperpanjang, konsekwensi hukumnya adalah pailit dan 

tidak dapat lagi mengajukan PKPU yang kedua. Bagi perseroan yang 

memiliki kurang dari 5 (lima) kreditor, batasan waktu ini mungkin 

cukup, sehingga debitor dapat membuat rencana perdamaian yang 

sederhana dan segera mendapatkan persetujuan para kreditor. Namun, 

jika hal itu terjadi pada perseroan yang jumlah kreditornya cukup 

banyak, terbagi dengan berbagai jenis kreditor, bank, supplier, leasing 

dan sebagainya, maka batasan waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari 

tidaklah cukup. Distorsi pengurangan jangka waktu PKPU ini 

dilakukan karena memang kepailitan tersebut lebih memperhatikan 

kreditor, khususnya dalam pelunasan utang. Sering kali debitor 

dengan berbagai upaya membuat program-program atau cara-cara 

penyelesaian atau pembayaran utang yang rumit, maka sangat ideal 

jika batasan waktu tersebut diperpanjang, setidaknya sama dengan 

batasan waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 221 

Faillisementverordening, yaitu satu setengah tahun dan dapat 



 

12 
 

diperpanjang satu setengah tahun. 

b. Proses perdamaian juga ditentukan oleh kreditor separatis dan 

pemegang hak jaminan adalah sangat menyulitkan, keberhasilan suatu 

proses perdamaian juga ditentukan oleh kreditor separatis dan 

pemegang hak istimewa, artinya pengadilan tidak akan mengesahkan 

rencana perdamaian jika kedua jenis kreditor tersebut menolak 

perdamaian sebagaimana kuorum suara yang telah ditentukan oleh 

undang-undang. Persyaratan tersebut menambah berat debitor, 

jangankan persetujuan kreditor separatis dan kreditor pemegang hak 

istimewa diperlukan persetujuan kreditor konkuren saja sering kali 

gagal. Hal ini memberatkan, mengingat kreditor separatis dan kreditor 

pemegang hak istimewa telah mendapat hak-hak pelunasan utang 

yang dikecualikan atau tidak tunduk pada PKPU. Akan menambah 

persoalan yang rumit lagi jika kreditor konkuren memberikan 

persetujuan rencana perdamaian sementara kreditor separatis menolak 

rencana perdamaian, kondisi yang demikian akan membuat perseroan 

jatuh pailit. Terlebih lagi di dalam Pasal 281 ayat (2) kreditor separatis 

dan pemegang hak jaminan yang tidak setuju diberikan kompensasi 

sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman 

merupakan hal yang sangat memberatkan debitor, bagaimana mungkin 

debitor yang sedang kesulitan keuangan diminta untuk memberikan 

kompensasi. Seyogianya tidak diperlukan lagi pemungutan suara dari 

kreditor separatis dan pemegang hak istimewa untuk menyetujui 

rencana perdamaian, keberhasilan PKPU cukup ditentukan oleh 

kreditor konkuren. 

c. Masih adanya peluang untuk pembatalan rencana perdamaian oleh 

pengadilan, walaupun kreditor telah menyetujui rencana perdamaian, 

masih ada satu tahapan lagi yang harus ditempuh oleh debitor, yaitu 

melakukan ratifikasi dan homologasi rencana perdamaian oleh 

pengadilan. Dapat terjadi kreditor dan debitor telah menyetujui 

rencana perdamaian, tetapi pengadilan membatalkan atau tidak 

meratifikasinya. Oleh karena itu, sebaiknya keberhasilan PKPU ini 
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diputuskan saja oleh pengadilan dengan menggunakan parameter-

parameter yang jelas dan transparan, khususnya kemampuan debitor 

dalam membayar utangutangnya. 

d. Kreditor terlebih lagi dalam undang-undang kepailitan sulit menilai 

debitor dalam keadaan insolvensi secara teknis atau solven atau 

sebenarnya insolven seperti dalam kepailitan, sebagaimana terjadi di 

dalam praktik, seringkali pengajtian pailit oleh kreditor telah membuat 

hubungan tidak baik/tidak harmonis dengan debitor. Keadaan ini 

menyulitkan kreditor, bahkan juga Pengurus dalam mendapatkan 

informasi/data atau mengetahui dan menilai kemampuan debitor 

tersebut dalam keadaan mampu membayar (solven) atau insolvensi 

secara teknis (aktivanya lebih kecil dari pasiva).Tidak mudah bagi 

kreditor untuk mendapatkan data atau dokumen-dokumen yang 

diperlukan guna memberikan persetujuan dalam rencana perdamaian. 

Untuk mengatasi tersebut, pengadilan wajib menunjuk setidaknya 

akuntan publik dan penasehat keuangan untuk melakukan penilaian 

khususnya di bidang keuangan. Konsultan ahli harus melakukan tes 

finansial (insolvency test) sebelum menentukan perusahaan tersebut 

dalam keadaan solven atau insolven. 

e. Belum ada persyaratan agar debitor yang beriktikad baik mengajukan 

PKPU, salah satu hal yang tidak diakomodir oleh undang-undang 

kepailitan, bahwa debitor harus menunjukkan iktikad baik perusahaan 

dapat direstrukturisasi, juga harus dapat menunjukkan adanya 

kemungkinan yang dapat diterima oleh kreditor dan pengadilan bahwa 

rencana perdamaian tersebut secara rasional didukung oleh jaminan 

yang wajar bahwa restrukturisasi atau penyehatan perusahaan akan 

berhasil dengan baik. Apapun cara-cara pembayaran telah diberikan 

oleh debitor (direksi perusahaan), namun jika hal itu tidak dilandasi 

dengan iktikad baik, semuanya akan sia-sia. Iktikad baik harus 

didukung oleh bukti-bukti dan parameter yang jelas, seperti harus 

bersikap adil terhadap semua kreditor dan stakeholders serta 

transparan dengan adanya pencatatan-pencatatan pembuktian yang 



 

14 
 

dibuat secara berkala sebagaimana prinsip-prinsip fiduciary duty. 

piercieng the corporate veil dan sebagainya dalam undang-undang 

perseroan terbatas yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

f. Pengurus sulit mengakses data debitor dalam PKPU (debitor tidak 

koorperatif atau berseberangan dengan Pengurus), untuk memberikan 

persetujuan atas rencana perdamaian, Pengurus seharusnya 

mempunyai peranan yang penting untuk dapat memberikan gambaran 

tentang keadaan debitor, untuk itu Pengurus harus mendapatkan 

keyakinan bahwa perdamaian ini didukung oleh dokumen-dokumen, 

khususnya dokumen keuangan (financial report) yang akurat 

(audited). Dalam praktik sangat sulit bagi Pengurus untuk dapat 

mengakses data debitor, bahkan mengakses rekening debitor saja 

mengalami kesulitan dan terbentur dengan ketentuan kerahasiaan 

bank, oleh karenanya seyogianya undang-undang kepailitan juga 

mengatur dan memberikan sanksi khusus kepada debitor jika yang 

bersangkutan mempersulit akscs dokumen. Upaya paksa badan 

(gijzeling) masih sulit direalisasikan mengingat belum adanya aturan 

pelaksanaan tentang hal itu, sebagai contoh hat ini (dalam kepailitan) 

adalah perkara antara Ibist melawan Wandi Sofian. 15  Pasal 84 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2000 yang mengatur tentang gifteling belum 

cukup dan belum jelas dalam pelaksanaanya, namun demikian hat ini 

lebih karena tidak adanya kemauan baik (good will) dari pemerintah 

mengingat upaya paksa badan yang berupa penahanan masih 

diberlakukan secara diskriminatif, contoh kegagalan upaya paksa 

badan pemah terjadi juga dalam kasus PT Citra Mahkota Abadi16. 

g. PKPU bisa dibatalkan oleh adanya keputusan pemerintah, suatu 

rencana perdamaian yang sudah disetujui oleh kreditor dan debitor 

serta mendapatkan pengesahan dari pengadilan tidak dapat dibatalkan 

                                                           
15  http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16190&c1=berita,"kepailitan lbist 

Consult, Kurator sudah berkoordinasi dengan Polisi", 12 Februari 2007. 
16  Robertus Bilitea, Beberapa Catatan BPPN tentang Putusan-Putusan Pengadilan 

Niaga, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22-No.4., Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 

2003. 
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oleh surat keputusan menteri, namun yang terjadi pada kasus perkara 

Tim Likuidasi Bank Harapan Sentoso melawan PT. Osaka Indah, 

bahwa debitor telah tidak memenuhi rencana perdamaian karena Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan dan Peredaran 

Kayu Ramin dan akhirnya PKPU dibatalkan.17 

h. Undang-undang kepailitan hanya memberikan kesempatan PKPU 

pada perseroan yang solven namun untuk sementara kesulitan uang 

kontan (cash flow) adalah kurang tepat. Hal yang dipahami secara 

umum, bahwa PKPU bertujuan untuk mengupayakan restrukturisasi 

gana mencapai perdamaian, rencana perdamaian yang dibuat akan 

disetujui kreditor jika perseroan dalam keadaan masih mampu 

membayar, sedangkan untuk perseroan dalam kondisi insolven akan 

dilanjutkan dengan pailit serta pemberesan. Kesempatan yang 

demikian adalah menjadi tidak adil jika terdapat perseroan yang 

mengalami insolvensi secara teknis namun masih memiliki prospek 

yang menjanjikan atau memiliki kelangsungan usaha (going concern 

atau going business) yang tidak diragukan, secara teknis pailit namun 

secara operasional masih berjalan, seyogianya diberikan kesempatan 

untuk menyusun rencana perdamaian dalam PKPU. Jadi, prospek 

usaha yang dapat dibuktikan dengan parameter-parameter akuntansi 

dan keuangan adalah hal yang sangat penting untuk dapat 

dikabulkannya PKPU. 

i. PKPU diajukan oleh kreditor adalah hal yang tidak tepat, di dalam 

Pasal 222 ayat (3) kreditor melalui pengadilan dapat memohon agar 

debitor diberikan PKPU merupakan hal yang tidak tepat mengingat 

selain filosofi PKPU adalah sebagai penyeimbang bagi debitor dalam 

menghadapi kepailitan, juga kreditor akan mendapatkan kesulitan 

dalam pengajuan bukti-bukti termasuk data-data kreditor lain/debitor, 

data aktiva/pasiva atau rencana perdamaian di persidangan karena 

bukti-bukti tersebut saat itu dikuasai oleh debitor. Walaupun terdapat 

                                                           
17 Putusan Perkara Nomor: 18/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst jo Putusan Kasasi MARI 

Nomor: 27 K/N/2002 dan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 01 PK/N/2003 
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contoh bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditor, namun pada 

akhirnya PKPU tersebut tidak berhasil, hal ini dapat dilihat dalam 

perkara antara Investeringsmaatschappj voor Vlaanderen N.V. 

(kreditor-Pemohon PKPU) melawan PT Ever Shine Corporation 

(debitor-Termohon PKPU). Gagalnya PKPU dari kreditor ini 

disebabkan karena kreditor tidak dapat membuktikan utangnya, 

sementara debitor tidak mengakui utangnya, adalah menjadi sangat 

sulit untuk membuktikannya karena di dalam catatan debitor tidak 

tercantum utang kepada pemohon PKPU tersebut.18 Pada lain kasus 

dapat terjadi kreditor akan kesulitan mencari dokumen-dokumen 

utang sekalipun debitor tetap memilikinya. 

j. Ketentuan PKPU dalam undang-undang kepailitan belurn dapat 

mencegah munculnya kreditor fiktif, seyogianya semua kreditor dan 

debitor bersama-sama menanggung dan mencegah munculnya 

penipuan dan pemalsuan seperti kreditor fiktif dengan memberikan 

sangsi jelas yang diatur dalam undang-undang kepailitan. 

k. Ketentuan PKPU belum dapat menjamin bahwa rencana perdamaian 

telah dibuat dengan alasan-alasan atau dasar-dasar yang tepat 

(transparent dan equitable), para pihak yang berkepentingan 

seharusnya diberikan informasi yang jelas, cukup dan memadai, jika 

hal itu tidak dilakukan pengadilan dapat menjatuhkan pailit kepada 

debitor. 

l. Pengertian pembuktian yang sederhana tidak jelas, salah satu sarana 

yang sering dijadikan peluang oleh pengadilan, bahwa di dalam proses 

kepailitan pembuktian yang dilakukan adalah secara sederhana atau 

tidak rumit atau summier, namun undang-undang kepailitan tidak 

menjelaskan batasan pembuktian yang sederhana dan tidak rumit 

tcrsebut. Celah ketidakjelasan ini sering digunakan untuk menolak 

kepailitan. Seyogianya diartikan bahwa dalam pembuktian kepailitan 

atau dalam PKPU, pengadilan tidak perlu terpaku dan terlalu kaku 

                                                           
18 Putusan perkara Nomor: 03/PKPU/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst 
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pada pembuktian yang diatur oleh KUHPerdata.19 

m. Diperlukan pengadilan ad hoc, agar permohonan PKPU dapat 

diperiksa dan dikaji dengan baik, tidak semata-mata hanya diserahkan 

keputusan debitor dan kreditor, seyogianya pengadilan ikut menilai 

apakah rencana perdamaian tersebut telah dibuat secara layak 

(feasible). Untuk mendapatkan jawaban atas hal itu, pengadilan 

dituntut harus juga aktif 

Bagi perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan restrukturisasi 

atau penyehatan usahanya melalui pranata PKPU, akan memberikan 

kesempatan masyarakat mendapatkan pekerjaan, sehingga hal ini akan 

menghindari atau menurunkan pengangguran atau menghindari Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). Kesempatan bekerja sebagai akibat restrukturisasi ini 

akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, sebaliknya akan 

menurunkan kemiskinan. Efek yang lain, para pekerja dan perusahaan akan 

melakukan dan meningkatkan pembayaran pajak kembali, hal ini berarti akan 

meningkatkan pendapatan negara.  

Dengan pendapat negara yang demikian perekonomian Indonesia akan 

berkembang selanjutnya pembangunan pun akan terlaksana dengan baik. 

Sebaliknya jika undang-undang kepailitan digunakan semata-mata sebagai alat 

menagih utang (debt collection tool), tidak mustahil akan banyak perusahaan 

yang ditutup, bangkrut dan ribuan orang karyawan akan diberhentikan (PHK). 

Peranan kreditor dan debitor sebagai pelaku utama dalam PKPU dituntut 

memiliki sikap berkeadilan (fairness)), transparan (terbuka) dan mendapatkan 

perlakuan yang sama. Ukuran-ukuran sikap adil tersebut dapat dilihat dan 

faktor iktikad baik berupa kejujuran dan memenuhi rasa kepatutan.  

                                                           
19 Pasal 1866 KUHPerdata: alat-alat bukti terdiri atas alat bukti tertulis; bukti dengan 

saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan dan sumpah 
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Debitor dan kreditor harus duduk bersama, para kreditor khususnya, 

harus memposisikan diri sama dan senasib dengan debitor sebagaimana dalam 

prinsip creditors' bargain serta membuat komitmen bersama mengatasi utang-

piutang tersebut secara bijaksana dengan menghindari tindakan-tindakan di 

luar hukum terhadap aset-aset debitor (unlaw execution), begitu pula 

sebaliknya debitor dituntut harus proaktif dalam negosiasi untuk 

menyelesaikan utangnya. Sebagai perwujudan dari semua itu, bagi perusahaan 

yang melakukan PKPU dituntut (wajib) menggunakan sarana tes insolvensi 

(insolvency test) atau tes finansial (financial test) berupa balance-sheet test; 

cash flow/equity test; analisa transaksional agar dapat diketahui kemampuan 

keuangan perusahaan yang sebenarnya. Peran para konsultan independen 

(khususnya akuntan) dibawah naungan pemerintah untuk memberikan 

pendapatnya atau opini sebelum pelaksanaan PKPU merupakan prasyarat 

PKPU yang harus dipersiapkan. 

Kepedulian kreditor dan respon positif dan debitor untuk segera membuat 

rencana-rencana penyelesaian utang berupa rencana perdamaian (composition 

plan) merupakan tujuan utama dari PKPU. Dengan penuh kesadaran yang 

berlandaskan pada pemahaman kepentingan yang sama diantara debitor dan 

kreditor, kepailitan bukanlah suatu pilihan yang tepat, sebaliknya dengan 

menggunakan pranata PKPU dapat diyakini penyelesaian utang akan lebih 

cepat tercapai, hal ini akan terjadi karena berdasarkan kenyataan sekarang 

sebagian besar debitor yang dimohonkan pailit berada dalam kondisi insolvensi 

secara teknis (technically insolvent - lebih besar utang dari pada hartanya atau 

tidak mampu membayar utang karena keuangannya tidak likuid), oleh karena 
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itu dengan kesadaran hukum yang penuh khususnya diantara debitor dan 

kreditor, niscaya PKPU ke depan bukan lagi menjadi lahan kreditor yang 

dengan mudahnya dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitor, begitu 

pula debitor bukan lagi dapat melakukan rekayasa-rekayasa laporan keuangan 

yang sejatinya dengan sengaja untuk menghindari pembayaran utangnya. 

Selain itu, dengan kesadaran masyarakat (pelaku ekonomi) yang 

demikian, ke depan diharapkan peranan PKPU dapat digunakan sebagai 

kontrol sosial terhadap perilaku debitor dan para kreditor agar PKPU tersebut 

dapat digunakan sebagai sarana untuk penyelesaian sengketa sekaligus sebagai 

sarana untuk menjaga perilaku debitor dan kreditor dalam kaitannya dengan 

budaya hukum masyarakat pada umumnya. Tindakan main hakim sendiri tidak 

dapat lagi diterapkan khususnya bagi kreditor dalam melakukan penagihan 

kepada debitor, seperti intimidasi dan perbuatan melawan hukum lainnya. 

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut tidak hanya memandang 

hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur 

masyarakat, namun juga harus mencakup lembaga (institutions) dan proses 

(processes), selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hukum sebagai perangkat kaidah, Undang-undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang merupakan kaidah hukum atau norma berupa aturan yang 

diterbitkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memecahkan 

masalah utang piutang yang dilakukan dengan mengajukan 

permohonan kepailitan atau PKPU. Sebagai ciri dari suatu kaidah, 

peraturan ini dapat dipaksakan sehingga berlakunya dapat 

dipertahankan oleh yang berwenang.  
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Bagi debitor dan kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan 

pailit harus mematuhi ketentuan hukum kepailitan ini, sebagai contoh 

telah diatur dalam ketentuan tersebut bahwa tidak semua debitor atau 

kreditor dapat mengajukan permohonan pailit, terdapat kaidah hukum 

atau norma hukum yang mengatur tentang persyaratan permohonan 

pailit yang dapat dipaksakan, seperti persyaratan adanya 2 (dua) atau 

lebih kreditor juga debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang 

yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya jika kaidah hukum 

tersebut dipenuhi, maka dengan suatu putusan pengadilan debitor 

dapat dinyatakan pailit. Ketentuan hukum kepailitan ini pada dasarnya 

berasal dari kaidah hukum atau norma hukum (rechtsnorm), artinya 

kaidah hukum merupakan proposisi aturan hukum itu sendiri. 

Konsep Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ke depan, khususnya 

berkaitan dengan ketentuan tentang restrukturisasi sebagai aturan 

pelaksanaannya adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang 

bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi 

manusia beserta kepentingannya khususnya bagi para pelaku ekonomi. 

Hukum kepailitan dan PKPU ke depan harus benar-benar dapat 

mengatur tingkah laku manusia (pelaku ekonomi) agar dalam rangka 

menyelesaikan utang piutangnya dilakukan sesuai dengan aturan yang 

ada. 

2. Hukum sebagai asas-asas untuk mengatur kehidupan manusia dalam 

masyarakat, artinya asas hukum ini sebagai dasar-dasar umum yang 

terkandung dalam peraturan, dasar-dasar umum tersebut merupakan 

sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis dan kaidah-kaidah penilaian 

yang fundamental. Asas-asas hukum ini memegang peranan penting 

tidak hanya dalam aturan-aturan perundang-undangan, namun juga 

bagi hakim dalam membuat putusan, asas-asas hukum ini akan 

memberikan bahan yang sangat berguna dalam menafsirkan undang-

undang secara dogmatis serta menjalankan undang-undang secara 

analogis. Beberapa asas hukum yang seyogianya termuat dalam 

konsep kepailitan ke depan adalah : 
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a. Kedudukan yang setara diantara debitor dan kreditor, bahwa 

sebagaimana harapan dari konsep creditors' bargain dalam 

pembahasan sebelumnya ketentuan PKPU harus memberikan 

kedudukan dan perlindungan yang sama atau seimbang bagi 

kreditor dan debitor. Khususnya di depan pcngadilan asas 

keseimbangan ini telah sejalan dengan asas hukum audi et 

alteram partem, bahwa hakim harus mendengar semua pihak. 

Perlindungan yang seimbang harus terjadi untuk semua pihak 

yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan, artinya 

undang-undang kepailitan tidak hanya memberikan 

perlindungan bagi kreditor, kepentingan debitor dan 

stakehloders juga harus diperhatikan. 

b. Putusan pailit oleh pengadilan hanya untuk debitor dalam 

keadaan insolvensi secara teknis dan tidak beriktikad baik 

adalah asas yang seyogianya diberlakukan sehingga pernyataan 

pailit oleh pengadilan benar-benar bersifat sarana yang terakhir, 

kreditor tidak dapat dengan mudah mengajukan permohonan 

pernyataan pailit terhadap debitor, artinya walaupun debitor 

dalam kondisi insolvensi secara teknis namun masih memiliki 

iktikad baik dengan penuh kesungguhan, kejujuran dan 

kepatutan, seyogyanya asas hukum perlindungan kepada debitor 

untuk tidak dinyatakan pailit harus menjadi faktor yang utama 

dipertimbangkan baik oleh kreditor maupun pengadilan. 

c. Asas hukum lain yang seyogianya termuat dalam ketentuan 

kepailitan dan PKPU sebagai sarana penyehatan perusahaan ke 

depan adalah dengan mendahulukan PKPU sebagai pranata 

penyelesaian utang yang bersifat wajib sebelum perusahaan 

tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan. Undang-undang 

kepailitan dan PKPU selama ini tidak secara wajib (imperative) 

mendahulukan PKPU sebelum suatu perusahaan dinyatakan 

pailit, PKPU harus diajukan baik oleh debitor maupun kreditor, 

sebaliknya sepanjang PKPU tersebut tidak diajukan dan 
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permohonan pailit telah memenuhi ketentuan undang-undang, 

maka penetapan pailit akan dijatuhkan oleh pengadilan niaga. 

Beberapa konsep asas hukum di atas merupakan pokok dasar atau 

tumpuan berpikir dalam melakukan perubahan dan pembaharuan 

peraturan kepailitan dan PKPU, sehingga nantinya keberadaan 

ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai alat (pengatur) atau sarana 

untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam berusaha. 

Konsep hukum kepailitan dan PKPU yang didasari oleh perubahan 

asas-asas hukum di atas diharapkan dapat merubah pemahaman 

masyarakat, khususnya pelaku ekonomi dalam menilai PKPU sebagai 

sarana untuk mengajukan restrukturisasi utang. Perubahan 

pemahaman tentang PKPU khususnya, merupakan bagian dari 

pembangunan. Konsep peraturan kepailitan dan PKPU merupakan 

sarana pembangunan untuk menuju perubahan guna mengatur 

kehidupan manusia dalam masyarakat. 

3. Lembaga (institutions), hukum yang memadai juga mencakup adanya 

pembaharuan bagi lembaga, maksudnya bahwa dalam melakukan 

pembinaan hukum selain berbentuk pembaharuan hukum melalui 

perundang-undangan (kaidah atau norma) juga meliputi alat-alat 

penegak hukum (lembaga: institutions). Dalam penanganan perkara 

kepailitan dan PKPU, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 280 ayat 

(1) Undang undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Pasal 300 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ditangani oleh pengadilan 

khusus dengan hakim khusus pula, yaitu pengadilan niaga yang berada 

dalam peradilan umum dan hakim niaga.  

Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja 

dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan 

jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, dengan pengertian paling singkat 45 (empat puluh lima) hari 

sebelumnya. Sejak tanggal Putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang 
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terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan merupakan 

utang harta pailit (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). 

Ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, Kurator tetap berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 

Yang dimaksud dengan "upah" adalah hak pekerja yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada 

pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, 

ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga. 

(Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004). 

Namun permasalahan yang selalu muncul berkaitan dengan hak-hak 

pekerja bila perusahan dinyatakan pailit adalah kesulitan perusahaan dalam 

membayar hak-hak normatif pekerja, meskipun Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 telah secara jelas mengatur bahwa upah yang terutang sebelum 

maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit 

(Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). 

Terkait dengan kedudukan pekerja, menurut Joseph E. Stiglitz, Hukum 

Kepailitan harus mengandung tiga prinsip antara lain : 

Pertama, peran utama Kepailitan dalam ekonomi kapitalis modern adalah 

untuk menggalakkan reorganisasi perusahaan. Hukum Kepalitan harus 

memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan 

perusahaan.  
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Kedua, meskipun tidak dikenal Hukum Kepailitan yang berlaku universal 

dan ketentuan Kepailitan telah berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan 

perubahan keseimbangan politik diantara para pelaku, transformasi struktural 

perekonomian dan perkembangan sejarah masyarakat, namun setiap Hukum 

Kepailitan bertujuan menyeimbangkan beberapa tujuan termasuk melindungi 

hak-hak kreditor dan menghindari terjadinya likuidasi prematur.  

Ketiga, Hukum Kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditor 

dan debitor, tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan 

stakeholder yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja. Ketentuan 

Kepailitan memang telah memberikan hak istimewa untuk pembayaran gaji 

buruh yang terutang. Akan tetapi bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya. 

Disamping itu, juga perlu dilihat apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi 

konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk. 

Singkat kata, kepailitan adalah ultimum remedium, upaya terkahir.  

Bagi perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan restrukturisasi 

atau penyehatan usahanya melalui pranata PKPU, akan memberikan 

kesempatan masyarakat mendapatkan pekerjaan, sehingga hal ini akan 

menghindari atau menurunkan pengangguran atau menghindari Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). Kesempatan bekerja sebagai akibat restrukturisasi ini 

akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, sebaliknya akan 

menurunkan kemiskinan. Efek yang lain, para pekerja dan perusahaan akan 

melakukan dan meningkatkan pembayaran pajak kembali, hal ini berarti akan 

meningkatkan pendapatan negara. Dengan pendapat negara yang demikian 

perekonomian Indonesia akan berkembang selanjutnya pembangunan pun akan 
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terlaksana dengan baik. Sebaliknya jika undang-undang kepailitan digunakan 

semata-mata sebagai alat menagih utang (debt collection tool), tidak mustahil 

akan banyak perusahaan yang ditutup, bangkrut dan ribuan orang karyawan 

akan diberhentikan (PHK). Efek yang lain dengan banyaknya perusahaan pailit 

adalah terjadi pelarian aset ketangan asing, sejalan dengan pemberesan utang 

dengan budel pailit. 

Sementara itu, undang-undang kepailitan yang belum memberikan 

peranan yang maksimal terhadap PKPU, segera dilakukan perubahan dan 

perlunya penambahan secara khusus serta terperinci tentang ketentuan-

ketentuan (teknis) restrukturisasi utang maupun restrukturisasi usaha dengan 

mengedepankan PKPU sebagai sarana yang efektif guna penyelesaian utang 

piutang. Dengan demikian PKPU sesungguhnya merupakan suatu pranata 

untuk menghindari kepailitan yang umumnya bermuara pada pemberesan harta 

debitor (kepailitan). Dengan PKPU perusahaan akan memperbaiki kinerja, 

keadaan keuangan yang secara ekonomis akan membuat atau meningkatkan 

laba yang pada akhirnya laba tersebut dapat menciptakan kesejahteraan dan 

kemakmuran tidak hanya bagi kreditor dan pemegang saham tetapi juga 

karyawan dan stakeholders. 

Hukum kepailitan dan PKPU tersebut tidak hanya memandang hukum 

sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur masyarakat, 

namun juga harus mencakup lembaga (institutions) dan proses (processes), 

selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan kaidah hukum 

atau norma berupa aturan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk 
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mengatur dan memecahkan masalah utang piutang yang dilakukan 

dengan mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU. Sebagai ciri 

dari suatu kaidah, peraturan ini dapat dipaksakan sehingga berlakunya 

dapat dipertahankan oleh yang berwenang. Bagi debitor dan kreditor 

yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus mematuhi 

ketentuan hukum kepailitan ini, sebagai contoh telah diatur dalam 

ketentuan tersebut bahwa tidak semua debitor atau kreditor dapat 

mengajukan permohonan pailit, terdapat kaidah hukum atau norma 

hukum yang mengatur tentang persyaratan permohonan pailit yang 

dapat dipaksakan, seperti persyaratan adanya 2 (dua) atau lebih 

kreditor juga debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang 

sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya jika kaidah hukum 

tersebut dipenuhi, maka dengan suatu putusan pengadilan debitor 

dapat dinyatakan pailit. Ketentuan hukum kepailitan ini pada dasarnya 

berasal dari kaidah hukum atau norma hukum (rechtsnorm), artinya 

kaidah hukum merupakan proposisi aturan hukum itu sendiri. 

Konsep Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ke depan, khususnya 

berkaitan dengan ketentuan tentang restrukturisasi sebagai aturan 

pelaksanaannya adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang 

bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi 

manusia beserta kepentingannya khususnya bagi para pelaku ekonomi. 

Hukum kepailitan dan PKPU ke depan harus benar-benar dapat 

mengatur tingkah laku manusia (pelaku ekonomi) agar dalam rangka 

menyelesaikan utang piutangnya dilakukan sesuai dengan aturan yang 

ada. 

2. Hukum sebagai asas-asas untuk mengatur kehidupan manusia dalam 

masyarakat, artinya asas hukum ini sebagai dasar-dasar umum yang 

terkandung dalam peraturan, dasar-dasar umum tersebut merupakan 

sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis dan kaidah-kaidah penilaian 

yang fundamental. Asas-asas hukum ini memegang peranan penting 

tidak hanya dalam aturan-aturan perundang-undangan, namun juga 

bagi hakim dalam membuat putusan, asas-asas hukum ini akan 
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memberikan bahan yang sangat berguna dalam menafsirkan undang-

undang secara dogmatis serta menjalankan undang-undang secara 

analogis. Beberapa asas hukum yang seyogianya termuat dalam 

konsep kepailitan ke depan adalah : 

a. Kedudukan yang setara diantara debitor dan kreditor, bahwa 

sebagaimana harapan dari konsep creditors' bargain dalam 

pembahasan sebelumnya ketentuan PKPU harus memberikan 

kedudukan dan perlindungan yang sama atau seimbang bagi 

kreditor dan debitor. Khususnya di depan pcngadilan asas 

keseimbangan ini telah sejalan dengan asas hukum audi et 

alteram partem, bahwa hakim harus mendengar semua pihak. 

Perlindungan yang seimbang harus terjadi untuk semua pihak 

yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan, artinya 

undang-undang kepailitan tidak hanya memberikan 

perlindungan bagi kreditor, kepentingan debitor dan 

stakehloders juga harus diperhatikan. 

b. Putusan pailit oleh pengadilan hanya untuk debitor dalam 

keadaan insolvensi secara teknis dan tidak beriktikad baik 

adalah asas yang seyogianya diberlakukan sehingga pernyataan 

pailit oleh pengadilan benar-benar bersifat sarana yang terakhir, 

kreditor tidak dapat dengan mudah mengajukan permohonan 

pernyataan pailit terhadap debitor, artinya walaupun debitor 

dalam kondisi insolvensi secara teknis namun masih memiliki 

iktikad baik dengan penuh kesungguhan, kejujuran dan 

kepatutan, seyogyanya asas hukum perlindungan kepada debitor 

untuk tidak dinyatakan pailit harus menjadi faktor yang utama 

dipertimbangkan baik oleh kreditor maupun pengadilan. 

c. Asas hukum lain yang seyogianya termuat dalam ketentuan 

kepailitan dan PKPU sebagai sarana penyehatan perusahaan ke 

depan adalah dengan mendahulukan PKPU sebagai pranata 

penyelesaian utang yang bersifat wajib sebelum perusahaan 

tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan. Undang-undang 
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kepailitan dan PKPU selama ini tidak secara wajib (imperative) 

mendahulukan PKPU sebelum suatu perusahaan dinyatakan 

pailit, PKPU harus diajukan baik oleh debitor maupun kreditor, 

sebaliknya sepanjang PKPU tersebut tidak diajukan dan 

permohonan pailit telah memenuhi ketentuan undang-undang, 

maka penetapan pailit akan dijatuhkan oleh pengadilan niaga. 

Beberapa konsep asas hukum di atas merupakan pokok dasar atau 

tumpuan berpikir dalam melakukan perubahan dan pembaharuan peraturan 

kepailitan dan PKPU, sehingga nantinya keberadaan ketentuan tersebut dapat 

digunakan sebagai alat (pengatur) atau sarana untuk menciptakan keteraturan 

dan ketertiban dalam berusaha. Konsep hukum kepailitan dan PKPU yang 

didasari oleh perubahan asas-asas hukum di atas diharapkan dapat merubah 

pemahaman masyarakat, khususnya pelaku ekonomi dalam menilai PKPU 

sebagai sarana untuk mengajukan restrukturisasi utang. Perubahan pemahaman 

tentang PKPU khususnya, merupakan bagian dari pembangunan. Konsep 

peraturan kepailitan dan PKPU merupakan sarana pembangunan untuk menuju 

perubahan guna mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. 

Sedangkan hukum kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting 

yaitu melalui hukum kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi 

massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor, yang selanjutnya akan 

dibagikan kepada para kreditornya secara seimbang dan adil di bawah 

pengawasan petugas yang berwenang.20 Ada dua tujuan klasik kepailitan yaitu 

pembagian yang adil kekayaan debitor untuk kemanfaatan seluruh kreditor dan 

“fresh start" bagi debitor. Instrumen hukum kepailitan sangat penting, karena 

                                                           
20  Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 24. 
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jika instrumen ini tidak ada, kesemrawutan setidak-tidaknya yang menyangkut 

pelaksanaan hak--hak ganti kerugian akan timbul.21  Prinsip yang mendasari 

pembagian pari passu adalah untuk menjamin bahwa seorang kreditor 

konkuren tidak memperoleh prioritas lebih dari kreditor lainnya secara tidak 

adil. 

Kepailitan yang merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor 

bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang 

merugikan kreditor dan mencegah tindakan curang dari kreditor (unlaw full) 

yang akhirnya membuat pembagian yang seimbang dan proporsional diantara 

para kreditor (pari pasu prorata parte). Dengan demikian, pernyataan pailit 

hanya menyangkut harta kekayaan milik debitor saja, tidak termasuk status 

dirinya. 

Akibat daripada putusan pailit sejak diputuskan oleh Pengadilan Niaga 

maka terhitung sejak pukul 00.00 maka debitor dinyatakan tidak cakap lagi 

untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta 

kekayaannya. Segala hal yang berhubungan dengan kekayaan debitor maka 

beralih pada kewenangan kurator. Hal ini bertujuan agar debitor tidak 

mengalihkan kekayaannya selama proses kepailitan. 

Bahwa putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang 

menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, mengausai, dan 

mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Yang 

berarti mengurangi hak –hak keperdataan debitor sejak putusan pailik 

diucapkan. 

                                                           
21  Mr. J.B. Huizink, Insolventie, Kluwer Deventer, 1995, Alih Bahasa Linus 

Doludjawa, hlm. 1 
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Sifat putusan pernyataan pailit adalah dapat dilaksanakan lebih dahulu 

meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum (uitvoerbaar bij 

voorraad), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Nomor 

37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU), dan berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 

Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kurator berwenang melaksanakan tugas 

pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit 

diucapkan. Hal lain yang menjadi kelebihan dari ketentuan kepailitan adalah 

dibentuknya Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum untuk 

menangani masalah--masalah perniagaan, khususnya masalah kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)   Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1998.  

Timbulnya sengketa antara debitor dan kreditor biasanya karena adanya 

permasalahan dalam ketidakmampuan dari salah satu pihak untuk dapat 

melakukan prestasi atau kewajibannya, khususnya dalam pembayaran utang 

yang telah jatuh tempo. Timbulnya masalah tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) 

segi pendekatan, yaitu karena adanya perbedaan diantara das Sollen dan das 

Sein serta adanya perbedaan antara apa yang selalu diinginkan dengan apa 

yang terjadi. 22  Perbedaan antara yang terjadi (das Sein) dengan apa yang 

diinginkan (das Sollen), semakin jauh perbedaan itu akan semakin besar pula 

permasalahannya dan jika semakin dekat perbedaannya maka semakin kecil 

pula masalahnya. Namun apabila diantara das Sollen dan das Sein telah sama 

maka tidak akan terjadi suatu persoalan lagi bagi para pihak. Dalam kehidupan 

                                                           
22 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan di 

Indonesia), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 28-29. 
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yang senantiasa ditandai oleh tantangan dan harapan yang selalu berubah 

tersebut, dapat dikatakan sebagai suatu hal yang mustahil untuk dapat 

menghilangkan kesenjangan diantara das Sein dan das Sollen. Demikian pula 

perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi juga merupakan 

suatu masalah, hanya saja perbedaan diantara das Sollen dan das Sein 

merupakan masalah yang lebih bersifat normatif, sedangkan perbedaan antara 

apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi merupakan masalah yang lebih 

bersifat individual atau emosional. 

Hal yang sama dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa das 

Sollen merupakan kaidah hukum yang berisi kenyataan normatif (apa yang 

seyogianya dilakukan) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa 

konkrit (das Sein)23. Antara keduanya acapkali tergabung dalam satu masalah 

tetapi dapat juga masing-masing merupakan masalah tersendiri. Apabila suatu 

masalah berbenturan dengan orang lain dan disertai dengan rasa emosional 

maka akan dapat menimbulkan sengketa, tetapi jika tidak disertai dengan rasa 

emosi maka dengan sendirinya tidak akan dapat kita jumpai sengketa. Jadi, 

suatu sengketa itu muncul karena adanya suatu masalah yang berbenturan 

dengan orang lain yang selalu disertai rasa emosional. Rasa emosional inilah 

yang kemudian dapat menimbulkan sikap bersengketa dan mendorong yang 

bersangkutan untuk segera ingin menyelesaikan persoalannya tersebut.  

Penggunaan Hukum Kepailitan merupakan tindakan hukum yang terakhir 

yang dapat dilakukan apabila langkah-langkah yang berupa perdamaian 24 

                                                           
23  Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (satu pengantar), (Yogyakarta, Liberty, 

1986), hlm. 16. 
24 Perdamaian (accoord) dalam Undang-Undang Kepailitan dapat ditempuh sebelum 

Putusan Kepailitan yaitu semasa dalam tahap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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ataupun restrukturisasi 25  utang ternyata telah gagal untuk dilaksanakan. 

Undang-undang Kepailitan tidak menyinggung mengenai sebab-sebab 

kepailitan dan penundaan dapat terjadi. Undang-Undang Kepailitan khususnya 

tidak membicarakan persoalan mengenai apakah Debitor dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas kekayaan finansialnya. Undang-Undang Kepailitan 

berbicara secara netral tentang Kepailitan yang menyangkut Debitor yang 

berada dalam keadaan berhenti membayar.26 

Tuntutan terhadap kewajiban Debitor untuk melaksanakan prestasinya 

yang  menurut Hukum Kepailitan adalah sebagai berikut: 

a. Debitor bertanggungjawab dengan seluruh harta kekayaanya baik 

yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang 

ada pada saat ini maupun yang ada di kemudian hari yang menjadi 

jaminan atas semua utangnya (Pasal 1131, Pasal 1133 KUHPerdata). 

b. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam hak-hak kebendaan, 

maka hak-hak pribadi yang timbul pada saat-saat yang berbeda 

memiliki peringkat yang sama (Paritas Creditorum) (Pasal 1132 KU 

HPerdata). 

c. Apabila beberapa Kreditor mempunyai Debitor yang sama yang 

secara berturut-turut mengajukan tuntutan atas harta kekayaan 

                                                                                                                                                               
(Suspension of Payment) dan setelah Debitor dinyatakan pailit yang ditawarkan pada saat rapat 

verifikasi, Pasal 144 dan Pasal 222 ayat 3 UU No. 37 Tahun 2004. 
25 Restrukturisasi utang, menurut Remy Syahaldeini dapat berbentuk: 1) memberikan 

moratorium (Penundaan Pembayaran Utang) kepada Debitor; 2) melakukan penjadwalan kembali 

pelunasan pinjaman; 3) melakukan persyaratan kembali perjanjian pinjaman; 4) melakukan 

restrukturisasi jumlah pinjaman, termasuk mengurangi jumlah pokok utang, menurunkan tingkat 

suku bunga dan memberikan tambahan utang (kredit injeksi); 5) memasukkan modal baru oleh 

para pemodal atau pemegang saham baru, Sutan Remy Syahdeini, Undang-Undang Kepailitan: 

Dalam Persfektif Hukum, Politik dan Ekonomi, Makalah disampaikan dalam diskusi tentang 

Undang-undang Kepailitan Dalam Persfektif Hukum, Politik dan Ekonomi" yang diselenggarakan 

oleh F-KP DPR-RI, Tgl. 7 Mei 1998, Jakarta. 
26 Mr. J.B. Huizink, Insolventie, Op. cit., hlm. 1. 



 

33 
 

Debitor, maka mereka akan dipenuhi menurut tuntutannya menurut 

tertib urut pengajuan tagihannya. Hal ini berarti, Kreditor yang 

mengajukan penagihan terlebih dahulu akan memperoleh pembayaran 

lebih dahulu dibandingkan dengan Kreditor yang lain. 

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis dalam Disertasi ini memilih 

Judul  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU) Dalam 

Penyelesaian Utang Piutang Yang Berkeadilan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut,  muncul beberapa permasalahan 

yaitu :  

1. Apakah hakekat pengaturan insolven pada debitor sebagai dasar 

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) telah 

terpenuhi ? 

2. Bagaimana kedudukan debitor dan kreditor dalam perjanjian utang 

piutang pada proses PKPU dan apabila kemudian  debitor pailit? 

3. Bagaimana seharusnya Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang  

yang mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak terjadi pailit? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Identifikasi tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian adalah sangat 

penting mengingat tujuan penelitian dengan manfaat yang akan diperoleh dari 

penelitian sangat erat hubungannya.  Oleh sebab itu, tujuan dalam penelitian 

ini adalah : 
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1. Menemukan dan menganalisa apakah telah terpenuhinnya hakekat 

pengaturan Insolven pada Debitor sebagai dasar Permohonan Penundaaan 

Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU).  

2. Menemukan dan menganalisa kedudukan debitor dan kreditor dalam 

perjanjian utang piutang pada proses Permohonan Penundaaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) dan jika terjadi Pailit. 

3. Menemukan wujud Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dalam 

penyelesaian utang piutang yang mencerminkan rasa keadilan agar tidak 

terjadi pailit. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun 

secara praktis, adalah : 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan, dan akan menambah wawasan peneliti khususnya 

mengenai filosofi PKPU dalam penyelesaian  utang piutang 

2. Secara praktis : 

a. Bagi DPR RI dan Presiden (pembentuk Undang-Undang) : 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan, 

masukan  atau referensi terkait pembahasan amandemen undang-

undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU). 

b. Bagi Akademisi : 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat 

positif bagi pengembangan kajian ilmu hukum dan memberikan 

bekal pengetahuan umum dan informasi secara jelas terkait 

kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

 

1.5. Originalitas Penelitian 

Dalam Meninjau dari permasalahan yang akan diteliti, sehingga 

dilakukan suatu penelusuran terhadap penelitian yang memiliki fokus kajian 

penelitian yang serupa, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian Disertasi Siti Anisah, persamaan dalam penelitian yaitu 

Memiliki fokus kajian penelitian yang serupa yaitu terkait 

perlindungan Kreditor dan Debitor dalah hukum kepailitan, 

perbedaannya penelitian Tidak membahas tentang Undang-undang 

Kepailitan Indonesia harus memisahkan kepailitan terhadap 

perusahaan dan perseorangan, karena tujuan dan manfaat keduanya 

berbeda.. 

2. Penelitian Disertasi Titik Tejaningsih, persamaan dalam penelitian 

yaitu Memiliki fokus kajian penelitian yang serupa yaitu terkait 

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan 

dan Pemberesan Harta Pailit, perbedaannya penelitian Penelitian ini 

Dalam mengusulkan daftar pembagian harta pailit yang diajukan ke 

pengadilan, kurator harus benar-benar melaksanakan Undang-undang 

Nomor 37 Tahun 2004.. 
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3. Penelitian Disertasi Darminto Hartono, persamaan dalam penelitian 

yaitu Memiliki fokus kajian penelitian yang serupa yaitu terkait 

Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap, perbedaannya 

penelitian ini Penerapan Economic Analysis of Law terhadap 

penyelesaian utang perseroan melalui PKPU Tetap seringkali bertolak 

belakang dengan putusan pengadilan niaga. 

Berikut ini merupakan tabel untuk memudahkan melakukan suatu 

penelusuran dan mengidentifikasi hasil studi atau penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini,  

Tabel 1.1. 

Daftar Orisinalitas Penelitian 

No Disertasi Judul  Persamaan Unsur Kebaruan 

1 Siti Anisah 

(2008) 

Perlindungan 

Kepentingan Kreditor 

dan Debitor dalam 

Hukum Kepailitan di 

Indonesia 

1. Bagaimana 

perkembangan 

perlindungan 

terhadap 

kepentingan 

kreditor dan 

debitor dalam 

hukum kepailitan 

di Indonesia? 

2. Bagaimana sikap 

pengadilan dalam 

usaha melindungi 

kepentingan 

kreditor, debitor, 

dan stakeholders? 

3. Adakah 

persamaan dan 

perbedaan antara 

hukum kepailitan 

Barat dengan 

hukum kepailitan 

Islam yang 

melindungi 

kepentingan 

kreditor dan 

Undang-undang Kepailitan 

Indonesia harus memisahkan 

kepailitan terhadap perusahaan 

dan perseorangan, karena 

tujuan dan manfaat keduanya 

berbeda. 
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debitor? 

4. Bagaimana 

seharusnya 

Undang-undang 

Kepailitan 

Indonesia di masa 

depan untuk 

melindungi 

kepentingan 

kreditor dan 

debitor? 
2 Titik 

Tejaningsih 

(2016) 

Perlindungan Hukum 

Terhadap Kreditor 

Separatis dalam 

Pengurusan dan 

Pemberesan Harta 

Pailit 

1. Perlindungan 

kepentingan para 

kreditor 

khususnya 

kreditor separatis 

berdasar Undang-

undang Nomor 37 

Tahun 2004 

2. Pengurusan dan 

pemberesan harta 

pailit telah 

melindungi 

kreditor separatis 

Dalam mengusulkan daftar 

pembagian harta pailit yang 

diajukan ke pengadilan, 

kurator harus benar-benar 

melaksanakan Undang-undang 

Nomor 37 Tahun 2004.. 

3 Darminto 

Hartono 

(2009) 

Economic Analysis of 

Law Atas Putusan 

PKPU Tetap 

1. Tolok ukur apa 

yang seharusnya 

dipakai oleh 

Pengadilan untuk 

mengesahkan 

permohonan 

PKPU tetap yang 

telah disetujui 

oleh Rapat 

Kreditor 

2. Tolok ukur apa 

yang seharusnya 

digunakan 

Pengadilan untuk 

membatalkan 

permohonan 

PKPU Tetap  

3. Faktor-faktor apa 

saja yang 

merupakan kunci 

keberhasilan bagi 

tercapainya 

perjanjian 

perdamaian dalam 

masa PKPU Tetap 

sehingga 

perusahaan 

debitor terhindar 

perseroan melalui PKPU Tetap 

seringkali bertolak belakang 

dengan putusan pengadilan 

niaga. 
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dari pailit 

4. Faktor-faktor apa 

yang dapat 

dijadikan dasar 

bagi pengadilan 

untuk 

membatalkan 

perjanjian yang 

telah dicapai 

dalam masa 

PKPU Tetap 

sehubungan 

dengan 

diajukannya 

permohonan 

pembatalan 

perjanjian 

perdamaian 

tersebut oleh salah 

satu kreditornya 

 

Sumber : diolah dan diringkas dari naskah asli Disertasi yang dijadikan 

pembanding    Disertasi ini 

 

1.6. Metode Penelitian 

Keberadaan metode penelitian memegang peranan sangat penting untuk 

melakukan suatu penelitian ilmiah dibidang hukum. Salah satu cara kerja 

keilmuan adalah ditandai dengan metode. Metode penelitian  Disertasi ini 

diuraikan sebagai berikut : 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu 

penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk 

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatifnya.27 Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian dengan 

cara analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang  didasarkan pada 

                                                           
27 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: 

Bayumedia, 2012), hlm. 57. 
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hukum dogmatik, teori hukum, dan filsafat hukum.28 Sisi normatif yang akan 

dikaji yaitu Undang-Undang No. 37 tahun 2004  

1.6.2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mempergunakan beberapa pendekatan agar dapat 

memahami persolan hukum (legal issue) secara lebih holistik. Pertama, 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) 29 , yaitu dengan 

mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan terkait dengan 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedua, pendekatan 

konsep (conceptual approach), yaitu sutu pendekatan dengan memahami 

unsur-unsur abstrak yang ada dalam alam pikiran. ketiga, pendekatan 

perbandingan (Comparatif approach), yaitu suatu pendekatan dengan 

membandingkan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan 

undang-undang Negara lain. Kegunaan pendekatan ini untuk memperoleh 

persamaan dan perbedaan diantara undang-undang yang mengatur . Ini dapat 

melihat filosofi dari dilahirkannya suatu undang-undang diantara Negara 

tersebut. Dan Keempat, adalah Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu suatu 

pendekatan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang 

dilakukan dalam praktik hukum pengakuan, pendifisian dan kedekatan atas 

permasalahan dan kondisi masyarakat serta rasa memiliki dan respek terhadap 

karakter orang lain.  

 

 

                                                           
28  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2011),hlm.24. 
29 Soerjono Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum,   (Jakarta:  Universitas Indonesia 

(UI)  Press, 1998), hlm. 18. 
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1.6.3. Sumber Bahan Hukum 

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data-data dalam 

penelitian yang dipergunakan, untuk menjawab permasalahan hukum maka 

diperlukan adanya sumber-sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan non hukum. 

a. Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 

hukum yang ditetapkan dan memiliki kekuatan yang mengikat, yang terdiri 

dari peraturan perUndang-Undangan, antara lain:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4443) 

4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 

3632). 
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b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer,30  antara lain berupa: 

1) Buku-buku literatur hukum; 

2) Disertasi 

3) Jurnal, Artikel dan Makalah. 

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier atau non hukum yaitu adalah bahan hukum yang 

dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasann untuk memperkuat bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti yang berasal dari ensiklopedia dan kamus 

hukum. Bahan hukum tersier mendukung proses analisis hukum yang 

dipergunakan, juga yang berkaitan langsung dengan materi penelitian ini. 

1.6.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum  

Teknik penelusuran bahan primer dan sekunder dilakukan secara studi 

literature (kajian pustaka) dan searching internet serta inventarisasi peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, 

kemudian peraturan perundang-undangan tersebut dikelompokkan berdasarkan 

hierarkhinya. Bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dipelajari, diedit 

dan dikelompokkan serta dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang 

dikemukakan dalam Disertasi ini. 

 

 

 

                                                           
30Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm 116. 
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1.6.5. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan 

menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemasi bahan hukum dan 

selanjutnya dianaliis dengan menggunakan analisis antara lain : 

1. Analisis Gramatikal, yaitu analisis yang menafsirkan  Peraturan/UU 

dengan cara menggunakan arti perkataan  yang terdapat dalam UU itu 

sendiri. Artinya Di sini arti atau makna ketentuan undang-undang 

dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.31,  

2. Analisis Komparatif adalah penafsiran dengan memperbandingkan 

dicari kejelasan mengenai suatu undang-undang yang dalam hal ini 

Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.32 

3. Analisis Sistimatis Penafsiran Sistematis, yaitu menafsirkan UU 

dengan cara memperhatikan dan menghubungkannya dengan yang 

dinyatakan dalam pasal lainnya baik dalam UU terkait, maupun 

dengan UU lainnya  

 

1.7. Sistimatika Penulisan 

Dalam Sistematika penulisan disertasi ini dibagi menjadi 5 (lima) 

sebagaimana sistematika berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas 

penelitian, desain penelitian, metode penelitian, serta sistematika 

                                                           
31 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, cetakan ke 5, (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya, 2010), hlm. 74  
32 Ibid, hlm. 80  
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penulisan. 

BAB  II : KERANGKA TEORITIK , KONSEPTUAL DAN KAJIAN  

     PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan tentang Teori yang digunakan sebagai pisau 

analisi rumusan masalah, kerangka konseptual dan kajian pustaka 

yang lebih dalam materi yang berkaitan dengan penelitian,  

BAB  III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA 

 Bab ini membahas hasil penelitian terhadap rumusan masalah 

pertama mengenai apakah hakekat pengaturan Insolven pada 

debitor sebagai dasar permohonan kewajiban pembayaran hutang 

(PKPU) telah terpenuhi. 

 BAB  IV : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA 

  Bab ini membahas hasil penelitian terhadap rumusan masalah 

kedua mengenai bagaimana kedudukan debitor dan kreditor dalam 

perjanjian utang piutang pada proses PKPU dan jika terjadi pailit 

BAB V : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KETIGA 

  Bab ini membahas hasil penelitian terhadap rumusan masalah 

ketiga mengenai bagaimana seharusnya penundaan kewajiban 

pembayran utang yang mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak 

terjadi pailit 

BAB VI :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi  

yang bersifat kontruktif terhadap isu hukum yang menjadi kajian yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 
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1.8. Desain Penelitian  

Rangkaian pemikiran berikut diungkapkan sebagai desain penelitian. 

Sebagai penelitian doktrinal, maka bahan-bahan hukum yang bersifat normatif 

diamati mulai dari rumusan ketentuan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitian Dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Hutang  yang menjadi awal munculnya isu penelitian disertasi ini. 

Dilanjutkan dengan mendeskripsikan permasalahan setelah dikaitkan dengan 

peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, desain penelitian ini 

menggambarkan uraian latar belakang dan muatan masalah yang disusun 

dalam problematika filsafati, yuridis, teoritis dan sosiologis, teori dan konsep 

hukum yang digunakan untuk menjawab dan membahas masalah hukum dalam 

penelitian disertasi, serta kesimpulan dan rekomendasi. 
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Bagan 1.1 

Desain Penelitian 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Latar Belakang Rumusan 

Masalah 

Kerangka 

Teoritik dan 

konseptual 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Apakah hakekat 
pengaturan 

insolven pada 

debitor sebagai 
dasar 

permohonan 

kewajiban 
pembayaran 

utang (PKPU) 

telah terpenuhi. 
2. Bagaimana 

kedudukan 

debitor dan 
kreditor dalam 

perjanjian utang 
piutang pada 

proses PKPU 

dan jika terjadi 
pailit 

3. Bagaimana 

seharusnya 
penundaan 

kewajiban 

pembayaran 
utang yang 

mencerminkan 

rasa keadilan 
sehingga tidak 

terjadi pailit 

n perUndang- 
 

1. PROBLEMATIKA 

FILSAFATI 

 Ontologi . 

UU No. 37 Tahun 2004 ttg 

Kepalitan dan PKPU 

Masih memerlukan 

penataan karena 

seharusnya debitor 

mempunyai banyak aset 

daripada utangnya dapat 

melunasi utang-utangnya 

dengan proses PKPU 

 Epistimologis. 

tidak ada pengaturan 

terhadap penundaan 

debitor dan kreditor 

 Aksiologis  

tidak tercapainya keadilan 

bagi para pihak khusunya 

debitor 

 

2. PROBLEMATIKA 

YURIDIS 

 Tidak ada perlindungan 
atas hak-hak debitor dan 

krditor selama proses 

PKPU 
 

3. PROBLEMATIKA 

TEORITIS 

 Penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU) 
diatur mulai pasal 222 UU 

No. 37 Th 2004 

 Syarat permohonan PKPU 
minimal 2 kreditor dan 

salah satunya jatuh tempo 
dan dapat ditagih 

 Proses PKPU debitor 

dipaksa mempbuat 
proposal perdamaian tanpa 

didampingi ahli keuangan 

(pasal 225 ayat 3) 
 

4. PROBLEMATIKA 

SOSIOLOGIS 

 Akibatnya : dapat 

menggangu pembangunan 
dan investasi karena tidak 

ada keadilan bagi debitur 

untuk perdamaian dan 
kreditur tidak 

mendapatkan hak-hak nya 

secara maksimal 

 hukum 

 

KERANGKA 

KONSEPTUAL 

 

1. Kewajiban 

pembayaran 
utang (PKPU) 

2. Deibor 

3. kreditor 

 

Desentarosasiera

turan 
perUndang-

Undangan di 
bidang 

pendidikan 

tinggi khususnya 
PTS tidak 

mengatur 

kewenangan 
Kopertis 

menyelesaikan 

sengketa internal 
penyelenggara 

PTS 

 

1. Jenis Penelitian : 

Yuridis 

Normatif 
2. Pendekatan 

Penelitian : 

Pendekatan 
Perundang-

undangan, 

Pendekatan  
konseptual, 

Pendekatan  

kasus dan 
pendekatan 

perbandingan 

3. Jenis dan 
Sumber Bahan 

Hukum : Primer, 

Sekunder, 
Tersier 

4. Teknik 

Penelusuran 
Bahan Hukum : 

Studi 

Kepustakaan 
5. Teknik Analisa 

gramatikal, 
komparatif dan 

sistimatis:  

 

1. Dikarenakan pengaturan 

untuk memailitkan suatu 

debitor sangat sederhana 

hanya dengan minimal dua 

kreditor dan salah satu utang 

telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih, dan tidak ada satu 

ketentuan yang mensyaratkan 

bahwa debitor harus dalam 

keadaan tidak mampu 

membayar (Insolvency). 

Tentunya hal ini bertentangan 

dengan filosofi universal dari 

Undang-undang Kepailitan 

yaitu memberikan jalan 

keluar bagi debitor bilamana 

debitor sudah dalam keadaan 

tidak lagi mampu. Sehingga 

hakekat pengaturan insolven 

pada debitor sebagai dasar 

permohonan PKPU 

tidakterpenuhi 

2. Kedudukan  debitor dan 

kreditor pada proses PKPU 

adalah cakap melakukan 

perbuatan hukum tertentu 

artinya debitor dan kreditor 

belum kehilangan hak untuk 

melakukan pengurusan dan 

penguasaan atas harta 

bendanya. sedangkan pada 

proses kepailitan debitor 

dibawah pengampuan (tidak 

cakap) artinya debitor 

kehilangan hak untuk 

melakukan pengurusan dan 

penguasaan atas harta 

bendanya sedangkan kreditor 

tetap cakap melakukan 

perbuatan hukum tertentu 

3. Penundaan kewajiban 

pembayaran utang yang 

mencerminkan rasa keadilan  

: 1. Dalam permohonan 

PKPU seharusnya ada tes  

Insolvensi, tidak hanya 

dengan syarat 2 kreditur 

dan salah satu hutangnya 

jatuh tempo dan dapat 

ditagih.2. Pada proses 

PKPU Debitor wajib di 

dampingi pengurus dan ahli 

keuangan 

 

 

REKOMENDASI 

KERANGKA 

TEORITIK 

 

 

Teori Keadilan  

 

Teori Kepastian 
Hukum 

 

Teori Hukum 

Pembangunan 

 

1. Perlu dilakukan perubahan kaidah atau prinsip hukum 
kepailitan dan PKPU yang selama ini tidak mengedepankan 

PKPU sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada 

debitor dalam melunasi utangnya, melakukan restrukturisasi 
utang dan menyehatkan perusahaannya 

 

2. Perlu adanya Tes insolvensi (insolvency test) yang terdiri dari 
balance-sheet test; cash flow test/equity test dan analisis 

transaksional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan/Bank Indonesia merupakan strategi hukum untuk 
mengatasi hal ini dengan tujuan agar kreditor memahami 

kondisi keuangan debitor yang sebenarnya, sehingga baik 

kreditor maupun debitor merasa memiliki kepentingan dan 

risiko yang sama sesuai prinsip creditors' bargain. 

 

3. Dengan adanya putusan pailit tidak serta merta merubah status 

hukum debitor. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIK, KERANGKA KONSEPTUAL  

DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kerangka Teoritik 

Teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan 

ilmu karena teori dapat memberikan suatu kemanfaatan, baik bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk hal-hal yang bersifat praktis33. 

Manfaat teori dalam ilmu hukum adalah sebagai alat untuk menganalisa 

dan mengkaji penelitian hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum, 

dapat dilakukan dalam melakukan berbagai penelitian. Peter Mahmud Marzuki 

dalam buku Penelitian Hukum menyebutkan bahwa untuk menggali makna 

yang lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam 

ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki 

teori hukum34. Dengan demikian teori hukum sangat penting digunakan untuk 

meneliti dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok 

bahasan seperti penelitian dalam disertasi ini yaitu Reformulasi Sanksi Tindak 

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Restorative Justice di 

Indonesia. 

Teori hukum dalam beberapa definisi seperti Bruggink mengartikan 

suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem 

                                                           
33 H. Salim H.S., 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali 

Pers, hlm. 16. 
34 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Op. Cit, hlm. 72. 
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konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem 

tersebut untuk sebagian penting untuk dipositifkan35. 

Untuk membahas isu hukum dalam penelitian disertasi ini akan 

digunakan teori hukum sebagai pisau analisis yakni : 

2.1.1. Teori Kepastian Hukum 

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis 

konsep utang berkenaan dengan kekaburan norma (vague van norm) mengenai 

frase “tidak membayar” yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 37 Tahun 2004. Kekaburan norma tersebut dikarenakan pengertian 

“tidak membayar” dapat berarti tidak dapat membayar atau tidak mau 

membayar.36 Tidak mau membayar dan tidak mampu membayar merupakan 

dua hal yang berbeda. Tidak mau membayar berkenaan dengan sikap dan 

keputusan bertindak untuk tidak mau membayar dikarenakan alasan-alasan 

tertentu. Sikap tidak mau membayar tersebut mungkin saja terjadi dalam 

keadaan debitor mampu ataupun tidak mampu membayar. Sedangkan dalam 

hal tidak mampu membayar merupakan suatu keadaan ketidakmampuan untuk 

membayar yang umumnya disebabkan oleh permasalahan keuangan yang 

mengalami kerugian atau kebankrutan, sekalipun sadar akan keharusan untuk 

membayar.  

Hakekat hukum pada prinsipnya terkait dengan kehidupan bersama 

manusia sehingga keberadaan hukum berdampingan dengan tujuan yang 

hendak diujudkan. Hukum dengan daya pemaksa dan daya pengikatnya akan 

                                                           
35 H. Salim H.S., 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Op. Cit, hlm. 53. 
36 Man S. Sastrawidjaya, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 88 
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mendorong perilaku warga masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki 

bersama. Manusia dalam kebersamaannya dengan yang lain di samping 

dihadapkan pada pertentangan atau konflik kepentingan juga mendambakan 

ketertiban dan kedamaian serta keseimbangan. Konflik dan ketertiban 

merupakan 2 (dua) sisi yang berbeda dalam kehidupan sosial manusia. Konflik 

mengarahkan kehidupan bersama pada persaingan, pertikaian, dan bahkan 

peperangan yang berdampak pada keretakan sosial atau instabilitas sosial. 

Sebaliknya ketertiban mengarahkan kehidupan manusia pada penciptaan 

hubungan sosial yang harmonis dan damai. Untuk meminimalkan konflik dan 

memperbesar ketertiban hukum memberikan peranannya yang penting melalui 

skenario perilaku yang harus atau tidak boleh dilakukan dan pembagian hak 

dan kewajiban diantara warga masyarakat.37 

Minimalisasi konflik dan optimalisasi ketertiban dapatlah dinyatakan 

sebagai tujuan akhir dari penggunaan hukum sebagai pengatur kehidupan 

masyarakat. Untuk menjamin terujudnya tujuan akhir tersebut, norma hukum 

harus. Dibentuk dan dilaksanakan dengan mendasarkan nilai-nilai dasar 

tertentu. Nilai dasar tersebut menjadi pengarah dan acuan dalam berperilaku 

serta sekaligus berfungsi sebagai ukuran untuk menilai potensi dan realita 

keberhasilan hukum mencapai tujuan akhirnya. Terjabarkannya atau 

teraktualisasikannya nilai dasar dalam substansi hukum atau dalam perilaku 

hukum merupakan tujuan antara yang menentukan peranan hukum 

menciptakan ketertiban dan meminimalkan konflik. Artinya tujuan akhir dari 

                                                           
37 Mertokusumo, Sudikno, 1999, ibid, hlm. 71. 
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hukum akan dapat diujudkan jika nilai dasar hukum dapat dijabarkan dengan 

tepat. 

Kepastian hukum dimaknakan sebagai adanya kejelasan skenario 

perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk 

konsekuensi-konsekuensi hukumnya. 38  Kepastian hukum dalam pengertian 

yang demikian dapat diciptakan baik dalam hukum kebiasaan maupun hukum 

perundang-undangan negara. Dalam kelompok primer atau tradisional dengan 

hukum tidak tertulisnya, kepastian hukum diperoleh melalui pitutur atau 

wejangan dan kontrol informal yang menjadi sarana sosialisasi dan intemalisasi 

norma hukum pada setiap warga masyarakat serta sekaligus menjadi cerminan 

tentang keberadaan norma hukum itu sendiri. Tokoh penyampai pitutur atau 

wejangan dan kontrol dari setiap orang merupakan penjamin kepastian hukum 

yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, seiring dengan 

meluasnya keanggotaan kelompok dan terstrukturnya kekuasaan yang 

memuncak pada terbentuknya organisasi negara, tuntutan akan kepastian 

hukum mengalami perubahan bentuknya ke arah yang lebih kongkret tertulis 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Adanya kejelasan skenario perilaku yang berlaku umum dan mengikat 

semua orang termasuk konsekuensi hukumnya memberikan arahan mengenai 

kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hubungannya dengan warga 

masyarakat yang lain dan hak-hak yang dapat diperolehnya. Dengan kejelasan 

tersebut, setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan pilihan perilaku 

antara memenuhi kewajiban dan menjauhi perilaku yang dilarang atau 

                                                           
38 Apeeldom, LJ van, 1975, op.cit, hlm. 24-25; LihatjugaAli,Achmad, 2002,Menguak 

Tahir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, PT Toko GunungAgung, Jakarta, hlm. 82. 
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mengingkari kewajiban dan menabrak larangan. Pilihan-pilihan tersebut 

mempunyai konsekuensinya yang berbeda yaitu terpenuhinya hak-hak tertentu 

sebagai imbangan pemenuhan kewajiban atau diterimanya sanksi sebagai 

imbalan terhadap pengingkaran kewajibannya. Dengan kejelasan itu, norma 

hukum merupakan instrumen yang potensial untuk mewujudkan ketertiban 

dalam masyarakat. 

Penciptaan kepastian hukum terutama dalam peraturan perundang-

undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal 

dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah:  

1. kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi 

mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep 

tertentu pula.  

2. kejelasan hirarkhi kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan 

perundang-undangan. Dalam sistem hukum sipil, ada hirarkhi 

peraturan perundang-undangan dan masing-masing hirarkhi hanya 

dapat dibentuk oleh lembaga yang sudah ditunjuk. Undang-undang 

hanya boleh dibuat badan legislatif, peraturan pemerintah hanya boleh 

dibuat oleh lembaga eksekutif secara koordinatif, peraturan presiden 

hanya dibuat oleh pimpinan eksekutif, peraturan menteri hanya dapat 

dibuat oleh departemen yang membawahi bidang substansi yang 

diaturnya. Hirarkhi mengandung konsekuensi bahwa peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah hanya dapat 

dibuat jika peraturan yang lebih tinggi mendelegasikan untuk 
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dibuatnya peraturan tersebut. Kejelasan hirarkhi ini penting karena 

menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan 

perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarkhi akan 

memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan 

untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. 

3. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya 

ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan 

antara satu dengan yang lain. Secara vertikal, kepastian hukum dapat 

diujudkan jika ketentuan dalam peraturan yang lebih rendah dengan 

lebih tinggi terdapat kesesuaian. Ketidaksesuaian akan menghadapkan 

warga masyarakat pada pilihan-pilihan ketentuan yang berujung pada 

kebingungan untuk memilih. Akibatnya antara warga masyarakat yang 

satu dengan lainnya dapat melakukan pilihan ketentuan yang berbeda 

menurut pertimbangan yang paling menguntungkan bagi dirinya. 

Kondisi yang demikian menunjukkan tiadanya kejelasan mengenai 

skenario perilaku yang harus diikuti oleh semua orang.Penundaan 

kewajiban Pembayaran utang dan kepailitan memberikan kepastian 

hukum akan hak-hak yang dimiliki oleh Debitor dan Kreditor, hak hak 

tersebut harus dilindungi sehingga kepentingan dua pihak tidak 

dirugikan tidak ada yang dirugikan, pihak kreditor yang telah 

mengeluarkan uang pinjaman haru mendapat kepastian bahwa uang 

tersebut akan kembali dengan  tepat waktu dan tepat jumlah 
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2.1.2. Teori Keadilan 

Teori Keadilan John Rawls, Pada dasarnya keadilan merupakan prinsip 

dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari 

kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan, 

maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai 

dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan 

bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.39 

Prinsip keadilan dipilih karena mengadopsi ide yang lebih realistis dalam 

menyusun aturan sosial di atas prinsip saling menguntungkan, yang akan 

meningkatkan efektifitas kerja sama sosial. Dalam konsepsi keadilan sebagai 

kewajaran (justice of fairness), ditemukan kumpulan prinsip-prinsip yang 

saling berhubungan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang 

relevan dan menentukan keseimbangan. Justice of fairness lebih memiliki ide 

yang lebih umum dan lebih pasti, karena prinsip-prinsip keadilan (principles of 

justice) sudah dipilih dan sudah diketahui umum. Hal ini berbeda dengan 

prinsip kegunaan (principle of utility), dimana makna konsep keadilan diambil 

dari keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan persaingan. Prinsip 

kegunaan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi antara lain : 

Pertama, bahwa masyarakat yang teratur merupakan pola dari kerja sama 

untuk memperoleh keuntungan timbal balik yang diatur oleh prinsip-prinsip 

yang dapat dipilih dalam situasi awal sebagai sesuatu yang wajar.  

                                                           
39 John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of 

Harvard University Press, 1971, hlm. 103 
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Kedua, sebagai efesiensi administrasi dari sumber-sumber sosial untuk 

memaksimalkan kepuasan dari sistem dari keinginan yang dikonstruksikan 

oleh pengamat yang netral.40 

Menurut Aristoleles, keadilan harus dipahami dalam pengertian 

kesamaan, tetapi dibedakan antara kesamaan numerik dan kesamaan 

proporsional. 41  Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai 

satu unit,42 sedangkan kesamaan proporsional memberi setiap orang apa yang 

menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Selanjutnya 

Aristoteles membedakan jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam 

keadilan distributif, imbalan yang sama rata akan diberikan atas pencapaian 

yang sama rata, sedangkan pada keadilan korektif yang menjadi persoalan 

yaitu ketidaksetaraan yang disebabkan adanya pelanggaran kesepakatan, akan 

dikoreksi dan dihilangkan.43 

Keadilan distributif berfokus pada distribusi, biaya, kekayaan, dan barang 

lainnya yang dapat diperoleh dalam masyarakat. Distribusi yang adil harus 

sesuai dengan nilai kebaikan bagi masyarakat. Sedangkan dalam keadilan 

korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Apabila suatu kesalahan 

dilakukan yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, maka keadilan 

korektif berusaha memberikan ganti kerugian yang wajar dan memadai kepada 

korban akibat adanya kesalahan tersebut. Oleh karena ketidakadilan dapat 

mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah terbentuk dengan mapan, 

                                                           
40 Ibid, hlm. 104 
41  Aristoteles, "Nicomachean Ethics", Translated by: W. D. Ross, http:/ / 

bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html, 20 Oktober 2010, hlm. 2 
42 Misalnya pernyataan bahwa "Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama 

di depan hukum". 
43 Aristoteles, "Nicomachean ...". 
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dan keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut 44 . 

Selain itu keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang sangat 

luas, bahkan pada suatu titik dapat bertentangan dengan hukum sebagai salah 

satu tata nilai sosial, karena keadilan merupakan kebajikan yang berkaitan 

dengan hubungan antar manusia.45  Seseorang dapat dinyatakan berlaku adil 

jika mengambil sesuai dengan bagian yang semestinya. Oleh karena 

kepentingan utama dalam keadilan yaitu jaminan stabilitas hidup manusia, dan 

keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan bersama. 

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya sebagai kebaikan 

utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Namun 

kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau 

mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa 

keadilan, khususnya masyarakat yang lemah. Dengan demikian harus terdapat 

keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Untuk 

menghindari terjadinya benturan antara kepentingan pribadi dengan 

kepentingan bersama tersebut diperlukan adanya ketentuan hukum yang 

mengaturnya. Masyarakat akan mentaati ketentuan hukum, jika aturannya 

dapat meletakan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus 

menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap 

memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai 

dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku.46 

                                                           
44 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, 

Bandung, 2004, hlm. 239. 
45 Aristoteles, "Nicomachean ...", hlm. 3 
46 John Rawls, A Theory ..., hlm. 21 
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Oleh karena itu keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para 

pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung 

jawabnya. Misalnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tegas 

mengamanatkan keserasian antara hak dan kewajiban sebagai manusia yang 

hidup bermasyarakat. Keadilan hanya dapat tegak dalam masyarakat yang 

beradab, dan sebaliknya hanya masyarakat beradab yang dapat menghargai 

keadilan.47 

Dalam kehidupan di masyarakat, keadilan berusaha untuk memposisikan 

adanya situasi yang sama dan secara antara setiap individu, serta tidak ada 

pihak yang memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, 

sehingga kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian harus sama dan 

seimbang. Menurut John Rawls, kondisi ini sebagai "posisi original" yang 

bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri 

rasionalitas (rationality), kebebasan, (freedom), dan persamaan (equality) guna 

mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).  

Orang akan sampai pada suatu perjanjian original (original agreement) 

mengenai prinsip keadilan jika persyaratannya dipenuhi. Salah satu persyaratan 

yang harus dipenuhi yaitu keadilan yang dipilih harus berdasarkan kesepakatan 

yang telah ditetapkan bersama oleh para pihak, sehingga menghasilkan justice 

as fairness. 48  Teori keadilan yang bersifat kontrak ini akan menjamin 

kepentingan semua pihak secara fair. Dengan demikian seluruh gagasan John 

Rawls mengenai keadilan dan berbagai implikasinya dalam penataan sosial 

                                                           
47 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana 

Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 167 
48 Ibid, hlm. 22  
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politik dan ekonomi harus ditempatkan dan dimengerti dalam perspektif 

kontrak. 

Dengan bertolak dari prinsip posisi original tersebut, maka terdapat 2 

(dua) prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu prinsip kebebasan yang 

sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty) dan prinsip 

perbedaan (difference principle) atau prinsip ketidaksamaan (inequality 

principle). 49  Dalam prinsip perbedaan (difference principle) berdasarkan 

pandangan bahwa ketidaksamaan dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan 

terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah, 

sehingga prinsip ini memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar.50 

Oleh karena itu keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal. Pertama, 

melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketidakadilan yang dialami 

kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan 

politik yang memberdayakannya. Kedua, setiap ketentuan/ aturan harus 

memposisikan diri sebagai pemandu dalam mengembangkan kebijakan--

kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.51 

Dengan demikian prinsip utama yang digunakan dalam menciptakan 

keadilan, yaitu kebebasan yang sama sebesar-besarnya asalkan tetap 

menguntungkan semua pihak, dan prinsip ketidaksamaan yang digunakan 

untuk keuntungan bagi pihak yang paling lemah. Prinsip ini merupakan 

gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. 

Oleh karena itu dalam mewujudkan masyarakat yang adil, maka harus 

                                                           
49 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1988, 

hlm. 200 
50 ibid 
51  Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Gunung Mulia, Jakarta, 1975, 

hlm.  19 
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berusaha untuk menempatkan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang 

tertinggi, dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang 

sama bagi setiap orang. Pada akhirnya adanya perbedaan tertentu di dalam 

masyarakat dapat di terima sepanjang perbedaan itu akan membawa dan 

meningkatkan manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung. 

Selain itu berdasarkan keadilan kompensasi (compensatory justice), 

maka pelaku usaha yang melakukan kesalahan/kelalaian dalam kegiatan 

usahanya sehingga menimbulkan kerugian pihak lain, mempunyai kewajiban 

moral dan tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada pihak yang 

menderita kerugian tersebut berlandaskan asas keadilan. 52  Penyelesaian 

pembayaran ganti kerugian kepada korban sebagai pihak yang menderita 

kerugian itu, bertujuan semaksimal mungkin untuk mengembalikan kondisi 

korban seperti sebelum terjadinya kerugian tersebut.53 Oleh karena keadilan 

pada hakikatnya memberikan kepada setiap orang yang menjadi kepentingan 

haknya.54 

Keadilan merupakan konsep yang abstrak yang tidak begitu mudah untuk 

mengkongkretkan dalam suatu rumusan yang dapat memberikan gambaran 

yang menjadi intinya. Satjipto mengidentifikasi 9 (sembilan) definisi keadilan 

yaitu: memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima, memberikan 

kepada setiap orang yang menurut aturan hukum menjadi haknya, kebajikan 

untuk memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya, memberikan sesuatu 

yang dapat memuaskan kebutuhan orang, persamaan pribadi, pemberian 

                                                           
52 John R. Boatright, Ethics and the Conduct of Business, 5th  Edition, Upper Saddle 

River: Pearson Education, 2007, hlm.  18 
53 Manuel G. Velazquez, Business Ethics: Concepts and Cases, 5th  Edition, Upper 

Saddle River: Prentice Hall, 2002, hlm.  21 
54 John Rawls, A Theory ..., hlm.  23 
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kemerdekaan kepada individu untuk mengejar kemakmurannya, pemberian 

peluang kepada setiap orang mencari kebenaran, dan memberikan sesuatu 

secara layak. 55  Penulis lain yaitu Sudikno Mertokusumo mengemukakan 

keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya 

dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya.56 

Keragaman definisi tentang keadilan menunjukkan bahwa upaya untuk 

mewujudkan sesuatu dapat disebut adil tidaklah mudah dilakukan sehingga 

suatu perilaku yang oleh satu kelompok dikatakan adil namun bagi kelompok 

lain dapat dinilai sebaliknya. Upaya yang dapat dilakukan adalah mendekatkan 

keputusan hukum pada rasa keadilan yang dihayati oleh masyarakat agar 

pelaksanaan hukum dapat berkontribusi pada penciptaan ketertiban. Meskipun 

terdapat keragaman definisinya, namun tidak tertutup kemungkinan untuk 

mengidentifikasi hakekat dari keadilan. Menurut Satjipto Raharcljo, pada 

hakekatnya keadilan berkaitan dengan pendistribusian sumber daya yang ada 

dalam masyarakat.57 Yang dimaksud sumber daya antara lain berupa: barang 

dan jasa, modal usaha, kedudukan dan peranan sosial, kewenangan, kekuasaan, 

kesempatan, dan sesuatu yang lain yang mempunyai nilai-nilai tertentu bagi 

kehidupan manusia. 

Persoalannya, bagaimana hukum mengatur pendistribusian sumberdaya 

itu sehingga dapat dinilai adil? Jawabannya mengacu pada aliran pemikiran 

moral yang dijadikan landasannya. Ada 2 (dua) aliran utama yang dapat 

                                                           
55 Rahardjo, Satjipto, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 49-51. 
56 Mertokusumo, Sudikno, 1999, op.cit., hlm. 71-72. 
57 Rahardjo, Satjipto, 1982, op.cit., hlm. 46. 
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dijadikan acuan untuk menyatakan sesuatu itu adil, yaitu: Utilitarianisme dan 

Deontologikalisme.58 

Aliran utilitarianisme menekankan pada hasil yang dicapai dari 

pendistribusian sumberdaya. Artinya pendistribusian sumberdaya dapat 

dinyatakan adil jika hasil yang dicapai adalah "the greatest good for the 

greatest number" atau kebaikan yang terbesar bagi jumlah yang terbanyak. 

Menurut Bill Shaw dan Art Wolfe,59 ada 2 (dua) makna yang dapat ditarik dari 

prinsip kebaikan yang terbesar bagi jumlah yang terbanyak yang masing-

masing memunculkan konsep keadilan yang berbeda, yaitu: 

Dilihat dari perbandingan antara dampak positif dan negatif bagi 

masyarakat atau individu. Pendistribusian sumberdaya dapat dinyatakan 

mempunyai dampak positif jika setiap orang secara sama dapat memperoleh 

atau menikmati sumberdaya yang ada atau jika sumberdaya yang ada dapat 

diperoleh atau dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara sosial 

ekonomi kurang diuntungkan atau jika dapat dinikmati oleh kelompok orang 

yang mengalami kerugian dari tindakan orang lain. 

Adanya perbedaan kelompok yang dituju oleh pendistribusian 

sumberdaya tersebut telah menimbulkan macam keadilan yang ingin 

dibentuk. 60  Jika pendistribusian sumberdaya dimaksudkan untuk 

mendatangkan dampak positif secara sama kepada setiap orang, maka 

pendistribusian demikian mengarah pada terciptanya keadilan komutatif. Disini 

yang diutamakan adalah kesamaan bagi setiap orang untuk mendapatkan 

                                                           
58 Rachel, James, 2004, FilsafatMoral, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 187-233. 
59 Shaw, Bill dan Wolfe, Art, 1991, The Structure of Legal Environment :Law, Ethics, 

and Business, PWS-KENTPublishing Company, Boston, hlm. 18-19. 
60 Shaw, Bill dan Wolfe, Art, 1991, Ibid., hlm. 23. 
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sumberdaya yang didistribusikan. Jika pendistribusian dimaksudkan untuk 

mendatangkan dampak positif bagi kelompok masyarakat yang secara sosial 

ekonomi lemah atau kurang diuntungkan, maka arah yang dituju adalah 

terciptanya keadilan korektif. Prinsip yang dijadikan landasan adalah 

ketidaksamaan di antara kelompok dalam masyarakat dengan tekanan 

kelompok yang lemah atau kurang diuntungkan secara sosial ekonomi yang 

harus diprioritaskan untuk memperoleh sumber daya tersebut. Dalam hal ini, 

John Rawls menyatakan: "social and economic inequalities are to be arranged 

so that the greatest benefit for the least advantaged members ". 61  Jika 

pendistribusian sumberdaya dimaksudkan untuk memberikan dampak positif 

bagi kelompok orang yang mengalami kerugian karena tindakan pihak atau 

kelompok yang lain, maka pendistribusian diarahkan untuk mewujudkan 

keadilan kompensatoris. Artinya kelompok yang dirugikan itu berhak 

mendapatkan penggantian atas keuntungan atau kenikmatan yang hilang akibat 

perbuatan orang lain. 

Pilihan macam keadilan yang akan digunakan dalam kondisi yang 

kongkret tidak mudah dilakukan karena tergantung pada banyak faktor yang 

dijadikan landasan. Pada akhimya, realitas sosial yang ada yang menentukan 

macam keadilan yang harus digunakan. Jika realitas sosial yang ada menuntut 

adanya kesamaan bagi setiap orang seperti pemberian tanah kepada setiap 

transmigran dituntut sama luasnya, maka keadilan komutatif yang harus 

diberlakukan. Dalam realitas yang lain, seperti pendistribusian tanah yang 

terbatas luasnya sedangkan kelompok masyarakat yang memerlukan banyak, 
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maka keadilan korektiflah yang seharusnya diberlakukan dengan cara 

memberikan prioritas kepada kelompok petani yang paling lemah untuk 

mendapatkan tanah tersebut. Dalam kondisi yang lain seperti pemilik tanah 

yang sangat menggantungkan pendapatan dan kesejahteraannya pada tanah 

yang dipunyai namun kemudian tanahnya dibebaskan untuk suatu kegiatan 

pembangunan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan kompensasi yang 

besarnya setara dengan keadaan sebelum hak atasnya diambilalih sehingga 

kesejahteraannya tidak mengalami penurunan.62 

Dilihat dari perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan hasil. Artinya basil yang diperoleh diupayakan 

semaksimal mungkin namun di lain pihak biaya yang diperlukan ditekan 

serendah mungkin. Bill Shaw dan Art Wolfe menyatakan: "this principle (the 

greatest good for the greatest number) is oriented toward maximizing the good, 

e.g. using fewer resources while producing the same or a greater output".63 

Atas dasar makna yang demikian, pendistribusian sumberdaya dapat 

dinyatakan adil jika sumberdaya yang terdistribusi dimanfaatkan dengan 

memberikan hasil yang maksimal dan menekan biaya seminimal mungkin. 

Dengan demikian, hasilnya dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin warga 

masyarakat. Keadilan yang mendasarkan pada prinsip efisiensi ini menuntut 

suatu syarat bahwa orang atau kelompok yang menerima sumberdaya 

mempunyai kemampuan untuk bertindak efisien sehingga dapat menekan biaya 

dengan hasil yang maksimal. Artinya pendistribusian sumberdaya disesuaikan 

dengan kemampuan bertindak efisien dari orang atau kelompok. Mereka yang 
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mampu bertindak efisien akan memperoleh sumberdaya yang lebih besar. 

Semakin mampu bertindak efisien semakin besar sumberdaya yang dapat 

diperolehnya. Dengan kata lain, keadilan yang muncul dari makna kedua 

prinsip aliran utilitarianisme ini adalah keadilan distributif. Cerminan dari 

keadilan ini adalah ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk memaksimalkan 

hasil sektor perkebunan untuk ekspor. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 

tanah-tanah perkebunan tidak perlu didistribusikan kepada sebanyak mungkin 

orang, namun cukup didistribusikan kepada orang yang mampu mengusahakan 

tanah secara efisien yaitu pengusaha skala besar. Dari tangan merekalah hasil 

perkebunan secara maksimal dapat diperoleh untuk menghasilkan devisa yang 

dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. 

Aliran Deontologikalisme, sebaliknya, tidak menaruh perhatian pada 

hasil pendistribusian, namun lebih berkomitmen pada cara atau mekanisme 

untuk mewujudkan keadilan. Pendistribusian sumberdaya dapat dinyatakan adil 

jika pelaksanaannya didasarkan pada mekanisme atau prosedur yang baik atau 

yang standar. Jika mekanismenya sudah adil, maka hasilnya secara otomatis 

akan adil juga. Mekanisme yang baik akan mendorong terciptanya keadilan. 

Ungkapan yang sering digunakan oleh pengikut aliran ini adalah: "tegakkan 

hukum untuk mencapai keadilan meskipun langit akan jatuh" atau ungkapan 

lain yang menggambarkan adanya tekanan pada mekanisme atau prosedur 

adalah: "apapun yang terjadi jangan pernah berkata bohong".  

Kedua ungkapan tersebut menunjuk pada pentingnya proses atau cara 

mewujudkan keadilan melalui penegakan hukum dan kejujuran. Dalam kondisi 

apapun, hukum yang ada dan diyakini mampu menciptakan keadilan harus 
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ditegakkan. Begitu juga, kejujuran harus diutamakan dan dijadikan sandaran 

berperilaku agar tercipta perlakuan yang adil bagi orang lain. Namun ungkapan 

tersebut mengandung aspek ketidakpeduliannya terhadap hasil yang dicapai 

seperti yang tercermin dalam kata "meskipun langit runtuh" atau "apapun yang 

terjadi". Keadilan yang dinilai sudah tercapai karena prosesnya sudah adil 

justeru menciptakan kondisi negatif seperti ketidaktertiban atau 

ketidakbahagiaan. 

Menurut pengikut Deontologikalisme, cara atau prosedur dinyatakan adil 

jika dalam prosedur memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu kelayakan, kebebasan, dan 

kesamaan kedudukan.64 Kelayakan artinya prosedur tersebut telah memberikan 

perlakuan yang sewajarnya kepada setiap orang. Perlakuan yang wajar atau 

layak dianalogikan dengan seseorang yang memperlakukan orang lain 

sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Jika suatu perlakuan yang 

andaikan ditujukan kepada dirinya akan menyakitkan atau merugikan, maka 

hendaknya perlakuan tersebut jangan juga digunakan kepada orang lain. 

Kebebasan bermakna bahwa prosedur harus memberikan kebebasan kepada 

setiap orang untuk melakukan pilihan untuk mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan oleh hukum atau prosedur yang ditetapkan oleh norma yang lain 

untuk mewujudkan kepentingannya.  

Adanya paksaan untuk mengikuti prosedur tertentu telah menyebabkan 

adanya mekanisme yang tidak adil, maka hasilnya tentu juga tidak adil. 

Persamaan kedudukan bermakna bahwa dalam prosedur pendistribusian 

sumberdaya telah menempatkan setiap orang dalam kedudukan dan akses yang 
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sama untuk mendapatkan surnberdaya. Jika dalam prosedur orang-orang 

tertentu diberi kedudukan dan akses yang lebih dibandingkan dengan yang lain, 

maka prosedur tersebut harus dinyatakan tidak adil dan secara otomatis 

hasilnyapun tidak adil. 

Deontologikalisme yang menempatkan prosedur lebih penting 

dibandingkan dengan hasil telah melahirkan keadilan formal. Artinya keadilan 

sudah dinyatakan terujud jika prosedur yang ditempuh dalam pendistribusian 

sumberdaya telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam norma hukumnya. 

Pendikotomian antara keadilan yang menekankan pada prosedur dengan 

keadilan yang menekankan pada hasil tidak akan mendatangkan dampak positif 

bagi upaya menciptakan keadilan itu sendiri. Pendistribusian sumberdaya yang 

dari sisi prosedur sudah dilaksanakan secara layak, memberi kebebasan, dan 

memberi kedudukan yang sama tidak akan mempunyai makna apapun jika 

hasilnya dinilai tidak adil oleh masyarakat.65 Oleh karenanya baik dari segi 

prosedur maupun hasil, pendistribusian sumberdaya harus dinilai adil oleh 

masyarakat. Pemaduan antara keduanya memang harus dilakukan jika keadilan 

yang ingin dicapai diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan atau 

kebabagiaan masyarakat. Namun seperti dinyatakan oleh Maria SW. 

Sumardjono, tidak mudah memadukan antara keduanya karena faktor 

penentunya tidak semata terletak pada permainan logika namun lebih pada hati 

nurani. Dalam hal ini, Maria SW. Sumardjono menyatakan: 

"Tidak mudah menentukan pilihan antara memutuskan sesuatu yang 

secara formal memenuhi syarat (keadilan formal) namun tidak memenuhi 
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keadilan secara substansial atau mengutamakan terpenuhinya keadilan 

substansial namun secara formal tidak memenuhi syarat. Barangkali yang 

dapat dijadikan pedoman adalah suara hati nurani disertai empati kepada 

nasib orang lain".66 

 

Ketentuan tentang hak kreditor separatis masih belum terlindungi 

didalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU nomor 37 Tahun 2004 karena 

mengambil kewenangan kreditor separatis pemegang hak tanggungan dalam 

mengeksekusi sendiri benda jaminan sebagaimana telah dijamin oleh Undang-

Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan . Keadaan yang demikian 

menunjukan adanya inkonsistensi (tidak konsistennya) pengaturan dan 

penerapan undang-undang kepailitan dengan ketentuan pengaturan hak kreditor 

separatis, hal mana ketidak konsistennya dalam ketentuan pengaturan dalam 

peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidak pastian hukum.  

Seharusnya agar ketentuan tentang hak kreditor separatis ini tetap 

konsisten pengaturannya agar hak kreditor separatis tidak terpengaruh dengan 

adanya kepailitan.sebab hak kreditor separatis telah sesuai dengan prinsip-

prinsip yaitu preferen. 

Bahwa sudah seharusnya semua  kreditor merasa terjamin atas 

pembayaran piutangnya dan debitor akan merasa terlindungi jika para kreditor 

menyetujui untuk diberikan kesempatan melanjutkan usahanya. Untuk 

mencapai hal itu prinsip kepailitan tanpa melalui proses PKPU terlebih dahulu 

merupakan prinsip yang tidak tepat. PKPU dapat meningkatkan nilai 

perusahaan khususnya dalam hal keuangan dan laba perusahaan, sebaliknya 

tidak terjadi penjualan harta-harta debitor. Kepailitan merupakan sarana 
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pamungkas setelah debitor gagal melakukan PKPU. Perusahaan yang sehat 

kembali karena PKPU akan terhindar dari pemutusan hubungan kerja (PHK) 

karyawannya. Laba usaha yang didapat akan menciptakan kesejahteraan dan 

kemakmuran bagi debitor, kreditor, karyawan serta stakeholders. Hal ini 

berarti, hukum yang mengatur PKPU telah berfungsi sebagai alat perubahan 

dan pembaharuan masyarakat, setidaknya masyarakat ekonomi atau pelaku 

ekonomi yang sangat berperan dalam pembangunan hukum ekonomi. 

Prinsip keadilan ini dapat diterapkan dalam Lembaga Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan, dalam arti Kreditor yang telah 

mengeluarkan uangnya untuk debitor, harus mendapat keadilan bahwa hak-hak 

tagihnya tidak akan hilang, yang dalam prakteknya diantisipasi dengan 

memberikan Jaminan, yang biasanya dibebani dengan Hak tanggungan. Realita 

ini memaksa Debitor untuk menyerahkan barang jaminan tersebut kepada 

kreditor manakala Debitor dinyatakan Pailit oleh Pengadilan. 

Hukum itu pada hakekatnya ada adalah untuk mengatur tatanan 

kehidupan masyarakat, terkait dengan Undang-undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka dalam pembentukan Undang-

undang tersebut harus memperhatikan dua aspek utama yaitu kepentingan 

Debitor dan Kreditor, hukum juga terus berkembang maka aturan-aturan itu 

selalu harus disesuaikan dengan kebutuhan  masyarakat, dengan demikian 

hukum dapat memberikan perlindungan secara komprehensif  baik kepada 

Debitor ataupun Kreditor, sehingga tujuan akhir adanya kepastian hukum bagi 

pencari keadilan dapat tercapai. 
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2.1.3. Teori Hukum Pembangunan 

Beberapa pakar hukum Indonesia menyumbangkan pemikirannya 

mengenai hukum, dan membentuk teorinya sendiri berdasarkan perspektifnya 

masing-masing, diantaranya Mochtar Kusumaatmadja yang terkenal dengan 

teori hukum pembangunan yang dicetuskannya. Pakar Hukum Internasional itu 

mengatakan bahwa hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat. 

 Lebih lanjut Mochtar berpendapat bahwa masyarakat yang membangun 

selalu identik dengan perubahan, sehingga dibutuhkan hukum untuk menjamin 

perubahan tersebut agar ketertiban dan kepastian hukum tetap terwujud dengan 

mengatur serta membantu proses perubahan dalam masyarakat. Dengan 

demikian hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang 

hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam 

masyarakat.67 Kemudian menurutnya hukum itu hanya dapat diwujudkan jika 

dijalankan dengan kekuasaan, dan kekuasaan itu sendiri perlu dibatasi oleh 

hukum. pandangan Mochtar Kusumaatmadja tersebut pertama kali 

memperkenalkan tentang teori hukum pembangunan tersebut ketika ia menjadi 

pembicara dalam Seminar Hukum Nasional pada tahun 1973 dan ketika 

Mochtar menjabat sebagai Menteri Kehakiman, teori hukum yang 

dikemukakannya tersebut dimasukkan sebagai materi hukum dalam Pelita I 

(1970-1975).68 

Pandangan Mochtar tentang fungsi dan perartan hukum dalam 

pembangunan nasional yang disebutnya sebagai Teori Hukum Pembangunan 

pada dasarnya diletakkan di atas premis yang merupakan inti ajaran atau 
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prinsip sebagai berikut:69 

a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh 

perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa 

perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur 

menurut Mochtar Kusumaatmadja dapat dibantu oleh perundang-

undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. 

Mochtrar menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan 

kekerasan semata-mata. 

b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan 

tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum 

menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam 

proses pembangunan. 

c. Fungsi hukum dalam masyarkat adalah mempertahankan ketertiban 

melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) 

harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam 

masyarakat. 

d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang 

hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula 

atau merupakan pencerminan dari niali-nilai yang berlaku dalam 

masyarakat itu. 

e. Implementasi fungsi hukum tersebut diatas hanya dapat diwujudkan 

jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu 

sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di 
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dalam hukum itu. Dengan adanya Lembaga Penundaan Kewajiban 

Pembayaran utang dan kepailitan maka diharapkan para pelaku 

ekonomi dapat menjalankan funfsinya dengan baik, sehingga 

berdampak pada pembangunan ekonomi baik secara mikro maupun 

makro. Kepastian kapan utang tersebut akan terlunaskan akan sangat 

menentukan rancangan bisnis kedepannya bagi kreditor, begitu pula 

akan memotivasi Debitor untuk berusaha semaksimal mungkin agar 

utangnya cepat terlunasi, daripada dinyatakan pailit maka Debitor 

akan kehilangan kewenangan untuk menguasahi dan mengelola asset 

Debitor. 

 

2.2. Kerangka Konseptual 

2.2.1 Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau suspension of 

payment atau surseance van betaling, adalah suatu masa yang diberikan oleh 

undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa 

tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk 

memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan 

rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu 

untuk merestrukturisasi utang itu.70  

Pada hakikatnya PKPU bertujuan untuk melakukan perdamaian antara 

debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau 

akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Akan tetapi apabila 
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kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka 

debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.71 

Fred BG Tumbuan berpendapat bahwa pengajuan PKPU adalah dalam 

rangka untuk menghindari pernyataan pailit yang lazimnya bermuara kepada 

likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, PKPU 

bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor agar 

memperoleh laba kembali.  

Dengan cara seperti ini kemungkinan besar bahwa debitor dapat melunasi 

seluruh utang-utang yang merupakan kewajibannya.72 

Selama PKPU, debitor tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat 

melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian 

hartanya. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004, apabila debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas 

seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus PKPU, maka hak 

yang dimiliki oleh pengurus PKPU adalah:  

1. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa 

harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.  

2. Menentukan bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa 

mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah 

dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor 

sejauh hal itu menguntungkan harta debitor.73 
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Dengan tercapainya kesepakatan mengenai rencana perdamaian dalam 

rangka PKPU diharapkan oleh para kreditor agar usaha debitor tetap berjalan 

demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitor, yaitu dengan cara 

mengadakan pinjaman seperti memperoleh kredit dari bank. Untuk ituUndang-

undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kemungkinan untuk itu melalui 

Pasal 240 ayat (4) yang menyatakan: “bahwa atas dasar persetujuan yang 

diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga 

sepanjang perolehan pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan harta 

kekayaan debitor”. Selanjutnya, pengurus juga dapat melakukan pinjaman, dan 

bila memerlukan pemberian agunan, maka debitor dapat membebani hartanya 

dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya 

tetapi hanya terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang 

sebelum PKPU berlangsung. Namun demikian pembebanan harta kekayaan 

debitor dengan hak-hak jaminan itu bukan hanya disetujui oleh pengurus saja 

tetapi juga disetujui oleh hakim pengawas.74 

Selama berlangsungnya PKPU, menurut Pasal 242 ayat (1) Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar 

utang-utangnya. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam 

rangka pelunasan utang harus ditangguhkan. Dapat diartikan bahwa keadaan 

ini berlangsung baik selama PKPU Sementara maupun selama PKPU Tetap.75 

 Ketentuan demikian itu sangat melindungi kepentingan debitor yang 

bermaksud untuk menunda pembayaran utang yang dimilikinya. Namun 

demikian, melalui PKPU ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 
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juga dapat mempercepat debitor untuk sampai pada tahapan kepailitan. Dalam 

Undang-undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan 

pembayaran utang pada masa PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakan 

pailit. Demikian pula bila PKPU Tetap gagal dilaksanakan, debitor pun akan 

berujung pada kepailitan. 

2.2.2 Debitor 

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang  No. 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 

yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai hutang karena 

perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka 

pengadilan. 

Sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang  No. 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor yang 

mempunyai lebih dari satu kreditor dapat mengajukan PKPU bila ia tidak dapat 

atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya 

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maksud pengajuan oleh debitor ini 

ialah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran 

pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Debitor yang 

mengajukan ini dapat berupa debitor perorangan ataupun debitor badan hukum 

2.2.3 Kreditor 

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-Undang  No. 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 

yang dimaksud dengan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena 

perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. 
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Kreditor dalam PKPU adalah : 

b. Kreditor separatis : Diatur dalam pasal 56 UU No. 37 Tahun 2004. 

Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditur yang 

memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang 

hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dll. 

c. Kreditor preferen : Berdasarkan pada pasal 1139 dan pasal 1149 

KUHPer, yang dimaksud dengan kreditor preferen adalah kreditor 

yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas sesuai dengan yang 

diatur oleh Undang-undang yang bersangkutan. 

d. Kreditor konkuren : Berdasarkan pada Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH 

Perdata. Kreditor golongan ini adalah semua Kreditor yang tidak 

masuk Kreditur separatis dan tidak termasuk Kreditur preferen. 

Berdasarkan pada pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, kreditor 

yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-

utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar 

kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk 

memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 

tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. 

 

2.3. Kajian Pustaka 

2.3.1. Kajian Umum Tentang Kepalitan 

Dalam Undang-Undang Kepailitan, tidak dijelaskan apa yang dimaksud 

dengan kepailitan tetapi hanya menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai 

dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah 
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jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan 

baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih 

kreditornya. 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) 

Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang 

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan 

Hakim pengawas. Kepailitan merupakan proses dimana seorang debitor yang 

mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit 

oleh Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar 

utangnya. Kepailitan merupakan sita umum yang mencakup seluruh kekayaan 

debitor untuk kepentingan kreditornya, yang mempunyai tujuan pembagian 

kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan 

hak-hak mereka masing-masing. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, yang secara tersirat tujuan dari Undang-Undang tersebut 

adalah untuk melakukan proses likuidasi yang lebih cepat terhadap harta 

kekayaan debitor yang akan dinyatakan pailit.76 

Selain lembaga Hak Tanggungan, terdapat satu lembaga yang dinilai 

cukup adil, cepat, efektif dan efisien dalam penyelesaian masalah kredit macet 

dan utang-piutang antara debitor dan kreditor. Kepailitan merupakan salah satu 

alternatif jalan keluar untuk pemberesan utang bagi debitor yang sudah 

dinyatakan tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar semua utang-

                                                           
76  Ivida Dewi Amrih dan Herawati Poesoko, Hak Kreditor Separatis dalam 

Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 64 
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utangnya. 

Kepailitan bukanlah suatu lembaga baru di Indonesia. Sejarah 

perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun 

yang lalu yakni sejak 1906, sejak berlakunya " Verordening op bet 

Faillissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia" 

sebagaimana dimuat dalam Staatblads 1905 No. 217 jo. Staatblads 1906 No. 

348 Faillissementsverordening. Dalam tahun 1960-an, 1970-an secara relatif 

masih banyak perkara kepailitan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri di 

seluruh Indonesia, namun sejak 1980-an hampir tidak ada perkara kepailitan 

yang diajukan ke Pengadilan negeri.  

Tahun 1997 krisis moneter melanda Indonesia, banyak utang tidak 

dibayar lunas meski sudah ditagih, sehingga timbul pikiran untuk 

membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-

undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang 

atau biasanya disingkat PKPU. 

Pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang perubahan 

atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang 

No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 

tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 

September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 

135). Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tersebut bukanlah mengganti 

peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu Faillissements Verordening Staatsblad 
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tahun 1905 No. 217 juncto Staatblads tahun 1906 No. 308, tetapi sekedar 

mengubah dan menambah. 

Dengan diundangkannya Perpu No. 1 tahun 1998 tersebut, yang 

kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundangkan Undang-Undang No. 4 

tahun 1998. Namun perjalanannya, undang-undang ini banyak terdapat 

kelemahan dan dikarenakan banyaknya putusan pengadilan niaga yang 

kontroversial dalam kasus kepailitan asuransi, maka timbul niat untuk merevisi 

undang-undang tersebut sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 37 tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang 

(UUKPKPU). 

Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) UUKPKPU adalah sita 

umum atas semua kekayaan debitor yang pailit pengurusan dan pemberesannya 

dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang  ini. Kepailitan diartikan sebagai suatu usaha 

bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan 

tertib agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut besar kecilnya 

piutang masing-masing dengan tidak berebutan. 77  Melihat definisi-definisi 

berdasarkan pengertian para ahli hukum dan UU KPKPU diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada hakikatnya kepailitan adalah suatu tindakan oleh 

kurator berupa sita umum atas keseluruhan kekayaan debitor yang telah 

ditetapkan dengan putusan pengadilan niaga dan pembagian piutang masing-

masing kreditor berdasarkan tingkatannya menurut undang-undang guna 

pemberesan utang-utang debitor. 

                                                           
77 Sularto, Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan, Mimbar Hukum 

Volume 24, Nomor 2, Tahun 2012, hlm.247 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Faillissements verordening, 78 

menyatakan sebagai berikut : 

Setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar 

utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik 

atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan 

dalam keadaan pailit. 

Dalam pengertian Kepailitan di sini terlihat adanya unsur insolvensi 

(Keadaan telah berhenti membayar) yang menjadi syarat mutlak terjadinya 

kepailitan.  

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan:  

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar 

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, 

maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya.  

 

Pengertian kepailitan menurut Undang-undang ini, unsur insolvensi tidak 

menjadi syarat yang mutlak sehingga Debitor yang dalam keadaan sehat 

keuangannya namun tidak membayar utang-utangnya dapat dipailitkan. 

Dengan tidak adanya unsur insolvensi maka perlindungan hukum 

terhadap Debitor patut dipertanyakan. Demikian pula asas keadilan yang 

tercantum dalam Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan.  

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan PKPU: 

                                                           
78  
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http://www.fisconet.fgov.be/nl/?bron.dll=&root=V%3A%2Fsites%2FFisconetNld.2%252


 

78 
 

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreitor dan tidak membayar 

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan Pengailan, baik atas permohonan satu 

atau lebih Kreditornya. 

 

Pengertian kepailitan menurut undang-undang ini pada prinsipnya sama 

dengan pengertian kepailitan menurut undang-undang Nomor 4 Tahun1998 

tentang kepailitan. Hanya bedanya mengenai kata ‘lunas’ sebagai tambahan 

kata ‘tidak membayar’ dan kata ‘Pengadilan yang berwenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2’ digantikan dengan kata ‘Pengadilan’ serta ‘permintaan 

seseorang’ diganti dengan kata ‘permohonan satu’. Unsur insolvensi dalam 

undang-undang ini juga tidak dipertimbangkan dan diperhatikan. Jika hal ini 

kita bandingkan dengan Undang-Undang Kepailitan Belanda maka terdapat 

perbedaan yang mencolok tentang konsep pailit.  

Dalam artikel 2 ayat (1)  Faillissementswet 1997 

De koopman die op duurzame wejze heft opgehouden te betalen en wiens 

krediet geschokt is, bevindt zich in staat van faillissements. 

(Pedagang yang berhenti membayar utangnya dan menghentikan 

pembayaran kreditnya, berada di dalam keadaan pailit). 

Disini terlihat bahwa undang-undang kepailitan Belanda 

(Faillissementswet 1997) masih mencantumkan unsur insolvensi atau kedaan 

berhenti membayar sebagai syarat mutlak seseorang dapat dinyatakan pailit. 

Artikel 2 ayat (1) faillissementswet 1997 ini dihubungkan dengan artikel 6: 

Onverminderd de vepalingen van de wet betreffende het gerechtelijk 

akkoord geschiedt de faillietverklaring bij vonnis van de rochtbank van 
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koophandel waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, hetzij op aanngifte van 

de koopman, hetzij op dagvaarding van een of meer schukdeisers, van het 

openbaar ministerie, van de voorlopigebewidvoerder als bedoeld in artikel 

8 of van de curator van de hocfdproserdure in het geval bedoeld in artikel 

3, eerste lid. 

(Pernyataan pailit harus dengan keputusan Pengadilan Niaga berdasarkan 

permohonan Debitor maupun satu Kreditor atau lebih tanpa mengurangi 

ketentuan undang-undang mengenai Pengadilan dan Kurator sebagai 

Penguasa Sementara yang akan melaksanakan prosedur yang utama 

mengenai kepailitan). 

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio: 

Pailit adalah keadaan dimana seorang Debitor telah berhenti membyar 

utang-utangnya. Setelah orang demikian atas permintaan para 

Kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan 

pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan 

Selaku curatrice (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk 

dimanfaatkan bagi semua Kreditor.79 

 

Umumnya orang sering menyatakan bahwa   yang dimaksud dengan 

pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor 

agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta 

tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor. 

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, insolvensi adalah tahapan 

berikutnya dari pailit. Setelah seseorang atau badan hukum dinyatakan pailit 

oleh pengadilan, si pailit masih di beri kesempatan untuk menawarkan Rencana 

                                                           
79 Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Paramita Jakarta, 1978, hlm. 89 
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Perdamaian (composition plan). Apabila Rencana Perdamaian ditolak oleh 

Kreditor, atau pengesahan Rencana Perdamaian ditolak oleh  Pengadilan 

Niaga, maka barulah Debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar 

utang-utangnya (insolvensi). Ketentuan ini diatur pada Pasal 168 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut: 

Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak telah ditawarkan 

perdamaian, atau apabila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau 

pengesahan akan perdamaian tersebut dengan pasti telah di tolak, maka 

demi hukum beradalah harta pailit itu dalam keadaan tak mampu 

membayar”.   

Insolvency, kepailitan, insolvensi, 80  ketidak mampuan seseorang atau 

badan usaha untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo, atau keadaan 

yang menunjukkan jumlah pasiva melebihi jumlah aktiva. 

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai 

keadaan Debitor (yang berutang) yang berhenti membayar (tidak membayar 

utang-utangnya). Hal itu dicerminkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 

kepailitan (Faillessements Verordening).  

Istilah berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan Debitor sama 

sekali tidak membayar utang-utangnya. Tetapi Debitor dapat dikatakan dalam 

keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit 

kedalam pengadilan, Debitor dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.81 

                                                           
80 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement Verordening, 

Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 38. 
81 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 171/1973/Perd/PTB. Tanggal 31 Juli 

1973, Chaidir Ali, S.H., Yurisprudensi Hukum Dagang, 1982, hlm. 475 
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Sesuai dengan pendapat Richard A. Posner 82  maka aspek keuangan 

Debitor perlu dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim Pengadilan Niaga 

menjatuhkan putusan pailit bagi Debitor. Aspek keuangan ini merupakan salah 

satu faktor yang penting bagi perlindungan hukum terhadap Debitor pailit. 

Kasus kepailitan Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan 

kasus kepailitan Perseroan Terbatas Prudetial Life Assurance dimana 

Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan putusan pailit Pengadilan 

Niaga Jakarta.  

Hal ini merupakan suatu pencerminan akibat tidak dijadikan berhenti 

membayar menjadi salah satu syarat untuk pailit. Akibat dari pailit yang kedua 

perusahaan asuransi tersebut maka dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 terjadi perubahan tentang syarat-syarat perjanjian pailit khusus terhadap 

perusahaan asuransi dimana dalam pasal 2 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :  

“dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana 

Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang permohonan penyitaan 

pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.” 

Ketentuan ini muncul sebagai rekasi dan untuk meresapon keinginan 

pelaku bisnis asuransi untuk mendapatkan perlindungan hukum berusaha 

dalam hukum kepailitan. Dalam Undang-undang Kepailitan tersebut, otoritas 

untuk mempailitkan Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun atau 

Badan Usaha Milik Negara hanya ada pada Menteri Keuangan Pemegang polis 

sebagai Kreditor freferen maupun Kreaditor lainnya, tidak berhak mengajukan 

pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, Badan Usaha 

Milik Negara. Ketentuan ini, selain responsif, juga akomodatif dan antisipatif, 
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sehingga dapat menjaminkepastian hukum dan dapat memberikan 

perlindungan hukum bagi pelaku bisnis asuransi dan juga diharapkan dapat 

menarik investor ke Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian: 

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Peraturan Kepailitan, 

dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat 

memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan 

dinyatakan pailit.”   

 

Dalam Pasal ini yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri 

Keuangan Republik Indonesia. 

2.3.2. Azas-Asas Hukum Kepalitan Dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasan umumnya 

menyatakan mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang 

lingkup, materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang 

lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan 

hukum dalam masyarakat, sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum 

memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang 

secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. 

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut di atas, maka Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara 

lain adalah : 
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1. Asas Keseimbangan  

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan 

perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat 

ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata 

dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, 

terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan 

pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad 

baik. 

2. Asas Kelangsungan Usaha  

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan 

perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. 

3. Asas Keadilan 

Dalam kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang 

berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya 

kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan 

pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan 

tidak mempedulikan Kreditor lainnya 

4. Asas Integrasi 

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian 

bahwa sistim hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu 

kesatuan yang utuh dari sistim hukum perdata dan hukum acara 

perdata nasional.  
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Menurut Sutan Remy Sjahdeini, suatu Undang-undang Kepailitan, 

termasuk Undang-undang Kepailitan Indonesia, seyogyanya memuat asas-asas 

sebagai berikut :83 

a. Undang-undang kepailitan harus dapat mendorong kegairahan 

investasi  asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan 

perusahaan Indonesia memperoleh kredit dari luar negeri; 

b. Undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang 

seimbang  bagi Kreditor dan Debitor; 

c. Putusan pernyataan pailit seyogyanya berdasarkan persetujuan para 

Kreditor mayoritas; 

d. Permohonan pernyataan pailit  seyogyanya hanya dapat diajukan 

terhadap Debitor yang insolven yaitu yang tidak membayar utang-

utangnya kepada para Kreditor mayoritas; 

e. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit 

seyogyanya diberlakukan keadaan diam (standstill atau stay); 

f. Undang-undang kepailitan harus mengakui hak separatis dari Kreditor 

pemegang hak jaminan; 

g. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang 

tidak berlarut-larut; 

h. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum; 

i. Pengurus perusahaanyang karena kesalahannya mengakibatkan 

perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi; 

                                                           
83 Sutan Remy Sjahdeini, Perlindungan Debitor dan Kreditor dampak Undang-undang  

Kepailitan Terhadap Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, Jakarta 1998, hlm. 42-60 
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j. Undang-undang kepailitan seyogyanya memungkinkan utang Debitor 

diupayakan direstrukturisasi terlebih dahulu sebelum diajukan 

permohonan pernyataan pailit; 

Undang-undang kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan 

menyangkut kepailitan Debitor. 

2.3.3. Lembaga Kepalitan 

Lembaga Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang 

memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan 

berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada 

dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu: 

1. kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa 

debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab 

terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor. 

2. kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada 

debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-

kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai 

suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan 

satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. 

Menurut Jono, "Lembaga kepailitan dibentuk untuk memenuhi beberapa 

tujuan diantaranya sebagai berikut: 

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada 

waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitor. 

2. Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak 
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istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik 

debitor atau menguasai sendiri tanpa memperhatikan lagi kepentingan 

debitor atau kreditor lainnya. 

Menurut Hadi Shubban, tujuan dari kepailitan ini adalah demi 

perlindungan baik terhadap debitor pailit sendiri maupun terhadap kreditor. 

Perlindungan terhadap debitor yaitu dengan adanya putusan pailit, maka 

eksekusi yang tidak legal dapat dihindari bahkan bisa dihentikan. Bagi kreditor, 

mengingat kondisi kreditor yang beranekaragam dan akan menimbulkan suatu 

keadaan kacau (chaotic), maka dengan adanya putusan pailit, dapat 

menghindari dan menghentikan perebutan harta baik yang saling mendahului 

atau saling ada kekuatan.84 

Secara Umum dapat dikatakan bahwa pemberesan utang debitor dan 

kredit macet oleh kurator melalui lembaga kepailitan bertujuan agar dapat 

menjamin terpenihunya pendistribusian hak para pihak yang berkepentingan 

secara adil dan merata, dalam hal ini yaitu para kreditor terutama bagi kreditor 

separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan. 

2.3.4. Para Pihak Yang Mengajukan Kepalitan Dan PKPU 

Dalam Kepailitan, terdapat 2 (dua) Subjek Hukum dasar yang dapat 

dinyatakan Pailit adalah: 

1. Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit (pemohon 

Pailit) 

a. Debitor sendiri : Dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, undang-

undang memberikan kesempatan seorang debitor untuk 

                                                           
84 Hadi Shubban, Hukum Kepailitan, Kencana, Jakarga, 2009, hlm. 168-169 
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mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri. Apabila 

debitor masih terikat dalam perkawinan yang sah maka berdasar 

Pasal 4 ayat (2) UUKPKPU permohonan pailit hanya dapat 

dilakukan atas persetujuan suami atau istrinya. 

b. Kreditor : Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 

dijelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat 

ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun 

kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan 

kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan 

pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan 

yang mereka miliki terhadap debitor dan haknya untuk 

didahulukan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UUKPKPU, pengajuan 

permohonan pernyataan pailit oleh debitor dan kreditor wajib 

diajukan melalui advokat, karena advokat dianggap memahami 

hukum acara. Kejaksaan Menurut Pasal 2 ayat (2) UUKPKPU, 

permohonan pailit terhadap debitor dapat juga diajukan oleh 

Jaksa Penuntut Umum demi kepentingan umum. Pengertian 

kepentingan umum adalah kepentingan bangsa atau negara dan 

kepentingan masyarakat luas misalnya: 

1) Debitor melarikan diri 

2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan 

3) Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan 

usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat 

4) Debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan 
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dana masyarakat luas 

5) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam 

menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh 

waktu. 

c. Bank Indonesia : Menurut Pasal 2 ayat (3) UUKPKPU, 

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank 

Indonesia apabila debitornya adalah bank dengan berdasarkan 

pada penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara 

keseluruhan. 

d. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) : Menurut Pasal 2 

ayat (4) UUKPKPU, dalam hal debitor adalah perusahaan efek, 

bursa efek, lembaga miring dan penjaminan, lembaga 

penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pernyataan 

pailit hanya dapat diajukan oleh Bapepam sebagai badan 

pengawas atas lembaga-lembaga tersebut. 

e. Menteri Keuangan : Menurut Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU, 

Menteri keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan 

pailit dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, 

perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik 

negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Karena 

perusahaan tersebut untuk kepentingan banyak nasabah di 

bidang keuangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 

membangun kembali tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

badan-badan tersebut dan agar tidak membuat rugi atau resah 
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bagi masyarakat yang terlibat didalamnya. 

2. Pihak yang dinyatakan Pailit (Termohon Pailit) 

Pihak yang dinyatakan pailit dalam hal ini adalah debitor yang memiliki 

berbagai persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU yang menyatakan "yang dimaksud dengan 

kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis 

maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor 

preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa 

kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta 

debitor dan haknya untuk didahulukan". 

Dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) diatas, jelaslah bahwa Undang-undang 

Kepailitan memperbolehkan seorang kreditor separatis/ pemegang hak agunan 

atas kebendaan  untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor tanpa 

harus melepaskan hak agunan atas kebendaan. Hal tersebut diperjelas dalam 

dalam Pasal 138 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan "Kreditor yang 

piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, Hak Tanggungan, hipotik, 

hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang di 

istimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat mem-

buktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat 

dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta 

diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang 

tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi 

agunan atas piutangnya tersebut". Dan sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) 

UUKPKPU, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian 
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atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. 

Dari paparan tersebut tidak dihahas mengenai kebangsaan dari para 

kreditor sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-undang kepailitan tidak 

mempersoalkan kebangsaan seorang kreditor. Seorang kreditor asing sama 

haknya dengan kreditor Indonesia, yaitu sama-sama dapat mengajukan 

permohonan kepailitan. 

Oleh karena itu apabila hanya seorang Kreditor yang ingin mengajukan 

gugatan atas piutang-piutang yang belum dibayar, maka Kreditor akan 

mengajukan gugatan itu melalui Pengadilan Negeri dengan alasan melakukan 

wanprestasi hal ini berbeda apabila tuntutan tersebut diajukan oleh kreditor 

yang dapat membuktikan di muka Pengadilan Niaga bahwa debitor mempunyai 

dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang 

telah jatuh waktu dan dapat ditagih melalui permohonan pailit atau 

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Lembaga 

Hukum Kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk 

menyelesaikan utang piutang di antara Debitor dan para Kreditornya. Hukum 

Kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melalui Hukum 

Kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap 

seluruh harta kekayaan Debitor, yang selanjutnya akan dibagikan kepada para 

Kreditor dengan cara seimbang dan adil di bawah pengawasan petugas yang 

berwenang.85 Ada 2 (dua) tujuan klasik dari Kepailitan yaitu: pembagian yang 

adil kekayaan Debitor untuk kemanfaatan seluruh Kreditor dan "fresh start" 

                                                           
85  Zainal Asikin, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 24. 
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bagi Debitor.86 

Menurut pendapat Letezia Tobing dalam Hukum Online mengemukakan  

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 

Kepailitan”), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit 

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah 

pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan, PKPU sendiri tidak diberikan 

definisi oleh UU Kepailitan. Akan tetapi, dari rumusan pengaturan mengenai 

PKPU dalam UU Kepailitan kita dapat melihat bahwa PKPU adalah sebuah 

cara yang digunakan oleh debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau 

kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi 

melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat 

ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran 

pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor) antara debitor dan 

kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan (lihat Pasal 222 UU Kepailitan jo. 

Pasal 228 ayat [5] UU Kepailitan). Sementara, Munir Fuady dalam bukunya 

yang berjudul Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (hal. 177) mengatakan 

bahwa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (Suspension of 

Payment atau Surseance van Betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh 

undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut 

kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk 

memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, 

termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. 

                                                           
86 Warren, Elizabeth and Westbrook, Jay Lawrence, The Law of Debtors and Creditors, 

Text Cases, and Problems, (Boston: Lettle Brown and Company, 1991), hlm. 199. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19
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Dalam hal terdapat permohonan PKPU dan kepailitan, permohonan 

PKPU didahulukan daripada kepailitan (Pasal 229 ayat [3] dan ayat [4] UU 

Kepailitan): 

Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan: 

1.    …….; 

2.    …….; 

3.    Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan 

kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, 

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus 

diputuskan terlebih dahulu. 

4.    Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang 

diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang 

diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang 

pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. 

 

Berdasarkan pengertian tentang kepailitan dan PKPU di atas, dapat kita 

simpulkan bahwa dalam kepailitan, harta debitor akan digunakan untuk 

membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan, sedangkan dalam 

PKPU, harta debitor akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan 

untuk membayar utang-utang debitor.  

Beberapa perbedaan lain antara kepailitan dan PKPU dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 1.2 

Perbedaan antara Kepalitan dan PKPU 

 

Perbedaan Kepailitan PKPU 

Upaya hukum Terhadap putusan atas 

permohonan pernyataan 

pailit, dapat diajukan 

kasasi ke Mahkamah 

Agung (Pasal 11 ayat [1] 

UU Kepailitan). 

 Selain itu terhadap 

putusan atas permohonan 

pernyataan pailit yang 

telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, 

dapat diajukan 

peninjauan kembali ke 

Mahkamah Agung (Pasal 

14 UU Kepailitan). 

Terhadap putusan PKPU 

tidak dapat diajukan 

upaya hukum apapun 

(Pasal 235 ayat [1] UU 

Kepailitan). 

Yang melakukan 

pengurusan harta 

debitor 

Kurator (Pasal 1 angka 5, 

Pasal 15 ayat [1], dan 

Pasal 16 UU Kepailitan)  

Pengurus (Pasal 225 ayat 

[2] dan ayat [3] UU 

Kepailitan) 

Kewenangan debitor Sejak tanggal putusan 

pernyataan pailit 

diucapkan, debitor 

kehilangan haknya untuk 

menguasai dan mengurus 

kekayaannya yang 

termasuk dalam harta 

pailit (Pasal 24 ayat [1] 

UU Kepailitan). 

Dalam PKPU, debitor 

masih dapat melakukan 

pengurusan terhadap 

hartanya selama 

mendapatkan persetujuan 

dari pengurus (Pasal 240 

UU Kepailitan). 

Jangka waktu 

penyelesaian 

Dalam kepailitan, setelah 

diputuskannya pailit oleh 

Pengadilan Niaga, tidak 

ada batas waktu tertentu 

untuk penyelesaian 

seluruh proses kepailitan. 

Dalam PKPU, PKPU dan 

perpanjangannya tidak 

boleh melebihi 270 (dua 

ratus tujuh puluh) hari 

setelah putusan PKPU 

sementara diucapkan 

(Pasal 228 ayat [6] UU 

Kepailitan). 

  

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 telah menyebutkan tentang 

syarat untuk mengajukan kepailitan dimana adanya syarat dua kreditor atau 
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lebih, adanya utang, syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih 

dalam suatu permohonan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum 

bagi para kreditor dengan harapan harta dari debitor tersebut daapat digunakan 

untuk melunasi tagihan para kreditornya. Yang artinya debitor mempunyai 

kewajiban untuk melunasi utang-utangnya. 

Bahwa tujuan dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah untuk 

menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada lebih 

dari satu kreditor yang menagih utang kepada debitor tersebut, untuk 

menghindari adanya kreditor pemegang jaminan kebendaan yang menuntut 

haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan 

kepentingan debitor dan para kreditor lainnya. Serta untuk menghindari 

kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor ataupun 

debitor itu sendiri, seperti debitor berupaya untuk menguntungkan seseorang 

ataupun beberpa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan. 

Pada tanggal 21 Maret 2016 yang diucapkan pada sidang pleno pada 

tannggal 27 Oktober 2016. Mahkamah Konstitusi membolehkan dibuatnya 

Perjanjian Kawin pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam 

ikatan perkawinan. Oleh karena itu pria dan wanita yang akan merencanakan 

suatu perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Begitu juga pasangan 

suami istri sekarang diperbolehkan membuat Perjanjian Kawin pasca menikah. 

Hal tersebut tentu saja berpengaruh apabila terjadi kepailitan disalah satu 

pihak, karena apabila debitor pailit perorangan maka kejelasan mengenai mana 

yang termasuk harta pailit menjadi kabur. Karena didalam Undang_undang 

kepailitan dan PKPU no 37 Tahun 2004 pasal 21 dinyatakan bahwa Kepailitan 
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meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta 

segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. 

Meskipun, ada beberapa alternatif yang ditawarkan untuk penyelesaian 

utang piutang antara Debitor dan Kreditor, namun yang menjadi masalah 

adalah tidak adanya niat yang sungguh-sungguh dari para Debitor untuk 

melunasi utang-utangnya.87  Dalam hal ini, hukum harus dapat menjadi alat 

untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi Kreditor yang pada 

akhirnya hukum dapat mendorong pemulihan ekonomi, dengan tujuan untuk 

menciptakan stabilitas, prediktabilitas dan keadilan dalam hukum negara. 

Dalam rangka pembaharuan Hukum Kepailitan perlu dibuat pendekatan 

dengan pengkajian hukum yang bertujuan mencapai jaminan dan kepastian 

hukum bagi para pelaku bisnis.88 Disamping itu, yang harus menjadi perhatian 

dalam pembaharuan hukum adalah sarana yang dapat memperlancar 

pertumbuhan sektor perekonomian. 

Parameter suatu Undang-Undang yang baik adalah diukur dari aspek 

filosofis, sosiologis dan yuridis. 89  Undang-Undang idealnya mempunyai 

kekuatan berlaku mengikat karena memang peraturan tersebut diterima secara 

sukarela oleh masyarakat (anerkennungstheori), bukannya karena dipaksakan 

berlakunya oleh penguasa (maachtstheori).90 

Pernyataan pailit ini bertujuan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi 

perseorangan atas harta kekayaan debitor yang tidak mampu melunasi utang-

                                                           
87  Komisi hukum Nasional, Pengembangan Hukum Dalam Rangka Pemulihan 

Ekonomi, Artikel, Tgl. 14 Maret 2002 . 
88  Bismar Nasution, Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi Dan Hukum 

Investasi Indonesia, (Jakarta: FH UI, 2010), hlm. 48. 
89 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 20. 
90  Nurhasan Ismail, Korelasi Hukum Akomodatif Tehadap Tingkat Akseptasi 

Masyarakat (Analisa Terhadap UU Kehutanan dari Persfektif Sosiologi Hukum). 
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utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailit di sini, penyitaan dan eksekusi 

harta kekayaan debitor dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditor-

kreditornya. Semua kreditor mempunyai hak-hak yang sama terhadap 

pelunasan utang-utang debitor. Harta kekayaan yang telah disita dan dieksekusi 

tersebut harus dibagi secara seimbang sesuai dengan besar kecilnya piutang 

masing-masing kreditor. 

Penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha melalui proses 

kepailitan harus memenuhi asas adil, cepat, terbuka dan efektif. Oleh karena 

itu, ketentuan kerangka waktu (time frame) proses pemeriksaan permohonan 

kepailitan ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1998 mengenai Kepailitan ditetapkan dalam tempo 30 hari terhitung sejak 

permohonan pernyataan pailit didaftarkan, permohonan harus telah diputus di 

Pengadilan Niaga. Ketentuan kerangka waktu ini di dalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewaajiban 

Pembayaran Utang (PKPU)  telah mengalami penambahan menjadi 60 hari, di 

tingkat Pengadilan Niaga, ditingkat kasasi 60 hari dan peninjauan kembali 60 

hari. 

Pada pembagian hak para kreditor maka ada 3 (tiga) tingkatan kreditor 

dalam pembagian harta pailit, yaitu sebagai berikut:  

1. Kreditor Separatis dengan dasar hukum Pasal 1134 ayat 2 

KUHPerdata merupakan kreditor yang mempunyai hak sangat 

istimewa, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti hak 

tanggungan, yang telah membuat janji untuk menjual atas kekuasaan 

sendiri (Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun Tahun 
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2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU), pemegang hak gadai, hipotik serta jaminan fidusia. 

Terhadap kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan maka 

kepailitan tidak mempunyai pengaruh apapun. Kreditor separatis ini 

sebagai pemegang jaminan kebendaan berhak untuk didahulukan 

pelunasan utang-utang debitor dengan cara menjual benda yang 

dijaminkan kepada kreditor. Artinya, mereka ini tetap dapat 

melaksanakan hak mereka, seolah-olah tidak ada kepailitan.Selain itu, 

terdapat juga undang-undang yang menyatakan secara spesifik bahwa 

suatu piutang mempunyai hak mendahului dari piutang lainnya yaitu 

piutang pajak. Dalam Pasal ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 disebutkan hak mendahulu untuk tagihan pajak yang melebihi 

hak mendahulu lainnya.   

2. Kreditor Preferens atau kreditor yang mempunyai hak privelege atau 

hak istimewa, yaitu kreditor yang oleh undang-undang semata-mata 

karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. 

Sehubungan dengan hak istimewa ini telah ditentukan dalam Pasal 

1139 KUHPerdata dan Pasal 1149 KUHPerdata. Kelompok Kreditor 

Preferens ini mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran 

piutangnya daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat 

piutangnya. Piutang yang diistimewakan ini dapat mengenai benda-

benda tertentu saja atau dapat mengenai semua benda baik benda 

bergerak dan tidak bergerak pada umumnya. Mereka ini menerima 
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pelunasan terlebih dahulu daripada pendapatan penjualan barang yang 

bersangkutan. 

3. Kreditor konkuren, yaitu golongan kreditor bisa, yang piutangnya 

konkuren, atau golongan kreditor biasa, yang piutangnya tidak 

dijamin. Kreditor ini merupakan kreditor bersaing, yaitu para 

kreditor/penagih utang selain yang disebutkan di atas. Mereka ini akan 

memperoleh pembayaran menurut imbangan jumlah tagihan masing-

masing, setelah kreditor tersebut di atas memperoleh pembayaran. 

Pada prinsipnya, para kreditor ini adalah sama (paratis creditorum), 

akan tetapi asas ini mengenal pengecualian, yaitu terhadap golongan 

kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan 

kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Pasal 56 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan peraturan 

perundang-undangan lainnya.  

Tingkatan status para kreditor tersebut mempunyai potensi permasalahan 

manakala harta debitor (harta pailit) sangat kurang untuk memenuhi utang-

utangnya. Dalam hal demikian, tidak tertutup kemungkinan diantara para 

kreditor sparatispun berebut tempat dengan status tingkatannya dan dengan 

kreditor hak istimewa untuk mendapat pelunasan paling dulu. 

Dengan demikian, dalam penyelesaian proses kepailitan sesuai yang 

dikehendaki undang-undang pailit adalah bagaimana mempertimbangkan 

terlebih dahulu kedudukan kreditor separatis dan kreditor hak istimewa seperti 
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halnya hak tanggungan, tenaga kerja, awak kapal, fidusia, dan kantor pajak dan 

lain-lain, baru kemudian beralih pada kreditor konkuren. 

Pelaksanaan hak kreditor separatis dalam hal debitor pailit hingga saat ini 

masih menjadi masalah hukum yang belum terpecahkan. Di satu sisi, kreditor 

separatis berhak untuk melaksanakan eksekusi atas obyek hak jaminan 

kebendaan tanpa mengindahkan status pailit yang melekat pada diri debitor. 

Namun di sisi lain, ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 37 Tahun 2004 mereduksi hak 

kreditor separatis, yakni ditangguhkannya hak eksekusi benda jaminan debitor 

selama 90 hari. Kondisi demikian tentu memandulkan hak istimewa yang 

dimiliki kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan (gadai dan hak 

tanggungan). 

Penangguhan eksekusi setelah jatuhnya pailit dalam hukum kepailitan 

sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 

Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 

dimaksudkan sebagai masa tenang atau masa dimana tidak adanya tagihan-

tagihan pelunasan utang atau pelaksanaan pemenuhan hak dari para kreditor, 

baik berdasarkan putusan pengadilan maupun berdasarkan title eksekutorial. 

Demikian juga terhadap kreditor separatis yang seharusnya mempunyai hak 

dipisahkan dulu dan diutamakan dari kreditor lainnya, -pada masa ini sampai 

dengan berakhirnya insolvensi tidak mempunyai hak lagi terhadap pemisahan 

dan hak untuk diutamakan sebagaimana yang diatur dalam hukum jaminan. 

Penangguhan yang dimaksud dalam hal ini bertujuan antara lain:91 

                                                           
91 Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 
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1. Untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian; atau 

2. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit atau 

3. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugas dengan optimal. 

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan segala tuntutan 

hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan 

dalam sidang badan peradilan, dan  baik kreditor maupun pihak ketiga 

dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang 

menjadi agunan. Penangguhan tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditor 

yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan 

utang. 

Selama jangka waktu penangguhan 90 hari sejak putusan pailit 

ditetapkan, kurator dapat menggunakan atau menjual harta  pailit yang berada 

dalam pengawasan kurator dalam rangka kelang-sungan usaha debitor, 

sepanjang untuk itu telah diberikan perlindu-ngan yang wajar bagi kepentingan 

para kreditor atau pihak ketiga yang menuntut harta nya yang berada dalam 

pengawasan debitor pailit atau kurator. Harta pailit dapat digunakan atau dijual 

oleh kurator terbatas pada barang persediaan (inventory) dan/atau barang 

bergerak (current asset), meskipun harta pailit tersebut diebebankan dengan 

hak tanggungan atas kebendaan. 

Adapun yang dimaksud perlindungan yang wajar adalah perlindungan 

yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga 

yang haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak 

kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan yang 

dimaksud antara lain berupa: 
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a) ganti rugi atas terjadinya penurunan harta pailit; 

b) hasil penjualan bersih; 

c) Hak kebendaan pengganti; dan 

d) Imbalan yang wajar dan adil, serta pembayaran tunai lainnya. 

Bahwa kreditor yang terkena kewajiban penangguhan eksekusi seperti 

yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu: 

a) Kreditor pemegang hak tanggungan; 

b) Kreditor pemegang hak gadai; 

c) Kreditor pemegang hak hipotik; 

d) Kreditor pemegang fidusia. 

Maka kreditor yang terkena kewajiban penangguhan eksekusi adalah 

para kreditor separatis pemegang hak jaminan, yang mempunyai hak untuk 

dipisahkan (separatis) dan hak yang diutamakan (preferen) dari kreditor-

kreditor lainnya. Kreditor separatis pemegang hak jaminan ini berdasarkan sifat 

piutangnya mempunyai kedudukan diutamakan dalam pengaturan Hukum 

Jaminan (Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Fidusia) dan 

hukum kepailitan (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 

kedudukan kreditor separatis pemegang hak jaminan ini tidak akan terpengaruh 

dengan adanya kepailitan. Sebaliknya pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan  Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dinyatakan sebagai berikut: 

"Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 



 

102 
 

dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam 

penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan selama jangka 

waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari sejak tanggal putusan 

pernyataan pailit diucapkan.   

 

Mengenai penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) yang tujuannya bahwa penangguhan dimaksudkan untuk memperbesar 

kemungkinan mengoptimalkan harta  pailit bertentangan dengan hak separatis 

dari Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan, sebab pasal ini menentukan 

apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang hak 

tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut 

ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan. 

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) itu 

menyisihkan dengan sewenang-wenang hak dari kreditor pemegang hak 

tanggungan yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan. Selain itu 

dari Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

tersebut, ternyata Undang-undang Kepailitan tidak konsisten (tidak taat asas), 

sebab disatu sisi ketentuan Pasal 55 ayat (1) nampaknya mengakui  hak 

separatis kreditor separatis, tetapi disisi lain ketentuan Pasal 56 ayat (3) justru 

mengingkari hak separatis itu, karena menentukan bahwa barang yang dibebani 

dengan hak jaminan (hak tanggungan) merupakan harta  pailit. Artinya bahwa 

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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(PKPU) tidak memisahkan benda-benda yang dibebani hak jaminan sebagai 

benda-benda bukan merupakan harta  pailit. 

 Undang-Undang yang seperti itu meruntuhkan sendi-sendi hukum hak 

jaminan, yang berakibat tidak ada artinya penciptaan lembaga hak jaminan di 

dalam hukum perdata dan membuat kaburnya konsep dan tujuan hak jaminan 

itu. Adanya konsep yang kabur tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi 

pemegang hak jaminan (kreditor separatis) manakala debitor mengalami pailit. 

Berlakunya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

menimbulkan akibat bagi kreditor pemegang hak separatis. Akibat yang dapat 

dilihat adalah dengan adanya penanguhan eksekusi atau penundaan eksekusi, 

dimana dalam hukum kepailitan di sebut dengan stay. 

Akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya masa stay berdampak 

terhadap kreditor seperatis pemegang hak jaminan yang pada awalnya sebagai 

kreditor yang terpisahkan dari kreditor lainnya dan mempunyai kedudukan 

yang diutamakan, dengan demikian menjadi terlindungi kepastian hukumnya 

serta kedudukan kreditor menjadi tidak lagi sebagai kreditor yang terpisahkan 

dari kreditor lainnya (kreditor konkuren) dan kedudukannya sama dengan 

kreditor lainnya (kreditor konkuren). 

Pengaturan tentang hak eksekusi kreditor yang dipunyai kreditor 

separatis justru diatur berbeda yaitu terpengaruh dengan adanya putusan 

kepailitan dengan adanya masa penangguhan eksekusi (stay) selama 90 

(sembilanpuluh) hari, serta pada Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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(PKPU) yang dinyatakan sebagai berikut: 

Dalam masa penangguhan eksekusi (stay) sampai dengan berakhirnya 

insolvensi, kedudukan dan kewenangan kreditor separatis digantikan oleh 

kurator, hal ini sebagaimana maksud Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU), tentang Kepailitan yang dinyatakan sebagai berikut: 

Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana di maksud di ayat (1) 

kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda bergerak maupun 

benda tidak bergerak atau menjual harta  pailit yang berupa benda 

bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka 

kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang 

wajar bagi kepentingan kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) . 

 

Pengaturan pada pasal ini, mempertegas bahwa kedudukan dan 

kewenangan kreditor separatis pemegang hak jaminan dalam hukum kepailitan 

tidak benar-benar mempunyai hak preferen (diutamakan) dan hak separatis 

(dipisahkan) dari kreditor-kreditor lain. Tanpa ijin dari kreditor separatis 

pemegang hak jaminan, di dalam pasal ini membenarkan dan mengesahkan 

tindakan kurator untuk menjual keseluruhan harta  pailit pada masa 

penangguhan (stay) hanya dengan dasar untuk kelangsungan usaha debitor. 

Dalam ketentuan pasal ini juga disebutkan bahwa kreditor diberikan 

perlindungan yang wajar dalam pasal ini sesuai penjelasan Pasal 56 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maksudnya yaitu perlindungan yang  

diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang 
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haknya ditangguhkan. 

Dengan pengalihan harta  yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut 

dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan dimaksud yaitu: 

a) Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta  pailit 

b) Hasil penjualan bersih; 

c) Hak Kebendaan pengganti; 

d) Imbalan yang wajar, adil dan pembayaran tunai lainnya. 

Meskipun diberikan perlindungan yang wajar di dalam pasal ini, tetapi 

hukum kepailitan berdasarkan pasal ini telah menghilangkan hak-hak kreditor 

separatis pemegang hak jaminan yang telah diberikan oleh hukum jaminan 

yaitu hak separatis (dipisahkan) dan  diutamakan (preferen) dari kreditor-

kreditor lainnya yang tidak memegang hak jaminan (kreditor konkuren). 

Dalam masa penangguhan kreditor separatis pemegang hak jaminan 

dapat meminta pengangkatan penangguhan atau mengubah syarat-syarat 

penangguhan, berdasarkan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU), yang dinyatakan demikian: 

Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan 

permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau 

mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut. 

 

Apabila kurator menolak permohonan sesuai Pasal 56 ayat (5) seperti 

diatas, maka kreditor separatis pemegang hak jaminan dapat mengajukan 

permohonan kepada hakim pengawas, ketentuan ini berdasarkan pada Pasal 56 

ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
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Penundaan Kewajiban Pem-bayaran Utang (PKPU), yang dinyatakan 

demikian: "Apabila kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (5), kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan 

tersebut kepada pihak ketiga.” Dalam memutuskan permohonan dari kreditor 

atau pihak ketiga hakim pengawas mempertimbangkan beberapa hal seperti 

yang dalam ketentuan Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU), yang dinyatakan: 

Dalam memutuskan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 

(6), Hakim Pengawas mempertimbangkan: 

a. Lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung; 

b. Perlindungan kepentingan para kreditor dan pihak ketiga yang 

dimaksud; 

c. Kemungkinan terjadinya perdamaian; 

d. Dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan 

manajemen usaha debitor serta pemberesan harta pailit. 

 

Ditinjau dari penjelasan Pasal 56 ayat (9) juga ditentukan bahwa hal-hal 

yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan ini, tidak menutup kemungkinan bagi Hakim Pengawas untuk 

mempertimbangkan hal-hal lain, sepanjang memang perlu untuk mengamankan 

dan mengoptimalkan nilai harta  pailit. 

Pasal 56 ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) memang memberikan hak kepada kreditor separatis untuk memohon 

baik kepada kurator maupun kepada Hakim Pengawas untuk mengangkat 
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penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pada masa 

penangguhan (stay) tetapi pengaturan dalam hukum kepailitan menurut pasal 

ini tidak mengubah pengertian bahwa dalam masa penangguhan (stay) hak-hak 

dari kreditor separatis pemegang hak jaminan yang di berikan hukum jaminan 

menjadi hiking atau tidak ada lagi atau dapat dikatakan kedudukan dan  

kewenangan kreditor separatis pemegang hak jaminan menjadi sama dengan 

kreditor-kreditor lainnya (kreditor konkuren). 

JJH. Bruggink dalam buku M. Hadi Shubhan menyatakan bahwa 

asas/prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum. 

Selanjutnya JJH. Bruggink menyisir pendapat Paul Scholten bahwa asas 

hukum merupakan pikiran-pikiran dasar, yang terdapat didalam dan di 

belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya 

ketentuan-ketentuan dan keputusan--keputusan individual.92 

Prinsip hukum merupakan ratio legis dari norma hukum, Rahardjo dalam 

buku M. Hadi Shubhan menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya 

peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya 

suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu 

pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.93 Prinsip hukum 

merupakan metanorma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu 

perundang-undangan serta dapat pula dijadikan dasar bagi hakim dalam 

menemukan suatu hukum terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk 

diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya. 
                                                           

92  M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma. Praktik di Peradilan, 

(Kencana Jakarta 2008), hlm. 24 
93 Ibid, hlm. 25 
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Disamping itu pula prinsip hukum dapat dijadikan parameter untuk mengukur 

suatu norma sudah pada jalur yang benar (on the right track).94 

Dalam penyelesaian utang dari debitor kepada kreditor, menurut M. Hadi 

Shubhan terdapat 3 (tiga) prinsip, antara lain :  

3. Prinsip Paritas Creditoritan,  

4. Prinsip Paripassu Prorate Parte,  

5. Prinsip Structured Prorate  

Prinsip Structured Prorate merupakan prinsip utama penyelesaian utang 

dari debitor terhadap para kreditornya. Prinsip Paritas Creditoriunt (kesetaraan 

kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak 

yang sama terhadap semua harta  benda debitor. Apabila debitor tidak dapat 

membayar utangnya. Maka harta  kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.95 

Prinsip paripassu prorate parte berarti bahwa harta  kekayaan tersebut 

merupakan jaminar bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan 

secar proposional antar mereka, kecuali antara para kreditor itu ada yang 

menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran 

tagihannya.96 

Dalam kepailitar kreditor diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu: 

1) Kreditor separatis; 

2) Kreditor preferen; dan  

3) Kreditor konkuren. 

Pembagian kreditor menjadi 3 (tiga) klasifikasi tersebut ber-beda dengan 

pembagian kreditor dalam ranah hukum perdata umum. Dalam hukum perdata 
                                                           

94 Ibid, hlm. 27 
95 Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, (Bandung, Alumni 2003), hlm.135 
96 Kartini Muljadi dalam M Hadi Shubhan, Op. cit., hlm. 29 
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umum kedudukan kreditor dibedakan menjadi 2 (dua) bagian kreditor preferen 

dan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat 

mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang 

menurut Undang-Undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan 

tetapi dalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor 

yang menurut Undang-Undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, 

seperti pemegang hak privilege, pemegang hak retensi, dan lain sebagainya. 

Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum 

kepailitan diklasifikasikan dengan kreditor separatis.97 

Pengaturan hukum jaminan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 42 tentang Fidusia , Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 

Tahum 2004 tentang Kepailitan dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) telah memenuhi prinsip preferensi yaitu kreditor pemegang hak 

jaminan tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan, tetapi timbul 

pertentangan dalam Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan akibat penangguhan 

yang tidak didasar-kan pada perdamaian para pihak menjadikan kreditor 

pemegang hak atas benda jaminan menjadi terpengaruh dengan adanya 

kepailitan. Hal ini sebagai sebuah bentuk penyimpangan terhadap prinsip 

preferensi baik dalam hukum jaminan maupun dalam hukum kepailitan 

sehingga ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut bertentangan dengan prinsip 

preferensi yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor pemegang hak atas 

benda jaminan khususnya kreditor separatis. 

                                                           
97 Ibid, hlm. 33 
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Penangguhan eksekusi pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 

yang dimaksudkan untuk menyelamatkan boedel pailit adalah ketentuan yang 

tidak dapat dibenarkan karena hukum jaminan dan asas-asasnya mengatur 

tentang hal-hal tersebut. Dalam hukum jaminan dan asas-asasnya secara jelas 

termaktub prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan bahwa kreditor separatis 

diberikan hak preferen dibandingkan dengan kreditor konkuren. Oleh 

karenanya, kreditor separatis menurut prinsip-prinsip dan  ketentuan hukum 

jaminan kedudukannya tidak dapat dikalahkan oleh kedudukan kreditor 

konkuren. 

Pengaturan penangguhan eksekusi yang terkandung dalam Pasal 56 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang tidak diketahui darimana sumber haknya, 

karena hukum jaminan tidak mengurangi hak daripada kreditor separatis dan 

tidak ada pendelegasian wewenang dari hukum jaminan kepada hukum 

kepailitan. Hak yang diberikan hukum jaminan secara mutlak berlakunya 

kepada kreditor separatis sehingga tidak dapat dikalahkan oleh kedudukan 

kreditor-kreditor lainnya. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan 

dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Fidusia tidak terdapat aturan yang 

menyebutkan bahwa kreditor separatis tunduk pada Undang-Undang yang lain. 

Untuk lebih jelasnya perlu melihat kembali Pasal 21 Undang-Undang Hak 

Tanggungan, yang menyatakan:  

Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak 

tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya 

menurut ketentuan Undang-Undang ini. 
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Penangguhan eksekusi dalam hukum kepailitan sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berpengaruh 

terhadap pemenuhan hak kreditor separatis. Secara mutlak (absolut) hak 

kreditor separatis memiliki hak untuk didahulukan (preferen) dari kreditor-

kreditor lainnya. Berlakunya Pasal tersebut tidak konsisten dengan pengaturan 

dalam Hukum Jaminan dan ketentuan ini menimbulkan penyimpangan 

terhadap prinsip yang dianut oleh hukum jaminan dan hukum kepailitan yaitu 

prinsip didahulukan (preferen).  

Akibat tidak konsisten dan menyimpang dari prinsip, pasal ini menjadi 

bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Hukum Jaminan bahkan juga 

dianut oleh Hukum Kepailitan yaitu prinsip preferensi. Selain itu Penangguhan 

eksekusi sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR dan Pasal 224 HIR telah menyimpangi 

Undang-Undang, karena penang-guhannya bukan berdasarkan alasan 

perdamaian tetapi alasannya diluar alasan perdamaian. 

Undang-undang Kepailitan di Indonesia pada masa yang akan datang 

memerlukan adanya insolvensi test. Hal ini setidaknya dengan beberapa alasan 

antara lain, untuk mencegah debitor yang asetnya lebih banyak dibandingkan 

dengan utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Debitor dianggap 

solven jika dan hanya jika debitor tersebut dapat melunasi utangnya yang telah 

jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitor juga dianggap solven apabila aset 

debitor tidak melebihi utangnya. Sebaliknya, debitor yang tidak dapat 
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membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih disebut dengan 

insolven.  

Pengertian utang yang luas dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 

2004 memerlukan pembuktian yang tidak sederhana. Dalam praktik, 

pembuktian sederhana dijadikan alasan untuk menolak permohonan pernyataan 

pailit oleh hakim Pengadilan Niaga dengan alasan permohonan pernyataan 

pailit yang diajukan memerlukan pembuktian yang tidak sederhana. Hal ini 

semakin mempertegas bahwa permohonan pernyataan pailit yang 

mensyaratkan orang dalam arti luas tidak dapat diselesaikan melalui 

mekanisme pembuktian sederhana. Demikian pula terhadap ketentuan-

ketentuan lain, seperti actio paulina, pembuktian kreditor fiktif, dan gugatan 

terhadap direksi yang menyebabkan perseroan pailit karena kelalaian atau 

kesalahannya, serta maupun penyalahgunaan wewenang oleh pemegang 

saham; pembuktiannya pun tidak sederhana. Untuk itu insolvency test adalah 

alternatif yang tepat untuk menggantikan pembuktian sederhana dalam 

menentukan apakah debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak. Ketika debitor 

mengajukan dirinya atau diajukan oleh pihak lain untuk dinyatakan pailit ke 

Pengadilan Niaga, maka pada saat itu hakim Pengadilan Niaga menetapkan 

dimulainya insolvency test. 

Latar belakang lahirnya Undang-undang No 37 tahun 2004 adalah dalam 

keterangan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mewakili Pemerintah 

menyatakan bahwa diajukannya RUU Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran utang adalah untuk pengganti peraturan perundang-

undangan kolonial Belanda. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan 



 

113 
 

kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1998tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang 

yang sebagian besar tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Secara 

umum prosedur yang diatur dalam Undang-Undang tersebut masih baik, 

namun perkembangan kehidupan perekonomian seiring dengan itu telah 

berkembang pula praktek dan institusi baru dengan nama atau berbagai 

sebutan. Untuk itu sarana hukum yang dapat digunakan landasan bagi upaya 

penyelesaian utang piutang dan sekaligus dapat memenuhi dunia usaha yang 

semakin berkembang dan luas. 

Disamping itu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dan 

perkembangan kegiatan usaha yang berlangsung cepat dan luas tadi diperlukan 

undang-undang kepailitan untuk terwujudnya penyelesaian yang cepat, adil, 

terbuka, dan efektif antara lain meliputi syarat-syarat dan prosedur tindakan 

sementara, peneguhan fungsi kurator, penegasan upaya hukum, mekanisme 

penangguhan pelaksanaan hak di antara hak kreditor yang memegang hak 

tanggungan atau agunan lain, penyempurnaan tentang penundaan dan 

kewajiban pembayaran dari penegasan dan pembentukan peradilan khusus 

yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum serta penyelesaian 

akibat-akibat gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997 khususnya 

utang piutang di kalangan dunia usaha nasional. 

Akhirnya esensi dari UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan 

Pembayaran Utang adalah memberikan keadilan, keseimbangan, dan 

memperhatikan kelangsungan usaha dalam penyelesaian masalah utang 

piutang. Memperhatikan esensi ini serta tujuan  amandemen UU Kepailitan di 
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atas maka Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI Pada Rapat Paripurna DPR 

RI Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan Terhadap rancangan 

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang kepailitan Dan penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang di Jakarta tanggal 22 September 2004 

memandang perlu Pemerintah harus memperhatikan.  

Pertama, untuk setiap pasca krisis ekonomi Pemerintah harus selalu 

berupaya untuk membantu dan mempercepat permasalahan yang timbul dari 

perusahaan-perusahaan yang terpukul oleh kondisi ekonomi makro tidak 

menguntungkan. Kedua, Pemerintah memperhatikan kecenderungan 

internasional yang mengutamakan perimbangan antara perlindungan kreditor 

dan penyelamatan perusahaan pada saat bersamaan. Ketiga, amandemen UU 

Kepailitan ini hendaknya juga dirancang untuk memberi insentif bagi 

manajemen perusahaan sehat. Salah satu cara adalah memberikan kepastian 

kepada pelaku usaha berupa kriteria-kriteria dan persyaratan-persyaratan yang 

transparan dan jelas. Keempat, Independen, profesional dan berwibawa. 

Karena ketidakpastian dapat ditimbulkan oleh institusi penegak hukum yang 

lemah dan mudah diintervensi. 

Pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang tersebut Fraksi TNI/Polri menyampaikan 

beberapa pokok pikiran sebagai berikut: rancangan Undang-undang tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus menjamin 

terselenggaranya penegakan hukum dan keadilan bagi para pihak yang terkait 

antara lain; 



 

115 
 

1. Waktu dalam proses permohonan pailit harus efisien, tidak berlarut-

larut dan diajukan oleh Kreditor, dalam pemberesan harta adalah 

perusahaan yang dinyatakan pailit. 

2. Hal yang lebih prinsip dalam rangka melindungi kepentingan kreditor 

adalah perumusan pasal pengaturan ketentuan pidana terhadap debitor 

yang sengaja bermaksud menggelapkan bagian dari harta kekayaan 

atau adanya saksi paksa badan yang lebih rinci dan jelas apabila 

debitor tidak mematuhi isi putusan. 

3. Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh pihak kreditor otomatis 

harus dikabulkan dalam rangka melindungi kreditor serta untuk 

menghindari perbuatan debitor yang  beritikat tidak baik. 

Fraksi TNI/Polri pada saat itu pada Risalah Rapat Paripurna DPR RI 

Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan Terhadap rancangan Undang-

Undang Republik Indonesia Tentang kepailitan Dan penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang di Jakarta tanggal 22 September 2004 bersungguh-sungguh 

menyadari bahwa memang undang-undang ini harus memberikan keadilan baik 

bagi kreditor maupun juga bagi debitor supaya tidak timbul kesewenang-

wenangan pada satu pihak dan tidak pula timbul satu kerugian dan penderitaan 

pada pihak yang lain memang apa yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini 

khususnya dari kasus konkrit seperti kasus yang terjadi pada perusahaan 

asuransi Manulife dan juga Prudensial akhir-akhir ini yang jika lihat dari segi 

undang-undang kepailitan sekarang memang memungkinkan bagi pemohon 

untuk mempailitkan perusahaan tersebut karena tidak memenuhi kewajiban 

membayar utang yang telah jatuh tempo, yang kemudian lebih banyak 
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berkembang kepada masalah politik daripada masalah-masalah legal oleh 

karena memang adalah satu fakta yang terungkap di pengadilan bahwa 

perusahaan tersebut tidak mau membayar kewajibannya kepada kreditor yang 

sebenarnya telah jatuh tempo.  

Andaipun mereka sebenarnya mau membayar tagihan-tagihan yang 

sudah jaatuh tempo itu maka mereka sebenarnya tidak adan dipailitkan tapi 

alasan yang mereka kemukakan adalah perusahaan besar yang bergerak secara 

internasional, mempunyai asset sekian 400 juta dollar tetapi gara-gara utang 

sekian saja perusahaan di pailitkan, persoalannya kenapa tidak mau bayar 

utang itu.  

Debitor dinyatakan pailit apabila dua atau lebih kreditor dan tidak 

membayar lunas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih disamping itu 

adanya permohonan satu atau lebih kreditor dengan putusan pengadilan yang 

berwenang. Sedangkan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

apabila debitor tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang 

sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dimungkinkan untuk memohon Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dengan cara pengajuan rencana perdamaian 

yang meliputi, tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang pada kreditor 

dan hal yang sama dapat  juga dilakukan oleh kreditor dan penundaan 

kewajiban pembayaran utang  harus diadukan pada pengadilan maka Fraksi 

PDI Perjuangan berpendapat bahwa kepailitan dan penundaan kewajiban 

pembayaran utang adalah dimaksudkan memenuhi penyelesaian utang piutang 

dalam masyarakat yang makin beragam untuk itu Undang-undang ini harus 

dapat meminimalisasi permasalahan tersebut. Sehingga tidak berdampak 
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negatif terhadap perkembangan perekonomian keragaman perekonomian 

maupun terhadap pelaku-pelaku ekonomi dimaksud. 

2.3.5. Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang 

Pelaksanaan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang 

yang meliputi : 

1. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diharapkan 

dapat mengatasi masalah yang timbul pada transaksi yang dilakukan 

debitor dan kreditor baik dari badan usaha perorangan yang 

menyangkut utang piutang. 

2. Pengaturan kepailitan dan kewajiban pembayaran utang yang lebih 

luas baik dari segi norma, ruang lingkup, materi maupun proses 

penyelesaian utang piutang. Dengan demikian diharapkan dengan 

Undang-Undang ini dapat menyelesaikan masalah utang piutang 

secara adil,  cepat, terbuka dan efektif. 

2.3.6. Rencana Perdamaian 

Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau 

sebagian utang kepada para kreditor konkuren dapat:  

1. Dengan melampirkan rencana perdamaian pada permohonan 

penundaan kewajiban pembayaran utang.  

2. Kemudian sebelum sidang dengan menawarkan pembayaran kepada 

mereka kreditor yang terdapatnya berlaku penundaan kewajiban 

pembayaran utang.  
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Untuk selanjutnya yang akan diuraikan adalah rencana perdamaian yang 

diajukan setelah putusan sementara penundaan kewajiban pembayaran utang 

(yang diajukan kemudian).  

Segera setelah Panitera menerima rencana perdamaian Pengadilan Niaga 

atau Hakim Pengawas harus menentukan:  

1) Hari terakhir tagihan-tagihan utang yang terkena penundaan 

kewajiban pembayaran utang atau tagihan-tagihan konkuren harus 

disampaikan kepada pengurus.  

2) Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan tersebut akan 

dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim.  

Jangka waktu antara hari terakhir tagihan-tagihan konkuren harus 

disampaikan kepada pengurus dan hari akan dibicarakan dan diputus 

rencana perdamaian tersebut paling sedikit 14 hari, pengurus harus 

mengumumkan penentuan waktu terakhir penyampaian tagihan-

tagihan berikut bukti-bukti pendukung dan penjelasannya, dari waktu 

sidang berikut adanya rencana perdamaian dalam berita negara dari 

salah satu surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.  

Pengurus wajib memanggil atau memberitahu hal tersebut kepada para 

kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir. Tagihan-tagihan yang 

dapat diajukan kepada pengurus hanyalah tagihan-tagihan. Yang diserahkan 

kepada pengurus adalah surat tagihannya atau bukti lain yang menyebutkan 

sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya atau salinan 

bukti-bukti tersebut. Pengurus membandingkan segala perhitungan tagihan 

yang telah diserahkan dengan catatan-catatan dari laporan debitor. Pengurus 
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menempatkan piutang-piutang yang telah disampaikan dalam suatu daftar 

dengan menyebutkan nama dan alamat tempat tinggal masing-masing 

kreditornya, jumlah piutang masing-masing dan penjelasan tentang piutang-

piutang dengan menyebutkan apakah piutang-piutangnya itu diakui atau 

dibantah.  

Mengenai nilai piutang yang tidak dicapai kesepakatan antara kreditor 

dan pengurus atau debitor diterima dengan syarat untuk ditetapkan oleh Hakim 

Pengawas. Dalam rapat pembicaraan dan pemunculan suara tentang rencana 

perdamaian, para pengurus maupun para ahli (jika ada diangkat) harus 

memberikan laporan tentang perdamaian yang ditawarkan itu juga si debitor 

berhak untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai rencana 

perdamaian tersebut, membela atau mencabutnya.98  

Tagihan yang dimasukkan kepada pengurus sampai dua hari sebelum 

rapat pembicaraan dan pemungutan suara tetap harus didaftar apabila dalam 

rapat tersebut, baik pengurus maupun para kreditor yang hadir tidak 

mengajukan keberatan.  

Pengurus harus meletakkan salinan daftar piutang yang telah dibuat 

tersebut di atas di Kepaniteraan Pengadilan tujuh hari sebelum rapat 

pembicaraan rencana perdamaian, agar dilihat secara cuma-cuma oleh siapa 

saja yang menghendaki. Pengawasan waktu penyampaian tagihan pada 

pengurus tidak berlaku dalam hal kreditor dapat membuktikan bahwa 

terhambatnya ia mengajukan tagihan disebabkan jauhya tempat tinggal 

sehingga tidak mungkin ia dapat memasukkan tagihan lebih awal.  
                                                           

98  Gunawan Widjaja, Perdamaian Sebagai Upaya Penyelesaian utang, Jakarta:  

BusinessNews, 2000, hlm. 2.  
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Dalam rapat pembicaraan rencana perdamaian setiap kreditor berhak 

hadir sendiri atau kuasanya, baik kreditor maupun debitor berhak menambah 

piutang yang telah diakui oleh pengurus baik sebagian atau seluruhnya. 

Pengurus juga berhak untuk menarik kembali pengakuannya. Hakim Pengawas 

harus menentukan sampai seberapa atau jumlah berapa tagihan yang dibantah 

itu dapat ikut dalam pemungutan suara. Dalam persidangan juga terdapat 

panitera yang tugasnya mencatat jalannya setiap rapat-rapat tersebut, Pengurus 

wajib membuat daftar yang memuat piutang yang diakui, sementara, maupun 

yang dibantah dibantah. Hakim Pengawas mempunyai kewenangan untuk 

menentukan sampai jumlah berapakah para kreditor yang tagihannya dibantah, 

dapat ikut serta dalam pemungutan syarat terhadap rencana perdamaian. Yang 

dapat ikut pemungutan suara adalah kreditor konkuren yang haknya diakui atau 

diakui sementara termasuk kreditor konkuren yang haknya ditentukan Hakim 

Pengawas yang hadir dalam rapat permusyawaratan.  

Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UKPKPU mengenai rencana perdamaian 

diterima bila disetujui oleh lebih dari setengah kreditor konkuren tersebut di 

atas yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh 

tagihan tersebut di atas dan kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam 

rapat tersebut dan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang 

piutangnya dijamin dengan gadai,jaminan fidusia, ghak tanggungan , hipotek, 

atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 

2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh taguhan kreditor tyersebut atau kuasanya 

yang hadir dalam rapat tersebut. 



 

121 
 

Dari uraian ini jelas sekali, bahwa kreditor konkuren yang mempunyai 

hak untuk ikut dalam pemungutan suara tidak dapat menggagalkan rencana 

perdamaian tersebut dengan tidak hadir dalam rapat tersebut. Salinan risalah 

rapat pembicaraan rencana perdamaian harus diletakkan di Kepaniteraan untuk 

diperiksa oleh umum secara cuma-cuma (risalah rapat ditandatangani oleh 

Panitera dan Hakim Pengawas).  

Dalam jangka waktu 8 hari setelah rapat pembicaraan rencana 

perdamaian, kreditor dan debitor yang mendukung rencana perdamaian dalam 

hal Hakim Pengawas karena kelalaian menolak perdamaian dapat mengajukan 

permohonan koreksi pada Pengadilan Niaga.  

Pengurus wajib memberitahukan putusan koreksi tersebut pada para 

kreditor. Dalam putusan koreksi Pengadilan Niaga harus menentukan tanggal 

pengesahan perdamaian yang harus ditentukan antara 8 dan 14 hari kerja 

setelah putusan koreksi diucapkan.  

Dengan putusan koreksi putusan kepailitan yang telah dijatuhkan sebagai 

akibat gagalnya rencana perdamaian menjadi batal demi hukum. Dalam hal 

rencana perdamaian diterima, Pengadilan Niaga akan menetapkan tanggal 

pengesahan perdamaian paling lambat 14 hari setelah rencana perdamaian 

disetujui oleh kreditor.  

Pengadilan Niaga hanya dapat menolak pengesahan rencana perdamaian 

yang telah diterima apabila:  

a) Harta debitor termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak 

retensi jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian. 

b) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin. 
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c) Perdamaian dicapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau 

lebih kreditor atau karena pemakaian upaya-upaya hukum lain yang 

tidak jujur dan tanpa menghiraukan, apakah debitor atau pihak lain 

bekerjasama untuk mencapai hal itu.  

d) Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus 

belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.  

Dalam hal Pengadilan Niaga menolak pengesahan, Pengadilan Niaga 

dalam putusan yang sama wajib menyatakan debitor pailit. Perdamaian yang 

telah disahkan berlaku terhadap semua piutang yang terhadapnya berlaku 

penundaan kewajiban pembayaran utang.  

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum 

yang pasti merupakan alas hak bagi semua piutang kreditor yang tidak dibantah 

oleh si berutang dan dapat dijalankan terhadap si berutang dan semua orang 

yang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. 

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir segera setelah putusan 

pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan diumumkan dalam 

surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.  

Dalam hal rencana perdamaian ditolak dalam rapat pemungutan suara, 

Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada 

Pengadilan Niaga dengan menyerahkan risalah rapat. Dalam hal yang demikian 

pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit selambat-lambatnya 1 (satu) hari 

setelah Pengadilan menerima pemberitahuan dari Hakim Pengawas.  
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2.3.7. Syarat Dan Akibat Hukum Dinyatakan Pailit/Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Hutang 

Untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi beberapa persyaratan 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU yang akan diuraikan 

lebih jelas sebagai berikut: 

1. Adanya 2 (dua) kreditor atau lebih (Concursus Creditorium) 

Syarat ini merupakan filosofi bahwa "hukum kepailitan lahir sebagai 

realisasi dari Pasal 1132 KUHPdt dimana dengan adanya kepailitan, 

diharapkan pelunasan utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan 

secara seimbang dan adil.99 

Jika kreditor hanya terdapat 1 (satu) saja, maka kepailitan menjadi tidak 

bermakna karena kreditor tidak perlu bersusah payah untuk memperebutkan 

harta kekayaan debitor untuk melunasi piutangnya. Disamping itu, juga tidak 

adanya pembagian piutang kreditor secara prorata dan menunjukkan secara 

jelas jika debitor tidak dapat dituntut pailit jika hanya memiliki satu kreditor 

saja. 

2. Harus adanya utang 

Kepailitan selalu berhubungan dengan utang debitor dan piutang atau 

tagihan kreditor. Hal ini dikarenakan seorang kreditor mungkin saja memiliki 

lebih dan dua kreditor Definisi utang dalam kepailitan menjadi sangat penting 

untuk menghindari pemberian peluang terhadap kreditor-kreditor yang 

beritikad buruk terhadap harta debitor pailit. Beberapa definisi utang ditinjau 

dari undang-undang dan para ahli hukum: 

                                                           
99 Ibid, hlm. 5 
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a. KUHPerdata : Semua perikatan merupakan utang debitor. Oleh 

karenanya ketidakmampuan para debitor untuk berprestasi 

menjalankan perikatannya dengan baik merupakan utang. 

Menurut Pitlo menyatakan "membayar" berarti memenuhi kewajiban 

perikatan dan yang dinamakan "pembayaran" tidak hanya berupa 

penyerahan sejumlah uang, tetapi termasuk prestasi dalam Pasal 1234 

KUHPerdata yaitu melakukan suatu pekerjaan ataupun memberikan 

suatu kenikmatan. Artinya, jika seseorang tidak memenuhi 

perikatannya untuk membayar, maka is dikatakan berutang.100 

Kartini muljadi mengaitkan pengertian utang dengan Pasal 1233 dan 

1234 KUHPdt. Dalam uraiannya Kartini mengartikan utang sama 

dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban 

karena setiap perikatan yang menurut Pasal 1233 KUHPdt dilahirkan 

baik karena persetujuan maupun karena Undang-Undang.101 

Pengertian perjanjian disini adalah segala perjanjian yang dibuat pihak 

debitor dan kreditor termasuk perjanjian kredit dan utang-piutang 

lainnya. Pengertian undang-undang seperti utang pajak dalam UU 

ketentuan umum dan tatacara perpajakan disingkat (UUKUP), utang 

buruh dalam UU perburuhan, utang fee kurator dan biaya kepailtan 

dalam UUKPKPU, dan lainnya. 

b. Pasal 1 ayat (6) UUKPKPU : Utang adalah kewajiban yang 

dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata 

                                                           
100 Paripurna P.Sugarda, 2002, Definisi Utang menurut RUU KPKPU, Jurnal Hukum 

Bisnis, Januari 2002. hlm.43 
101  Sutan Remy, Januari 2002, Pengertian utang dalam kepailitan, Jurnal Hukum 

Bisnis, volume 17, tahun 2002, hlm.54 
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uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung 

maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang 

timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi 

oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor 

untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. 

c. Menurut Ahli Hukum : Setiawan, S.H berpendapat utang seyogyanya 

diberi dalam arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah 

uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang 

maupun karena adanya kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu 

yang timbul dan perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan 

debitor hams membayar sejumlah uang tertentu.102 

Keseluruhan konsep utang yang dikemukakan diatas menunjukkan 

konsep utang dalam arti luas. Jadi segala bentuk prestasi dalam bentuk uang 

yang belum terbayar dan wanprestasi debitor atas suatu perjanjian maupun 

undang-undang, dapat diajukan sebagai dasar untuk permohonan pernyataan 

pailit. 

3. Satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 

Syarat ini menunjukkan bahwa hanya cukup dengan satu utang dari 

debitor yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, maka sudah dapat diajukan 

permohonan pailit atas debitor tersebut. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dinyatakan bahwa 

permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang 

terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit se-

                                                           
102 Ibid, hlm. 5 
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bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. 

Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara 

sederhana" adalah telah terbukti adanya dua atau lebih kreditor dan utang yang 

telah jatuh waktu/jatuh tempo tidak dibayar oleh debitor. Apabila terdapat 

perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan 

termohon pailit dipersidangan, tidak menghalangi dijatuhkannya putusan 

pernyataan pailit oleh majelis hakim. 

4. Akibat Hukum dinyatakan Pailit 

Akibat kepailitan secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Akibat putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor pailit : 

Kepailitan mengakibatkan terjadinya sita umum atas semua 

kekayaan debitor, tujuan  dari sitaan umum bahwa adanya 

kepailitan adalah untuk menghentikan segala perbuatan terhadap 

perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk 

menghentikan perbuatan hukum dan pengalihan terhadap harta 

pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para 

kreditornya. 

b. Akibat putusan pailit terhadap kewenangan Pengurusan seluruh 

harta Kekayaan Debitor : Sejak putusan pernyataan pailit 

diucapkan yaitu sejak pukul 00.00 maka debitor tidak lagi 

berwenang melakukan pengurusan dari segala perbuatan hukum 

atas harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan dan demi 

hukum kepengurusan tersebut beralih kepada kurator atau dengan 

kata lain debitor sudah tidak cakap lagi melakukan perbuatan 
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hukum. 

c. Akibat Kepailitan terhadap pasangan debitor Pailit : Apabila 

debitor pada saat dinyatakan putusan pailit berada dalam status 

perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, maka hal tersebut   

berakibat hukum bagi harta pasangannya (suami atau istri). Akibat 

Kepailitan terhadap Perikatan yang dibuat oleh Debitor Pailit,   

Menurut Pasal 25 UUKPKPU, semua perikatan debitor yang terbit 

setelah putusan pernyataan  pailit, tidak dapat lagi dibayar dari 

harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. 

d. Akibat putusan pernyataan pailit diucapkan terhadap seluruh 

perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum Putusan 

Pernyataan diucapkan. 

Pasal 41 UUKPKPU menyebutkan bahwa" untuk kepentingan harta 

pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang 

telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan, yang dilakukan sebelum 

pernyataan pailit ditetapkan. 

Pasal tersebut mengatur tentang actio paulina dalam kepailitan. Beberapa 

contoh dilakukannya Actio Paulina yang ditemukan dalam doktrin Belanda 

yaitu: 

1. Memberikan Jaminan kepada kreditor yang tidak diharuskan 

2. Membayar utang yang belum jatuh tempo 

3. Menjual barang-barang kepada kreditornya diikuti dengan kompensasi 

(set off) terhadap harga barang tersebut. 

4. Membayar utang (sudah jatuh tempo) tidak secara tunai, misalnya 
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dibayar dengan barang.103 

Pernyataan pailit, mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak 

untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam 

kepailitan, terhitung sejak pernyataan  putusan kepailitan. Dengan 

ditiadakannya hak debitor secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka 

oleh Undang-Undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal 

putusan pernyataan  pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas 

pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan 

tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk 

bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan  pailit 

dibacakan. 

Dengan demikian, maka akibat hukum bagi debitor setelah dinyatakan 

pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang 

dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau pe-

rusahaan debitor pailit tersebut adalah Kurator. Untuk menjaga dan mengawasi 

tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas, yang 

mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta 

pailit). 

Keberadaan undang-undang kepailitan di Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia harus dapat 

mendorong investasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal. 

Selain itu, Undang-undang Kepailitan harus memudahkan perusahaan 

                                                           
103 Munir Fuadi, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2010, hlm. 88 
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perusahaan Indonesia untuk memperoleh kredit dari luar negeri. 

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka Undang-undang 

Kepailitan seyogyanya memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan 

yang dapat diterima secara global (globally accepted principles). 

Asas-asas tersebut harus merupakan asas-asas yang sejalan dengan 

asas-asas hukum kepailitan dari negara-negara para pemodal 

(investor) dan Kreditor asing. Oleh karena itu, Undang-undang 

Kepailitan Indonesia bukan saja harus sejalan dengan falsafah 

Pancasila tetapi hendaknya juga memuat globally accepted 

principles(penerapan prinsip global) dari suatu undang-undang 

Kepailitan yang modern, yaitu seperti yang berlaku di negara-negara 

maju, misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa (seperti Inggris, Jerman, 

Prancis, Belanda), Jepang dan lain-lain. 

2. Undang-undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan 

kepada para Kreditor apabila Debitor tidak membayar utang-utangnya. 

Dengan Undang-undang Kepailitan diharapkan para Kreditor dapat 

memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari Debitor yang 

dinyatakan pailit, karena Debitor tidak mampu lagi membayar utang-

utangnya. Dalam peristiwa kepailitan terdapat banyak kepentingan 

para stakeholder yang lain dari Debitor yang dinyatakan pailit, lebih-

lebih apabila Debitor itu adalah suatu perusahaan. Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui bahwa 

yang terkait dengan kehidupan suatu perseroan adalah : 

a. kepentingan perseroan; 
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b. kepentingan pemegang saham minoritas; 

c. kepentingan karyawan perseroan; 

d. kepentingan masyarakat; 

e. kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha. 

Kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan oleh Undang-

undang kepailitan adalah kepentingan-kepentingan : 

a. Negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh Debitor 

b. masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari Debitor; 

c. masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada Debitor; 

d. masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan 

jasa Debitor, baik mereka itu selaku konsumen maupun selaku 

pedagang. 

3. Sekalipun Undang-undang Kepailitan membolehkan permohonan 

pailit diajukan oleh salah satu Kreditor saja, namun demi kepentingan 

para Kreditor lain, tidak seyogyanya Undang-undang Kepailitan 

membuka kemungkinan diperolehnya putusan pailit itu tanpa 

disepakati Kreditor-kreditor lain. Undang-undang Kepailitan 

seyogyanya menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan 

kepailitan yang diajukan oleh seorang Kreditor harus berdasarkan 

persetujuan para Kreditor lain melalui lembaga rapat para Kreditor 

(creditors meeting). Di pihak lain, sekali pun permohonan pernyataan 

pailit dapat diajukan oleh Debitor sendiri, namun putusan pernyataan 

pailit itu seyogyanya tidak (dapat) diambil oleh pengadilan tanpa 

disetujui oleh semua atau mayoritas Kreditor (sebagian besar Kreditor 
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atau majority lenders). Yang dimaksudkan dengan mayoritas Kreditor 

adalah para Kreditor pemilik sebagai piutang. Tergantung dari 

Undang-undang Kepailitan yang bersangkutan yang menentukan 

apakah mayoritas itu adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) 

jumlah utang Debitor atau 2/3 atau 3/4 dari jumlah utang Debitor. 

Undang-undang Kepailitan yang memungkinkan seorang Kreditor saja 

untuk dapat dikabulkannya permohonan pailit terhadap debitornya, 

dapat sangat merugikan para Kreditor lain yang notabene tidak 

mengalami kesulitan dari Debitor atas pelaksanaan pembayaran utang-

utangnya. Dapat dirugikannya para Kreditor lain itu adalah juga 

karena Undang-undang Kepailitan tidak melarang pengajuan 

permohonan pernyataan pailit oleh Kreditor, sekalipun besarnya 

tagihan Kreditor permohonan hanya merupakan porsi yang sangat 

kecil saja dibandingkan dengan keseluruhan utang Debitor. 

4. Undang-undang Kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai 

berlakunya keadaan diam (standstill atau stay) secara otomatis 

(berlaku demi hukum), dengan kata lain memberlakukan automatic 

stay, sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan. 

Selama berlakunya keadaan diam, terjadi keadaan status quo terhadap 

harta kekayaan (asset) Debitor maupun terhadap utang Debitor. 

Ketentuan ini adalah demi melindungi para Kreditor dari upaya 

Debitor untuk “menyembunyikan” dan atau upaya-upaya Debitor 

untuk mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitor 

kepada pihak lai, yang dapat merugikan Kreditor. Selama berlangsung 
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keadaan diam, Debitor tidak pula diprbolehkan untuk melakukan 

negosiasi dengan Kreditor tertentu, tidak boleh melunasi sebagian atau 

seluruh utangnya terhadap Kreditor tertentu saja. Selama masa itu, 

Debitor tidak pula diperkenankan untuk memperoleh pinjaman baru. 

Dalam praktek berperkara di pengadilan niaga, terhadap kasus-kasus 

konkrit, keadaan diam (standstill atau stay) ini kurang dipahami dan 

diterapkan secara tegas oleh hakim, sehingga, setelah permohonan 

pailit didaftarkan kepada pengadilan niaga, Debitor masih dapat 

membayar utangnya kepada Kreditor tertentu, dengan tujuan agar 

persyaratan permohonan pailit, yakni “Debitor mempunyai dua atau 

lebih Kreditor” tidak terbukti, dan oleh sebab itu, Debitor dinyatakan 

tidak pailit oleh Pengadilan Niaga. 

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan memberlakukan 

ketentuan mengenai pembekuan harta kekayaan Debitor, Undang-

undang Kepailitan harus mewajibkan pula kepada Debitor dan pihak 

ketiga untuk menyerahkan kembali bagian dari harta kekayaan 

Debitor yang telah dialihkan oleh Debitor kepada pihak lain, baik 

melalui hibah maupun jual beli yang dilakukan beberapa waktu yang 

lalu sebelum Debitor dinyatakan pailit. Sebaliknya, para Kreditor, 

melalui Kurator, berhak untuk meminta diserahkannya kembali semua 

bagian dari harta kekayaan Debitor yang telah dipindahtangankan 

dengan cara apapun dan dengan alasan hak apapun ke dalam harta 

Debitor. Hak yang demikian itu dikenal dengan nama Actio Pauliana. 
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Actio Pauliana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata dan Pasal 43-46 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 1341 KUHPerdata 

berbunyi: 

Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan 

batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh 

si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang  

berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik 

si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu 

berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang 

merugikan orang-orang berpiutang. 

 

Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak 

ke tiga atas barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, 

dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang 

membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu 

tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang 

mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima 

keuntungan juga mengetahuinya atau tidak. Pasal 43-45 Undang-

undang No. 37 Tahun 2004 berbunyi: 

Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada 

Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat 

hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui 

bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor. 
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Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dianggap mengetahui 

atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor, 

apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 

sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. 

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat 

dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran 

mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah 

didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat 

dari persekongkolan antara Debitor dan Kreditor dengan maksud 

menguntungkan Kreditor tersebut melebihi Kreditor lainnya.  

Actio Paulina bertujuan untuk melindungi kepentingan Kreditor 

terhadap tindakan Debitor nakal yang merugikan Kreditor. Dalam 

praktek litigasi, Actio Paulina merupakan perkara derivatif dari 

perkara kepailitan yang diajukan oleh Kurator dengan nomor perkara 

tersendiri. Kurator harus dapat membuktikan bahwa Debitor dengan 

etikat buruk telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan 

Kreditor, kecuali tindakan tersebut wajib dilakukan Debitor 

berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang. Kurator juga 

dapat meminta pembatalan melalui pengadilan niaga atas hibah yang 

dilakukan Debitor yang mengakibatkan kerugian Kreditor.  

Sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

tindakan Debitor yang dapat dimohonkan pembatalannya oleh Kurator 

karena merugikan Kreditor, apabila perbuatan Debitor itu dilakukan 
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dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan. Jika 

jangka waktu satu tahun telah lewat, maka tuntutan pembatalan 

perbuatan Debitor dapat dimohonkan oleh Kurator atau Kreditor 

kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Debitor. Dalam kaitannya 

dengan sistem pembuktian mengenai perkara Actio Paulina, apabila 

perbuatan Debitor yang merugikan Kreditor dilakukan satu tahun 

sebelum putusan pailit diucapkan, maka Kurator tidak perlu 

membuktikan adanya perbuatan Debitor yang merugikan Kreditor itu 

dan sebaliknya, Debitorlah yang wajib membuktikan. Di sini berlaku 

pembuktian terbalik (reverse burden of proof), namun, apabila 

perbuatan Debitor tersebut dilakukan lewat dari satu tahun sebelum 

putusan pailit diucapkan, maka Kurator harus dapat membuktikan 

bahwa Debitor telah melakukan perbuatan berupa mengalihkan 

sebagian atau seluruh asetnya yang merugikan Kreditor, dan 

perkaranya berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdata ini diajukan kepada 

Pengadilan Negeri dengan gugatan perkara perdata biasa, oleh 

karenanya berlaku sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 

163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata yang pada intinya mengatakan: 

“Siapa yang mendalilkan mempunyai hak, ia wajib membuktikan”. 

Selain sanksi perdata, tindakan Debitor yang merugikan kepentingan 

Kreditor, juga dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 396-405 KUHPidana. Baik sanksi perdata, maupun sanksi 

pidana, adalah wujud perlindungan hukum bagi Kreditor dalam 

bentuk legislasi dan litigasi.  
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Dalam keadaan stay dimungkinkan pula terhadap harta kekayaan 

Debitor dibebani sita, baik sebagian maupun seluruhnya. Juga tidak 

dimungkinkan para pemegang hak jaminan untuk melakukan eksekusi 

atas hak jaminannya. Hak eksekusi Kreditor separatis atau Kreditor 

pemegang hak jaminan diangguhkan (stay) paling lama 90 

(sembilanpuluh) hari sejak putusan pailit diucapkan sejak dimulainya 

keadaan insolvensi sesuai Pasal 56 ayat (1) Pasal 57 ayat (1) jo Pasal 

178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  

Pasal 56 ayat (1): Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya 

yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, 

ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) 

hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. 

Pasal 57 ayat (1): Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih 

cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).  

Pasal 178 ayat (1): Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak 

ditawarkan Rencana Perdamaian, Rencana Perdamaian yang 

ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak 

berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.  
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Menurut penjelasan Umum Pasal 56 ayat (1): Penangguhan yang 

dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain:  

a) Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, atau 

b) Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, 

atau 

c) Untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara 

optimal. 

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan 

hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat 

diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik Kreditor maupun 

pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita 

atas benda yang menjadi agunan. 

Selain bagi kepentingan Kreditor, berlakunya keadaan diam otomatis 

atau keadaan diam demi hukum (automatic stay) sejak permohonan 

pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan, adalah juga demi 

melindungi Debitor dari upaya para Kreditor secara sendiri-sendiri 

menagih tagihannya kepada Debitor. 

5. Lembaga Hak Jaminan harus dihormati oleh Undang-undang 

Kepailitan. Di dalam hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan 

(hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Yang 

dimaksudkan dengan hak separatis ialah hak yang diberikan oleh 

hukum kepada Kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan 

(agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (menurut istilah yang 

dipakai dalam Undang-Undang Kepailitan ialah hak agunan) tidak 
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termasuk harta pailit, dan Kreditor berhak untuk melakukan eksekusi 

berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang 

sebagai perwujudan dari hak Kreditor pemegang hak jaminan untuk 

didahulukan dari para Kreditor lainnya. Sehubungan dengan 

berlakunya hak separatis tersebut, maka pemegang hak jaminan tidak 

boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas hak 

jaminannya atas harta kekayaan Debitor yang dibebani dengan hak 

jaminan itu. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam 

proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari 

sistem perkreditan suatu negara. 

6. Undang-undang Kepailitan harus menjamin proses kepailitan berjalan 

tidak berlarut-larut. Untuk mencapai tujuan itu, Undang-undang 

Kepailitan harus membatasi berapa lama proses kepailitan harus telah 

tuntas sejak proses kepailitan itu dimulai. Dalam hubungan ini, maka 

harus ditentukan batas waktu bagi pengadilan yang berwenang 

memutuskan pernyataan pailit harus telah memeriksa dan 

memutuskan permohonan pernyataan pailit itu. Batas waktu itu tidak 

boleh terlalu pendek karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya 

putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan, karena harus 

dibuat tergesa-gesa oleh hakim. Dalam hal telah diatur batas waktu 

yang wajar untuk penyelesaian permohonan pailit. Apabila dilewati, 

karena ketentuan tersebut merupakan hukum acara, maka sanksinya 

adalah putusan tersebut batal demi hukum. Dalam praktek beracara di 

pengadilan niaga, batas waktu penyelesaian permohonan pailit, yakni 
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30 (tiga puluh) hari, belum atau tidak pernah dilewati. Para hakim 

masih mentaati batas waktu tersebut, kendatipun mungkin terlalu 

sempit, sehingga menimbulkan kesan terhadap beberapa putusan yang 

dibuat tergesa-gesa atau terburu-buru dan kurang mencerminkan 

putusan yang berkualitas. 

7. Mengingat putusan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor 

berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka 

proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas. Putusan 

pailit terhadap seorang Debitor bukan saja menyangkut kepentingan 

satu atau dua Kreditor saja, tetapi juga menyangkut semua Kreditor, 

karena dengan putusan pailit oleh pengadilan itu, maka terhadap harta 

Debitor diletakkan sita umum. 

Putusan pailit bukan menyangkut kepentingan para Kreditor saja, 

tetapi juga menyangkut stakeholders yang lain dari Debitor yang 

bersangkutan yaitu negara sebagai penerima pajak Debitor, para 

karyawan dan buruh dari Debitor, para pemasok yang memasok 

barang dan jasa kebutuhan Debitor, para pedagang atau pengusaha 

yang memperdagangkan barang dan jasa Debitor. Jumlah para 

pemasok maupun pedagang atau pengusaha yang memperdagangkan 

barang dan jasa Debitor dapat pula berjumlah sangat banyak. 

Para pemegang saham perusahaan Debitor juga memiliki kepentingan 

yang besar terhadap kepailitan Debitor. Bagi Debitor yang berupa 

perseroan terbuka (Tbk), maka para pemegang saham publik dari 

perseroan Debitor itu dapat tersebar baik di dalam negeri maupun di 
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luar negeri. Mereka itulah yang disebut para investor publik dari 

perusahaan Debitor. 

Oleh karena begitu banyak pihak yang berkepentingan dengan 

Debitor, maka sejak permohonan pailit diajukan kepada pengadilan, 

selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan, baik di 

pengadilan tingkat pertama maupun kasasi, ketika putusan pailit 

dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat pertama maupun kasasi, selama 

tindakan pemberesan dilakukan oleh Kurator, harus dapat diketahui 

oleh umum (publisitas). Apabila ada permohonan penundaan 

kewajiban pembayaran utang (PKPU), baik Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang sebagai counter terhadap permohonan pailit, 

maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang murni yang 

diajukan oleh Debitor tanpa adanya permohonan pailit, dengan tujuan 

untuk merestrukturisasi utangnya maupun perusahaannya, maka 

selama berlangsung proses restrukturisasi, sejak proses dimulai, 

selama berlangsungnya negosiasi antara Debitor dan para Kreditor, 

dan ketika terjadi putusan terhadap upaya restrukturisasi utang, baik 

berupa penerimaan maupun penolakan terhadap upaya restrukturisasi 

utang itu, harus pula proses restrukturisasi itu dapat diketahui oleh 

umum. 

8. Sering ditemui dalam praktek, terjadinya kesulitan, keuangan suatu 

perusahaan bukan sebagai akibat keadan bisnis yang tidak baik, tetapi 

karena para pengurusnya tidak memiliki kemampuan profesional yang 

baik untuk mengelola perusahaan atau karena tindakan-tindakan tidak 
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terpuji dari para pengurus perusahaan. Tindakan-tindakan tidak terpuji 

itu antara lain pengurus perusahaan melakukan perbuatan-perbuatan 

yang berorientasi kepada kepentingan pribadi dengan merugikan 

perusahaan. Di dalam Undang-Undang Kepailitan seharusnya dimuat 

asas bahwa pengurus yang karena kelalaiannya atau karena 

ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan berada dalam 

keadaan keuangan yang sulit harus bertanggungjawab secara pribadi. 

Harta pribadi pengurus perusahaan dapat disita untuk memenuhi utang 

yang timbul karena kelalaiannya. Jadi, pengurus perusahaan, karena 

kesalahannya maupun kelalaiannya dapat dituntut 

pertanggungjawabannya, baik secara perdata maupun secara pidana 

(civil and criminal liability). 

9. Undang-undang Kepailitan haruslah tidak hanya bermuara kepada 

atau dengan mudah memungkinkan dipailitkannya suatu perusahaan 

Debitor yang tidak membayar utang. Undang-undang Kepailitan harus 

memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa pemberian 

kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar 

utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik dan 

pengurusnya beritikad baik serta kooperatif dengan para Kreditor 

untuk melunasi utang-utangnya, untuk direstrukturisasi utang-

utangnya dan disehatkan perusahaannya. Restrukturisasi utang 

perusahaan (debt and corporate restructuring, atau corporate 

reorganization, atau corporate rehabilitation) akan memungkinkan 

perusahaan Debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar 
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utang-utangnya. Justru muara ini yang harus pertama-tama dan 

terlebih dahulu diusahakan oleh para Kreditor dan Debitor, sebelum 

diajukan permohonan pailit terhadap Debitor, demi kepentingan-

kepentingan yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, 

kepailitan seyogyanya hanya merupakan iltimatum remedium. 

10. Suatu Undang-undang Kepailitan seyogyanya memuat ketentuan-

ketentuan sanksi pidana terhadap Debitor yang telah berada dalam 

keadaan keuangan yang insolven (tidak mampu membayar utang - 

utangnya) atau menuju ke arah keadaan keuangan yang insolven, yang 

melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Kreditor tertentu 

atau para Kreditor pada umumnya. Atau memuat ketentuan-ketentuan 

sanksi pidana terhadap Kreditor tertentu yang bersekongkol atau 

berkonspirasi dengan Debitor yang telah berada dalam keadaan 

keuangan yang insolven, untuk hanya menguntungkan Kreditor yang 

bersangkutan tetapi merugikan para Kreditor lainnya. Suatu Undang-

undang Kepailitan seyogyanya memuat ketentuan-ketentuan sanksi 

pidana terhadap Debitor yang merekayasa Kreditor-Kreditor fiktif 

dalam rangka kepailitannya. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

belum memuat sanksi pidana terhadap Debitor yang melakukan 

perbuatan melawan hukum. 
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2.3.8. Upaya Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Hutang 

Perdamaian (akkoord) dalam tahapan penundaan kewajiban pembayaran 

utang (PKPU) merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam 

perdamaian tersebut debitor akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada 

para debitor. Dalam perdamaian tersebut dimungkinkan adanya restrukturisasi 

utang-utang debitor. Biasanya program-program restrukturisasi utang tersebut 

antara lain : 

1. Moratorium, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah 

jatuh tempo; 

2. Haircut, merupakan pemotongan pokok pinjaman dan bunga; 

3. Pengurangan jangka waktu suku bunga; 

4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan; 

5. Konversi utang kepada saham; 

6. Debt forviveness (pembebasan utang); 

7. Bailout, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya 

pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah; 

8. Write-off, yakni penghapus bukuan utang-utang 

Jika perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU) demi hukum akan berakhir. Perdamaian hanya 

dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

a.  Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang 

haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-undang Kepailitan 
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termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Undang-

undang Kepailitan, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 

(dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara 

diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat 

tersebut; dan  

b.  Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang 

piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, 

hipotek, atau hak tanggungan atas kebendaan lainnya yang hadir dan 

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pentiga) bagian dari seluruh tagihan 

dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tesebut.  

Ketentuan rencana perdamaian yang melibatkan persetujuan kreditor 

separatis merupakan ketentuan baru. Dalam Undang-undang Kepailitan Tahun 

1998 tidak ada ketentuan yang demikian. Menurut Fred B.G. Tumbuan 

ketentuan ini merupakan terobosan besar Undang-undang Kepailitan Tahun 

2004. Lebih lanjut Fred B.G. Tumbuan mengemukakan bahwa PKPU kita 

membuat terobosan yang memungkinkan restrukturisasi dengan mengizinkan 

kreditor separatis yang mempunyai agunan ikut menentukan perdamaian tapi 

lalu terikat. Sehingga kreditor separatis tidak bisa nanti membuyarkan 

meniadakan perdamaian dalam restrukturisasi. Itu justru terobosan dalam 

PKPU berdasarkan Undang-undang atau katakanlah revisi Undang-undang 

Kepailitan.104  

                                                           
104 Fred B.G. Tumbuan dalam www.hukumonline.com 
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Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor, harus di sahkan/ 

dihomologasikan melalui putusan dipengadilan. Pengadilan dalam memeriksa 

permohonan homologasi bisa menerima bisa pula menolaknya apabila terbukti.  

1. Harta debitor, termasuk barang-barang dengan hak retensi, jauh lebih 

besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;  

2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;  

3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau sekongkol dengan satu 

atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang 

tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain 

bekerja sama untuk mencapai hal itu;  

4. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus 

belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.  

Putusan pengesahan perdamaian tersebut mengikat bagi para pihak, baik 

debitor maupun para kreditor yang setuju maupun yang tidak setuju terhadap 

putusan perdamaian tersebut dan tidak ada upaya hukum.  

Dalam hal rencana perdamaian ditolak dalam rapat pemungutan, hakim 

pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan 

Niaga dengan menyerahkan risalah rapat. Dalam hal demikian pengadilan 

harus menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya satu hari setelah 

pengadilan menerima pemberitauhan dan hakim pengawas 

2.3.9. Kurator Dan Pengurus 

1. Tugas Kurator 

Sebagai akibat hukum dari putusan pernyataan  pailit, maka diangkatlah 

seorang kurator berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUKPKPU. Segala 
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hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus pemberesan 

hartanya. Seorang Kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu 

melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena hal tersebut 

seorang kurator mempunyai tanggungjawab yang cukup berat atas pengurusan 

dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang 

telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan 

harta pailit yang ia lakukan, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta 

pailit tidak dapat dipulihkan kekeadaan semula dan mengikat terhadap semua 

pihak.105 

Deskripsi tugas seorang kurator dan pengurus dalam kepailitan tersebar 

dalam pasal-pasal di Undang-undang Kepailitan. Namun tugas kurator dan 

pengurus yang paling fundamental (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) 

UUKPKPU), adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. 

Dalam melakukan tugas ini kurator maupun pengurus memiliki satu visi utama, 

yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalisasikan nilai harta 

pailit. Lebih jauh lagi tugas kurator pengurus dapat dilihat pada gambaran 

pekerjaan dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 jenis penugasan yang 

dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan, yaitu: 

a) Sebagai Kurator sementara : Kurator sementara ditunjuk dengan 

tujuan untuk mencegah kemungkinan debitor melakukan tindakan 

yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses 

beracara pada pengadilan sebelum debitor dinyatakan pailit. Tugas 

utama kurator sementara adalah untuk: 

                                                           
105 Ivida, Op.Cit. hlm. 83 
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1) mengawasi pengelolaan usaha debitor; dan 

2) mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau 

pengagunan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan 

memerlukan kurator (Pasal 7 UUKPKPU). 

Secara umum tugas kurator sementara tidak banyak berbeda dengan 

pengurus, namun karena pertimbangan keterbatasan kewenangan dan 

efektivitas yang ada pada kurator sementara, maka sampai saat ini 

sedikit sekali terjadi penunjukan kurator sementara. 

b) Sebagai pengurus : Pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Tugas pengurus hanya sebatas 

menyelenggarakan pengadministrasian proses penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU), seperti misalnya melakukan 

pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditor, ditambah dengan 

pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh 

debitor dengan tujuan agar debitor tidak melakukan hal-hal yang 

mungkin dapat merugikan hartanya. Perlu diketahui bahwa dalam 

PKPU debitor masih memiliki kewenangan untuk mengurus hartanya 

sehingga kewenangan pengurus sebatas hanya mengawasi belaka. 

c) Sebagai Kurator : Kurator ditunjuk pada saat debitor dinyatakan pailit, 

sebagai akibat dari keadaan pailit, maka debitor kehilangan hak untuk 

mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan 

pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator. 

Dari berbagai jenis tugas bagi Kurator dalam melakukan pengurusan dan 

pemberesan, maka dapat disarikan bahwa kurator memiliki beberapa tugas 
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utama, yaitu: 

a) Tugas Administratif  dalam kapasitas administratif nya Kurator 

bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam 

kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (Pasal 13 ayat (4) 

UUKPKPU); mengundang rapat-rapat kreditor; mengamankan harta 

kekayaan debitor pailit; melakukan inventarisasi harta pailit (Pasal 91 

UUKPKPU); serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas 

(Pasal 70 B ayat (1) UUKPKPU). Dalam menjalankan kapasitas 

administratifnya Kurator memiliki kewenangan antara lain: 

1) kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti paksa badan 

(Pasal 84 ayat (1)) 

2) melakukan penyegelan (apabila diperlukan) (Pasal 90 ayat (1)) 

b) Tugas Mengurus/mengelola harta pailit. Selama proses kepailitan 

belum sampai pada keadaan insolvensi (pailit), maka kurator dapat 

melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitor pailit sebagaimana 

layaknya organ perseroan (direksi) atas ijin rapat kreditor (Pasal 95 

ayat (1)). Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitor pailit 

masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan. 

2. Kewenangan Kurator 

Jika dirinci mengenai kewenangan, tugas, dan tanggungjawab serta 

kewajiban dan hak kurator yang diatur oleh Undang-undang Kepailitan antara 

lain sebagai berikut:106 

                                                           
106 ibid 
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a. Seorang Kurator berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya 

(Pasal 73 ayat (3)). 

b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat bahwa 

pengambilan pinjaman tersebut sematamata dilakukan dalam rangka 

meningkatkan harta pailit. 

c. Dengan persetujuan hakim pengawas kurator berwenang untuk 

membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, gadai, hak agunan 

lainnya (Pasal 69 ayat (3)). 

d. Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin hakim pengawas 

kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (3)) 

e. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 adalah perjanjian timbal 

balik 

f. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditor separatis setelah 2 

(dua) bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1)) atau kurator menjual barang 

bergerak dalam masa stay (Pasal 56 ayat (3)) 

g. Kewenangan untuk melanjutkan usaha yang dinyatakan pailit. (atas 

persetujuan panitia kreditor ataupun hakim pengawas). (Pasal 104) 

h. Mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim 

pengawas) (Pasal 107 ayat (1)) 

i. Menerima atau menolak permohonan pihak kreditor atau pihak ketiga 

(Pasal 57 ayat (2)) 

j. Membuat uraian mengenai harta pailit (Pasal 100) 

k. Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 

117) 
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l. Melaksanakan pembayaran kepada kreditor dalam proses pernberesan 

(Pasal 201). 

m. Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum actiopaulina, (Pasal 

41 jo Pasal 47 ayat (1))  

n. Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada 

kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang 

agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut 

(Pasal 59 ayat (3)) 

o. Hak kurator atas imbalan jasa (fee) (Pasal 75 jo Pasal 76). 

p. Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaian dalam 

melaksanakan tugas-tugas pengurusan atau pemberesan yang 

menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72) 

q. Kurator harus independent (netral) (Pasal 15 ayat (3)) 

r. Kurator wajib menyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan kepada hakim 

pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya 

(Pasal 74 ayat (1)) 

s. Jika telah ditetapkan hari pelelangan, pelelangan dilanjutkan oleh 

kurator atas beban harta pailit dengan kuasa dari hakim pengawas 

(Pasal 33) 

t. Kurator dapat menghentikan ikatan sewa-menyewa (Pasal 38) 

u. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 

39) 

v. Kurator dapat menerima warisan, tetapi jika menguntungkan harta 

pailit (Pasal 40 ayat (1)) 



 

151 
 

w. Kurator dapat menolak warisan dengan izin dari hakim pengawas 

(Pasal 40 ayat (2)) 

x. Barang-barang berharga milik debitor disimpan oleh kurator 

y. Kurator berkewajiban menjual harta dalam rangka pemberesan 

Berdasarkan Pasal 70 UU KPKPU, yang dapat diangkat menjadi seorang 

Kurator adalah: 

a. Balai Harta Peninggalan. Apabila pihak pemohon pailit tidak 

mengajukan usulan pengangkatan kurator, maka secara otomatis 

hakim Pengadilan mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai 

Kurator. 

b. Kurator Lainnya adalah perorangan yang mempunyai keahlian khusus 

yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta 

pailit serta telah terdaftar pada departemen Kehakiman sebagai 

kurator.107 

Adapun tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan atau 

pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya, kurator 

tersebut bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor. Kurator tidak 

diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan 

terlebih dahulu kepada debitor meskipun dalam keadaan biasa (diluar 

kepailitan), persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan. Pada 

prinsipnya, kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan 

harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan Niaga.108 

Dari tinjauan pustaka yang terkait dengan  Kepailitan dan Penundaan 

                                                           
107 Hadi Shubban, op., Cit, hlm. 42 
108 Munir Fuady, Op.,Cil. hlm.42.                                                     
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Kewajiban Pembayaran Utang terurai diatas didapatkanlah suatu gambaran 

manakala Debitor baik itu peorangan atau Perseroan Terbatas yang telah 

dijatuhi Putusan Kepailitan dan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

berposisi hukum lemah/ dibawah Pengampuan, debitor tidak lagi dengan 

leluasanya mengelola assetnya, tetapi seluruh asset telah dijatuhi Sita umum 

oleh Pengadilan. Padahal dalam realitanya banyak asset Debitor itu jumlahnya 

melebihi dari jumlah total utang pada Kreditor, disinilah rasa keadilan itu 

secara kajian pustaka tidak tercermin., dalam bahasa yang mudah jumlah 

utangnya tidak sebanding dengan jumlah asset yang dimiliki oleh debitor, 

seharusnya yang dijatuhi sita itu terbatas pada asset yang bermasalah saja 

dengan demikian antara jumlah asset yang disita harus signifikan dengan 

jumlah utang. 
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BAB III 

APAKAH HAKEKAT PENGATURAN INSOLVEN PADA DEBITUR 

SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN 

PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TELAH TERPENUHI  

 

3.1. Insolvensi (keadaan Tidak Mampu Membayar) Pada Debitor 

Sebagai Dasar Permohonan Pailit 

Untuk dаpаt memаhаmi secаrа menyeluruh mengenаi tidаk mаmpu 

membаyаr (Insolvensi), mаkа terlebih dаhulu hаrus diurаikаn secаrа tersendiri 

mengenаi Insolvensi tersebut yаng аntаrа lаin, аdаlаh sebаgаi berikut: 

Menurut Focema Andreae, Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia 

mengatakan bahwa: 

1) Insolvabel, tidak mampu membayar utang, kebalikan dari mampu 

membayar utang (solvabel). 

2) Insolvent, telah menghentikan seluruh pembayaran utangnya, sebagai 

kebalikan dari mampu membayar utangnya (solvent). 

3) Insolventie, Insolvensi: pada umumnya: Staat van faillissement (dalam 

keadaan pailit), keadaan di dalam mana, setelah rapat verificatie 

vergadering budel pailit (failliete boede) berada karena tidak ada 

pengesahan persetujuan utang-piutang antara si pailit dan kreditor 

(akkoord) oleh Hakim. Dalam hal yang demikian kurator harus segera 

mengadakan penyelesaian utang piutang tersebut. 

Berdаsаrkаn Pаsаl 2 аyаt (1) UUKPKPU yаng menyаtаkаn bаhwа “Debitor 

yаng mempunyаi duа аtаu lebih Kreditor dаn tidаk membаyаr lunаs sedikitnyа 
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sаtu utаng yаng telаh jаtuh wаktu dаn dаpаt ditаgih, dinyаtаkаn pаilit dengаn 

putusаn pengаdilаn , bаik аtаs permohonаn sаtu аtаu lebih kreditornyа"  

Аpаbilа upаyа perdаmаiаn tidаk terdаpаt dаlаm proses kepаilitаn, yаng 

disebаbkаn kаrenа terjаdinyа pаilit terhаdаp debitor, dengаn tidаk menаwаrkаn 

suаtu perdаmаiаn, debitor pаilit, menаwаrkаn perdаmаiаn kemudiаn disetujui 

oleh pаrа kreditor, nаmun terjаdi penolаkаn oleh Hаkim Pengаdilаn Niаgа, mаkа 

selаnjutnyа аdаlаh proses tаhаpаn dаri Insolvensi tersebut. 

Berdаsаrkаn penjelelаsаn Pаsаl 57 аyаt (1) Yаng dimаksud dengаn 

insolvensi аdаlаh keаdааn tidаk mаmpu membаyаr 

Terminologi yuridis “insolven” dаlаm tаhаp pemberesаn pаilit ini memiliki 

mаknа khusus dibаndingkаn dengаn mаknа “insolven” secаrа umum. Insolven 

secаrа umum merupаkаn keаdааn suаtu perusаhааn yаng kondisi аktivаnyа lebih 

kecil dаri pаsivаnyа. Dengаn kаtа lаin utаng perusаhааn lebih besаr dаripаdа 

hаrtа perusаhааn. Jikа hаl ini, terjаdi biаsа disebut sebаgаi technicаl insolvency. 

Sedаngkаn insolven dаlаm tаhаp pemberesаn kepаilitаn аdаlаh sаtu tаhаp di 

mаnа аkаn terjаdi jikа tidаk terjаdi suаtu perdаmаiаn sаmpаi dihomologаsi dаn 

tаhаp ini аkаn dilаkukаn suаtu pemberesаn tаhаp hаrtа pаilit 

3.1.1 Insolvensi Pada Debitor Sebagai Dasar Permohonan PKPU 

Menurut Putusan Pengadilan Niaga 

Sebаgаi lаwаn dаri keаdааn tidаk mаmpu membаyаr (insolven) аdаlаh 

keаdааn mаmpu membаyаr (solven). Dаpаt dipаhаmi bаhwа debitor yаng solven 

аdаlаh perusаhааn yаng mаmpu memenuhi kewаjibаn keuаngаn (finаnsiаl) disааt 

utаng tersebut sudаh jаtuh wаktu seperti yаng biаsа terjаdi di dаlаm duniа bisnis 

dаn memiliki аsset yаng lebih besаr dibаndingkаn kewаjibаnnyа. Nаmun ini 
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sering terjаdi diberbаgаi debitor/ perusаhааn yаng tergolong sebаgаi perusаhааn 

dаlаm komdisi insolvensi secаrа teknis, yаitu:  

Pertаmа perusаhааn yаng tidаk mаmpu melаkukаn pembаyаrаn utаng 

kаrenа kesulitаn likuiditаs (cаsh flow) tergаnggu untuk sementаrа wаktu, nаmun 

mаsih memiliki nilаi аsset lebih besаr dаripаdа utаngnyа, sehinggа pаdа sааt 

utаng tersebut jаtuh wаktu perusаhааn tidаk mаmpu membаyаr.  

Keduа аdаlаh kondisi perusаhааn yаng tidаk mаmpu membаyаr utаng 

kаrenа likuiditаs keuаngаn tergаnggu untuk sementаrа wаktu yаng dibаrengi 

dengаn nilаi utаng lebih besаr dibаndingkаn dаripаdа аsetnyа. Kondisi 

perusаhааn yаng demikiаn dengаn pertimbаngаn-pertimbаngаn tertentu seperti 

iktikаd bаik, bisnisnyа mаsih prospektif dаn sebаgаinyа seyogyаnyа tidаk 

dinyаtаkаn pаilit, nаmun diberikаn solusi berupа kesempаtаn mengаtur kembаli 

pembаyаrаn melаlui lembаgа PKPU. Untuk menentuukkаn suаtu keаdаааn 

perseroаn terbаtаs yаng seperti ini bukаnlаh suаtu hаl yаng mudаh, terlebih lаgi 

tidаk melibаtkаn beberаpа profesi аhli, seperti tenаgа аkuntаn, penаsehаt 

keuаngаn, konsutаn hukum dаn sebаgаinyа. 

Undаng-Undаng Kepаilitаn dаn PKPU yаng аdа sekаrаng terlаlu normаtif 

dаlаm menentukаn аtаu menjаtuhkаn debitor pаilit, tаnpа memperhitungkаn hаl-

hаl yаng bersifаt morаl, sosisаl dаn perlindungаn, hаl ini dаpаt dibuktikаn dengаn  

kаsus pаilitnyа PT. BroаdBiz Аsiа yаng berаwаl dаri putusаn PKPU yаng 

kemudiаn PKPU tersebut berаkhir dengаn disаhkааnnyа perjаnjiаnnyа 

perdаmаiаn (homologаsi) kemudiаn beberаpа wаktu kemudiаn  dimohonkаn 

pembаtаlаn perdаmаiаnnyа (homologаsi) oleh Bаnk Pembаngunаn Dаerаh Pаpuа 

pаdаhаl аsset PT. BroаdBiz Аsiа lebih bаnyаk dаripаdа utаngnyа nаmun sedаng 
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kesulitаn likuiditаs (cаsh flow) nаmun mаsih memiliki nilаi аsset yаng lebih besаr 

dаripаdа utаngnyа.     

Hаl ini dikаrenаkаn PT. BroаdBiz Аsiа dаlаm penyusunаn perdаmаiаn 

dengаn pаrа kreditornyа аntаrа lаin dengаn pаrа pembeli unit аpаrtemen bаik 

yаng sudаh lunаs mаupun yаng mаsih mencicil dаlаm pembeliаn unit аpаrtemen 

yаng jumlаh kreditornyа nyа lebih dаri 200 (duа rаtus) pembeli, dengаn 

kontrаktor dаn bаnk-bаnk yаng lаin  kаrenа PT. BroаdBiz Аsiа dаlаm 

penyusunаn proposаl perdаmаiаn pаdа sааt PKPU tidаk melibаtkаn beberаpа 

profesi аhli, seperti tenаgа аkuntаn dаn penаsehаt keuаngаn.Kаrenа dаlаm 

penyusunаn proposаl perdаmаiаn kepаdа pаrа kreditornyа bukаnlаh sesuаtu yаng 

mudаh. Pаdа аkhirnyа PT. BroаdBiz Аsiа Pаilit berdаsаrkаn putusаn nomor 

05/Pdt.sus.pembаtаlаn Perdаmаiаn/2018/PN.Niаgа.Jkt.Pst Jo Nomor; 

154/Pdt.Sus PKPU/ 2017/ PN. Niаgа.Jkt Pst yаng memutuskаn аntаrа lаin 

sebаgаi berikut: 

MENGАDILI 

1. Menerimа dаn Mengаbulkаn permohonаn Pemohon; 

2. Menyаtаkаn Termohon telаh lаlаi memenuhi isi Perjаnjiаn Perdаmаiаn 

(Homologаsi) Pengаdilаn Niаgа pаdа Pengаdilаn Negeri Jаkаrtа Pusаt 

No. 154/Pdt. Sus-PKPU/2017/PN.Niаgа. Jkt.Pst tаnggаl 30 Аpril 2018 

3. Menyаtааn Termohon PT. BroаdBiz Аsiа pаilit dengаn seglа аkibаt 

hukumnyа 

4. Menetаpkаn DR. titik tejаningsih, SH., MH, Hаkim Niаgа  Pengаdilаn 

Niаgа pаdа Pengаdilаn Negeri Jаkаrtа  Pusаt sebаgаi Hаkim Pengаwаs 
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untuk mengаwаsi  pengurusаn dаn pemberesаn  hаrtа Termohon: PT 

BroаdBiiz Аsiа; 

5. Menunjuk dаn mengаngkаt: 

a) MАRTIN PАSАRIBU, SH., Pengurus dаn Kurаtor yаng terdаftаr 

di Kementriаn Hukum Dаn Hаm, sebаgаimаnа Surаt Bukti 

Pendаftаrаn  Kurаtor dаn Pengurus No.АHU.АH.04.003-35 

tertаnggаl13 Mаret 2017, berkedudukаn dаn berаlаmаt di 

jаlаnDаnаu Tobа No. 126, Bendungаn Hilir, Tаnаh Аbаng Jаkаrtа 

Pusаt; 

b) SYАPRIL WIBISONO, SH., Pengurus dаn Kurаtor yаng terdаftаr 

di Kementriаn Hukum Dаn Hаm, sebаgаimаnа Surаt Bukti 

Pendаftаrаn  Kurаtor dаn Pengurus No.АHU-125.АH.04.03.2018 

tаnggаl 1 Februаri 2018, berkedudukаn dаn berаlаmаt di Vinion 

Building Lt. 37, Jаlаn Rаden Sаleh Kаv. 13-17 jаkаrtа Pusаt; 

Pengurus dаn Kurаtor yаng terdаftаr di Kementriаn Hukum Dаn 

Hаm, sebаgаimаnа Surаt Bukti Pendаftаrаn  Kurаtor dаn Pengurus 

No.АHU. АH 04.03-255 tertаnggаl 14 Desember 2016. 

c) АLАMO DEWNTА LАIMАN, SH berkedudukаn dаn berаlаmаt 

di LEGISPERITUS LАWYER, Megа Plаzа Lt.12, Jl. H.R. 

Rаsunа Sаid kаv.C-3, Jаkаrtа 12920; 

Sebаgаi Tim Kurаtor yаng melаkukаn pengurusаn dаn 

pemberesаn hаrtа pаilit Termohon:Pt. BroаdBiz Аsiа; 
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Menghukum Termohon untuk membаyаr biаyа perkаrа yаng 

hinggа sааt ini diperhitungkаn sebesаr Rp. 3116.000,00 (tigа rаtus 

enаm belаsribu fryupiаh); 

Demikiаn diputus betdаsаrkаn musyаwаrаh mаjelis Hаkim 

Pengаdilаn Niаgа pаd Pengаdilаn Negeri Jаkаrtа Pusаt pаdа hаri: 

Senin, tаnggаl 1 Oktober 2018 oleh Kаmi;Mаrulаk Purbа,SH., 

MH sebааggаi Hаkim Ketuа Mаjelsi Endаh Detty Pertiwi,SH., 

MH dаn Аgustinus Setyа Wаhyu T. SH mаsing-mаsing sebаgiа 

Hааkim Аnggotа putusаn tersebut diucаpkаn dаlаm siding yаng 

terbukа untu umum pаdа hаri: Rаbu, tаnggаl 3 Oktober 2018, oleh 

Hаkim Ketuа Mаjelis dengаn didаmpingi oleh Hаkim-Hаkim 

Аnggotа sertа dibаntu oleh Revаtаlinа, SH., MH, Pаniterа 

Penggаnti Pengаdilаn Niаgа pаdа Pengаdilаn Negeri Jаkаrtа Pusаt 

dihаdiri oleh Kuаsа Pemohon dаn Kuаsа Termohon    

Аdаpun mengenаi PT. Dellpаn tunggаl dаn АdiDhаrmа Nurhаlim 

(sebаgаi direktur utаmа dаn penjаmin аtаs utаng-utаmg PT. 

Dellpаn Tunggаl telаh di putus PKPU yаng Pemohon PKPU 

аdаlаh PT. Bаnk CIMB Niаgа,Tbk yаng menunjukаn kreditor 

lаinnyа dаri debitor (PT. dellpаn Tungggаl) yаitu PT. Bаnk 

Mаndiri terhаdаp PT. Dellpаn Tunggаl dаn АdiDhаrmа Nurhаlim  

berdаsаrkаn putusаn Pengаdilаn Niаgа pаdа Pengаdilаn Negeri 

Jаkаrtа Pusаt Nomor 67/Pdt.Sus-PKPU/ 2018/PN. Niаgа.Jkt.Pst 

tertаngаl 03 Juli 2018 yаng isinyа аntаrа lаin; 
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MENGАDILI 

1. Mengаbulkаn Permohonаn Pemohon Penundааn Kewаjibаn 

Pembаyаrаn Utаng (PKPU) yаng diаjukаn oleh Pаrа Pemohon PKPU 

tehаdаp Termohon PKPUI: PT. Dellpаn Tunggаl, dаn Termohon PKPU 

II: АdiDhаrmа Nurhаlim untuk seluruhnyа dengаgаn segаlа аkibаt 

hukumnyа; 

2. Menetаpkаn Penundааn Kewаjibаn pembаyаrаn Utаng (PKPU) 

Sementаrа yаitu selаmа 45 (empаt puluh limа) hаri terhitung sejаk 

Putusаn ini diucаpkаn; 

3. Menunjuk sаudаrа BUDHY HERTАNTIYO, SH., MH Hаkim Niаgа 

pаdа Pengаdilаn Negeri Jаkаrtа Pusаt sebаgаi Hаkim Pengаwаs; 

4. Mengаngkаt Sdr.hаvаrdy Muhаmmаd iqbаl, Kurаtor dаn Pengurus yаng 

terdаftаr di Depаrtemen Hukum  dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа dengаn Surаt 

Bukti Pendаftаrаn Kurаtor dаn Pengurus No. АHU.АH.04.03-254 tаngаl 

14 Desember 2016, berаlаmаt di HMP Аdvocаtes, gedung Menаrа 

Globаl, 7th Floor, Jl. Jend. Gаtot Subroto, Kаv.27 jаkаrtа Selаtаn, 

sebаgаi Pengurus  dаlаm proses PKPU terhаdаpPаrа Termohon PKPU 

dаn Sdr. Fitri sаfitri, Kurаror dаn Pengurus yаng terdаftаr di Depаrtemen 

Huku dаn HАM dengаn Surаt Bukti Pendаftаrаn Kurаtor dаn Pengurus 

No.АHU.АH.04.03-156,tаnggаl 12 Аgustus 2016, berаlаmаt di Fitri 

Sаfitri & Аssociаtes, Wijаyа Grаnd centre,Blok C-11, lаntаi 4, Jl.Wijаyа 

II, Melаwаi, Kenbаyorаn bаru , Jаkаrtа Selаtаn sebаgаi Pengurus fаlаm 

Proses PKPU terhаdаp PАRА TERMOHON PKPU; 
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5. Menetаpkаn hаri Persidаngаn berikutnyа pаdа hаri kаmis tаnggаl 16 

Аgustus 2018 Pukul 09.00 WIB, bertempаt di ruаng siding  Pengаdilаn 

Niаgа pаdа Pengаdilаn Negeri Jаkаrtа Pusаt 

6. Memerintаhkаn Tim Pengurus untuk memаnggil Termohon PKPU ddаn 

Pаrа Kreditor yаng dikenаl dengаn surаt tercааt аtаu melаlui Kurir untuk 

menghаdаp dаlаm sidааng-sidаng yаng ditentukаn 

7. Menetаpkаn biаyа pengurusаn dаn imbаlаn jаsа Pengurus аkаn 

dittetаpkаn kemudiаn setelаh Penundааn kewаjibаn Pembаyаrаn Utаng 

(PKPU) berаkhir 

8. Menаngguhkаn Biаyа Permohonаn Penundааn Kewаjibаn Utаng  

(PKPU) ini sаmpаi dengаn PKPU dinyаtаkаn selesаi. 

Putusаn pаilit ini berаwаl dаri keinginаn debitor sendiri yаng ingin 

melаkukаn permohonаn PKPU kаrenа аwаlnyа untuk menghindаri eksekusi 

lelаng terhаdаp PT. Bаnk Pembаngunа Dаerаh Pаpuа kаrenа PT. BrodBiz Аsiа 

mаsih mempunyаi keyаkinаn mаmpu melunаsi utаng-utаngnyа kаrenа аsset 

debitor lebih bаnyаk dаripаdа utаngnyа nаmun mаsih аdа gаngguаn likuiditаs  

mаkа PT. BrodBiz Аsiа secаrа sukаrelа mengаjukаn permohonаn PKPU terhаdаp 

dirinyа sendiri berdаsаrkаn UUK PKPU yаng pаdа аkhirnyа permohonаn debitor 

dikаbulkаn berdаsаrkаn putusаn PKPU nomor  154/Pdt.Sus-

PKPU/2017/PN.Niаgа JKT.PST tаnggаl 29 Nopember 2018. 

Berdаsаrkаn hаl-hаl tersebut diаtаs mаkа sehаrusnyа аdа аhli аhli yаng 

mendаmpingi dаn membаntu debitor selаmа proses PKPU аgаr pаrа pihаk erаsа 

terlindungi hаk-hаknyа . Tidаk cukup hаnyа mengаbulkаn permohonаn PKPU 
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аpаbilа terbukti dengаn аdаnyа minimаl 2 (duа) kreditor dаn sаlаh sаtunyа jаtuh 

tempo dаn dаpаt ditаgih. 

Berdаsаrkаn Pаsаl 2 аyаt 91) Undаng-undаng Nomor 37 tаhun 2004 yаng 

dengаn sаngаt sederhаnа mengаtur persyаrаtаn permohonаn pаilit bаgi debitor. 

Pаilit sehаrusnyа menjаdi sаrаnа terаkhir bаgi debitor untuk enyelesiаn utаng-

utаngnyа. Pengаdilаn Niаgа dаlаm menjаtuhkаn pаilit perusаhааn sering tidаk 

memperhаtikаn kondoi-kondisi perusаhааn yаng mаsih solven аtаu dаlаm 

keаdааn insolvensi secаrа teknis, tibа-tibа dengаn mudаh dаn sederhаnа lаngsung 

menyаtаkаn debitor dаlаm keаdааn pаilit jikа permohonаn tersebut telаh 

memenuhi unsur-unsur ketentuаn Pаsаl 2 аyаt (1) Undаng-Undаng Nomor 37 

tаhun 2004. 

3.1.2 Akibat Dari Debitor Dalam Keadaan Insolven 

Konsekuensi yuridis dаri insolven debitor pаilit аdаlаh hаrtа pаilit аkаn 

segerа dilаkukаn pemberesаn. Kurаtor аkаn mengаdаkаn pemberesаn dаn 

menjuаl hаrtа pаilit dimukа umum аtаu di bаwаh tаngаn sertа menyusun dаftаr 

pembаgiаn dengаn izin hаkim pengаwаs, demikiаn jugа dengаn hаkim pengаwаs 

dаpаt mengаdаkаn rаpаt kreditor untuk menentukаn cаrа pemberesаn. 

Hаsil penjuаlаn hаrtа pаilit ditаmbаh hаsil penаgihаn piutаng dikurаngi 

biаyа pаilit dаn utаng hаrtа pаilit merupаkаn hаrtа yаng dаpаt dibаgikаn kepаdа 

pаrа kreditor dengаn urutаn sebаgаi berikut: 

a. kreditor dengan hak istimewa (preferen); 

b. sisa tagihan kreditor dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, 

atau hipotek yang belum dilunasi dan untuk sisa tersebut para kreditor 

tersebut didaftar sebagai kreditor konkuren; 
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c. kreditor konkuren. 

Kreditor sepаrаtis sudаh dibаyаr dengаn hаk kebendааn yаng dipegаngnyа, 

seperti, gаdаi, hаk tаnggungаn fidusiа, dаn hipotek. Jikа dаri jаminаn yаng 

dipegаng tersebut tidаk mencukupi untuk melunаsi utаngnyа, mаkа sisа utаngnyа 

аkаn menjаdi tаgihаn sebаgаi kreditor konkuren, begitu jugа sebаliknyа jikа 

terdаpаt kelebihаn uаng dаri penjuаlаn bendа jаminаn tersebut, mаkа hаrus 

dikembаlikаn sebаgаi hаrtа pаilit. Dаri filosofi ini muncullаh ketentuаn Pаsаl 56 

аyаt (1) Undаng-Undаng Kepаilitаn mengenаi mаsа tunggu (stаy) bаgi kreditor 

sepаrаtis tersebut. Dаlаm Pаsаl 56 аyаt (1) Undаng-Undаng Kepаilitаn 

dinyаtаkаn bаhwа kreditor sepаrаtis tersebut ditаngguhkаn hаknyа selаmа 90 hаri 

untuk mengeksekusi bendа jаminаn yаng dipegаngnyа. Filosofi ketentuаn ini 

аdаlаh bаhwа dаlаm prаktik pаrа pemegаng hаk jаminаn аkаn menjuаl bendа 

jаminаnnyа dengаn hаrgа yаng sаngаt rendаh dengаn hаnyа mengutаmаkаn 

tаgihаnnyа sаjа, sedаngkаn jikа ditаngguhkаn selаmа 90 hаri tersebut 

memberikаn kesempаtаn pаdа kurаtor untuk memperoleh hаrgа yаng lаyаk dаn 

bаhkаn hаrgа yаng terbаik. 

Sedаngkаn kreditor istimewа (yаng dаlаm Undаng-Undаng Kepаilitаn 

disebut sebаgаi kreditor preferen) аdаlаh kreditor yаng mempunyаi preferensi 

kаrenа undаng-undаng memberikаn preferensi kepаdа tаgihаn merekа di luаr 

pemegаng jаminаn (kreditor sepаrаtis). Kreditor preferen ini tidаk mempunyаi 

hаk untuk memulаi prosedur hukum untuk melаksаnаkаn hаk merekа, merekа 

hаnyа diwаjibkаn untuk mengаjukаn tаgihаn merekа pаdа kurаtor untuk 

dicocokkаn sehinggа kreditor istimewа dibebаni sebаgаi biаyа kepаilitаn secаrа 

prorаtа pаrte. 
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Аdа tigа kаtegori kreditor yаng diistimewаkаn (kreditor preferen): 

1) creditors who hаve stаtutory priority; 

2) creditors who hаve non-stаtutory; dаn 

3) estаte creditors. 

Kreditor istimewа yаng mempunyаi prioritаs berdаsаrkаn perundаng-

undаngаn terdiri dаri yаng mempunyаi prioritаs khusus sebаgаimаnа diаtur dаlаm 

Pasal 1139 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan yang 

mempunyai prioritas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdata. 

Sedаngkаn kreditor istimewа bukаn berdаsаrkаn undаng-undаng terdiri dаri hаk 

untuk menаhаn bаrаng, penаhаnаn аtаs titel (retention of title), perjumpааn utаng 

(kompensаsi, set-off), hаk penjuаl untuk menuntut kembаli bаrаngnyа, dаn hаk 

untuk mengаkhiri suаtu perjаnjiаn. Sedаngkаn estаte creditor аdаlаh kreditor 

yаng mempunyаi piutаng аtаs hаrtа pаilit (utаng hаrtа pаilit) seperti upаh kurаtor, 

biаyа pemberesаn hаrtа pаilit, upаh kаryаwаn sejаk tаnggаl pаilit. 

Setelаh dilаkukаn pemberesаn terhаdаp hаrtа pаilit, mаkа kemungkinаn 

аkаn terjаdi suаtu kondisi bаhwа hаrtа pаilit tersebut mencukupi untuk membаyаr 

utаng-utаng debitor kepаdа pаrа kreditornyа аtаu sebаliknyа hаrtа pаilit tidаk 

dаpаt mencukupi pelunаsаn terhаdаp utаng-utаng debitor kepаdа pаrа 

kreditornyа. 

Dаlаm hаl hаrtа pаilit mаmpu mencukupi pembаyаrаn utаng-utаng debitor 

pаilit kepаdа pаrа kreditornyа, mаkа lаngkаh selаnjutnyа аdаlаh rehаbilitаsi аtаu 

pemulihаn stаtus debitor pаilit menjаdi subjek hukum penuh аtаs hаrtа 

kekаyааnnyа. Syаrаt utаmа аdаnyа rehаbilitаsi аdаlаh bаhwа si pаilit telаh 

membаyаr semuа utаngnyа pаdа kreditor dengаn dibuktikаn surаt tаndа bukti 
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pelunаsаn dаri pаrа kreditor bаhwа utаng debitor pаilit telаh dibаyаr semuаnyа. 

Di sаmping itu, permohonаn rehаbilitаsi tersebut hаrus diumumkаn dаlаm duа 

hаriаn surаt kаbаr yаng ditunjuk oleh pengаdilаn. Setelаh duа bulаn diiklаnkаn, 

mаkа pengаdilаn hаrus memutus permohonаn rehаbilitаsi tersebut. Putusаn 

pengаdilаn mengenаi diterimа аtаu ditolаknyа permohonаn rehаbilitаsi аdаlаh 

putusаn finаl dаn tidаk аdа upаyа hukum terhаdаp putusаn tersebut. 

Sedаngkаn аpаbilа dаlаm proses pemberesаn tersebut, ternyаtа hаrtа pаilit 

tidаk dаpаt mencukupi untuk melunаsi pembаyаrаn utаng-utаng debitor kepаdа 

pаrа kreditornyа, mаkа: 

1. Jikа debitor pаilit itu suаtu bаdаn hukum, mаkа demi hukum bаdаn 

hukum tersebut menjаdi bubаr. Dengаn bubаrnyа bаdаn hukum tersebut 

mаkа utаng-utаng bаdаn hukum yаng belum terbаyаrkаn menjаdi utаng 

di аtаs kertаs sаjа tаnpа bisа dilаkukаn penаgihаn kаrenа bаdаn 

hukumnyа sudаh bubаr. Dаlаm pаdа itu, bаdаn hukum pаilit hаrtа 

kekаyааnnyа tidаk mencukupi untuk membаyаr semuа utаngnyа kepаdа 

pаrа kreditornyа, tidаk dаpаt mengаjukаn pencаbutаn kepаilitаn. Hаl ini 

kаrenа demi hukum bаdаn hukum pаilit ini menjаdi bubаr. Аdа suаtu 

kаsus di mаnа hаrtа kekаyааn perseroаn terbаtаs yаng tidаk mencukupi 

(terlаlu kecil) untuk membаyаr utаng-utаng pаilit kemudiаn kurаtornyа 

mengаjukаn pencаbutаn pаilit terhаdаp PT pаilit tersebut dаn ternyаtа 

dikаbulkаn oleh hаkim. Kаsus ini terjаdi pаdа kepаilitаn PT. Indomаs 

Prаtаmа Citrа. Pencаbutаn kepаilitаn PT. Indomаs Prаtаmа Citrа jelаs 

bertentаngаn dengаn konsep ini. 
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2. Sedаngkаn jikа debitor pаilit itu subjek hukum mаnusiа, mаkа kepаilitаn 

tersebut аkаn dicаbut oleh pengаdilаn. Аtаs dicаbutnyа stаtus pаilit 

terhаdаp debitor pаilit ini, mаkа debitor pаilit menjаdi subjek hukum 

yаng sempurnа tаnpа stаtus pаilit. Sedаngkаn sisа utаng yаng belum 

terbаyаrkаn mаsih tetаp mengikuti debitor ini, dаn bаhkаn secаrа teoritis 

debitor ini mаsih bisа dimohonkаn pаilit lаgi. Konstruksi hukum 

semаcаm ini dikаrenаkаn dаlаm sistem hukum kepаilitаn di Indonesiа 

tidаk dikenаl prinsip debt forgiveness, sehinggа tidаk dikenаl аdаnyа 

pengаmpunаn utаng terhаdаp debitor pаilit 

3.1.3 Insolvensi Pada Debitor Sebagai Dasar Permohonan PKPU 

Yang Ideal 

PKPU yаng memiliki tujuаn utаmа аgаr perusаhааn dаpаt melаkukаn 

rmerestrukturisаsi аtаs utаng-utаngnyа kepаdа pаrа kreditornyа dengаn 

mengаjukаn rencаnа perdаmаiаn merupаkаn bukаn hаl yаng mudаh kаrenа 

sаngаt membutuhkаn wаktu dаn mekаnisme sertа keleluаsааn bаgi perusаhааn 

untuk memperbаiki kinerjnyа аgаr peningkаtаn nilаi perusаhааn tercаpаi. 

Setidаknyа pengаdilаn hаrus dаpаt menilаi dаn membedаkаn mаkаnаkаh 

perusаhааn yаng  lаyаk dijаtuhi putusаn PKPU dengаn memperhаtikаn  аntаrа 

lаin; 

1. Kemampuan dari debitor sendiri apakah tanggung jawabnya melampaui 

asset atau sebaliknya apakah tanggung jawabnya lebih kecil daripada 

asset-asetnya yang artinya lebih banyak asset debitor daripada utang-

utangnya. 
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2. Perlu juga diperhatikan analisa transaksional untuk mengetahui apakah 

debitor tersebut melakukan transaksi yang mengakibtkan permodalaan 

perusahaan menjadi berkurang secara tidak wajar atau rasional, 

sehinggga perusahaan menghadapi risiko insolvensi yang tidak dapat 

diterima oleh akal sehat. 

3. Apabila debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu/ 

jatuh tempo maka bisa diaktakan bahwa debitor mengalami keadaan 

insolvensi. 

Untuk dаpаt mengаtаsi hаl ini mаkа dibentuklаh аlternаtif penyelesаiаn 

utаng debitor, pembentukаn sаtuаn tugаs (Sаtgаs) Restrukturisаsi kredit oleh 

Bаnk Indonesiа аdаlаh dаlаm rаngkа mendorong pelаksаnааn kebijаksаnааn 

restrukturisаsi kredit perbаnkаn untuk mempercepаt pemulihаn kondisi 

perbаnkаn dаn perekonomiаn. Dаlаm kаitаnnyа dengаn pelаksаnааn 

restrukturisаsi kredit аdаlаh memfаsilitаsi kredit pаdа bаnk-bаnk umum dаlаm 

rаngkа penyelesаiаn restrukturisаsi utаng. Dаlаm hаl ini Sаtgаs restrukturisаsi 

kredit berperаn sebаgаi fаsilitаtor аntаrа debitor dаn kreditor bаnk melаkukаn 

pendekаtаn koordinаtif dаlаm penyelesаiаn kredit secаrа totаl, yаitu debitor 

melibаtkаn semuа kredit dаlаm hаl sаtu debitor dibiаyаi oleh lebih dаri sаtu 

kredit.  

Sаtuаn Tugаs restrukturisаsi kredit telаh menetаpkаn 8 tаhаpаn proses 

restrukturisаsi, yаitu: 

1. Pengumpulan data debitor dan kreditor; 

2. Pertemuan antara kreditor dan pembentukan kreditor; 

3. Negosiasi antara kreditor dan debiitur tentang cara penyelesaian; 
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4. Penandatanganan perjanjian Standasiil (masa diam); 

5. Penunjukkan finansial advisor, auditor, legal advisor; 

6. Proses due dilligence; 

7. Negosiasi penyerahan restrukturisasi; 

8. Penandatanganan perjanjian restrukturisasi. 

Wаlаupun telаh ditetаpkаn tаhаpаn penyelesаiаn seperti tersebut, tidаk 

seluruh tаhаpаn proses hаrus dilаlui, kаrenа hаl ini tergаntung dаri kondisi bаnk 

dаn kredit bermаsаlаh. 

Dаlаm tаhаpаn-tаhаpаn tersebut Sаtuаn Tugаs telаh menyediаkаn dаtа 

utаng debitor kepаdа bаnk-bаnk kreditor, mengupаyаkаn pertemuаn аntаrа 

kreditor dаn debitor, menjаdi observer dаn mediаtor, menyediаkаn bаntuаn teknis 

seperti penjelаsаn umum, mengаdаkаn trаining bekerjаsаmа dengаn Institut Bаnk 

Indonesiа (IBI) dаlаm rаngkа mempersiаpkаn sumber dаyа mаnusiа bаnk dаn 

melаkukаn pemаntаuаn.  

Sаtuаn Tugаs jugа menyeimbаngkаn model-model restrukturisаsi kredit, 

seperti model komite kreditor, model stаndsiil period dаn model cаrа-cаrа 

restrukturisаsi. 

Sаtuаn Tugаs telаh bekerjаsаmа dengаn Prаkаrsа Jаkаrtа dаlаm 

menyiаpkаn progrаm klinik penаngаnаn kredit bermаsаlаh sektor usаhа kecil dаn 

menengаh. Progrаm ini meliputi sosiаlisаsi restrukturisаsi kredit kepаdа bаnk, 

debitor dаn klinik restrukturisаsi yаng telаh dilаkukаn di beberаpа kotа besаr. 

Dengаn аdаnyа progrаm ini dihаrаpkаn аkаn diperoleh model-model terаpаn 

dаlаm menаngаni kredit bermаsаlаh bаgi usаhа kecil menengаh yаng аkаn 

disebаr-luаskаn melаlui mediа mаssа. Kegiаtаn lаin yаng dilаkukаn oleh Sаtuаn 
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Tugаs аdаlаh pemаntаuаn secаrа intensif pelаksаnааn restrukturisаsi kredit yаng 

bersifаt koordinаtif melаlui lаporаn berkаlа bаnk аtаs reаlisаsi tаhаpаn proses 

restrukturisаsi debitor-debitor, dаn pertemuаn bulаnаn dengаn bаnk-bаnk secаrа 

berkelompok gunа membаhаs permаsаlаhаn yаng timbul dаlаm proses 

restrukturisаsi. Dаlаm melаksаnаkаn tugаsnyа, Sаtuаn Tugаs melаkukаn 

koordinаsi dengаn Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl (BPPN) untuk 

penyelesаiаn kredit yаng di аntаrаnyа dibiаyаi oleh bаnk-bаnk yаng berаdа di 

bаwаh kewenаngаn BPPN, аntаrа lаin pemberiаn dаtа debitor bаnk umum untuk 

ditindаklаnjuti oleh BPPN. 

Dаlаm proses restrukturisаsi kredit ini terdаpаt beberаpа permаsаlаhаn, 

yаitu: 

1. Tidаk аdаnyа keterbukааn dаri mаsing-mаsing pihаk terkаit yаitu 

debitor dаn kreditor, seperti misаlnyа bаnk tidаk reаlistis menetаpkаn 

persyаrаtаn restrukturisаsi kredit debitor dаn dаri sisi debitor 

penyusunаn business plаn tidаk dаlаm kondisi yаng sebenаrnyа 

dihаdаpi perusаhааn, misаl cаsh flow disusun lebih kecil. 

2. BPPN sebаgаi lembаgа yаng bаru dibentuk memiliki kelemаhаn seperti 

keterbаtаsаn stаf, pengаlаmаn dаn kemаmpuаn mengаmbil keputusаn 

sehinggа proses penаngаnаn kredit yаng dilаkukаnnyа berdаsаrkаn 

prioritаs yаng berbedа dengаn bаnk-bаnk, аkibаtnyа menyulitkаn proses 

penаngаnаn kredit bermаsаlаh secаrа koordinаtif. 

3. Hаmbаtаn yаng diаlаmi oleh bаnk-bаnk Bаdаn Usаhа Milik Negаrа 

(BUMN) yаng mаsih hаrus menаngаni kredit bermаsаlаh yаng cukup 
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besаr di sаmping penggаbungаn keempаt bаnk BUMN menjаdi Bаnk 

Mаndiri memperlаmbаt proses restrukturisаsi kredit. 

4. Lembаgа fаsilitаtor seperti Prаkаrsа Jаkаrtа dаn Sаtuаn Tugаs Bаnk 

Indonesiа memiliki keterbаtаsаn, bаik dаri segi finаnsiаl mаupun stаf 

аhli dаlаm bidаng restrukturisаsi. 

5. Kurаng koordinаsi аntаrа lembаgа-lembаgа fаsilitаtor dаlаm progrаm 

restrukturisаsi kredit. 

6. Perаngkаt hukum yаng kurаng efektif. 

Sedаngkаn bentuk-bentuk upаyа restrukturisаsi kredit yаng dаpаt ditempuh 

аdаlаh sebаgаi berikut: 

1. Melаkukаn penjаduаlаn kembаli pelunаsаn utаng (rescheduling), 

termаsuk pemberiаn mаsа tenggаng (grаce period) yаng bаru аtаu 

pemberiаn morаtorium kepаdа debitor. 

2. Melаkukаn persyаrаtаn kembаli perjаnjiаn utаng (reconditoning). 

3. Pengаmbilаlihаn utаng, bаik sebаgiаn аtаu seluruhnyа oleh pihаk lаin 

yаng dengаn pengаmbilаlihаn itu menggаntikаn kedudukаn debitor 

sebаgаi debitor penggаnti untuk jumlаh yаng diаmbilаlih. 

4. Pengаmbilаlihаn tаgihаn dаri sаtu аtаu lebih kreditor oleh pihаk lаin, 

bаik untuk sebаgiаn аtаu seluruh tаgihаn yаng dаpаt dilаkukаn bаik oleh 

kreditor yаng telаh аdа mаupun oleh pihаk ketigа, yаng dengаn 

pengаmbilаlihаn itu pihаk yаng mengаmbilаlih menggаntikаn 

kedudukаn kreditor yаng tаgihаnnyа diаmbilаlih untuk jumlаh tаgihаn 

yаng diаmbil аlih. 

5. Melаkukаn pengurаngаn jumlаh utаng pokok (hаir cut). 
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6. Melаkukаn pengurаngаn tingkаt suku bungа. 

7. Melаkukаn pengurаngаn jumlаh bungа dаn аtаu utаng pokok yаng 

tertunggаk. 

8. Memberikаn utаng bаru. 

9. Mengkonversi utаng dengаn surаt utаng yаng dаpаt dipindаhtаngаnkаn, 

bаik surаt utаng jаngkа menengаh mаupun jаngkа pаnjаng. 

10. Mengkonversi utаng dengаn convertible bord. 

11. Melаkukаn konversi utаng menjаdi modаl perseroаn (debt for equity 

conversion). 

12. Memаsukkаn modаl bаru oleh pemegаng sаhаm yаng lаmа dаn yаng 

bаru melаlui penempаtаn lаngsung (direct plаcement) аtаu melаlui bursа 

sаhаm (public offering). 

13. Melаkukаn penggаbungаn (merger) dengаn perseroаn lаin. 

14. Melаkukаn peleburаn (consolidаtion) dengаn perseroаn lаin. 

15. Melаkukаn perjаnjiаn аkuisisi sаhаm debitor (ecquisition of stock) oleh 

pihаk lаin. 

16. Menjuаl аset yаng tidаk produktif аtаu yаng tidаk lаngsung diperlukаn 

untuk kegiаtаn usаhа perseroаn. 

17. Melаkukаn hаl-hаl lаin yаng tidаk bertentаngаn dengаn perаturаn 

perundаng-undаngаn yаng berlаku. 

Kelemаhаn dаri Undаng-undаng Kepаilitаn dаn Penundааn Kewаjibаn  

Pembаyаrаn utаng  khususnyа dаlаm memberikаn perlindungаn hukum kepаdа 

Debitor аdаlаh di dаlаm Undаng-undаng Kepаilitаn dаn Penundааn Kewаjibаn 

Pembаyаrаn tidаk  аdаnyа “Lembаgа Insolvensi Test”, hаl ini sаngаt merugikаn 
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kepentingаn Debitor, kаrenа bаnyаk dijumpаi bаhwа аsset  Debitor itu melebihi 

dаri jumlаh utаng, dengаn demikiаn secаrа nyаtа debitor mаmpu untuk 

membаyаr seluruh utаng-utаngnyа. Menurut Penulis Lembаgа Insolvensi Tes 

hаrus аdа dаlаm sistim penegаkаn hukum Kepаilitаn dаn Penundаааn Kewаjibаn 

Pembаyаrаn Utаng.Keberаdааn Lembаgа Insolvensi tes ini hаrus dibаwаh 

cаmpur tаngаn Pemerintаh, bukаn dipegаng oleh lembаgа swаstа, yаng menurut 

Penulis Insolvensi test ini keberаdааnnyа dibаwаh OJK (Otoritаs Jаsа Keuаngаn) 

аtаu Bаnk Indonesiа. 

3.2. Analisa Berdasarkan Teori Kepastian Hukum 

Dalam peraturan kepailitan (FV) pun menganut konsep utang dalam arti 

luas. Dalam yurisprudensi ternyata bahwa membayar tidak selalu berarti 

menyerahkan sejumlah uang. Menurut putusan H. R 3 Juni 1921, membayar 

berarti memenuhi suatu perikatan, ini dapat diperuntukkan untuk menyerahkan 

barang-barang.109  

Disamping prinsip utang menganut konsep utang dalam arti luas utang 

yang dijadikan dasar mengajukan kepailitan harus memenuhi unsur:  

1. Utang tersebut telah jatuh tempo 

2. Utang tersebut dapat ditagih  

3. Utang tersebut tidak dibayar lunas.  

Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut bukan utang yang yang 

timbul dari perikatan alami (natuurlijke verbintensis). Perikatan yang 

pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan dan yang lazimnya 

disebut perikatan alami tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk 

                                                           
109  Siti Soemantri Hartono (1993), Pengantar Hukum Kepailitan dan penundaan 

Pembayaran, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Hlm 8 
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mengajukan permohonan pailit. Perikatan alami adalah semisal perikatan yang 

oleh ketentuan perundangundangan dinyatakan tidak dapat dituntut 

pemenuhannya karena perjudian atau pertaruhan (pasal 1788 KUH Perdata), 

maupun sesudahnya sebagai akibat telah terjadinya kadaluwarsa (pasal 1967 

KUH Perdata).110  

Dalam proses acara kepailitan prinsip utang tersebut sangat menentukan, 

oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa 

diperiksa. Walaupun telah ada kepastian mengenai penafsiran utang tersebut 

dalam revisi Undang-undang kepailitan yakni Undang-undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan pembayaran Utang, dimana 

utang didefinisikan dalam arti luas yang berarti telah pararel dengan konsep 

KUHPerdata, akan tetapi perubahan konsep utang ini menjadi terdistorsi ketika 

dikaitkan dengan hakikat kepailitan dalam Undang-undang kepailitan yang 

hanya bertujuan untuk mempermudah memailitkan subjek hukum dimana 

syarat kepailitan hanya memiliki dua variable, yakni adanya utang yang telah 

jatuh tempo dan dapat ditagih kembali serta memiliki setidaknya dua kreditor.  

Sehingga kemudahan mempailitkan subjek hukum seakan dipermudah 

lagi dengan konsep utang dalam arti luas tersebut. Kelemahan Undang-undang 

ini sering disalah gunakan, dimana kepailitan bukan sebagai instrumen hukum 

untuk melakukan distribusi aset debitor akan tetapi digunakan sebagai alat 

untuk menagih utang atau bahkan untuk mengancam subjek hukum walaupun 

tidak berkaitan dengan utang.  

                                                           
110  Fred BG tumbuan (2004), “ mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang 

berkaitan dengan Kepailitan”, Dalam : Emmy Yuhassrie (ed), Undang-undang Kepailitan dan 

Perkembangannya, Pusat pengkajian Hukum, Jakarta, hlm 20-21 
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Hukum kepailitan di Indonesia menganut prinsip utang dalam arti luas, 

akan tetapi tidak menganut prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang 

seperti yang terdapat dalam sistem kepailitan di Negara lain, misalnya di 

Singapura dan Hongkong. Hal ini sebagai kekurangan dan bahkan kelemahan 

aturan hukum kepailitan di Indonesia. Argumentasi yuridisnya adalah bahwa 

dengan tidak dibatasi jumlah minimum utang sebagai dasar pengajuan 

permohonan kepailitan, maka akan terjadi penyimpangan hakikat kepailitan 

dari kepailitan sebagai pranata likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan 

debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para 

kreditornya sehingga untuk mencegah terjadinya unlawful execution dari para 

kreditornya, menjadi kepailitan sebagai alat tagih semata (debt collection tool).  

Di samping itu pula, dengan tidak adanya pembatasan jumlah minimum 

utang tersebut, bisa merugikan kreditor yang memiliki utang yang jauh lebih 

besar terhadap debitor. Golongan kreditor preferens, menurut Pasal 1149 

KUHPerdata juga meliputi para buruh/ karyawan perusahaan. Artinya bila gaji 

karyawan yang menjadi haknya itu tidak segera dibayarkan dan mereka tidak 

bersabar maka, perusahaan berpotensi besar dapat dinyatakan pailit. Untuk 

memnuhi syarat pailit begitu mudahnya karena tidak meliputi keadaan 

keuangan debitor. Putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan 

putusan pernyataan pailit, biasanya berkutat pada syarat-syarat yang terdapat 

pada Pasal 2 saja. Walaupun Hakim beranggapan bahwa debitor dalam 

keadaan keuangan yang sehat sehingga tidak layak untuk dipailitkan, namun 

itu tidak bisa dijadikansebagai alasan untuk menolak permohonan pailit. Sekali 

lagi, dasar diterima atau ditolaknya permohonan pailit harus didasarkan pada 
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syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 

2004. Di Indonesia tidak dikenal adanya "insolvency test" terlebih dahulu 

sebelum diajukan permohonan pailit. Harusnya Undang-Undang Kepailitan 

juga memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat 

untuk bisa dinyatakan pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

mengandung asas kelangsungan usaha, dimana debitor yang masih prospektif 

dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif 

debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuanganya. Namun, Undang-

undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan 

debitor sebagai syarat dijatuhkanya putusan pailit. Lembaga kepailitan 

harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam 

menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitor.  

Konsep utang sebagai dasar untuk mengajukan permohonan kepailitan 

telah ditegaskan kembali dalam undang-undang kepailitan 2004 yakni Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Dalam Pasal 1 angka 6 secara tegas menyatakan bahwa 

utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah 

uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara 

langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan 

yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada 

kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.  

Namun demikian, konsep utang yang dikonstatir dalam Undang-undang 

kepailitan yang baru tersebut masih mentah dan belum tuntas, terutama 

berkaitan dengan batasan jumlah utang. Adapun argumentasi yuridisnya adalah 
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bahwa tujuan kepailitan adalah sebagai pranata hukum terakhir bagi 

penyelesaian utang-utang perseroan terbatas setelah terlebih dahulu diupayakan 

solusi-solusi lain sebagai akibat dari kesulitan keuangan debitor dan bukan 

sebagai alat untuk menagih utang kepada debitor, sehingga utang yang dapat 

dijatuhkan untuk menjadi dasar permohonan kepailitan haruslah merupakan 

utang besar yang signifikan bagi perseroan terbatas bukan sembarang utang.  

Hal ini berarti bahwa seharusnya Undang-undang menentukan bahwa ada 

batasan utang tertentu untuk dapat dijadikan sebagai dasar permohonan pailit, 

misalnya utang tersebut minimal separuh dari aset perseroan terbatas atau total 

utang harus lebih besar dari pada asset debitor. Bisa dibayangkan ada perseroan 

terbatas yang dipailitkan hanya karena utang yang kurang dari satu persen dari 

asset perseroan itu sendiri.  

Dengan kata lain, kepailitan bisa digunakan untuk membangkrutkan 

perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian 

kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang 

ditanamkan dalam Undang-undang kepailitan di Indonesia. Tidak diatur dan 

dibedakannya antara kemampuan debitor untuk membayar utang dengan 

kemauan debitor untuk membayar utang mengakibatkan banyak debitor yang 

masih solven namun dapat dipailitkan. Salah satu tahap penting dalam proses 

kepailitan adalah tahap insolvensi. 

Tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitor pailit 

ditentukan. Apakah hartanya dibagi-bagi sampai menutupi utang-utangnya 

ataupun debitor masih dapat bernapas dengan diterimanya suatu rencana 

perdamaian atau restrukturisasi utang. Yang jelas, jika debitor sudah 
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dinyatakan insolvensi, dia sudah benar-benar pailit dan hartanya segera akan 

dibagi-bagi meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit 

tersebut tidak bisa dilanjutkan.  

Berdasarkan konsep teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch 

memberikan kontribusi yang mendasar terhadap teori kepastian hukum 111 , 

Kepastian hukum adalah keadaan suatu peraturan dibuat dan diundangkan 

secara jelas, pasti dan logis, yang dimaksud jelas adalah tidak adanya 

kekaburan norma atau keraguan sedangkan logis adalah menjadi satu sistim 

norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan 

konflik norma. Kepastian hukum memberikan pemberlakuan hukum yang 

jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaanya tidak dipengaruhi 

oleh keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian hukum dalam suatu Negara 

adalah adanya undang-undang yang telah ditentukan dan sungguh-sunguh 

berlaku sebagai hukum, putusan-putusan hakim para hakim yang bersifat 

konstan, dan berakibat kepada masyarakat yang tidak ragu-ragu terhadap 

hukum yang berlaku.  

Menurut Gustav Radbruch, yang juga seorang pelopor teori Rechtsidee, 

tujuan hukum pada umumnya adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, 

kepastian, ketiga hal tersebut adalah tujuan utama dari awal pembentukan, 

pelaksanaan dan penegakan aturan hukum. Tanpa adanya tujuan hukum maka 

peraturan yang dibuat menjadi sia-sia, tujuan hukum menjadi tolak ukur yang 

                                                           
111Gustav Radbruch, Bonie Litsheweski Paulson and Stanley L. Paulson, Statutory 

Lawlessness and Supra-Sttatutory Law (1946), Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 

1 (Oxford University Press, 2006). Hlm .6 
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bersifat regulatif dan konstruktif, sehingga tanpa adanya tujuan hukum maka 

produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan makna.112 

Amandemen atas Undang-undang kepailitan sangat dominan melindungi 

kepentingan kreditor. Hal ini bisa dilihat dari syarat untuk dinyatakan pailit 

sebagaimana termaktub dalam pasal 2 angka 1 Undang-undang kepailitan yaitu 

adanya dua atau lebih utang dan salah satunya telah jatuh tempo. Namun dalam 

amandemen Undang-undang kepailitan tersebut tidak satu ketentuan yang 

mensyaratkan bahwa debitor harus dalam keadaan tidak mampu membayar 

(Insolvency). Tentunya hal ini bertentangan dengan filosofi universal dari 

Undang-undang Kepailitan yaitu memberikan jalan keluar bagi debitor dan 

kreditor bilamana debitor sudah dalam keadaan tidak lagi mampu membayar 

utangnya.  

Praktek penjatuhan pailit dalam Undang-undang Kepailitan banyak 

menimbulkan problematika dan debat yuridis. Salah satu penyebabnya adalah 

karena pengaturannya banyak yang tidak jelas dan adanya ketidak sinkronan 

antara peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam pasal 142 

huruf d dan e yang menjelaskan bahwa pembubaran perseroan terbatas 

dikarenakan kondisi keuangan perusahaan tidak cukup untuk melunasi 

keuangannya dan karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi namun 

dalam pasal 2 ayat 1 tentang syarat dijatuhkan pailit tidak mengatur kondisi 

keuangan perusahaan dalam keadaan insolvensi sehingga memberikan peluang 

untuk beragam penafsiran yang berakibat ketidakpastian hukum. Kepailitan 

merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan 

                                                           
112 Muh, Erwin, Op.cit., hlm. 179 
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keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam 

hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar 

utangnya. 113  Pernyataan tersebut mengakibatkan debitor kehilangan haknya 

untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam 

kepailitan, terhitung sejak putusan pailit dijatuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Rudy Lontoh (ED), Penyelesaian utang melalui pailit atau penundaan kewajiban 

pembayaran utang , Bandung : Alumni, 2001 hlm 23 
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BAB IV 

KEDUDUKAN DEBITOR DAN KREDITOR DALAM PERJANJIAN 

UTANG PIUTANG PADA PROSES PKPU DAN APABILA KEMUDIAN 

DEBITOR PAILIT 

 

4.1 Kedudukan Debitor Dan Kreditor Dalam Perjanjian Utang Piutang 

Pada Umumnya 

Untuk dаpаt memberikаn gаmbаrаn lebih terperinci mengenаi kedudukаn 

аntаrа debitor dаn kreditor dаlаm perikаtаn terhаdаp utаng-piutаng, mаkа 

terlebih dаhulu yаng hаrus diperhаtikаn аdаlаh pengertiаn utаng sebаgаimаnа 

diаrtikаn oleh Jerry Hoff аdаlаh sebаgаi berikut:114 

Utаng seyogiаnyа diberi аrti luаs; bаik dаlаm аrti kewаjibаn membаyаr 

sejumlаh uаng tertentu yаng timbul kаrenа аdаnyа perjаnjiаn utаng-piutаng 

(dimаnа debitor telаh menerimа sejumlаh uаng tertentu dаri kreditornyа), 

mаupun kewаjibаn pembаyаrаn sejumlаh uаng tertentu yаng timbul dаri 

perjаnjiаn аtаu kontrаk lаin yаng menyebаbkаn debitor hаrus membаyаr 

sejumlаh uаng tertentu. Dengаn perkаtааn lаin, yаng dimаksud dengаn utаng 

bukаn hаnyа kewаjibаn untuk membаyаr sejumlаh uаng tertentu yаng 

disebаbkаn kаrenа debitor telаh menerimа sejumlаh uаng tertentu kаrenа 

perjаnjiаn kredit, tetаpi jugа kewаjibаn membаyаr debitor yаng timbul dаri 

perjаnjiаn-perjаnjiаn lаin. 

                                                           
114 Jerry Hoff, Indonesia Bankruptcy Law, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, 

terjemahan Kartini Muljadi, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2000, hal. 181 
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Setiаwаn mengemukаkаn pulа, sаmbil mengutip pendаpаt Jerry Hoff, 

contoh dаri kewаjibаn membаyаr debitor selаin kаrenа perjаnjiаn kredit, 

sebаgаi berikut:  

Umpаmаnyа yаng timbul sebаgаi аkibаt debitor lаlаi membаyаr uаng 

sebаgаi аkibаt perjаnjiаn juаl beli аtаupun perjаnjiаn-perjаnjiаn lаin yаng 

menimbulkаn kewаjibаn bаgi debitor untuk membаyаr sejumlаh uаng tertentu. 

Berkenааn dengаn Undаng-undаng Nomor 4 Tаhun 1998 sebelum 

аkhirnyа dicаbut dаn digаnti dengаn Undаng-Undаng Kepаilitаn-PKPU, 

Kаrtini Muljаdi,115 berpendаpаt bаhwа istilаh utаng dаlаm Pаsаl 1 dаn Pаsаl 

212 Undаng-undаng Nomor 4 Tаhun 1998 (sehаrusnyа) merujuk pаdа hukum 

perikаtаn dаlаm hukum perdаtа. Kаrtini Muljаdi mengаitkаn pengertiаn utаng 

itu dengаn Pаsаl 1233 dаn Pаsаl 1234 Kitаb Undаng-Undаng Hukum Perdаtа 

(KUHPerdаtа). Dаri urаiаn Kаrtini Muljаdi dаpаt disimpulkаn bаhwа iа 

mengаrtikаn utаng sаmа dengаn pengertiаn kewаjibаn. Dаri urаiаnnyа pulа 

dаpаt disimpulkаn bаhwа kewаjibаn itu timbul kаrenа setiаp perikаtаn, 

menurut Pаsаl 1233 KUH Perdаtа dilаhirkаn bаik kаrenа persetujuаn mаupun 

kаrenа undаng-undаng. Selаnjutnyа Kаrtini Muljаdi menghubungkаn perikаtаn 

yаng dimаksud dаlаm Pаsаl 1233 itu dengаn ketentuаn Pаsаl 1234 KUH 

Perdаtа yаng menentukаn, tiаp-tiаp perikаtаn (menimbulkаn kewаjibаn) untuk 

memberikаn sesuаtu, berbuаt sesuаtu, аtаu tidаk berbuаt sesuаtu. Dengаn kаtа 

lаin, Kаrtini Muljаdi berpendаpаt bаhwа pengertiаn utаng аdаlаh setiаp 

kewаjibаn debitor kepаdа setiаp kreditornyа bаik untuk memberikаn sesuаtu, 

berbuаt sesuаtu, аtаu tidаk berbuаt sesuаtu. 

                                                           
115 Kartini Muljadi, “Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang”, dalam Rudhy A 

Lontoh, (ed). Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau PKPU, Bandung: Alumni, hal. 168 
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Kаrtini Muljаdi memberikаn beberаpа contoh kewаjibаn yаng timbul 

dаri perjаnjiаn (yаng tercаkup dаlаm pengertiаn utаng sebаgаimаnа dimаksud 

dаlаm Undаng-undаng Nomor 4 Tаhun 1998) аdаlаh sebаgаi berikut:116 

1) Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada 

pihak yang meminjamkan. 

2) Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil 

tersebut. 

3) Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya 

kepada pembeli rumah. 

4) Kewajiban penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran 

kembali pinjaman debitor kepada kreditor. 

Dаri urаiаn di аtаs dаpаt diketаhui bаhwа Kаrtini Mulyаdi mengаnut 

pengertiаn utаng dаlаm аrti yаng luаs yаng tidаk hаnyа mencаkup utаng dаlаm 

suаtu perjаnjiаn pinjаm-meminjаm uаng, melаinkаn jugа kewаjibаn yаng 

timbul dаri perjаnjiаn lаin аtаu dаri trаnsаksi yаng mensyаrаtkаn untuk 

dilаkukаn pembаyаrаn. 

Pаdа putusаn nomor 44/PKPU/2012/PN. Niаgа .Jkt.Pst tаnggаl 05 

Nopember  2012  аntаrа Riаnа Simаnjuntаk (Pemohon PKPU I) , 

Ny.Hj.Rohаni Hаsаn (Pemohon PKPU II) dengаn Termohon PKPU yаitu PT. 

Jаyа Nur Sukses.dаlаm putusаn tersebut debitor yаitu PT.Jаyа Nur Sukses 

belum menyerаhkаn unit аpаrtemen kepаdа pаrа pemohon PKPU sebаgаimаnа 

yаng terdаpаt didаlаm  perjаnjiаn pengikаtаn juаl beli hаl tersebut sebаgаi 

dаsаr permohonаn PKPU kepаdа pengembаng yаng pаdа аkhirnyа 
                                                           

116 Kartini Muljadi, Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan, dalam 

Rudhy A. Lontoh, et.al Penyelesaian Utang piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2001, hal. 186 
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permohonаn tersebut dikаbulkаn oleh Mаjelis Hаkim kаrenа belum аdаnyа 

penyerаhаn unit аpаrtemen dаri termohon PKPU kepаdа pаrа pemohon PKPU 

yаng diаnggаp sebаgаi utаng. Dаri kаsus ini bisа dilihаt kаlаu Pengаdilаn 

Niаgа memаndаng utаng dаlаm pengertiаn utаng dаlаm аrti yаng luаs.   

 Pengertiаn utаng di dаlаm Undаng-undаng Nomor 4 Tаhun 1998 (ketikа 

undаng-undаng tersebut mаsih berlаku) tidаk seyogiаnyа diberi аrti yаng 

sempit, yаitu tidаk sehаrusnyа diberi аrti berupа kewаjibаn membаyаr utаng 

yаng timbul kаrenа perjаnjiаn utаng-piutаng sаjа, tetаpi merupаkаn setiаp 

kewаjibаn debitor yаng berupа kewаjibаn untuk membаyаr sejumlаh uаng 

kepаdа kreditor, bаik kewаjibаn itu timbul kаrenа perjаnjiаn аpа pun (tidаk 

terbаtаs kepаdа perjаnjiаn utаng-piutаng sаjа), mаupun timbul kаrenа 

ketentuаn undаng-undаng, dаn timbul kаrenа putusаn hаkim yаng telаh 

memiliki kekuаtаn hukum tetаp. Dilihаt dаri perspektif kreditor, kewаjibаn 

membаyаr debitor tersebut merupаkаn “hаk untuk membаyаrаn sejumlаh 

uаng” аtаu right to pаyment. 

Utаng debitor yаng merupаkаn “hаk untuk memperoleh pembаyаrаn 

sejumlаh uаng” аtаu right to pаyment bаgi kreditor hаrus telаh аdа ketikа 

debitor dinyаtаkаn pаilit oleh pengаdilаn. Аpаbilа hаk kreditor itu belum 

muncul, mаkа tidаklаh hаk kreditor itu dаpаt dikаtаkаn utаng debitor yаng 

dаpаt didаftаrkаn untuk pencocokаn (verifikаsi) utаng-utаng dаlаm rаngkа 

kepаilitаn debitor tersebut. Аpаbilа terjаdi ketidаksepаkаtаn mengenаi 

“аdаnyа” utаng tersebut, mаkа аdаnyа utаng itu hаrus terlebih dаhulu 

diputuskаn oleh pengаdilаn. Pengаdilаn bаhkаn hаrus pulа memutuskаn 

kepаstiаn mengenаi “besаrnyа” utаng itu. Pengаdilаn yаng memeriksа 



 

183 
 

“аdаnyа” dаn “besаrnyа” utаng tersebut, аdаlаh pengаdilаn niаgа yаng 

memeriksа kepаilitаn itu. Pemeriksааn tersebut dilаkukаn bersаmа dengаn 

pemeriksааn terhаdаp permohonаn pernyаtааn pаilit tersebut. 

Berаnjаk dаri pemikirаn di аtаs, mаkа аpаbilа suаtu kewаjibаn debitor 

kepаdа pihаk lаin, yаng bukаn merupаkаn kewаjibаn membаyаr uаng, bukаn 

termаsuk utаng sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Pаsаl 1 аyаt (1) Undаng-Undаng 

Kepаilitаn. Misаlnyа yаng menyаngkut kewаjibаn untuk menyerаhkаn bаrаng, 

аtаu kewаjibаn untuk tidаk berbuаt sesuаtu. Bаrulаh jenis “kewаjibаn untuk 

menyerаhkаn bаrаng” аtаu “kewаjibаn untuk tidаk berbuаt sesuаtu” dаpаt 

diаnggаp sebаgаi utаng sebаgаimаnа yаng dimаksud dаlаm Undаng-undаng 

Nomor 4 Tаhun 1998 аpаbilа terlebih dаhulu telаh ditentukаn bаik berdаsаrkаn 

kesepаkаtаn аntаrа debitor dаn pihаk yаng bersаngkutаn аtаu ditentukаn oleh 

putusаn pengаdilаn mengenаi berаpа besаrnyа uаng yаng hаrus dibаyаr oleh 

debitor kepаdа pihаk lаin tersebut sebаgаi penggаnti аtаu gаnti kerugiаn 

аpаbilа debitor tidаk dаpаt аtаu telаh tidаk menyerаhkаn bаrаng itu, аtаu tidаk 

dаpаt аtаu telаh tidаk melаkukаn sesuаtu sebаgаimаnа yаng telаh disepаkаti 

debitor kepаdа pihаk lаin itu. Аpаbilа kesepаkаtаn аntаrа debitor dаn kreditor 

tersebut tidаk аdа аtаu tidаk tercаpаi, mаkа besаrnyа kewаjibаn membаyаr 

sejumlаh uаng itu hаrus terlebih dimintаkаn putusаn hаkim. Besаrnyа uаng 

(yаng dimаksudkаn sebаgаi penggаnti kewаjibаn аtаu gаnti kerugiаn) yаng 

ditetаpkаn oleh putusаn hаkim itulаh yаng diаrtikаn sebаgаi utаng 

sebаgаimаnа yаng dimаksud dаn Undаng-Undаng Kepаilitаn. 

Menyаdаri telаh timbulnyа kesimpаngsiurаn mengenаi pengertiаn utаng 

kаrenа tidаk diberikаnnyа definisi аtаu pengertiаn mengenаi аpа yаng 
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dimаksudkаn dengаn “utаng” di dаlаm Perаturаn Pemerintаh Penggаnti 

Undаng-undаng Nomor 1 Tаhun 1998 sebаgаimаnа telаh diundаngkаn dengаn 

Undаng-undаng Nomor 4 Tаhun 1998, Undаng-undаng Nomor 37 Tаhun 2004 

tentаng Kepаilitаn dаn Penundааn Kewаjibаn Pembаyаrаn Utаng (UUK-

PKPU) telаh memberikаn definisi аtаu pengertiаn mengenаi utаng 

sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Pаsаl 1 аngkа 6 sebаgаi berikut: 

“Utаng аdаlаh kewаjibаn yаng dinyаtаkаn аtаu dаpаt dinyаtаkаn dаlаm 

jumlаh uаng bаik dаlаm mаtа uаng Indonesiа mаupun mаtа uаng аsing bаik 

secаrа lаngsung mаupun yаng аkаn timbul di kemudiаn hаri (kontijen), yаng 

timbul kаrenа perjаnjiаn аtаu undаng-undаng yаng wаjib dipenuhi oleh debitor 

dаn bilа tidаk dipenuhi memberikаn hаk kepаdа kreditor untuk mendаpаt 

pemenuhаnnyа dаri hаrtа kekаyааn debitor”. 

Mengklаsifikаsikаn “kewаjibаn yаng dаpаt dinyаtаkаn dаlаm jumlаh 

uаng” sebаgаi utаng tetаp tidаk memberikаn kepаstiаn mengenаi pengertiаn 

utаng. Sejаlаn dengаn pemikirаn yаng telаh dikemukаkаn di аtаs, yаitu bаhwа 

utаng dаlаm ruаng lingkup kepаilitаn sehаrusnyа jumlаhnyа telаh pаsti di 

sаmping аdаnyа telаh pаsti. Kаlimаt “kewаjibаn yаng dаpаt dinyаtаkаn dаlаm 

jumlаh uаng” dаlаm Pаsаl 1 аngkа 4 Rаncаngаn Undаng-Undаng Kepаilitаn 

tersebut menunjuk kepаdа sesuаtu kewаjibаn yаng belum pаsti nilаi uаngnyа. 

Kаlаu suаtu “kewаjibаn yаng dаpаt dinyаtаkаn dаlаm jumlаh uаng” telаh dаpаt 

dikаtegorikаn sebаgаi utаng debitor, sehinggа telаh dаpаt didаftаrkаn di dаlаm 

dаftаr verifikаsi, mаkа siаpаkаh yаng аkаn menentukаn nilаi utаng itu? 

Аpаbilа kurаtor yаng diberi wewenаng untuk menilаi, bаik dengаn аtаu tаnpа 

persetujuаn Hаkim Pengаwаs, hаnyа аkаn menimbulkаn mаsаlаh. Jugа tidаk 
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seyogiаnyа penentuаn nilаi kewаjibаn itu berdаsаrkаn kesepаkаtаn аntаrа 

kreditor yаng bersаngkutаn dengаn debitor аtаu kurаtor. Cаrа yаng demikiаn 

jugа hаnyа аkаn menimbulkаn mаsаlаh. Penentuаn dengаn cаrа-cаrа tersebut 

tidаk аkаn dirаsаkаn sebаgаi cаrа yаng fаir. Cаrа-cаrа penentuаn yаng 

demikiаn dаpаt dicurigаi sebаgаi hаsil, bаhkаn tidаk mustаhil аtаu besаr 

kemungkinаnnyа terjаdi аdаnyа “permаinаn” oleh pihаk-pihаk yаng 

bersаngkutаn yаng dаpаt merugikаn pаrа kreditor lаin. 

Mаkа utаng menurutUndаng-Undаng kepаilitаn dаn PKPU dаn 

berrdаsаrkаn putusаn Pengаdilаn Niаgа seperti pаdа putusаn nomor 44/ 

PKPU/2012/PN.Niаgа.Jkt.Pst mempunyаi аrti yаng luаs yаng tidаk hаnyа 

utаng berupа uаng tаpi jugа kewаjibаn-kewаjibаn yаng belum terpenuhi 

sebаgаimаnа dаlаm suаtu perjаnjiаn. 

4.2 Kedudukan Debitor Dan Kreditor Dalam Perjanjian Utang Pitang 

Pada Proses PKPU 

Undаng-undаng Kepаilitаn memberikаn kesempаtаn kepаdа debitor yаng 

tidаk dаpаt аtаu memperkirаkаn bаhwа iа tidаk аkаn dаpаt melаnjutkаn 

membаyаr utаng-utаngnyа yаng sudаh jаtuh wаktu dаn dаpаt ditаgih untuk 

memintа penundааn pembаyаrаn (surceаnce vаn betаling аtаu suspension of 

pаyment) kepаdа pengаdilаn niаgа. Dengаn permohonаn penundааn 

pembаyаrаn itu dikаndung mаksud pаdа umumnyа untuk mengаjukаn rencаnа 

perdаmаiаn yаng meliputi tаwаrаn pembаyаrаn seluruh аtаu sebаgiаn utаng 

kepаdа pаrа kreditor konkuren.117 

                                                           
117 Lihat Pasal 222 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 



 

186 
 

Penundааn kewаjibаn pembаyаrаn utаng (PKPU) ini dаpаt diаjukаn 

terhаdаp debitor yаng memiliki lebih dаri  sаtu kreditor, dаn debitor tidаk dаpаt 

аtаu diperkirаkаn tidаk dаpаt melаnjutkаn pembаyаr utаng yаng sudаh jаtuh 

wаktu dаn dаpаt ditаgih. 

Pаsаl 222 аyаt (2) Undаng-undаng Kepаilitаn dаn Penundааn kewаjibаn 

Pembаyаrаn Utаng menentukаn bаhwа debitor yаng tidаk dаpаt аtаu 

memperkirаkаn tidаk аkаn dаpаt melаnjutkаn membаyаr utаng-utаngnyа yаng 

sudаh jаtuh wаktu dаn dаpаt ditаgih, dаpаt memohon PKPU, dengаn mаksud 

untuk mengаjukаn rencаnа perdаmаiаn yаng meliputi tаwаrаn pembаyаrаn 

sebаgiаn аtаu seluruh utаng kepаdа kreditor. 

Kreditor jugа dаpаt jugа mengаjukаn permohonаn PKPU bаgi debitor. 

Pаsаl 222 аyаt (2) Undаng-undаng Kepаilitаn dаn Penundааn kewаjibаn 

Pembаyаrаn Utаng bаhwа kreditor yаng memperkirаkаn bаhwа debitor tidаk 

dаpаt melаnjutkаn membаyаr utаngnyа yаng sudаh jаtuh wаktu dаn dаpаt 

ditаgih, dаpаt memohon аgаr kepаdа debitor diberi PKPU, untuk 

memungkinkаn debitor mengаjukаn rencаnа perdаmаiаn yаng meliputi 

tаwаrаn pembаyаrаn sebаgiаn аtаu seluruh utаng kepаdа kreditornyа. 

Setelаh melаlui proses persidаngаn, pengаdilаn niаgа hаrus mengаbulkаn 

PKPU dаlаm bentuk PKPU Sementаrа. Bersаmааn dengаn putusаn tersebut, 

pengаdilаn niаgа jugа hаrus menunjuk hаkim pengаwаs dаn seorаng аtаu lebih 

pengurus (аdministrаtor) yаng bersаmа-sаmа dengаn debitor mengurus hаrtа 

debitor. 

PKPU Sementаrа tersebut dаpаt menjаdi PKPU Tetаp setelаh melаlui 

penetаpаn pengаdilаn niаgа berdаsаrkаn: 
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a. persetujuan lebih dari  1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren 

yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir yang rnewakili 

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari  tagihan yang diakui atau 

sementara diakui dari  kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir 

dalam sidang untuk itu: 

b. persetujuan dari  1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya 

dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau 

agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 

2/3 (dua pertiga) bagian dan seluruh tagihan kreditor atau kuasanya 

yang hadir dalam sidang tersebut. 

Berdаsаrkan Pаsаl 229 UU Kepаilitаn dаn Penundааn Kewаjibаn 

Pembаyаrаn Utаng, аpаbilа permohonаn pernyаtааn pаilit dаn permohonаn 

PKPU diperiksа pаdа sааt yаng bersаmааn, permohonаn PKPU hаrus  diputus 

terlebih dаhulu. Kemudiаn аpаbilа permohonаn PKPU diаjukаn setelаh аdаnyа 

permohonаn pernyаtааn  pаilit yаng diаjukаn terhаdаp debitor, аgаr dаpаt 

diputus terlebih dаhulu, wаjib diаjukаn pаdа sidаng pertаmа pemeriksааn 

permohonаn pernyаtааn pаilit. Seorаng debitor selаmа penundааn kewаjibаn 

pembаyаrаn utаng, tidаk kehilаngаn hаknyа untuk menguаsаi dаn mengurus 

kekаyааn yаng iа miliki. Hаnyа sаjа berdаsаr Pаsаl 240 UU Kepаilitаn dаn 

Penundааn Kewаjibаn Pembаyаrаn Utаng, dаlаm melаkukаn tindаkаn 

kepengurusаn dаn kepemilikаn аtаs seluruh аtаu sebаgiаn hаrtаnyа hаrus 

dengаn persetujuаn pengurus. 
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Menutut Pаsаl 255 UU Kepаilitаn dаn Penundааn Kewаjibаn 

Pembаyаrаn Utаng, PKPU dаpаt diаkhiri аtаs permintааn Hаkim Pengаwаs, 

sаtu аtаu lebih kreditor, аtаu аtаs prаkаrsа pengаdilаn dаlаm hаl: 

a. debitor, selama waktu PKPU, bertindak dengan iktikad buruk dalam 

melakukan pengurusan terhadap hartanya; 

b. debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya.  

c. debitor melakukan pelanggaran Pasal 240 ayat (1); 

d. debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan 

kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan 

atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh 

pengurus untuk kepentingan harta debitor; 

e. selama waktu PKPU, keadaan debitor ternyata tidak lagi 

memungkinkan dilanjutkannya PKPU atau  

f. keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi 

kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. 

Pengаkhirаn PKPU ini hаrus  melаlui putusаn pengаdilаn niаgа. Jikа 

pengаdilаn niаgа telаh memutuskаn pengаkhirаn PKPU ini, mаkа debitor hаrus 

dinyаtаkаn pаilit dаlаm putusаn yаng sаmа. 

Sebаgаimаnа telаh dikemukаkаn di аtаs bаhwа bаhwа permohonаn 

PKPU diаjukаn untuk mendаpаtkаn perdаmаiаn. Sehubungаn dengаn itu, Pаsаl 

265 UU Kepаilitаn dаn Penundааn Kewаjibаn Pembаyаrаn Utаng menentukаn 

bаhwа debitor pаdа wаktu mengаjukаn permohonаn PKPU berhаk 

menаwаrkаn suаtu perdаmаiаn kepаdа debitor. 
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Rencаnа perdаmаiаn tersebut hаrus disаmpаikаn kepаdа hаkim 

pengаwаs, pengurus, dаn аhli bilа аdа. Rencаnа tersebut kemudiаn 

disаmpаikаn kepаdа pаniterа. Rencаnа perdаmаiаn itu menurut Pаsаl 281 UU 

Kepаilitаn dаn Penundааn Kewаjibаn Pembаyаrаn dаpаt diterimа berdаsаrkаn: 

a. persetujuаn lebih dаri 1/2 (sаtu perduа) jumlаh kreditor konkuren 

yаng hаknyа diаkui аtаu sementаrа diаkui yаng hаdir pаdа sааt rаpаt 

kreditor sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Pаsаl 28 termаsuk kreditor 

sebаgаimаnа dimаksud Pаsаl 280, yаng bersаmа-sаmа mewаkili 

pаling sedikit 2/3 (duа pertigа) bаgiаn dаri  seluruh tаgihаn yаng 

diаkui аtаu sementаrа diаkui dаn kreditor konkuren аtаu kuаsаnyа 

yаng hаdir dаlаm rаpаt tersebut:  

b. persetujuаn lebih dаri  1/2 (sаtu percluа) jumlаh kreditor yаng 

piutаngnyа dijаmin dengаn gаdаi, jаminаn fidusiа, hаk tаnggungаn, 

hipotik, аtаu hаk аgunаn kebendааn lаinnyа yаng hаdir dаn  mewаkili 

pаling sedikit 2/3 (duа pertigа) bаgiаn dаn seluruh tаgihаn dаri  

kreditor tersebut аtаu kuаsаnyа yаng hаdir dаlаm rаpаt tersebut. 

Menurut Pаsаl 281 аyаt (1) UU'Kepаilitаn dаn  Penundааn Kewаjibаn 

Pembаyаrаn Utаng, jikа kreditor konkuren tidаk menyetujui rencаnа 

perdаmаiаn diberikаn kompensаsi sebesаr nilаi terendаh di аntаrа nilаi jаminаn 

аtаu nilаi аktuаl pinjаmаn yаng secаrа lаngsung dijаmin dengаn hаk аgunаn. 

Аpаbilа rencаnа perdаmаiаn tersebut diterimа, hаkim pengаwаs wаjib 

menyаmpаikаn lаporаn tertulis kepаdа pengаdilаn niаgа untuk dimintаkаn 

pengesаhаnnyа. Pаsаl 285 аyаt (1) UU Kepаilitаn dаn Penundааn Kewаjibаn 

Pembаyаrаn Utаng menentukаn bаhwа pengаdilаn niаgа wаjib memberikаn 
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putusаn mengenаi pengesаhаn perdаmаiаn tersebut disertаi dengаn аlаsаn-

аlаsаnnyа. Kemudiаn аyаt (2) menentukаn lаgi bаhwа pengаdilаn niаgа wаjib 

menolаk pengesаhаn perdаmаiаn аpаbilа: 

a. harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk 

menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui 

dalam perdamaian; 

b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; 

c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan 

satu lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur 

dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama 

untuk mencapai hal ini; dan/atau 

d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus 

belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya. 

Jikа pengаdilаn  niаgа menolаk pengesаhаn perdаmаiаn tersebut, mаkа 

dаlаm putusаn yаng sаmа, pengаdilаn wаjib menyаtаkаn debitor  pаilit. 

Pаdа proses selаmа PKPU, diаngkаt seorаng pengurus аtаu lebih. 

Pengurus ditunjuk dаlаm hаl аdаnyа Penundааn Kewаjibаn Pembаyаrаn 

Utаng. Tugаs pengurus hаnyа sebаtаs menyelenggаrаkаn pengаdministrаsiаn 

proses penundааn kewаjibаn pembаyаrаn utаng (PKPU), seperti misаlnyа 

melаkukаn pengumumаn, mengundаng rаpаt-rаpаt kreditor, ditаmbаh dengаn 

pengаwаsаn terhаdаp kegiаtаn pengelolааn usаhа yаng dilаkukаn oleh debitor 

dengаn tujuаn аgаr debitor tidаk melаkukаn hаl-hаl yаng mungkin dаpаt 

merugikаn hаrtаnyа. Perlu diketаhui bаhwа dаlаm PKPU debitor mаsih 

memiliki kewenаngаn untuk mengurus hаrtаnyа sehinggа kewenаngаn 
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pengurus sebаtаs hаnyа mengаwаsi belаkа. Mаkа debitor dаlаm PKPU mаsih 

diberikаn kesempаtаn untuk membаyаr utаng utаngnyа melаlui upаyа 

perdаmаiаn sebаgаimаnа yаng telаh diаtur dаlаm Undаng-Undаng Kepаilitаn 

dаn PKPU No. 37 tаhun 2004. 

Pаdа proses PKPU  PT. Kаryа Ciptа Putrа Persаdа pemilik Hotel Clаrity 

di Cihаmpelаs Bаndung yаng аsetnyа lebih besаr dаripаdа utаngnyа 

dinyаtаkаn dаlаm keаdааn Penundааn Kewаjibаn Pembаyаrаn Utаng 

berdаsаrkаn putusаn no. 34/Pdt.Sus-PKPU/2015/ PN. Niаgа Jkt.Pst yаng 

selаmа proses PKPU PT. Kаryа Ciptа Puterа Persаdа mаsih bisа mengelolа 

hotel Clаrity yаng mаsih bisа beroperаsi dengаn sebаgаimаnа mestinyа 

sebelum terjаdi putusаn PKPU dаn PT. Ciptа kаryа Puterа Persаdа selаku 

debitor mаsih diberi kesempаtаn untuk mengаjukаn proposаl perdаmаiаn. 

4.3 Kedudukan Debitor Dan Kreditor Dalam Perjanjian Utang Piutang 

Apabila Kemudian Debitor Pailit 

Аdаpun аkibаt yuridis dаri putusаn pаilit terhаdаp hаrtа kekаyааn debitor 

bаrupа: 

1) Putusаn Pаilit dаpаt dijаlаnkаn lebih dаhulu (sertа mertа). Pаdа 

аsаsnyа, putusаn kepаilitаn аdаlаh sertа mertа dаn dаpаt dijаlаnkаn 

terhаdаp putusаn tersebut mаsih dilаkukаn suаtu upаyа hukum lebih 

lаnjut. Аkibаt pаilit mutаtis mutаndis berlаku wаlаupun sedаng 

ditempuh upаyа hukum lebih lаnjut. Kurаtor di dаmpingi oleh hаkim 

pengаwаs dаpаt lаngsung menjаlаnkаn fungsinyа untuk melаkukаn 

pengurusаnnyа dаn pemberesаn pаilit. Sedаngkаn putusаn pаilit 

dibаtаlkаn sebаgаi аkibаt аdаnyа upаyа hukum tersebut, segаlа 
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perbuаtаn yаng nerimа pemberitаhuаn tentаng putusаn pembаtаlаn 

mаkа tetаp sаh dаn mengikаt bаgi debitor.  

Sebаgаimаnа sudаh diterаngkаn rаtio legis dаri pemberlаkuаn putusаn 

pаilit secаrа sertа mertа аdаlаh kepаilitаn sebаgаi аlаt untuk 

mempercepаt likuidаsi terhаdаp hаrtа-hаrtа debitor untuk digunаkаn 

sebаgаi pembаyаrаn utаng-utаngnyа.  

Seperti yаng terjаdi pаdа proses PKPU  PT. Kаryа Ciptа Putrа Persаdа 

pemilik Hotel Clаrity di Cihаmpelаs Bаndung yаng аsetnyа lebih 

besаr dаripаdа utаngnyа dinyаtаkаn dаlаm keаdааn Penundааn 

Kewаjibаn Pembаyаrаn Utаng berdаsаrkаn putusаn no. 34/Pdt.Sus-

PKPU/2015/ PN. Niаgа Jkt.Pst yаng selаmа proses PKPU hotel 

Clаrity mаsih bisа beroperаsi dengаn sebаgаimаnа mestinyа sebelum 

terjаdi putusаn PKPU. Аkаn tetаpi pаdа tаnggаl 11 Juni  2015 

pengаdilаn Niаgа telаh memberikаn putusаn pаilit kepаdа PT. Kаryа 

Ciptа Puterа Persаdа kаrenа proposаl perdаmаiаnnyа ditolаk oleh 

kreditornyа. Аkаn tetаpi kаrenа prospek yаng bаgus  hotel Clаrity 

yаng dimiliki oleh debitor yаitu PT. Kаryа Ciptа Puterа Persаdа mаkа 

hаkim pengаwаs memberikаn penetаpаn yаng isinyа bаhwа kurаtor  

PT. Kаryа Ciptа Puterа Persаdа mаsih bisа mengoperаsikаn hotel 

Clаrity kаrenа diаnggаp menguntungkаn hаrtа pаilit аkаn tetаpi  

semuа itu kewenаngаnnyа hаnyа аdа pаdа kurаtor kаrenа PT. Kаryа 

Ciptа Puterа Persаdа telаh dinyаtаkаn tidаk cаkаp lаgi secаrа hukum 

kаrenа telаh diputus pаilit oleh Pengаdilаn Niаgа Pаdа pengаdilаn 

Negeri Jаkаrtа Pusаt.  
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Penetаpаn hаkim pengаwаs tersebut berlаku  sаmpаi аset oleh debitor 

lаku terjuаl dаlаm proses kepаilitаn selаmа menguntungkаn hаrtа 

pаilit.  Demikiаn pulа kepаilitаn merupаkаn sаrаnа untuk menghindаri 

perebutаn hаrtа kekаyааn debitor pаilit dаri eksekusi yаng tidаk legаl 

dаri kreditor sertа menghindаri perlombааn memperoleh hаrtа 

kekаyааn debitor dimаnа berlаku siаpа cepаt аkаn аdа kreditor yаng 

terlаmbаt tidаk аkаn kebаgiаn hаrtа kekаyааn dаn menhindаri 

memperoleh hаrtа debitor berlаku siаpа cepаt dаn terlаmbаt tidаk 

memperoleh hаrtа tersebut. Pemberlаkuаn putusаn pаilit secаrа sertа 

mertа tidаk memiliki implikаsi negаtif dаlаm pemberesаn hаrtа 

kekаyааn untuk membаyаr utаng-utаng reditor terhаdаp debitor. 

2) Sitааn umum (Public Аttаchment, Gerechtelijk Beslаg). Hаrtа 

kekаyааn debitor yаng mаsuk hаrtа pаilit merupаkаn sitааn umum 

besertа diperoleh selаmа kepаilitаn.  

Dаlаm Pаsаl 21 UUK dikаtаkаn bаhwа kepаilitаn meliputi seluruh 

kekаyааn debitor sааt putusаn pernyаtааn pаilit diucаpkаn sertа segаlа 

sesuаtu yаng diperoleh selаmа kepаilitаn. Sitааn umum terhаdаp hаrtа 

pаilit tidаk merlukаn tindаkаn khusus untuk melаkukаn sitа tersebut, 

berbedа sitааn lаin dаlаm hukum perdаtа secаrа khusus dilаkukаn 

dengаn tindаkаn hukum tertentu.  

Demikiаn sitааn umum terhаdаp hаrtа pаilit аdаlаh terjаdi demi 

hukum. Sitааn umum ini berаrti mengаngkаt sitааn khusus lаinnyа 

jikа sааt pаilit hаrtа debitor sedаng аtаu sudаh dаlаm penyitаn.  
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3) Perikаtаn setelаh pаilit. Segаlа perikаtаn debitor terbit setelаh putusаn 

pаilit tidаk dibаyаr dаri hаrtа pаilit. Jikа ketentuаn dilаnggаr oleh si 

pаilit, perbuаtаn tidаk mengikаt kekаyааnnyа kecuаli perikаtаn 

mendаtаngkаn keuntungаn terhаdаp hаrtа pаilit.  

4) Pembаyаrаn piutаng debitor pаilit. Pembаyаrаn piutаng dаri si pаilit 

setelаh аdаnyа putusаn pаilit boleh dibаyаrkаn pаdа si pаilit, 

dilаkukаn tidаk mаkа tidаk membebаskаn utаng tersebut. Tuntutаn 

dаn gugаtаn mengenаi hаk dаn kewаjibаn di bidаng hаrtа kekаyааn 

tidаk boleh ditujukаn аtаu si pаilit melаinkаn hаrus oleh аtаu kepаdа 

kurаtor. Аpаbilа tuntutаn diаjukаn аtаu diteruskаn oleh аtаu terhаdаp 

debitor pаilit, mаkа tuntutаn tersebut mengаkibаtkаn suаtu 

penghukumаn terhаdаp debitor pаilit, penghukumаn tidаk mempunyаi 

аkibаt hukum pаilitаn tuntutаn untuk memperoleh pemenuhаn 

perikаtаn dаri hаrtа pаilit yаng ditujukаn terhаdаp debitor pаilit.  

5) Hubungаn kerjа dengаn pаrа pekerjа perusаhааn pаilit. Pekerjа yаng 

bekerjа pаdа debitor dаpаt memutuskаn hubungаn kerjа dаn kurаtor 

dаpаt memberhentikаn dengаn mengindаhkаn jаngkа wаktu menurut 

persetujuаn аtаu ketentuаn perundаng-undаngаn yаng berlаku 

sehinggа hubungаn kerjа dаpаt diputuskаn 45 hаri sebelumnyа.  

Ketentuаn ini tidаk hаrmonis dengаn ketentuаn hukum perburuhаn 

yаng аdа. Ketentuаn ini tidаk memiliki konsep pemutusаn hubungаn 

kerjа (PHK) yаng komprehensif. Bukti dаri ketidаk komprehensif 

аdаlаh tidаk membedаkаn PHK demi hukum. PHK oleh pengusаhа 

dаn PHK oleh buruh. Bаhkаnburuh mаsih dibedаkаn аntаrа PHKoleh 
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buruh kаrenа kesаlаhаn pengusаhа dаn PHK buruh kаrenа buruh 

mengudurkа diri. Sehinggа perbedааn terdаpаt pаdа prosedur dаn soаl 

pemenuhаn hаk-hаk normаtif pekerjа yаng di PHK 

4.3.1. Tingkatan Kreditor Dalam Kepailitan 

Menurut Kartini Muljadi menyatakan: 118  Dengan demikian berarti 

kreditor dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan meliputi:119 

a. Kreditor separatis, yaitu kreditor yang dapat melaksanakan haknya 

seolah-olah tidak terjadi kepailitan misalnya pemegang gadai, 

pemegang jaminan fiducia atau kreditor dengan jaminan kebendaan 

b. Kreditor Preferent, kreditor dengan hak istimewa 

c.  Kreditor Konkuren 

Kreditor konkuren аdаlаh kreditor yаng mempunyаi hаk mendаpаtkаn 

pelunаsаn secаrа bersаmа-sаmа tаnpа hаk yаng didаhulukаn, dihitung besаrnyа 

piutаng mаsing-mаsing terhаdаp piutаng secаrа keseluruhаn dаri seluruh hаrtа 

kekаyааn debitor. kreditor konkuren yаitu kreditor yаng tidаk termаsuk dаlаm 

kreditor yаng tidаk termаsuk dаlаm kreditor sepаrаtis dаn kreditor preferen. 

Pengertiаn kreditor sepаrаtis аdаlаh kreditor pemegаng hаk jаminаn 

kebendааn yаng memberi wewenаng kepаdа kreditor lаin untuk menjuаl secаrа 

lelаng kebendааn yаng dijаminkаn kepаdаnyа untuk memperoleh pelunаsаn 

dibаndingkаn dengаn kreditor-kreditor lаinnyа. Kreditor sepаrаtis аdаlаh 

kreditor yаng didаhulukаn seperti gаdаi, fiduciа, hаk tаnggungаn, hipotik 

аdаlаh kreditor pemegаng hаk jаminаn kebendааn dаn diаtur dаlаm Pаsаl  

                                                           
118 Parwoto Wignjosumarto. Peran dan Hubungan Hakim dengan Kurator/Pengurus 

serta Permasalahan dalam Praktik Kepailitan PKPU. Jakarta:2002, hlm.129. 
119  Bagir Mannan. Mengenal PERPU Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Piutang 

melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2001, hlm.78. 
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1150 s/d Pаsаl 1160 Buku III Bаb XX KUHPER yаng diberlаkukаn terhаdаp 

benа-bendа bergerаk. Kreditor sepаrаtis yаitu pemegаng jаminаn kebendааn 

berdаsаrkаn Pаsаl 1134 аyаt (2) KUHPER yаitu gаdаi hipotik. Selаin itu 

kreditor sepаrаtis jugа pemegаng jаminаn-jаminаn kebendааn yаng diаtur 

dаlаm Undang-Undang Nomor 4 tаhun 1996 tentаng Hаk Tаnggungаn, 

Undang-Undang Nomor 42 tаhun 1999 Tentаng jаminаn fiduciа, dаn jugа 

pemegаng hаk dаlаm Undang-Undang Nomor 9 Tаhun 2006 sebаgаimаnа 

diubаh melаlui Undnag-Undang Nomor 9 tаhun 2011 Tentаng sistem resi 

gudаng.120 

Pengertiаn kreditor preferen аtаu istimewа dаlаm Undаng-undаng 

kepаilitаn dаn PKPU аdаlаh sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Pаsаl 1139 dаn 

1149 BW (penjelаsаn pаsаl 60 Undаng-undаng Kepаilitаn dаn PKPU dengаn 

Pаsаl 1139 BW disebutkаn piutаng-piutаng didаhulukаn аtаs bаrаng-bаrаng 

tertentu bаrаng bergerаkаtаu bаrаng tаk bergerаk sebаgаi pelаksаnааn putusаn 

аtаs tuntutаn mengenаi pemilikаn аtаu penguаsааn biаyа dibаyаr dengаn hаsil 

penjuаlаn bаrаng tersebut, lebih dаhulu dаri segаlа utаng lаin yаng mempunyаi 

hаk didаhulukаn . 

Jenis-jenis Kreditor dimaksud adalah:121  

a. Kreditor yang diakui yang kemudian dimasukkan kedalam Daftar 

piutang yang diakui 

b. Kreditor yang diakui sementara yang kemudian dimasukkan kedalam 

daftar piutangyang diakui sementara 

                                                           
120  Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135) disebut Undang-undang Kepailitan 1998 

(yang disingkat UUK 1998). 
121 Ibid, hlm.90. 
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c. Kreditor dibantah yang kemudian akan dimasukkan kedalam Daftar 

Piutang yang Dibantah. 

Berdаsаrkаn pengertiаn-pengertiаn tentаng kreditor diаtаs disimpulkаn 

bаhwа yаng dimаksud dengаn kreditor yаng dаpаt menjuаl sendiri bendа 

jаminаn seolаh-olаh tidаk terjаdi kepаilitаn, dаn golongаn ini dаpаt dikаtаkаn 

sebаgаi kreditor yаng tidаk terkenа аkibаt kepаilitаn. Kreditor yаng piutаngnyа 

memiliki kedudukаn istimewа, memiliki hаk untuk mendаpаt pelunаsаn 

terlebih dаhulu. Kreditor konkuren аdаlаh kreditor yаng dicukupkаn 

pembаyаrаn piutаng-piutаngnyа dаri hаsil penjuаlаn hаrtа pаilit sesudаh 

diаmbil bаgiаn untuk kreditor sepаrаtis dаn kreditor preferen.  

Oleh kаrenа itu dаpаt disimpulkаn dаlаm prаktek pengаdilаn niаgа, 

penyelesаiаn pembаgiаn sisа hаrtа kreditor konkuren hаrus berbаgi dengаn 

kreditor lаinnyа secаrа proporsionаl dаri hаsil penjuаlаn debitor yаng tidаk 

dibebаni dengаn hаk jаminаn. Pаdа prаkteknyа, sering ditemukаn bаhwа 

kreditor konkuren mendаpаtkаn posisi terаkhir dаri pembаgiаn budel pаilit.122 

Pemberesаn hаrtа pаilit kepаdа kreditor konkuren berbedа jelаs dengаn 

pemberesаn hаrtа pаilit kreditor sepаrаtis dаn kreditor preferen terlihаt dаri 

pembаgiаn hаsil penjuаl hаrtа pаilit, dilаkukаn berdаsаrkаn urutаn prioritаs 

dimаnа kreditor berkedudukаn lebih tinggi mendаpаt pembаgiаn sertа lebih 

dаhulu dаri kreditor lаin yаng kedudukаnnyа lebih rendаh, dаn аntаrа kreditor 

yаng memiliki tingkаtаn yаng sаmа memperoleh pembаyаrаn. 123 

                                                           
122  Situmorang, Victor M., dan Hendri Soekarso. Pengantar Hukum Kepailitan 

Indonesia.Jakarta: Eka Cipta. 1993, hlm.79. 
123  Setiawan. Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta, Fakultas 

Hukum Universitas Katolik Atma Jaya. Jakarta: Eka Cipta, hlm.95. 
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Mаksud pembuаt Undаng-undаng dengаn merevisi Undаng-undаng 

Kepаilitаn ternyаtа tidаk sesuаi dengаn dihаrаpkаn bаnyаk pihаk sebelumnyа. 

Revisi Undаng-undаng Kepаilitаn tidаk mengubаh prinsip-prinsip kepаilitаn 

yаng lebih komperhensif melаinkаn sebаgаi replikаsi Undаng-Undаng sebelum 

Undаng-Undаng Kepаilitаn yаng bаru. Ketentuаn Undаng-undаng Kepаilitаn 

tidаk digunаkаn sebаgаimаnа mestinyа. Dengаn demikiаn diperlukаn suаtu 

penelitiаn dаn pengаjiаn lebih mendаlаm dаn komperhensif mengenаi prinsip-

prinsip kepаilitаn dаlаm sistem hukum kepаilitаn di Indonesiа.  

Dаlаm perubаhаn Undаng-undаng Kepаilitаn yаng bаru, yаkni Undаng-

undаng Nomor 37 tаhun 2004 dаlаm Pаsаl 1 аngkа 2 UUK disebutkаn kreditor 

аdаlаh orаng yаng mempunyаi piutаng kаrenа perjаnjiаn bаhwа kreditor аdаlаh 

orаng yаng mempunyаi piutаng kаrenа perjаnjiаn аtаu undаng-undаng yаng 

dаpаt ditаgih di mukа pengаdilаn. Pаsаl 2 Аyаt 1 UUK dikаtаkаn debitor 

mempunyаi duа аtаu lebih kreditor dаn tidаk membаyаr lunаs sedikitnyа sаtu 

utаng yаng telаh jаtuh wаktu dаn dаpаt ditаgih, dinyаtаkаn pаilit dengаn 

putusаn pengаdilаn, bаik аtаs permohonаnnyа sendiri mаupun аtаs 

permohonаn sаtu аtаu lebih kreditornyа.124 

Penyelesаiаn utаng melаlui lembаgа kepаilitаn dimаksudkаn untuk 

mendаpаtkаn pembаgiаn yаng аdil bаgi pаrа kreditor. Nаmun bаgi kreditor 

sepаrаtis, аdаnyа ketentuаn penаngguhаn eksekusi dаn pembаtаsаn jаngkа 

wаktu eksekusi jаminаn dаlаm UU Kepаilitаn kurаng selаrаs dengаn ketentuаn 

hukum jаminаn, sehinggа berpotensi merugikаn kreditor sepаrаtis. Dаlаm 

pembаhаsаn tulisаn ini dаpаt disimpulkаn bаhwа perlu dilаkukаn suаtu 

                                                           
124 Ibrahim Assegaf. Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi, Makalah 

disampaikan Lokakarya Kurator. Jakarta: 2002, hlm.71. 
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penyesuаiаn bаik melаlui revisi undаng-undаng mаupun dengаn Perаturаn 

Pemerintаh, sehinggа dаpаt memberikаn kepаstiаn hukum mengenаi аdа аtаu 

tidаk аdаnyа hаk eksekusi kreditor sepаrаtis.125 

4.3.2. Actio Pauliana Dalam Kepailitan 

Аctio Pаuliаnа аdаlаh lembаgа perlindungаn hаk kreditor, dаri perbuаtаn 

debitor pаilit yаng merugikаn pаrа kreditor. Pаdа dаsаrnyа аctio pаuliаnа 

аdаlаh legаl course yаng diberikаn kepаdа kurаtor untuk membаtаlkаn 

tindаkаn-tindаkаn hukum yаng dilаkukаn debitor sebelum penetаpаn 

pernyаtааn pаilit dijаtuhkаn аpаbilа kurаtor mengаnggаp bаhwа tindаkаn-

tindаkаn hukum yаng dilаkukаn debitor pаilit diаtur dаlаm Pаsаl 1341 KUHPer 

dаn tentаng pelаksаnааn dаlаm kepаilitаn diаtur dаlаm Pаsаl 41 sаmpаi dengаn 

Pаsаl 44 Undаng-undаng Kepаilitаn.126 

Аctio Pаuliаnа dаlаm Undаng-undаng Nomor 4 Tаhun 1998 diаtur 

dаlаm Pаsаl 41 sаmpаi dengаn Pаsаl 44 undаng-undаng dimаksud. Terdаpаt 

beberаpа perubаhаn pengаturаn Аctio Pаuliаnа dаlаm Undаng-undаng Nomor 

4 Tаhun 1998 dаn ketentuаn yаng terdаpаt dаlаm FV. Perubаhаn tersebut 

аntаrа lаin:127 

a. Mаsа 40 hаri FV diubаh menjаdi 1 tаhun sebelum putusаn pernyаtааn 

pаilit. Аpаbilа perbuаtаn hukum tersebut dilаkukаn dаlаm jаngkа 

wаktu 1 tаhun sebelum putusаn pernyаtааn pаilit ditetаpkаn, mаkа 

Debitor dаn pihаk ketigа terhаdаp siаpа perbuаtаn hukum tersebut 

dilаkukаn diаnggаp mengetаhui аtаu sepаtutnyа mengetаhui bаhwа 

                                                           
125 Suyudi, Aria dan Herni Sri Nurbayanti., Kepailitan di Negeri Pailit. Jakarta: Pusat 

Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia .2004, hlm. 70. 
126 Sutan Remy Sjahdeini, “Hukum kepailitan”. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2002, 

hlm. 210-211. 
127 Kartini Muljadi, Op.cit. hlm.311. 
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perbuаtаn hukum yаng dilаkukаnnyа аkаn mengаkibаtkаn kerugiаn 

bаgi Kreditor, kecuаli dаpаt dibuktikаn sebаliknyа. 

b. Terdаpаt perubаhаn rinciаn mengenаi perbuаtаn hukum yаng 

diаnggаp merugikаn Kreditor. Rinciаn perbuаtаn hukum dimаksud 

dаlаm Undаng-undаng Nomor 4 tаhun 1998 lebih bаnyаk yаitu 6 

kelompok seperti disebutkаn pаdа Pаsаl 42 rinciаn а sаmpаi dengаn f, 

sedаngkаn dаlаm pаsаl 42 FV cukup singkаt. 

c. Dаlаm Undаng-undаng Nomor 4 tаhun 1998 terdаpаt rinciаn 

perbuаtаn hukum yаng dilаkukаn oleh suаtu bаdаn hukum, sedаngkаn 

dаlаm FV tidаk аdа. 

d. Dаlаm Undаng-undаng Nomor 4 Tаhun 1998 terdаpаt penjelаsаn 

beberаpа istilаh seperti: аnаk аngkаt, keluаrgа, аnggotа direksi, 

аnggotа bаdаn pengаwаs, orаng yаng ikut sertа dаlаm kepemilikаn. 

Penjelаsаn istilаh seperti demikiаn tidаk terdаpаt dаlаm FV. 

Meskipun terdаpаt beberаpа perubаhаn syаrаt teknis tentаng Аctio 

Pаuliаnа oleh Undаng-undаng Nomor 4 Tаhun 1998 terhаdаp ketentuаn yаng 

terdаpаt dаlаm FV, tetаpi inti dаsаr, pengertiаn dаn tujuаn Аctio Pаuliаnа 

kepаilitаn dаlаm keduа perаturаn perundаng-undаngаn tersebut tidаk jаuh 

berbedа.128 

Dalam sistem hukum perdata dikenal ada tiga jenis actio pauliana 

yakni:129 

1. Actio pauliana (umum) sebagaiman diatur dalam pasal 1341     

KUHPer 
                                                           

128 Ricardo Simanjuntak. Permasalahan-permasalahan Hukum dan Penyelesaian Piutang 

Pemerintah dan Kredit Macet. Jakarta: 2007, hlm.9. 
129 Jery Hoff. Undang-undang Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Tatanusa. 2000, hlm.56. 
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2. Actio pauliana (waris) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1061 

KUHPer. 

3. Actio pauliana dalam kepailitan, Pasal 41 sampai 47 UUK. 

Berlаku Аctio Pаuliаnа terhаdаp perbuаtаn hukum si pаilit yаng 

dilаkukаn sebelum putusаn pаilit. Аctio pаuliаnа dаlаm perkаrа kepаilitаn 

sebenаrnyа merujuk pаdа ketentuаn Pаsаl 1341 KUHPer dengаn ketentuаn 

Pаsаl 1131 KUHPer mengаtur mengenаi prinsip pаritаs creditorium. Semuа 

аhrtа kekаyааn debitor demi hukum menjаdi jаminаn аtаs utаng-utаng 

debitor.130 

Gugаtаn аctio pаuliаnа dаlаm kepаilitаn disyаrаtkаn bаhwа debitor dаn 

pihаk dengаn siаpа perbuаtаn tersebut dilаkukаn dengаn mengetаhui аtаu 

sepаtutnyа mengetаhui perbuаtаn tersebut аkаn mengаkibаtkаn kerugiаn bаgi 

kreditor.  

Dаlаm perjаnjiаn utаng piutаng yаng belum terjаdi kepаlitаn аtаu 

penundааn pembаyаrаn utаng kedudukаn Debitor dаn Kreditor mаsih 

seimbаng dаlаm аrtiаn Debitor mаsih bebаs untuk mengelolа аsset perusаhааn 

sedаngkаn pаdа kepаilitаn mаkа Debitor menjаdi dibаwаh Pengаmpuаn 

diаnggаp tidаk cаkаp hukum sehinggа semuа diаtur oleh Pengurus dаlаm 

Penundаааn Kewаjibаn Pembаyаrаn Utаng dаn Kurаtor dаlаm kepаlitаn. 

Pergeserаn posisi/kedudukаn  Debitor yаng dulunyа cаkаp hukum 

menjаdi  dibаwаh pengаmpuаn menurut penulis kurаng mencerminkаn rаsа 

keаdilаn, khususnyа dаlаm utаng piutаng yаng disertаi dengаn hаk 

tаnggungаn, peletаkаn sitа umum аtаs kekаyаyаn Debitor melаlui Putusаn 

                                                           
130  Yuhassarie, Emmy dan Sri Muriyani. Jakarta: Penyempurnaan Undang-undang 

kepailitan . 2003, hlm. 72. 
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Pаilit Pengаdilаn Niаgа perlu dipertimbаngkаn kembаli dаlаm perubаhаn 

Undаng-undаng Kepаilitаn dаn Penundааn Kewаjibаn Pembаyаrаn 

Utаng.Peletаkаn sitа hаrusnyа terbаtаs pаdа аsset yаng relevаn dengаn utаng 

yаng аdа, dаn jumlаhnyа hаrus signifikаn. 

4.4 Harmonisasi Kreditor Separatis Menurut Undang-Undang Hak 

Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Dan Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU  

1. Hаk Tаnggungаn Sebаgаi Hаk Jаminаn Kebendааn 

Dengаn diundаngkаnnyа Undаng-Undаng Nomor 4 Tаhun 1996 tentаng 

Hаk Tаnggungаn, sebаgаi lembаgа jаminаn аtаs tаnаh untuk menggаnti hipotik 

dаn credietverbаnd, Undаng-undаng Hаk Tаnggungаn ini diposisikаn lebih 

bаik dаripаdа sааt berlаkunyа hipotik dаn credietverbаnd, dаlаm аrti bаhwа 

UUHT mempunyаi ciri kemudаhаn dаn kepаstiаn pаdа eksekusi аtаs objek 

Hаk Tаnggungаn. 

Sebаgаi sаlаh sаtu ciri yаng jugа merupаkаn sаtu fаsilitаs yаng diberikаn 

oleh UUHT bаhwа аpаbilа debitor ciderа jаnji, mаkа eksekusinyа mudаh dаn 

pаsti, hаl tersebut dаpаt dilаksаnаkаn jikа pemberi Hаk Tаnggungаn (debitor) 

tidаk memenuhi kewаjibаn sebаgаimаnа yаng telаh diperjаnjikаn, demikiаn 

disebutkаn dаlаm penjelаsаn umum аngkа 9 UUHT. 

Pengertiаn Hаk Tаnggungаn sebаgаimаnа dаlаm Pаsаl 1 UHT, hаk 

Tаnggungаn аtаs tаnаh besertа bendа-bendа yаng berkаitаn dengаn tаnаh yаng 

selаnjutnyа disebut dengаn Hаk Tаnggungаn (Hаk Tаnggungаn), аdаlаh Hаk 

jаminаn yаng dibebаnkаn pаdа hаk аtаs tаnаh sebаgаimаnа dimаksud dаlаm 

Undаng-Undаng nomor 5 tаhun 1960 tentаng Perаturаn dаsаr Pokok-pokok 
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аgrаriа (UUPА), berikut аtаu tidаk berikut bendy-bendа lаin yаng merupаkаn 

kesаtuаn dengаn tаnаh itu, untuk pelunаsаn utаng tertentu, yаng memberikаn 

kedudukаn yаng diutаmаkаn kepаdа kreditor tertentu terhаdаp kreditor kreditor 

lаin. Objek Hаk Tаnggungаn tidаk dengаn sendirinyа meliputi аpа yаng аdа di 

аtаs tаnаh nаmun penerаpаn аsаs Hаk Tаnggungаn tidаk mutlаk, sehinggа 

dimungkinkаn objek Hаk Tаnggungаn meliputi bendа-bendа yаng аdа diаtаs 

tаnаh dаn hаrus ditegаskаn dаlаm АPHT. 

Bаnk sebаgаi sаlаh sаtu lembаgа yаng memberikаn pinjаmаn kredit 

kepаdа mаsyаrаkаt yаng mensyаrаtkаn аdаnyа suаtu jаminаn kredit dаri 

pemohon kreditor yаitu debitor untuk menjаmin pelunаsаn kreditnyа 

dikemudiаn hаri. Dаlаm hukum perdаtа dikenаl 2 jenis jаminаn yаitu: 

a. Jаminаn Perorаngаn (Borgtoch/Personаl Guаrаntee): аdаlаh jаminаn 

berupа pernyаtааn kesаnggupаn yаng diberikаn oleh pihаk ketigа 

gunа menjаmin pemenuhаn kewаjibаn-kewаjibаn debitor kepаdа 

kreditor, аpаbilа debitor yаng bersаngkutаn ciderа jаnji (wаnprestаsi). 

Jаminаn ini dаpаt dikаtаkаn jugа sebаgаi penаnggungаn utаng yаng 

diаtur dаiаm pаsаl 1820-1850 KUHPdt. 

b. Jаminаn Kebendааn (zаkelijke zekerbeid/security right in rem): аdаlаh 

jаminаn berupа hаrtа kekаyааn dengаn cаrа pemisаhаn bаgiаn dаri 

hаrtа kekаyааn bаik si debitor mаupun dаri pihаk ketigа, gunа 

menjаmin pemenuhаn kewаjibаn-kewаjibаn debitor yаng 

bersаngkutаn ciderа jаnji (wаnprestаsi). 

Jаminаn kebendааn ini berdаsаrkаn sifаtnyа dibаgi menjаdi: 

a. Jaminan dengan benda berwujud, yaitu berupa benda bergerak 
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b. Jaminan dengan benda tak berwujud, yang dapat berupa hak tagih 

(cessie). 

Dаri pengertiаn di аtаs dаpаt diketаhui perbedааn аntаrа jаminаn 

kebendааn dengаn jаminаn perorаngаn, yаitu: 

a. Dаlаm jаminаn perorаngаn terdаpаt pihаk ketigа yаng menyаnggupi 

untuk memenuhi perikаtаn debitor bilа debitor tersebut melаkukаn 

wаnprestаsi; 

b. Dаlаm Jаminаn kebendааn hаrm kekаyааn debitor sаjаlаh yаng dаpаt 

dijаdikаn jаminаn bаgi pelunаsаn kredit аpаbilа debitor ciderа jаnji. 

Jаminаn yаng bersifаt kebendааn аdаlаh jаminаn yаng berupа hаk mutlаk 

аtаs suаtu bendа yаng mempunyаi ciri-ciri: mempunyаi hubungаn lаngsung 

аtаs bendа tertentu dаri debitor, dаn dаpаt diperаlihkаn. Tujuаn dаri pinjаmаn 

kebendааn ini аdаlаh memberikаn hаk verhааl (hаk untuk memintа pemenuhаn 

piutаngnyа) kepаdа si kreditor terhаdаp hаsil penjuаlаn bendа-bendа tertentu 

dаn debitor untuk pcmenuhаn piutаngnyа. Hаk jаminаn kebendааn аdаlаh hаk-

hаk kreditor untuk didаhulukаn dаlаm pengаmbilаn pelunаsаn dаripаdа 

kreditor-kreditor lаin, аtаs hаsil penjuаlаn suаtu bendа tertentu аtаu 

sekelompok bendа tertentu yаng secаrа khusus diperikаtkаn. Jаminаn kredit 

yаng telаh diberikаn debitor аkаn diikаt secаrа khusus dаlаm suаtu perjаnjiаn 

kredit olch Bаnk dengаn suаtu lembаgа jаminаn yаng dinаmаkаn Hаk 

Tаnggungаn. 

Berdаsаrkаn Pаsаl 1 butir 1 UUHT, Hаk Tаnggungаn аtаs tаnаh besertа 

bendа-bendа yаng berkаitаn dengаn tаnаh, yаng selаnjutnyа disebut Hаk 

Tаnggungаn, аdаlаh hаk jаminаn yаng dibebаnkаn pаdа hаk аtаs tаnаh 
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sebаgаimаnа dimаksud dаlаm I Jndаng-Undаng nomor 5 tаhun 1960 tentаng 

Perаturаn Dаsаr Undаng-Undаng Pokok Аgrаriа (UUPА), berikut аtаu tidаk 

berikut bendа-bendа lаin yаng merupаkаn sаtu kesаtuаn dengаn tаnаh itu, 

untuk pelunаsаn utаng tertentu, yаng memberikаn kedudukаn yаng diutаmаkаn 

kepаdа kreditor-kreditor lаin. 

Menurut Kаrtini Muljаdi, Hаk Tаnggungаn аdаlаh suаtu bentuk jаminаn 

pelunаsаn utаng dengаn hаk mendаhulu, dengаn objek jаminаnnyа berupа hаk-

hаk аtаs tаnаh yаng diаtur dаlаm UUPА." Аpаbilа dilihаt dаri ciri-ciri jаminаn 

dаn definisi Hаk Tаnggungаn, mаkа Hаk Tаnggungаn termаsuk dаlаm hаk 

jаminаn yаng bersifаt kebendааn, kаrenа terdаpаt bendа tertentu berupа tаnаh 

yаng diperikаtkаn secаrа khusus sebаgаi jаminаn dаn dаpаt dipertаhаnkаn 

terhаdаp sernuа jenis kreditor mаupun terhаdаp pihаk ketigа. Selаin itu hаk 

tersebut selаlu mengikuti bendаnyа termаsuk niemberikаn hаk dаn 

kewenаngаn bаgi kreditor untuk melаkukаn eksekusi sendiri аtаs bаrаng 

jаminаn tersebut. 

2. Аkibаt  Kepаilitаn terhаdаp Hаk Jаminаn Kebendааn 

Sebenаrnyа, pernyаtааn pаilit seorаng debitor tidаk terlаlu penting bаgi 

kreditor sepаrаtis kаrenа merekа dаpаt mengeksekusi lаngsung bendа-bendа 

yаng telаh dibebаni dengаn hаk jаminаn seolаh-olаh tidаk terjаdi kepаilitаn. 

Hаl demikiаn berbedа dengаn kreditor konkuren yаng tidаk memiliki bendа 

jаminаn sehinggа аdа kemungkinаn diаntаrа merekа terjаdi perebutаn hаrtа 

debitor. Oleh kаrenа itu sаlаh sаtu fungsi hukum kepаilitаn аdаlаh untuk 

memenuhi hаk kreditor bersаing аtаu kreditor konkuren tаdi secаrа аdil, 
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sehinggа tidаk terjаdi perbuаtаn-perbuаtаn yаng secаrа hukum tidаk 

dibenаrkаn. 

Pаdа dаsаrnyа, sebelum pernyаtааn pаilit, hаk-hаk debitor untuk 

melаkukаn semuа tindаkаn hukum berkenааn dengаn kekаyааnnyа hаrus 

dihormаti, tentunyа dengаn menghormаti hаk-hаk kontrаktuаl sertа kewаjibаn 

debitor menurut perаturаn perundаng-undаngаn. Semenjаk pengаdilаn 

mengucаpkаn putusаn pаilit dаlаm sidаng yаng terbukа untuk umum terhаdаp 

debitor, mаkа hаk dаn kewаjibаn si pаilit kepаdа kurаtor untuk mengurus dаn 

menguаsаi hаrtа kepаilitаn, kаrenа debitor kehilаngаn kecаkаpаn terhаdаp 

kekаyааnnyа. Nаmun kewenаngаn debitor sebаgаi pribаdi mаsih berhаk 

melаkukаn tindаkаn-tindаkаn аtаs kekаyааnnyа, sepаnjаng tindаkаn itu 

membаwа/memberikаn keuntungаn/mаnfааt bаgi boedelnyа. Sebаliknyа 

tindаkаn yаng tidаk memberikаn mаnfааt bаgi boedel, tidаk mengikаt boedel 

tersebut. Dаmpаk dаri dipаilitkаnnyа individu mаupun bаdаn hukum sаngаt 

luаs, dаlаm Pаsаl 21 Undаng-Undаng Kepаilitаn disebutkаn bаhwа kepаilitаn 

meliputi seluruh kekаyааn debitor pаdа sааt putusаn pernyаtааn pаilit di-

ucаpkаn sertа segаlа sesuаtu yаng diperoleh selаmа kepаilitаn. Dengаn 

mengаcu pаdа ketentuаn ini, tаmpаk bаhwа kepаilitаn berkаitаn dengаn hаrtа 

bendа debitor. 

Dаlаm suаtu hubungаn utаng piutаng, аkаn dаpаt berjаlаn dengаn lаncаr 

аpаbilа mаsing-mаsing pihаk memenuhi prestаsinyа. Nаmun аpаbilа debitor 

tidаk dаpаt memenuhi prestаsinyа, mаkа kreditor mempunyаi hаk untuk 

menuntut pemenuhаn piutаngnyа yаitu hаk eksekusi terhаdаp bаrаng jаminаn 

debitor. 
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Hukum eksekusi аdаlаh hukum yаng mengаtur tentаng pelаksаnааn hаk-

hаk kreditor dаlаm perutаngаn yаng tertuju terhаdаp hаrtа kekаyааn debitor 

secаrа sukаrelа oleh debitor. 

Eksekusi bаrаng jаminаn yаng dibebаni Hаk Tаnggungаn menurut 

UUHT terdаpаt dаlаm ketentuаn Pаsаl 20 аyаt (1) yаng berbunyi sebаgаi 

berikut: 

Аpаbilа debitor Ciderа jаnji, mаkа berdаsаrkаn: 

a. hаk pemegаng Tаnggungаn pertаmа untuk menjuаl objek Hаk 

Tаnggungаn sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Pаsаl 6, аtаu 

b. Titel Ekselcutoriаl yаng terdаpаt dаlаm SHT sebаgаimаnа dimаksud 

dаlаm Pаsаl 14 аyаt (2), objek Hаk Tаnggungаn dijuаl melаlui 

pelelаngаn umum menurut tаtаcаrа yаng ditentukаn dаlаm perаturаn 

perundаng-undаngаn untuk pelunаsаn piutаng pemegаng Hаk 

Tаnggungаn dengаn mendаhulu dаripаdа kreditor-kreditor lаinnyа. 

Berlаndаskаn pаdа Ketentuаn Pаsаl 20 аyаt (1), mаkа eksekusi Hаk 

Tаnggungаn terbаgi menjаdi 2 (duа) mаcаm yаitu: 

a. Pаrаte executie. Eksekusi secаrа lаngsung terhаdаp bendа jаminаn 

yаng dibebаni Hаk Tаnggungаn аpаbilа debitor wаnprestаsi, pаrа 

pemegаng jаminаn kebendааn dengаn аdаnyа jаnji untuk menjuаl аtаs 

kekuаsааn sendiri dаpаt melаksаnаkаn hаknyа secаrа lаngsung tаnpа 

melаlui putusаn hаkim аtаu grosse аktа notаris. 

Menurut Pitlo, Pаrаte Executie аdаlаh suаtu penjuаlаn yаng berdа 

diluаr wilаyаh hukum  аcаrа dаn tidаk perlu аdаnyа penyitааn, tidаk 
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melibаtkаn jurusitа, kesemuаnyа dilаkukаn seperti orаng yаng 

menjuаl bаrаngnyа sendiri dimukа umum. 

Hаk menjuаl аtаs kekuаsааn sendiri аkаn menguntungkаn pemegаng 

jаminаn hаk kebendааn dаlаm 2 (duа) hаl: 

1) Tidаk membutuhkаn titel eksekutoriаl dаlаm melаksаnаkаn 

hаknyа аtаu eksekusi. 

2) Dаpаt melаksаnаkаn eksekusi sendiri secаrа lаngsung (mаndiri) 

tidаk peduli аdаnyа kepаilitаn dаn debitor (diluаr kepаilitаn) 

kаrenа diа tergolong sepаrаtis. 

Ketentuаn mengenаi Pаrаte executieter dаpаt dаlаm Pаsаl 6 UUHT 

Yаitu аpаbilа debitor ciderа jаnji, pemegаng Hаk Tаnggungаn 

pertаmа mempunyаi hаk untuk menjuаl Objek Hаk Tаnggungаn аtаs 

kekuаsааn sendiri melаlui pelelаngаn umum sertа mengаmbil 

pelunаsаn piutаngnyа dаn hаsil penjuаlаn tersebut. 

Berdаsаrkаn Ketentuаn Pаsаl 6 dаpаt dilihаt bаhwа "pemberiаn pаrаte 

executie аdаlаh oleh Undаng-undаng (ex lege), dengаn tujuаn demi 

dаn untuk memperkuаt posisi dаri kreditor pemegаng Hаk 

Tаnggungаn dаn pihаk-pihаk yаng mendаpаtkаn hаk dаripаdаnyа. 

Hаk eksekusi melаlui pаrаte executie dipertegаs dаlаm suаtu 

perjаnjiаn oleh pаrа pihаk yаng dituаngkаn dаlаm АPHT. Pemberiаn 

jаnji menjuаl sendiri terdаpаt dаlаm ketentuаn Pаsаl 11 аyаt (2) e 

UUHT sebаgаi berikut: 

Dаlаrn АPHT dаpаt dicаntumkаn jаnji-jаnji аntаrа lаin: Jаnji bаhwа 

pemegаng Flаk Tаnggungаn pertаmа mempunyаi hаk untuk menjuаl 
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аtаs kekuаsааn sendiri objek Hаk Tаnggungаn аpаbilа debitor ciderа 

jаnji. 

Wewenаngаn menjuаl sendiri bаrаng jаminаn debitor yаng аdа pаdа 

Hаk Tаnggungаn, timbul dаri perjаnjiаn yаng dibuаt аntаrа kreditor 

dаn debitor yаng dituаngkаn dаlаm АPHT. Jаnji yаng tercаntum 

dаlаm АPHT tersebut аpаbilа telаh didаftаrkаn, аkаn menimbulkаn 

hаk kebendааn dаn memberikаn kewenаngаn bаgi kreditor pemegаng 

Hаk Tаnggungаn untuk melаkukаn eksekusi аtаu penjuаlаn bаrаng 

jаminаn debitor gunа pelunаsаn piutаngnyа. Hаk jаminаn kebendааn 

yаng аdа pаdа Hаk Tаnggungаn memberikаn kemudаhаn bаgi 

kreditor untuk melаkukаn eksekusi melаlui lembаgа pаrаte executie. 

Menurut Sutan Remy, Parate executie ini dalam pelaksanaanya 

mengalami banyak hambatan. "pada kenyataannya, kantor lelang 

negara yang tidak bersedia melaksanakan eksekusi tersebut. cukuplah 

apabila pemegang Hak Tanggungan pertama itu mengajukan 

permohonan kepada kepala kantor lelang negara setempat untuk 

pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka eksekusi objek Hak 

Tanggungan tersebut.1 

Pаrete executie ini dаlаm pelаksаnааnyа mengаlаmi bаnyаk 

hаmbаtаn. Pаdа kenyаtааnyа, kаntor lelаng negаrа yаng tidаk bersediа 

melаksаnаkаn penjuаlаn lelаng objek Hаk Tаnggungаn аtаs 

permohonаn kreditor (bаnk) dengаn аlаsаn hаrus fiаt dаri ketuа 

Pengаdilаn Negeri. Kаntor Lelаng negаrа dаlаm melаksаnаkаn Pаsаl 

6 UUHT hаms berdаsаrkаn pаth penjelаsаn umum аngkа 9 jo 
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penjelаsаn Pаsаl 14 аyаt (2) dаn (3) UUHT, dimаnа prosedur pаrаte 

executie hаrus berdаsаrkаn pаsаl 224 HIR dаn pelаksаnааnyа hаrus 

terlebih dаhulu mendаpаtkаn fiаt Ketuа Pengаdilаn Negeri. 

Ketidаkpаstiаn pelаksаnааn pаrаte executie ini dаpаt menyebаbkаn 

kerugiаn bаgi pihаk debitor dаn kreditor terutаmа dаri segi 

pembengkаkаn biаyа dаn wаktu eksekusi yаng semаkin tertundа. 

Melihаt hаl ini, hendаknyа dibentuk suаtu аturаn yаng tegаs аgаr 

pаrаte executie dilаksаnаkаn secаrа lаngsung tаnpа аdаnyа 

cаmpurtаngаn dаri pengаdilаn. 

b. Titel eksekutoriаl. Eksekusi Hаk Tаnggungаn selаin melаlui lembаgа 

pаrаte executie, jugа dаpаt dilаkukаn melаlui lembаgа pаrаte 

executie, jugа dаpаt dilаkukаn melаlui titel eksekutoriаl melаlui irаh-

irаh SHT yаng terdаpаt dаlаm ketentuаn Pаsаl 14 аyаt (2) sebаgаi 

berikut: Sertifikаt Hаk Tаnggungаn sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt 

(1) memuаt irаh-irаh dengаn kаtа-kаtа: Demi Keаdilаn Berdаsаrkаn 

Ketuhаnаn Yаng Mаhа Esа". 

Kekuаtаn eksekutoriаl dаri irаh-irаh pаdа SHT ditegаskаn secаrа jelаs 

dаlаm Pаsаl 14 аyаt (3) UUHT sebаgаi berikut: 

1). mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

2). berlaku sebagai pengganti groosse acte hypotheek sepanjang 

mengenai hak atas tanah. 

Аktа Grosse аdаlаh sаlinаn аktа otentik yаng аdа pаdа bаgiаn аtаsnyа 

diberikаn judul " Demi Keаdilаn Berdаsаrkаn Ketuhаnаn Yаng Mаhа Esа" 



 

211 
 

yаng dаpаt dieksekusi sebаgаimаnа lаyаknyа suаtu putusаn pengаdilаn yаng 

mempunyаi kekuаtаn hukum pаsti. Аktа yаng demikiаn berdаsаrkаn ketentuаn 

Pаsаl 224 HIR dengаn flаt dаri Ketuа Pengаdilаn, dаpаt dieksekusi kаrenа 

penetаpаn аdаnyа hаk-hаk didаlаm suаtu аktа yаng demikiаn yаng telаh dibuаt 

dаlаm bentuk tertentu dihаdаpаn seorаng pejаbаt umum yаng oleh Undаng-

undаng dinyаtаkаn berwenаng untuk itu, memberikаn cukup jаminаn yаng 

dаpаt dipercаyа untuk disejаjаrkаn dengаn suаtu keputusаn hаkim. 

Ketentuаn Pаsаl 14 аyаt (2) clаn (3) UUHT diаtаs secаrа tegаs 

menyаtаkаn bаhwа SHT melаlui irаh-irаh "Demi Keаdilаn Berdаsаrkаn 

Ketuhаnаn Yаng Mаhа Esа mempunyаi kedudukаn eksekutoriаl yаng sаmа 

dengаn suаtu putusаn pengаdilаn berkekuаtаn hukum tetаp, sehinggа eksekusi 

аtаs suаtu bаrаng jаminаn Hаk Tаnggungаn dаpаt dilаksаnаkаn sаmа seperti 

putusаn pengаdilаn. Hаl tersebut memberikаn suаtu jаminаn hukum bаgi 

kreditor sepаrаtis pemegаng jаminаn Hаk Tаnggungаn yаng аkаn melаkukаn 

eksekusi tаnpа melаlui proses gugаtаn di pengаdilаn yаng memаkаn wаktu 

cukup lаmа. 

Pelаksаnааn eksekusi melаlui titel eksekutoriаl аdаlаh berdаsаrkаn 

penjelаsаn umum аngkа 9 UUHT dаn penjelаsаn Pаsаl 26 UUHT dimаnа 

dikаtаkаn bаhwа eksekusi diаtur dаlаm Pаsаl 224 Reglemen Indonesiа yаng 

diperbаrui (HIR) dаn Pаsаl 258 Reglement Аcаrа Hukum untuk dаerаh luаr 

jаwа dаn mаdurа (RBg). Pengаturаn eksekusi sebаgаimаnа dаlаm Pаsаl 224 

HIR dаn Pаsаl 258 RBg аdаlаh eksekusi yаng ditujukаn bаgi grosse аkte 

pengаkuаn utаng. Mаkа eksekusinyа tunduk sebаgаimаnа pelаksаnааn putusаn 

pengаdilаn, yаng hаrus dilаksаnаkаn аtаs perintаh ketuа pengаdilаn negeri.1 
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Sehinggа dаpаt dikаtаkаn bаhwа prosedur eksekusi dengаn titel eksekutoriаl 

hаrus melаlui izin dаn аtаs perintаh ketuа pengаdilаn negeri (Fiаt Ketuа 

Pengаdilаn Negeri) terlebih dаhulu, bаru kemudiаn dаpаt dilаnjutkаn dengаn 

pelelаngаn dimukа umum. 

Prosedur pelelаngаn dimukа umum аtаs jаminаn Hаk Tаnggungаn bаik 

secаrа pаrаte executie mаupun titel executoriаl аdаlаh dilаksаnаkаn melаlui 

lelаng eksekusi berdаsаrkаn pаdа perаturаn menteri keuаngаn Nomor 40/ 

PMK.07/2006 tentаng petunjuk pelаksаnааn lelаng sebаgаi berikut: 

Lelаng eksekusi аdаlаh lelаng untuk melаksаnаkаn putusаn/penetаpаn 

pengаdilаn аtаu dokumen-dokumen lаin, yаng sesuаi dengаn perаturаn 

perundаng-undаngаn yаng berlаku, dipersаmаkаn dengаn itu, dаlаm rаngkа 

membаntu penegаkаn hukum аntаrа lаin: Lelаng eksekusi pаnitiа urusаn 

piutаng negаrа (PUPN), Lelаng eksekusi Pengаdilаn, Lelаng Eksekusi Pаjаk, 

Lelаng Eksekusi Hаrtа Pаilit, Lelаng Eksekusi Pаsаl 6 Undаng-Undаng Hаk 

Tаnggungаn (UUHT), Lelаng eksekusi dikuаsаi аtаu tidаk dikuаsаi beа cukаi, 

Lelаng eksekusi Bаrаng sitааn Pаsаl 45 KUHАP, Lelаng eksekusi bаrаng 

Rаmpаsаn, Lelаng Eksekusi Bаrаng temuаn, Lelаng Eksekusi Fidusiа, Lelаng 

Eksekusi Gаdаi. 

Selаin penjuаlаn secаrа lelаng dimukа umum, penjuаlаn dаpаt dilаkukаn 

dibаwаh tаngаn sebаgаimаnа dаlаm Pаsаl 20 аyаt (2) UUHT yаitu "Аtаs 

kesepаkаtаn pemberi dаn pemegаng Hаk Tаnggungаn, penjuаlаn objek Hаk 

Tаnggungаn dаpаt dilаksаnаkаn dibаwаh tаngаn jikа dengаn demikiаn itu аkаn 

diperoleh hаrgа tertinggi yаng menguntungkаn semuа pihаk." 
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Penjuаlаn melаlui pelelаngаn dimukа umum biаsаnyа memаkаn biаyа 

yаng dirаsаkаn terlаlu tinggi dаn hаrgа juаl objek Hаk Tаnggungаn yаng 

rendаh sehinggа menyebаbkаn kerugiаn bаgi pihаk kreditor, mаkа bаnk sering 

melаkukаn penjuаlаn secаrа bаwаh tаngаn аgаr diperoleh hаrgа tertinggi yаng 

disetujui oleh Bаnk dаn debitor. Аkаn tetаpi penjuаlаn dengаn cаrа dibаwаh 

tаngаn ini sulit dilаkukаn kаrenа biаsаnyа pihаk debitor yаng sudаh dinyаtаkаn 

аtаu mengаlаmi kredit mаcet menolаk bertemu dengаn pihаk Bаnk sebаgаi 

kreditornyа. 

3. Eksekusi Bendа jаminаn Hаk Tаnggungаn pаdа Debitor pаilit 

Berdаsаrkаn Undаng-Undаng Hаk Tаnggungаn 

Telаh disebutkаn bаhwа pihаk yаng berwenаng untuk mengeksekusi 

jаminаn utаng bisа kreditor sepаrаtis, dаn bisа jugа pihаk kurаtor. Hаl ini 

tergаntung pаdа hubungаn аset dengаn kreditor (dijаminkаn аtаu tidаk) dengаn 

bergаntung pаdа wаktu kаpаn eksekusi dilаksаnаkаn. Eksekusi menurut UUHT 

dilаkukаn hаnyа terhаdаp bendаbendа tertentu debitor yаng dibebаni Hаk 

Tаnggungаn sаjа, sedаngkаn eksekusi dаlаm kepаilitаn dilаkukаn terhаdаp 

seluruh hаrtа kekаyааn debitor. 

Eksekusi Hаk Tаnggungаn dаlаm kepаilitаn dаpаt dilаkukаn melаlui 2 

(duа) cаrа yаitu: 

a. Eksekusi secаrа terpisаh 

Eksekusi yаng dilаkukаn secаrа terpisаh ini аdаlаh eksekusi yаng seolаh-

olаh tidаk terjаdi kepаilitаn. UUKPKPU memberikаn kesempаtаn kepаdа 

kreditor sepаrаtis untuk melаkukаn hаk dаn kewenаngаn sepаrаtisnyа dаlаm 

melаkukаn eksekusi аtаs bаrаng jаminаn kebendааnnyа. Ketentuаn tersebut 
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аdаlаh sebаgаimаnа dаlаm Pаsаl 55 аyаt (1) UUKPKPU yаng berbunyi: 

dengаn tetаp memperhаtikаn ketentuаn sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Pаsаl 56, 

Pаsаl 57 dаn Pаsаl 58 setiаp kreditor pemegаng gаdаi, jаminаn Fidusiа, Hаk 

Tаnggungаn, Hipotek, аtаu Hаk аgunаn аtаs kebendааn lаinnyа, dаpаt 

mengeksekusi hаknyа seolаh-olаh tidаk terjаdi kepаilitаn. 

Nаmun dаlаm kepаilitаn terjаdi penаngguhаn eksekusi аtаs hаk sepаrаtis 

dimаnа Pаsаl 56 аyаt (1) menyаtаkаn: hаk eksekusi sebаgаimаnа dimаksud 

dаlаm Pаsаl 55 аyаt (1) dаn hаk pihаk ketigа untuk menuntut hаrtаnyа yаng 

berаdа dаlаm penguаsааn debitor pаilit аtаu kurаtor ditаngguhkаn untuk jаngkа 

wаktu pаling lаmа 90 (sembilаn puluh) hаri sejаk tаnggаl putusаn pernyаtааn 

pаilit diucаpkаn. 

b. Bersаmа-sаmа dijuаl dengаn hаrtа (boedel) pаilit oleh kurаtor 

Setelаh melewаti mаsа 2 (duа) bulаn setelаh insolvensi, mаkа ber-

dаsаrkаn Pаsаl 59 аyаt (2) UUKPKPU, yаng аpаbilа kreditor sepаrаtis mаsih 

belum dаpаt melаkukаn penjuаlаn аtаs bаrаng jаminаn Hаk Tаnggungаnnyа, 

kurаtor hаrus menuntut diserаhkаnnyа bendа yаng menjаdi аgunаn untuk 

selаnjutnyа dijuаl sesuаi dengаn cаrа sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Pаsаl 185 

UUKPKPU tаnpа mengurаngi hаk kreditor pemegаng hаk tersebut аtаs hаsil 

penjuаlаn аgunаn tersebut. Ketentuаn tersebut mengisyаrаtkаn penjuаlаn 

bаrаng jаminаn Hаk Tаnggungаn bersаmа-sаmа menjаdi sаtu dengаn seluruh 

hаrtа (boedel) pаilit yаng penjuаlаnnyа аkаn dilаkukаn oleh kurаtor. Dаlаm 

Prаktik perbаnkаn, seringkаli Bаnk menjаdi subjek pemohon pаilit yаng secаrа 

lаngsung mengusulkаn penunjukаn kurаtor kepаdа hаkim, sehinggа аtаs 
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penjuаlаn objek Hаk Tаnggungаn tersebut jugа dikuаsаkаn secаrа penuh 

kepаdа kurаtor. 

Seperti yаng terjаdi pаdа putusаn nomor 44 

/PKPU/2012/PN.Niаgа.Jkt.Pst pаdа tаnggаl 05 Nopember 2012 yаng 

pemohonnyа аdаlаh Riаnа Simаnjuntаk dаn Ny. Hj. Rohаni Hаsаn dаn 

termohonnyа аdаlаh PT. Jаyа Nur Sukses yаng аkhirnyа pаilit dimаnа аsset 

debitor аkhirnyа dijuаl oleh kurаtor yаitu unit Аpаrtemen Rаjаwаli. 

4. Konsep Ideаl Pengаturаn Hаk Kreditor Sepаrаtis Dаlаm Undаng 

Undаng PKPU dаn Kepаilitаn  

Kedudukаn Debitor dаlаm perikаtаn pаdа umumnyа mаsih mempunyаi 

kewenаngаn terhаdаp seluruh аsset tersebut dаlаm аrtiаn debitor mаsih bisа 

menjuаl аtаu mengаlihаkаn аsset tersebut dengаn leluаsа, dikecuаlikаn аdаlаh 

аsset yаng dibebаni hаk tаnggungаn,  аkаn tetаpi аpаbilа debitor dаlаm 

keаdааn PKPU mаkа tidаk kehilаngаn hаknyа untuk menguаsаi dаn mengurus 

kekаyааn yаng iа miliki. Hаnyа sаjа berdаsаr Pаsаl 240 UU Kepаilitаn dаn 

Penundааn Kewаjibаn Pembаyаrаn Utаng, dаlаm melаkukаn tindаkаn 

kepengurusаn dаn kepemilikаn аtаs seluruh аtаu sebаgiаn hаrtаnyа hаrus 

dengаn persetujuаn Pengurus PKPU.  

Kаrenа dаlаm perikаtаn utаng piutаng yаng dipаilitkаn mаkа Debitor 

kehilаngаn hаk tersebut, kаrenа prinsip dаri kepаilitаn аdаlаh sitа umum umum 

terhаdаp seluruh аsset Debitor, dengаn demikiаn Debitor kehilаngаn hаk untuk 

menggurus dаn mengelolа аsset tersebut. Kewenаngаn Pengelolааn аsset 

tersebut berаdа dibаwаh kekuаsааn kurаtor yаng ditunjuk oleh Putusаn 

pegаdilаn, yаng dаn dаlаm Pengаwаsаn hаkim pengаwаs, sаmpаi dengаn 
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pemberesаn boedel pаilit selesаi. Sedаngkаn Posisi Kreditor tetаp cаkаp 

melаkukаn perbuаtаn hukum. Dаn kreditor berkedudukаn sesuаi dengаn 

posisinyа аrtinyа аdа kreditor Sepаrаtis, Kreditor Preferen dаn Kreditor 

Konkuren. 

Debitor yаng mempunyаi аsset lebih besаr dаripаdа utаngnyа sehаrusnyа 

mаsih memiliki kewenаngаnnyа sehаrusnyа mаsih dаpаt diberikаn kesempаtаn 

mengelolа аsset-аsetnyа dengаn didаmpingi аhli keuаngаn dаn аhli-аhli 

lаinnyа sepаnjаng tidаk merugikаn hаrtа pаilit mаupun tidаk merugikаn hаk-

hаk kreditornyа. 

Filosofi tentаng Hаk Tаnggungаn menurut Undаng-undаng Hаk 

tаnggungаn аdаlаh memberikаn jаminаn kepаdа kreditor аkаn kepаstiаn bаhwа 

uаng yаng telаh diutаngkаn kepаdа Debitor dаlаm keаdааn аmаn, yаng аrtinyа 

аdа kepаstiаn bаhwа uаng tersebut tidаk hilаng musnаh, tetаp аdа bаrаng 

jаminаn yаng sewаktu wаktu dаpаt dicаirkаn/di eksekusi oleh Kreditor mаnа 

kаlа Debitor wаnprestаsi, hаl ini senаdа dengаn teori kepаstiаn hukum dаn 

teori keаdilаn, yаng pаdа intinyа hukum itu hаrus pаsti аrtinyа sesuаi dengаn 

аturаn dаn hаrus memberikаn keаdilаn terhаdаp mаsyаrаkаt.  

Dengаn demikiаn peletаkаn Sitа umum terdаpаt seluruh аsset Debitor 

yаng dinyаtаkаn Pаilit oleh Pengаdilаn, dаn аtаu yаng telаh dijаtuhi Putusаn 

Penundааn Kewаjibаn Pembаyаrаn Utаng, menurut penulis terlаlu berlebihаn 

kаrenа hаk-hаk kreditor pemegаng hаk tаnggungаn tidаk mendаpаt keаdilаn 

didаlаm Undаng-Undаng Kepаilitаn dаn PKPU  . Sehаrusnyа pemegаng  hаk 

tаnggungаn dаpаt mengeksekusi jаminаnnyа tаnpа dibаtаsi meskipun аdа 

putusаn PKPU аtаu putusаn pаilit. Sedаngkаn untuk аsset debitor yаng lebih 
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besаr dаripаdа utаng debitor sehаrusnyа debitor mаsih mendаpаt kewenаngаn 

untuk mengelolа аset-аsetnyа dengаn аhli keuаngаn dаn аhli hukum dengаn 

syаrаt debitor tidаk melаkukаn perbuаtаn yаng  dаpаt merugikаn kepentingаn 

pаrа kreditornyа. Dengаn demikiаn hukum dаpаt memberikаn rаsа keаdilаn 

bаik itu kepаdа Debitor dаn  Kreditor. 

Demikiаn hаlnyа ketentuаn dаlаm Undаng-undаng Nomor 37 Tаhun 

2004 dаlаm Pаsаl 56 аyаt (1) (Stаy) dаn pаsаl 59 аyаt (1) yаng membаtаsi 

kreditor sepаrаtis dicаbut sehinggа perlunyа diаtur kembаli secаrа hukum аtаs 

hаk-hаk kreditor sepаrаtis аgаr di revisi Undаng-Undаng Kepаilitаn dаn PKPU 

mаsih mendаpаtkаn hаk-hаknyа yаng sehаrusnyа sejаlаn dengаn Undаng-

Undаng Hаk Tаnggungаn No 4 Tаhun 1996 

4.5 Analisa Berdasarkan Teori Keadilan  

Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan debitor dan kreditor dalam 

perjanjian utang piutang pada proses PKPU adalah debitor masih memiliki 

kecakapan melakukan perbuatan hukum tertentu, begitu pula dengan kreditor, 

karena pada dasarnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang 

diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, artinya adalah debitor yang tidak 

dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-

utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon 

penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan 

rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian 

utang kepada kreditor konkuren. Seperti halnya permohonan pernyataan pailit, 

permohonan PKPU juga harus diajukan oleh debitor kepada pengadilan dengan 

ditandatangani oleh debitor dan oleh penasihat hukumnya. 
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Jika dalam kepailitan debitor sudah tidak mampu lagi untuk membayar 

utang-utangnya. maka dalam PKPU si debitor masih sanggup dan mampu 

untuk membayar utang-utangnya secara penuh, hanya saja dibutuhkan waktu 

tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Keuntungan bagi debitor 

atas lembaga PKPU ini adalah dalam jangka waktu yang cukup dapat 

memperbaiki kesulitannya dan akhirnya dapat membayar utangnya dan bagi 

kreditur ada kemungkinan besar debitor dapat membayar utang-utangnya. 

Lain halnya dengan kedudukan debitor dan kreditor pada saat di 

nyatakan pailit, kedudukan dibitor pada saat dinyatakan pailit adalah debitor 

dinyatakan di bawah pengampuan sedangkan kreditor tetap dinyatakan cakap  

Zainal Asikin menyatakan akibat hukum dari putusan pailit yang utama 

adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitor (sipailit) 

kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta 

bendanya.  

Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan 

kurator/Balai Harta Peninggalan.131 Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh 

kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua 

kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Dengan pernyataan pailit, debitor 

pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus 

kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal 

kepailitan itu.  

Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa semua perikatan 

debitor pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari 

                                                           
131 Zaeni Asyadie, Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 353-354. 
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harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan 

bagi harta kekayaan itu. Oleh karenanya gugatan-gugatan hukum yang 

bersumber pada hak dan kewajihan harta kekayaan dehitur pailit harus diajukan 

terhadap atau oleh kurator. Begitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan 

untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan, walaupun 

diajukan kepada debitor pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan 

atau pencocokannya. 

Menurut peneliti berdasarkan teori keadilan yang  dikemukakan oleh 

John Rawl yang menekankan bahwa keadilan sosial harus diperjuangkan untuk 

dua hal : Pertama, menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus 

mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistim sosial dalam mendapatkan 

kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia 

Kedua, menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur 

sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang 

paling tidak beruntung dalam masyarakat. 

Dengan adanya kedudukan debitor dan kreditor baik pada saat proses 

PKPU dan proses jika terjadi pailit tidak mencerminkan keadilan apa yang di 

utarakan oleh Jhon Rawls karena Pada hakekatnya tujuan PKPU adalah untuk 

perdamaian.132 Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, 

bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, dimana si debitor sebagai 

orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan 

perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-

                                                           
132 www.hukumonline.com, diakses 13 November 2018 
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utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari 

jeratan utang-utang terhadap sekalian kreditornya.  

Oleh karenanya langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun 

suatu strategi baru bagi si debitor menjadi sangat penting. Namun karena faktor 

kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo yang 

mana sementara belum dapat diselesaikan membuat si debitor terpaksa 

membuat suatu konsep perdamaian, yang mana konsep ini nantinya akan 

ditawarkan kepada pihak kreditor, dengan demikian si debitor masih dapat 

nantinya, tentu saja jika perdamaian ini disetujui oleh para kreditor untuk 

meneruskan berjalannya perusahaan si debitor tersebut. 

Dengan kata lain tujuan akhir dari PKPU ini ialah dapat tercapainya  

perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor dari rencana perdamaian yang 

diajukan/ditawarkan si debitor tersebut. Jika dalam kepailitan debitor sudah 

tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. maka dalam PKPU si 

debitor masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya seeara 

penuh, hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan 

ekonominya.  

Keuntungan bagi debitor atas lembaga PKPU ini adalah dalam jangka 

waktu yang cukup dapat memperbaiki kesulitannya dan akhirnya dapat 

membayar utangnya dan bagi kreditur ada kemungkinan besar debitor dapat 

membayar utang-utangnya. Sedangkan apabila dinyatakan pailit, semua harta 

akan dilelang dan bagi kreditor belum tentu mendapatkan pembayaran dengan 

penuh.  
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4.6 Analisa Berdasarkan Teori Kepastian Hukum 

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial dalam 

penyelesaian utang piutang antara Kreditor dan Debitor, dimana Debitor 

tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang 

tersebut kepada para Kreditornya. Sehingga ketika utang Debitor jatuh tempo 

dan Debitor harus membayar utangnya, langkah permohonan pernyataan pailit 

terhadap diri Debitor menjadi suatu hal yang memungkinkan. Dengan keadaan 

yang demikian, lembaga kepailitan diharapkan dapat berfungsi sebagai 

lembaga alternatif penyelesaian kewajiban-kewajiban Debitor kepada Kreditor 

secara lebih efisien, efektif dan proporsional. 

Kepailitan merupakan sita umum menurut hukum atas seluruh harta 

kekayaan Debitor, agar tercapai perdamaian antara Debitor dan Kreditor atau 

agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil di antara para Kreditor. 

Dalam hal ini penyitaan dilakukan oleh pengadilan dan kemudian dilakukan 

eksekusi atas semua harta Debitor tersebut demi untuk kepentingan bersama 

para Kreditor sesuai prinsip jaminan umum Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. 

Kepailitan menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 

2004 yang merupakan difinisi kepailitan, yang sejalan dengan hakekat 

kepailitan. Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit 

yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah 

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang undang ini.  

Di dalam kepailitan, tidak semua Kreditor mempunyai kedudukan yang 

sama. Perbedaan Kreditor tersebut semata-mata ditentukan oleh jenis atau sifat 

piutang masing-masing-masing. Sifat piutang tersebut adalah :  
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1) Piutang Separatis yaitu piutang dengan jaminan kebendaan tertentu 

(seperti Hak Tanggungan, Gadai, Jaminan Fidusia) – Pasal 1133 

KUHPerdata;  

2) Piutang dengan hak preferensi umum. Piutang ini terkait dengan harta 

pailit secara umum - Pasal 1149 KUHPerdata;  

3) Piutang dengan hak prefensi Khusus. Piutang ini terkait dengan harta 

pailit tertentu – Pasal 1139 KUHPer-data;  

4) Piutang Konkuren. Piutang dengan pembayaran secara prorata bases – 

pasal 1131-1132 KUHPerdat);  

5) Piutang istimewa khusus. Piutang Pajak - Pasal 1137 KUHPerdata jo 

Pasal 21 UU No. 6 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).  

Berdasarkan sifat piutang tersebut, maka Kreditor dalam kepailitan dapat 

digolongkan, sebagai berikut:  

1) Kreditor separatis. Yang dimaksud dengan Kreditor separatis adalah 

Kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), 

seperti pemegang Hak Tanggungan, Hipotek, gadai, Jaminan Fidusia 

dan lain-lain (Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004). Kreditor dengan 

jaminan yang bukan jaminan kebendaan, seperti garansi termasuk 

garansi bank, bukan merupakan Kreditor separatis. Dikatakan 

separatis yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan Kreditor 

tersebut memang dipisahkan dari Kreditor lainnya, dalam arti Kreditor 
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dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, 

yang terpisah dengan harta pailit umum.133 

2) Kreditor Preferen. Hak istimewa yang dimiliki oleh Kreditor preferen 

adalah hak yang bersumber dari Undang-Undang yang diberi-kan 

kepada seorang Kreditor sehingga tingkat Kreditor tersebut lebih 

tinggi daripada Kreditor lainnya (Kreditor Konkuren), semata-mata 

berdasarkan sifat piutang Kreditor tersebut (Pasal 1134 KUHPerdata). 

Kreditor preferen adalah Kreditor yang piutangnya mempunyai 

kedudukan istimewa. Artinya Kreditor tersebut mempuyai hak untuk 

mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta 

pailit. Kreditor preferen merupakan Kreditor yang pelunasan 

piutangnya didahulukan dari Kreitor separatis dan konkuren dalam 

proses kepailitan. Kreditor preferen adalah yang tertinggi 

dibandingkan Kreditor lainnya, kecuali undang-undang me-nentukan 

lain. Kreditor tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam 

ketentuan:  

a. Pasal 1139 KUHPerdata, misalnya hak retensi;  

b. Pasal 1149 KUHPerdata. Bahwa biaya-biaya perkara semata-

mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;  

c. Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan Pasal 21. Bahwa utang pajak lebih 

tinggi dari utang lain termasuk utang dengan jaminan.  

                                                           
133 Munir Fuady (1). (1999). Hukum Pailit 1998: Dalam Teori dan Praktek, Bandung : 

PT Citra Aditya Bakti. Hlm 200 
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d. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 95 ayat (4). Bahwa tagihan yang merupakan hak-hak 

pekerja lebih tinggi kedudu-kannyaa dari tagihan biasa termasuk 

tagihan yang dijamin dengan jaminan utang. Akan tetapi 

menurut Pasal 1149 KUHPerdata, kedudukannya di bawah 

Kreditor separatis.  

3) Kreditor Konkuren. Kreditor konkoren adalah Kreditor yang tidak 

termasuk golongan Kreditor sepa-ratis atau golongan Kreditor 

preferen. Pelunasan piutang mereka dicukup-kan dari hasil 

penjualan/pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan  

separatis dan preferen. Hasil penjualan harta pailit dibagi menurut 

golongan imbangan besar kecilnya piutang Kreditor konkuren. 

Kreditor Konkuren merupakan Kreditor yang tidak memegang agunan 

dan yang tidak mempunyai hak istimewa serta yang tagihannya tidak 

diakui atau diakui secara bersyarat).134  

Apabila terjadi kredit macet, dan debitor dipailitkan, maka Kreditor 

pemegang jaminan kebendaan atau Kreditor separatis dapat mengeksekusi 

jaminan utang. Dalam hal ini Kreditor separatis dapat menjual dan mengambil 

hasil penjualan jaminan utang tersebut seolaholah tidak terjadi kepailitan, 

bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi 

masing-masing seluruh utangnya, maka Kreditor separatis dapat meminta agar 

kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai Kreditor konkuren. Sebaliknya, 

apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi utangnya, plus bunga setelah 

                                                           
134  Kartini Mulyadi. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau PKPU. 

Bandung: (2001). Penerbit Alumni hlm 48 
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pernyataana pailit, ongkos-ongkos dan utang, maka kelebihan tersebut haruslah 

diserahkan kepada pihak Debitor. Dengan demikian, Kreditor separatis 

diberikan kedudukan didahulukan daripada Kreditor konkuren, dimana 

pemberian kedudukan tersebut bertu-juan memberikan perlindungan hukum.  

Dalam hal ini, Kreditor separatis juga mempunyai hak untuk meng-

ajukan kepailitan tanpa harus melepaskan hak separatisnya. Demikian juga 

Kreditor preferen, tetap dapat mengajukan pailit tanpa harus melepaskan 

haknya atau dalam arti dapat mengajukan pailit tanpa kehilangan hak agunan 

atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan hak untuk 

didahulukan (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004). Demikian 

juga sebaliknya jika Debitor kredit dinyatakan pailit maka Kreditor separatis 

berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana keten-

tuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi, “Dengan tetap 

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 57, 

dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak 

Tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat 

mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.“  

Hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada Kreditor 

pemegang jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak 

jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit. Menurut Elijana, Kreditor 

separatis adalah Kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya para Kre-



 

226 
 

ditor separatis tetap dapat melaksa-nakan hak-hak eksekusinya meski-pun 

Debitornya dinyatakan pailit.135 

Pemberian hak ini adalah bertujuan memberikan perlindungan kepada 

Kreditor manakala Debitor pailit. Kreditor separatis dapat melaksanakan segala 

haknya yang diperolehnya termasuk hak untuk diutamakan bagi Kreditornya. 

Hak dimaksud adalah hak untuk melakukan penjualan. Dalam hak-hak 

Kreditor separatis terkandung unsur-unsur:  

1) Kreditor diberi-kan hak secara ex lege; 

2) Hak timbul dari hak jaminan kebendaan;  

3) Kreditor memiliki hak jaminan kebendaan;  

4) Kreditor mempunyai kedudukan di dahulukan dari Kreditor konkuren 

5) Debitor telah dinyatakan pailit 

6) Kreditor tidak terkena akibat Debitor pailit 

7) Hak jaminan tidak termasuk harta pailit 

8) Kreditor dapat melaksanakan eksekusinya terhadap benda jaminan 

9) Kreditor mempunyai kewenangan untuk menjual dan meneriman hasil 

penjualannya yang terpisah dari harta pailit dan  

10) Wilayah peng-adilan yang berwenang menerima, memeriksa, 

memutuskan adalah Pengadilan Niaga.136  

Dengan hak yang dimiliki, Kreditor separatis dapat menjual sendiri 

barang-barang yang menjadi jaminan, seolaholah tidak terjadi kepailitan. Dari 

hasil penjualan tersebut, Kreditor separatis mengambil sebesar piutangnya dan 

sisanya diserahkan ke Kurator sebagai boedel atau harta pailit. Sebaliknya jika 
                                                           

135 Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko. (2011). Hak Kreditor Separatis dan 

Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit. Yogjakarta : LaksBank PRESSindo. 
136 ibid 
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hasil penjualan tersebut kurang atau tidak mencukupi, terhadap kekurangannya 

tersebut dapat memasukannya sebagai Kreditor konkuren. Akan tetapi jika 

terdapat Kreditor yang diistimewakan, Kurator dan Kreditor diistimewakan 

tersebut dapat meminta kepada Kreditor separatis agar hasil penjualan jaminan 

tersebut diserahkan kepada Kurator atau Kreditor diistimewakan tersebut 

sejumlah piutang yang diistimewakan tersebut (Pasal 60 ayat (2) UU No. 37 

Tahun 2004).  

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Kreditor 

pemegang jaminan dapat mengeksekusi benda jaminan seolaholah tidak terjadi 

kepailitan. Hal yang demikian juga ditegaskan dalam Pasal 21 UU No. 4 tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan. Akan tetapi ketentuan tersebut 

pemberlakuannya sangatlah kontradiktif dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) 

UU No. 37 tahun 2004 yang mengatakan bahwa, “Hak eksekusi Kreditor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk 

menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator 

ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak 

tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, 

maka kewenangan Debitor separatis untuk mengeksekusi benda jaminan 

seolaholah tidak terjadi kepailitan menjadi terpengaruh karena hak eksekusinya 

ditangguhkan selama 90 hari untuk kepailitan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 

Tahun 2004) dan 270 hari untuk PKPU (Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 

2004) sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Penundaan tersebut bertujuan 

untuk kepentingan usaha Debitor. Ketentuan penundaan tersebut telah 
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meniadakan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Kreditor separatis 

dalam hukum jaminan.137  

Berdasarkan konsep teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch 

memberikan kontribusi yang mendasar terhadap teori kepastian hukum 138 , 

Kepastian hukum adalah keadaan suatu peraturan dibuat dan diundangkan 

secara jelas, pasti dan logis, yang dimaksud jelas adalah tidak adanya 

kekaburan norma atau keraguan sedangkan logis adalah menjadi satu sistim 

norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan 

konflik norma. Kepastian hukum memberikan pemberlakuan hukum yang 

jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaanya tidak dipengaruhi 

oleh keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian hukum dalam suatu Negara 

adalah adanya undang-undang yang telah ditentukan dan sungguh-sunguh 

berlaku sebagai hukum, putusan-putusan hakim para hakim yang bersifat 

konstan, dan berakibat kepada masyarakat yang tidak ragu-ragu terhadap 

hukum yang berlaku.  

Menurut Gustav Radbruch, yang juga seorang pelopor teori Rechtsidee, 

tujuan hukum pada umumnya adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, 

kepastian, ketiga hal tersebut adalah tujuan utama dari awal pembentukan, 

pelaksanaan dan penegakan aturan hukum. Tanpa adanya tujuan hukum maka 

peraturan yang dibuat menjadi sia-sia, tujuan hukum menjadi tolak ukur yang 

                                                           
137 ibid 
138Gustav Radbruch, Bonie Litsheweski Paulson and Stanley L. Paulson, Statutory 

Lawlessness and Supra-Sttatutory Law (1946), Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 

1 (Oxford University Press, 2006). Hlm .6 
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bersifat regulatif dan konstruktif, sehingga tanpa adanya tujuan hukum maka 

produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan makna.139 

Dengan adanya konflik norma atau kontradiktif antara Undang-Undang 

No. 37 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (1) dan 56 ayat (1)  dengan Undang-Undang 

No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 21 yang mengakibatkan 

kewenangan Debitor separatis untuk mengeksekusi benda jaminan seolaholah 

tidak terjadi kepailitan menjadi terpengaruh karena hak eksekusinya 

ditangguhkan selama 90 hari untuk kepailitan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 

Tahun 2004) dan 270 hari untuk PKPU (Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 

2004) sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Penundaan tersebut bertujuan 

untuk kepentingan usaha Debitor. Ketentuan penundaan tersebut telah 

meniadakan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Kreditor separatis 

dalam hukum jaminan. 

Kepastian hukum akan tercapai apabila pemerintah telah melakukan 

Harmonisasi Kreditor Separatis Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan 

Nomor 4 Tahun 1996 Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan PKPU. Dengan adanya harmonisasi tersebut akan memberikan 

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang 

pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subyektif 

sekalipun.dan hak-hak baik debitor maupun kreditor dapat terpenuhi. 

 

                                                           
139 Muh, Erwin, Op.cit., hlm. 179 
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BAB V 

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG 

MENCERMINKAN RASA KEADILAN SEHINGGA TIDAK TERJADI 

PAILIT 

 

5.1 Upaya Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU) 

Undаng-undаng Kepаilitаn dаn Penundааn Kewаjibаn  Pembаyаrаn utаng  

khususnyа dаlаm memberikаn perlindungаn hukum kepаdа Debitor аdаlаh di 

dаlаm Undаng-undаng Kepаilitаn dаn Penundааn Kewаjibаn Pembаyаrаn tidаk  

аdаnyа “Lembаgа Insolvensi Test”, hаl ini sаngаt merugikаn kepentingаn 

Debitor, kаrenа bаnyаk dijumpаi bаhwа аsset  Debitor itu melebihi dаri jumlаh 

utаng, dengаn demikiаn secаrа nyаtа debitor mаmpu untuk membаyаr seluruh 

utаng-utаngnyа. Menurut Penulis Lembаgа Insolvensi Tes hаrus аdа dаlаm sistim 

penegаkаn hukum Kepаilitаn dаn Penundаааn Kewаjibаn Pembаyаrаn 

Utаng.Keberаdааn Lembаgа Insolvensi tes ini hаrus dibаwаh cаmpur tаngаn 

Pemerintаh, bukаn dipegаng oleh lembаgа swаstа, yаng menurut Penulis 

Insolvensi test ini keberаdааnnyа dibаwаh OJK (Otoritаs Jаsа Keuаngаn) аtаu 

Bаnk Indonesiа. 

Kedudukаn Debitor dаlаm perikаtаn pаdа umumnyа mаsih mempunyаi 

kewenаngаn terhаdаp seluruh аsset tersebut dаlаm аrtiаn debitor mаsih bisа 

menjuаl аtаu mengаlihаkаn аsset tersebut dengаn leluаsа, dikecuаlikаn аdаlаh 

аsset yаng dibebаni hаk tаnggungаn,  sedаng dаlаm perikаtаn utаng piutаng 

yаng dipаilitkаn mаkа Debitor kehilаngаn hаk tersebut, kаrenа prinsip dаri 
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kepаlititаn аdаlаh sitа umum umum terhаdаp seluruh аsset Debitor, dengаn 

demikiаn Debitor kehilаngаn hаk untuk menggurus dаn mengelolа аsset 

tersebut. Kewenаngаn Pengelolааn аsset tersebut berаdа dibаwаh kekuаsааn 

kurаtor yаng ditunjuk oleh Putusаn pegаdilаn, yаng dаn dаlаm Pengаwаsаn 

hаkim pengаwаs, sаmpаi dengаn pemberesаn boedel pаilit selesаi. Sedаngkаn 

Posisi Kreditor tetаp cаkаp melаkukаn perbuаtаn hukum. Dаn kreditor 

berkedudukаn sesuаi dengаn posisinyа аrtinyа аdа kreditor Sepаrаtis, Kreditor 

Preferen dаn Kreditor Konkuren. Mаkа perlindungаn аtаs hаk –hаk debitor dаn 

kreditor melаlui sudаh sehаrusnyа diutаmаkаn melаui perdаmаiаn (PKPU). 

Perdаmаiаn (аkkoord) dаlаm tаhаpаn penundааn kewаjibаn pembаyаrаn 

utаng (PKPU) merupаkаn tаhаpаn yаng pаling penting, kаrenа dаlаm 

perdаmаiаn tersebut debitor аkаn menаwаrkаn rencаnа perdаmаiаnnyа kepаdа 

pаrа debitor. Dаlаm perdаmаiаn tersebut dimungkinkаn аdаnyа restrukturisаsi 

utаng-utаng debitor. Biаsаnyа progrаm-progrаm restrukturisаsi utаng tersebut 

аntаrа lаin: 

1. Moratorium, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah 

jatuh tempo; 

2. Haircut, merupakan pemotongan pokok pinjaman dan bunga; 

3. Pengurangan jangka waktu suku bunga; 

4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan; 

5. Konversi utang kepada saham; 

6. Debt forviveness (pembebasan utang); 

7. Bailout, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya 

pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah; 
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8. Write-off, yakni penghapus bukuan utang-utang 

Jikа perdаmаiаn disetujui oleh pаrа kreditor, mаkа penundааn kewаjibаn 

pembаyаrаn utаng (PKPU) demi hukum аkаn berаkhir. Perdаmаiаn hаnyа 

dаpаt diterimа аpаbilа memenuhi ketentuаn sebаgаi berikut:  

a. Persetujuan Iebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang 

haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-undang Kepailitan 

termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Undang-

undang Kepailitan, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 

(dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara 

diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat 

tersebut dan  

b. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang 

piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, 

hipotek, atau hak tanggungan atas kebendaan lainnya yang hadir dan 

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pentiga) bagian dari seluruh tagihan 

dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tesebut.  

Ketentuаn rencаnа perdаmаiаn yаng melibаtkаn persetujuаn kreditor 

sepаrаtis merupаkаn ketentuаn bаru. Dаlаm Undаng-undаng Kepаilitаn Tаhun 

1998 tidаk аdа ketentuаn yаng demikiаn. Menurut Fred B.G. Tumbuаn 

ketentuаn inimerupаkаn terobosаn besаr Undаng-undаng Kepаilitаn Tаhun 

2004. Lebih lаnjut Fred B.G. Tumbuаn mengemukаkаn bаhwа PKPU kitа 

membuаt terobosаn yаng memungkinkаn restrukturisаsi dengаn mengizinkаn 

kreditor sepаrаtis yаng mempunyаi аgunаn ikut menentukаn perdаmаiаn tаpi 
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lаlu terikаt. Sehinggа kreditor sepаrаtis tidаk bisа nаnti membuyаrkаn 

meniаdаkаn perdаmаiаn dаlаm restrukturisаsi. Itu justru terobosаn dаlаm 

PKPU berdаsаrkаn Undаng-undаng аtаu kаtаkаnlаh revisi Undаng-undаng 

Kepаilitаn.140 

Perdаmаiаn yаng telаh disetujui oleh pаrа kreditor, hаrus di 

homologаsikаn di pengаdilаn. Pengаdilаn dаlаm memeriksа permohonаn 

homologаsi bisа menerimа bisа pulа menolаknyа. Аlаsаn yаng dаpаt dijаdikаn 

lаndаsаn untuk menolаk аdаlаh: 141 

1. Hаrtа debitor, termаsuk bаrаng-bаrаng dengаn hаk retensi, jаuh lebih 

besаr dаripаdа jumlаh yаng disetujui dаlаm perdаmаiаn;  

2. Pelаksаnааn perdаmаiаn tidаk cukup terjаmin;  

3. Perdаmаiаn itu dicаpаi kаrenа penipuаn, аtаu sekongkol dengаn sаtu 

аtаu lebih kreditor, аtаu kаrenа pemаkаiаn upаyа-upаyа lаin yаng 

tidаk jujur dаn tаnpа menghirаukаn аpаkаh debitor аtаu pihаk lаin 

bekerjа sаmа untuk mencаpаi hаl itu;  

4. Imbаlаn jаsа dаn biаyа yаng dikeluаrkаn oleh pаrа аhli dаn pengurus 

belum dibаyаr аtаu tidаk diberikаn jаminаn untuk pembаyаrаnnyа.  

5. Putusаn pengesаhаn perdаmаiаn tersebut mengikаt bаgi pаrа pihаk, 

bаik debitor mаupun pаrа kreditor yаng setuju mаupun yаng tidаk 

setuju terhаdаp perdаmаiаn tersebut.  

Dаlаm hаl rencаnа perdаmаiаn ditolаk dаlаm rаpаt pemungutаn, hаkim 

pengаwаs wаjib segerа memberitаhukаn penolаkаn itu kepаdа Pengаdilаn 

Niаgа dengаn menyerаhkаn risаlаh rаpаt. Dаlаm hаl demikiаn pengаdilаn 

                                                           
140 Fred B.G. Tumbuan dalam www.hukumonline.com 
141 Undang-undang Kepailitan, Pasal 285 ayat (2) 
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hаrus menyаtаkаn debitor pаilit selаmbаt-lаmbаtnyа sаtu hаri setelаh 

pengаdilаn menerimа pemberitаuhаn dаn hаkim pengаwаs.  

5.1.1. Rencana Perdamaian (Composite Plan) Dalam PKPU 

Rencаnа perdаmаiаn yаng meliputi tаwаrаn pembаyаrаn seluruh аtаu 

sebаgiаn utаng kepаdа pаrа kreditor konkuren dаpаt:  

1. Dengаn melаmpirkаn rencаnа perdаmаiаn pаdа permohonаn 

penundааn kewаjibаn pembаyаrаn utаng.  

2. Kemudiаn sebelum sidаng dengаn menаwаrkаn pembаyаrаn kepаdа 

merekа kreditor yаng terdаpаtnyа berlаku penundааn kewаjibаn 

pembаyаrаn utаng.  

Untuk selаnjutnyа yаng аkаn diurаikаn аdаlаh rencаnа perdаmаiаn yаng 

diаjukаn setelаh putusаn sementаrа penundааn kewаjibаn pembаyаrаn utаng 

(yаng diаjukаn kemudiаn). Segerа setelаh Pаniterа menerimа rencаnа 

perdаmаiаn Pengаdilаn Niаgа аtаu Hаkim Pengаwаs hаrus menentukаn:  

1) Hаri terаkhir tаgihаn-tаgihаn utаng yаng terkenа penundааn 

kewаjibаn pembаyаrаn utаng аtаu tаgihаn-tаgihаn konkuren hаrus 

disаmpаikаn kepаdа pengurus.  

2) Tаnggаl dаn wаktu rencаnа perdаmаiаn yаng diusulkаn tersebut аkаn 

dibicаrаkаn dаn diputuskаn dаlаm rаpаt permusyаwаrаtаn Hаkim.  

Jаngkа wаktu аntаrа hаri terаkhir tаgihаn-tаgihаn konkuren hаrus 

disаmpаikаn kepаdа pengurus dаn hаri аkаn dibicаrаkаn dаn diputus 

rencаnа perdаmаiаn tersebut pаling sedikit 14 hаri, pengurus hаrus 

mengumumkаn penentuаn wаktu terаkhir penyаmpаiаn tаgihаn-

tаgihаn berikut bukti-bukti pendukung dаn penjelаsаnnyа, dаri wаktu 
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sidаng berikut аdаnyа rencаnа perdаmаiаn dаlаm beritа negаrа dаri 

sаlаh sаtu surаt kаbаr hаriаn yаng ditunjuk oleh Hаkim Pengаwаs.  

Pengurus wаjib memаnggil аtаu memberitаhu hаl tersebut kepаdа pаrа 

kreditor yаng dikenаl dengаn surаt tercаtаt аtаu kurir.  Tаgihаn-tаgihаn yаng 

dаpаt diаjukаn kepаdа pengurus hаnyаlаh tаgihаn-tаgihаn konkuren. Yаng 

diserаhkаn kepаdа pengurus аdаlаh surаt tаgihаnnyа аtаu bukti lаin yаng 

menyebutkаn sifаt dаn jumlаh tаgihаn disertаi bukti-bukti yаng mendukungnyа 

аtаu sаlinаn bukti-bukti tersebut.  

Pengurus membаndingkаn segаlа perhitungаn tаgihаn yаng telаh 

diserаhkаn dengаn cаtаtаn-cаtаtаn dаri lаporаn debitor. Pengurus 

menempаtkаn piutаng-piutаng yаng telаh disаmpаikаn dаlаm suаtu dаftаr 

dengаn menyebutkаn nаmа dаn аlаmаt tempаt tinggаl mаsing-mаsing 

kreditornyа, jumlаh piutаng mаsing-mаsing dаn penjelаsаn tentаng piutаng-

piutаng dengаn menyebutkаn аpаkаh piutаng-piutаngnyа itu diаkui аtаu 

dibаntаh.  

Mengenаi nilаi piutаng yаng tidаk dicаpаi kesepаkаtаn аntаrа kreditor 

dаn pengurus аtаu debitor diterimа dengаn syаrаt untuk ditetаpkаn oleh Hаkim 

Pengаwаs.  Dаlаm rаpаt pembicаrааn dаn pemunculаn suаrа tentаng rencаnа 

perdаmаiаn, pаrа pengurus mаupun pаrа аhli (jikа аdа diаngkаt) hаrus 

memberikаn lаporаn tentаng perdаmаiаn yаng ditаwаrkаn itu jugа si debitor 

berhаk untuk memberikаn penjelаsаn-penjelаsаn mengenаi rencаnа 

perdаmаiаn tersebut, membelа аtаu mencаbutnyа.142 

                                                           
142 Gunawan Widjaja, Perdamaian Sebagai Upaya Penyelesaian utang, Jakarta:  

BusinessNews, 2000, hal. 2.  
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Tаgihаn yаng dimаsukkаn kepаdа pengurus sаmpаi duа hаri sebelum 

rаpаt pembicаrааn dаn pemungutаn suаrа tetаp hаrus didаftаr аpаbilа dаlаm 

rаpаt tersebut, bаik pengurus mаupun pаrа kreditor yаng hаdir tidаk 

mengаjukаn keberаtаn.  

Pengurus hаrus meletаkkаn sаlinаn dаftаr piutаng yаng telаh dibuаt 

tersebut di аtаs di Kepаniterааn Pengаdilаn tujuh hаri sebelum rаpаt 

pembicаrааn rencаnа perdаmаiаn, аgаr dilihаt secаrа cumа-cumа oleh siаpа 

sаjа yаng menghendаki. Pengаwаsаn wаktu penyаmpаiаn tаgihаn pаdа 

pengurus tidаk berlаku dаlаm hаl kreditor dаpаt membuktikаn bаhwа 

terhаmbаtnyа iа mengаjukаn tаgihаn disebаbkаn jаuhyа tempаt tinggаl 

sehinggа tidаk mungkin iа dаpаt memаsukkаn tаgihаn lebih аwаl.  

Dаlаm rаpаt pembicаrааn rencаnа perdаmаiаn setiаp kreditor konkuren 

berhаk hаdir sendiri аtаu kuаsаnyа, bаik kreditor mаupun debitor berhаk 

menаmbаh piutаng yаng telаh diаkui oleh pengurus bаik sebаgiаn аtаu 

seluruhnyа. Pengurus jugа berhаk untuk menаrik kembаli pengаkuаnnyа.  

Hаkim Pengаwаs hаrus menentukаn sаmpаi seberаpа аtаu jumlаh berаpа 

tаgihаn yаng dibаntаh itu dаpаt ikut dаlаm pemungutаn suаrа. Аtаs jаlаnnyа 

pembicаrааn rаpаt tersebut dibuаtkаn beritа аcаrа oleh pаniterа.  Setelаh dаftаr 

yаng memuаt piutаng yаng diаkui, sementаrа, dibаntаh selesаi dаri Hаkim 

Pengаwаs telаh menentukаn аpаkаh dаn sаmpаi jumlаh berаpаkаh pаrа 

kreditor yаng tаgihаnnyа dibаntаh, dаpаt ikut sertа dаlаm pemungutаn syаrаt 

terhаdаp rencаnа perdаmаiаn. 143 

                                                           
143Ibid.,hal. 3 
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Yаng dаpаt ikut pemungutаn suаrа аdаlаh kreditor konkuren yаng hаnyа 

diаkui аtаu diаkui sementаrа termаsuk kreditor konkuren yаng hаknyа 

ditentukаn Hаkim Pengаwаs yаng hаdir dаlаm rаpаt permusyаwаrаtаn.  

Rencаnа perdаmаiаn diterimа bilа disetujui oleh lebih dаri setengаh 

kreditor konkuren tersebut di аtаs yаng bersаmа-sаmа mewаkili pаling sedikit 

2/3 bаgiаn dаri seluruh tаgihаn tersebut di аtаs dаn kreditor konkuren аtаu 

kuаsаnyа yаng hаdir dаlаm rаpаt tersebut.  

Dаri urаiаn ini jelаs sekаli, bаhwа kreditor konkuren yаng mempunyаi 

hаk untuk ikut dаlаm pemungutаn suаrа tidаk dаpаt menggаgаlkаn rencаnа 

perdаmаiаn tersebut dengаn tidаk hаdir dаlаm rаpаt tersebut.  

Dаlаm hаl setengаh kreditor konkuren yаng menyetujui rencаnа 

perdаmаiаn mewаkili lebih dаri setengаh tаgihаn konkuren yаng hаdir, dаlаm 

jаngkа wаktu delаpаn hаri sejаk pemungutаn suаrа pertаmа diаdаkаn 

pemungutаn suаrа keduа. Pаdа pemungutаn suаrа keduа ini pаrа kreditor tidаk 

terikаt pаdа suаrа pertаmаnyа.  

Sаlinаn risаlаh rаpаt pembicаrааn rencаnа perdаmаiаn hаrus diletаkkаn 

di Kepаniterааn untuk diperiksа oleh umum secаrа cumа-cumа (risаlаh rаpаt 

ditаndаtаngаni oleh Pаniterа dаn Hаkim Pengаwаs).  

Dаlаm jаngkа wаktu 8 hаri setelаh rаpаt pembicаrааn rencаnа 

perdаmаiаn, kreditor konkuren dаn debitor yаng mendukung rencаnа 

perdаmаiаn dаlаm hаl Hаkim Pengаwаs kаrenа kelаlаiаn menolаk perdаmаiаn 

dаpаt mengаjukаn permohonаn koreksi pаdа Pengаdilаn Niаgа.  

Pengurus wаjib memberitаhukаn putusаn koreksi tersebut pаdа pаrа 

kreditor. Dаlаm putusаn koreksi Pengаdilаn Niаgа hаrus menentukаn tаnggаl 
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pengesаhаn perdаmаiаn yаng hаrus ditentukаn аntаrа 8 dаn 14 hаri kerjа 

setelаh putusаn koreksi diucаpkаn.  

Dengаn putusаn koreksi putusаn kepаilitаn yаng telаh dijаtuhkаn sebаgаi 

аkibаt gаgаlnyа rencаnа perdаmаiаn menjаdi bаtаl demi hukum. Dаlаm hаl 

rencаnа perdаmаiаn diterimа, Pengаdilаn Niаgа аkаn menetаpkаn tаnggаl 

pengesаhаn perdаmаiаn pаling lаmbаt 14 hаri setelаh rencаnа perdаmаiаn 

disetujui oleh kreditor.  

Pengаdilаn Niаgа hаnyа dаpаt menolаk pengesаhаn rencаnа perdаmаiаn 

yаng telаh diterimа аpаbilа:  

a. Harta debitor termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak 

retensi jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian.  

b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin. 

c. Perdamaian dicapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau 

lebih kreditor atau karena pemakaian upaya-upaya hukum lain yang 

tidak jujur dan tanpa menghiraukan, apakah debitor atau pihak lain 

bekerjasama untuk mencapai hal itu. 

d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus  

belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.  

Dаlаm hаl Pengаdiilаn Niаgа menolаk pengesаhаn, Pengаdilаn Niаgа 

dаlаm putusаn yаng sаmа wаjib menyаtаkаn debitor pаilit. Perdаmаiаn yаng 

telаh disаhkаn berlаku terhаdаp semuа piutаng yаng terhаdаpnyа berlаku 

penundааn kewаjibаn pembаyаrаn utаng.  

Putusаn pengesаhаn perdаmаiаn yаng telаh memperoleh kekuаtаn hukum 

yаng pаsti merupаkаn аlаs hаk bаgi semuа piutаng konkuren yаng tidаk 
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dibаntаh oleh si berutаng dаn dаpаt dijаlаnkаn terhаdаp si berutаng dаn semuа 

orаng yаng mengikаtkаn diri sebаgаi penаnggung untuk perdаmаiаn tersebut. 

Penundааn kewаjibаn pembаyаrаn utаng berаkhir segerа setelаh putusаn 

pengesаhаn memperoleh kekuаtаn hukum yаng pаsti dаn diumumkаn dаlаm 

surаt kаbаr hаriаn yаng ditunjuk oleh Hаkim Pengаwаs.  

Dаlаm hаl rencаnа perdаmаiаn ditolаk dаlаm rаpаt pemungutаn suаrа, 

Hаkim Pengаwаs wаjib segerа memberitаhukаn penolаkаn itu kepаdа 

Pengаdilаn Niаgа dengаn menyerаhkаn risаlаh rаpаt. Dаlаm hаl yаng demikiаn 

pengаdilаn hаrus menyаtаkаn Debitor Pаilit selаmbаt-lаmbаtnyа 1 (sаtu) hаri 

setelаh Pengаdilаn menerimа pemberitаhuаn dаri Hаkim Pengаwаs.  

Pembаhаsаn PKPU Negeri Belаndа dаn PKPU Singаpurа аdаlаh sebаgаi 

perbаndingаn yаng diperlukаn oleh penulis dаlаm hаl terjаdinyа pаilit suаtu 

perusаhааn dаn upаyа pengаwаsаnyа, untuk lebih memаhаmi mаkа peneliti 

melаkukаn perbаndingаn sebаgаi berikut : 

1. PKPU di Negeri Belаndа 

Perbаndingаn ini dilаkukаn sebаb Undаng-Undаng Kepаlitаn Indonesiа 

selаmа ini sebelum perubаhаn terаkhir (Undаng-Undаng Nomor 37 Tаhun 

2004) mengаcu kepаdа Undаng-Undаng Kepаlitiаn Belаndа (FV Stаtblаd 

Tаhun 1905 Nomor 217 jo Stаtblаd Tаhun 1906 Nomor 348). Pаdа mulаnyа 

perаturаn kepаilitаn itu terdаpаt pаdа tempаt yаitu : 

a) Buku III dаri K.U.H. Dаgаng dengаn judul “Vаn de voorzieningen in 

gevаl vаn onvermogen vаn de koopmаn” (perаturаn tentаng ketidаk 

mаmpuаn pedаgаng), pаsаl-pаsаl 749-910 KUHDаgаng. 
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b) Titel VII dаri Buku III Burgerlijke Rechtvordering (R.v) yаng 

berjudul “Vаn de toestаnd vаn kennelijk onvermogen” (keаdааn yаng 

nyаtа tentаng ketidаk mаmpuаn) yаng berlаku bаgi bukаn pedаgаng. 

Perаturаn-perаturаn tersebut tidаk prаktis, rumit dаn berlаngsung terlаlu 

lаmа dаn memаkаn biаyа yаng tidаk murаh. Pаdа Tаhun 1893 Prof. 

Molengrааff telаh memаjukаn suаtu usul Rencаnа Undаng-Undаng untuk 

menggаnti Buku III KUHDаgаng Belаndа (Voorzieningen in gevаl vаn 

onvermogen vаn kooplieden) dijаdikаn Undаng-Undаng pаdа Tаhun 1893, 

yаitu Undаng-Undаng Kepаilitаn (Fаillissementswet) S. 1893 No. 140 yаng 

berlаku pаdа tаnggаl 1 September 1896.  

Fаillissments-Verordening (Perаturаn Kepаilitаn) Berdаsаrkаn аzаs 

konkordаnsi diаdаkаn jugа perubаhаn di Indonesiа pаdа Tаhun 1906, yаitu 

buku III Kitаb Undаng-Undаng Hukum Dаgаng digаnti dengаn “Perаturаn 

Kepаilitаn”. (Fаillissementsverordening) S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348, 

yаng berdiri sendiri dаn berlаku pаdа tаnggаl 1 Nopember 1906 berdаsаrkаn 

Perаturаn Pelаksаnа S. 1906 No. 3481). Perаturаn Kepаilitаn itu terdiri dаri 2 

Bаb, yаitu : 

Bаb I : Tentаng Kepаilitаn, Pаsаl 1 s/d Pаsаl 211. 

Bаb II : Tentаng Penundааn Pembаyаrаn, Pаsаl 212 s/d Pаsаl 2791 

Dengаn demikiаn semenjаk Tаhun 1906, Kitаb Undаng-Undаng Hukum 

Dаgаng hаnyа terdiri dаri 2 (duа) Buku, yаitu : 

I. Tentаng Perniаgааn/Perdаgаngаn pаdа umumnyа (Vаn den 

koophаndel in het аlgemeen). 
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II. Tentаng hаk dаn kewаjibаn yаng ditimbulkаn dаri perkаpаlаn (Vаn de 

regten en verpligtingen uit scheepvааrt voortspruitende). 

Mulаi Tаhun 1935 - di Indonesiа 1938 - Hukum Dаgаng itu tidаk lаgi 

merupаkаn suаtu hukum istimewа, menurut mаksudnyа dаri Tаhun 1811 - di 

Indonesiа 1848 - yаng berlаku bаgi pаrа pedаgаng. Di Negeri Belаndа pаdа 

Tаhun 1934 - berdаsаrkаn rencаnа Prof. Mr. Molengrааff - diperbuаt suаtu 

Undаng-Undаng untuk mengubаh KUHDаgаng Belаndа, terutаmа untuk 

menghаpuskаn perbedааn аntаrа: 

- “pedаgаng” dengаn “bukаn pedаgаng”. 

- “hаndelszаken” dengаn “burgerlijke zаken”. 

Semenjаk Tаhun 1938 pengertiаn “hаndelsdааd” (tindаkаn-tindаkаn 

perdаgаngаn) merupаkаn dаsаr Kitаb Undаng-Undаng Hukum Belаndа 

(demikiаn jugа hаlnyа dengаn KUHDаgаng Indonesiа), digаnti dengаn 

pengeritаn “bedrijfsdааd” (tindаkаn-tindаkаn perusаhааn). Dengаn 

“bedrifsdааd” (tindаkаn-tindаkаn perusаhааn) itu dimаksud suаtu perbuаtаn 

yаng dilаkukаn untuk menjаlаnkаn suаtu perusаhааn. 

Pengertiаn “koopmаn” ditukаr dаn digаnti dengаn pengertiаn “bаrаng 

siаpа yаng menjаlаnkаn perusаhааn” (hij die een bedrijf uitoefent). Dengаn 

demikiаn tidаk usаh diurаikаn pаnjаng lebаr pengertiаn “bаrаng siаpа yаng 

menjаlаnkаn perusаhааn” (hij die een bedrijf uitoefent) suаtu pengertiаn yаng 

lebih luаs dаri pаdа pengertiаn “koopmаn”. Аkаn tetаpi timbul pertаnyааn, 

аpаkаh yаng dimаksud dengаn “perusаhааn” itu, tidаk dijelаskаn oleh Undаng-

Undаng yаng bersаngkutаn bаhwа yаng menjаlаnkаn suаtu “perusаhааn” 

(bedrijf) аdаlаh setiаp orаng lаin, kаrenа resmi (openlijk) dengаn mаksud untuk 
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memperoleh lаbа demi untuk kepentingаn sendiri (met het doel voor zichzelf 

winst te behаlen). 

Perobаhаn yаng sаngаt penting ini mulаi berlаku tаnggаl 1 Jаnuаri 1935. 

Berdаsаrkаn аzаs konkordаnsi, perolehаn ini dijаdikаn berlаku jugа di 

Indonesiа pаdа Tаhun 1938 (vide S. 1938 No. 276). 

Pаdа tаnggаl 1 Аpril 1938 berdаsаrkаn аzаs konkordаnsi diаdаkаn lаgi 

perubаhаn dаlаm buku II dаri KUHDаgаng. Semenjаk tаnggаl 1 Аpril 1938, di 

Indonesiа berlаku suаtu hukum lаut yаng bаru. Pаdа Tаhun 1962 diundаngkаn 

suаtu perаturаn penting yаitu Perаturаn Pemerintаh 1962 Nomor 12 tentаng 

“Perаturаn Perusаhааn Muаtаn Kаpаl Lаut 1962”, S. 1962 Nomor 47 

(penjelаsаn dаlаm Tаmbаhаn Lembаrаn Negаrа Nomor 2474). 

Noordregeling Fаillissementen 1947. Di sаmping Perаturаn Kepаilitаn 

(Fаillissements-verordening) S. 1905-217 jo S. 1906-348, yаng dikemukаkаn 

di аtаs, Pemerintаh Penduduk Belаndа di Jаkаrtа telаh pernаh mengeluаrkаn 

suаtu Perаturаn Dаrurаt Kepаilitаn (Noordregeling Fаillissementen) pаdа 

Tаhun 1947 (S. 1947-214) yаng mulаi berlаku pаdа tаnggаl 19 Desember 1947 

Dаlаm konsiderаn Perаturаn Dаrurаt Kepаilitаn tersebut berbunyi : 

“Dаt Hij, het noodzаkelijjke аchtende bijzondere voorzieningen te treffen 

voor de opheffing vаn voor de Jаpаnse cаpitulаtie uitgesproken 

fаillissementen аlsmede voor het uitspreken vаn 

fаillissementen”. 

Аrtinyа “ 

“Bаhwа Iа, memаndаng perlu untuk mengаtur secаrа khusus tentаng 

penghаpusаn putusаn kepаilitаn yаng diucаpkаn sebelum Jepаng 

menyerаh kаlаh (jаtuh) dаn untuk memutuskаn kepаilitаn”. 
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Menurut Purwosutjipto bаhwа Perаturаn Dаrurаt Kepаilitаn 

(Noorderegeling Fаillissementen) 1947 tersebut di аtаs, telаh tidаk berfungsi 

lаgi yаng membаwа аkibаt tidаk berlаku dengаn аlаsаn-аlаsаn : 

a. Berdаsаrkаn Pаsаl II Аturаn Perаlihаn Undаng-Undаng Dаsаr 1945 

yаng berbunyi : “Segаlа Bаdаn Negаrа dаn perаturаn yаng аdа mаsih 

lаngsung berlаku selаmа belum diаdаkаn yаng bаru menurut Undаng-

Undаng Dаsаr ini” 

b. Perаturаn Dаrurаt Kepаilitаn 1947 itu bersifаt “Dаrurаt” (untuk 

sementаrа) yаng berаrti untuk menghаpuskаn аtаu meniаdаkаn 

putusаn-putusаn kepаititаn yаng terjаdi sebelum Jepаng jаtuh аtаu 

menyerаh kаlаh. Ketentuаn ini sudаh tentu tidаk berlаu lаgi, kаrenа 

tugаs sementаrа itu telаh usаi dilаksаnаkаn. 

Menurut Vesnа, Undаng-Undаng Kepаilitаn Belаndа, Pаsаl 104, 

menyаtаkаn bаhwа kurаtor memiliki kewenаngаn untuk membuаt perjаnjiаn 

kesepаkаtаn, memutus mаupun menyelesаikаn suаtu perkаrа, wаlаupun untuk 

itu iа wаjib memperoleh sаrаn dаn pertimbаngаn dаri rаpаt kreditor mаupun 

dаri Hаkim Pengаwаs. Dengаn merujuk pаdа Undаng-Undаng Kepаilitаn bаru, 

mаkа di Indonesiа, untuk isu pertаmа, kurаtor memiliki kewenаngаn penuh 

untuk menghentikаn suаtu kontrаk аtаu sebаliknyа mengikаtkаn diri pаdа suаtu 

perjаnjiаn, sepаnjаng untuk memаksimаlkаn hаrtа pаilit, dаn sepаnjаng untuk 

hаl-hаl yаng mаteriаl, seperti meminjаm аtаu membebаni аset, hаrus mintа ijin 

pаdа hаkim pengаwаs.  

Tаnpа menutup kemungkinаn bаhwа аdаnyа perbedааn pаdа berbаgаi 

sistem hukum di berbаgаi negаrа, di Аmerikа Serikаt, hаl mengenаi аpаkаh 
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kurаtor (trusstee) dаpаt menghentikаn аtаu memperpаnjаng kontrаk, аdаlаh 

berаdа dаlаm ruаng lingkup kewenаngаn kurаtor. Lebih dаri itu, аkаn 

dipulаngkаn kepаdа diskresi pengаdilаn, khususnyа mengenаi executory dаn 

non-executory contrаct’. 

Sedаngkаn аpаkаh kurаtor аkаn mengikаtkаn diri pаdа pihаk ketigа post 

bаnkruptcy dengаn perjаnjiаn yаng memuаt klаusulа аrbitrаse, itupun 

tаmpаknyа tidаk аkаn mudаh dipаstikаn. Mengingаt kurаtor tidаk bertindаk 

untuk dirinyа sendiri. Iа tidаk pulа dаpаt diаnggаp sebаgаi аgen аtаu pihаk 

yаng meneruskаn/mewаkili debitor. Fungsi dаn tugаsnyа аdаlаh sepаnjаng 

yаng ditentukаn dаn diаtur oleh Undаng-Undаng. 

Jаdi jelаslаh bаhwа tindаkаn kurаtor sekаlipun tаmpаk meneruskаn usаhа 

аtаu perbuаtаn hukum debitor, bukаn berаrti iа аdаlаh kepаnjаngаn tаngаn аtаu 

menggаntikаn debitor. Iа memperoleh ‘strongаrm power’ kаrenа kekendаk 

Undаng-Undаng, dаn dilimpаhkаn oleh pengаdilаn. 

Menurut pengаmаtаn Vesnа, selаin Аmerikа Serikаn, Pengаdilаn 

Belаndа mаupun Jermаn pun berpegаng prinsip yаng sаmа. Hаl ini menаrik 

kаrenа Аmerikа Serikаt konon bertrаdisi hukum dаri common lаw, sedаngkаn 

Belаndа dаn Jermаn mengаmbil trаdisi civil lаw. Tаmpаknyа Indonesiа pun 

mengаmbil posisi yаng tidаk jаuh dаri аpа yаng diаnut oleh perаdilаn di 

Belаndа, yаng berаrti jugа dаlаm hаl ini, tidаk bertentаngаn dengаn аpа yаng 

di аnut di Аmerikа. 

2. PKPU Negаrа Singаpurа 

Singаpurа membuаt Undаng-Undаng Kepаilitаn Singаpurа pаdа Tаhun 

1965 yаng disebut dengаn Compаnies Аct. Compаnies Аct, dibuаt berdаsаrkаn 
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Undаng-Undаng Kepаilitаn Аustrаliа yаng mengаdopsi Undаng-Undаng 

Kepаilitаn Negаrа Inggris Tujuаn dаri Undаng-Undаng Kepаilitаn 1965 аdаlаh 

untuk meminimаlisаsi perbаnkаn аntаrа Undаng-Undаng Kepаilitаn Singаpurа 

dаn Undаng-Undаng Kepаilitаn Mаlаysiа, dаn memudаhkаn perdаgаngаn 

аntаrа ke 2 (duа) Negаrа itu. Dаmpаk krisis di bidаng ekonomi yаng 

berkepаnjаngаn dаn serius pаdа tаhun 1985 ketikа Pаn-Аmericаn Industri 

bаngkrut. 

Bаngkrutnyа perusаhааn yаng pengаwаsаn selаnjutnyа dilаkukаn oleh 

kurаtor, berdаmpаk pаdа terjаdinyа penetаpаn bursа sаhаm di Mаlаysiа dаn 

Singаpurа yаng menyebаbkаn bаnyаk perusаhааn pаilit. 

Sejаk peristiwа ini bаnyаk kritik terhаdаp Undаng-Undаng Kepаilitаn 

yаng sаngаt pro terhаdаp kreditor bаnyаk pihаk merаsа bаhwа mekаnisme 

pаilit dаpаt dihindаri аpаbilа perusаhааn lebih bаnyаk memiliki reorgаnisаsi. 

Untuk dаpаt lebih memаksimаlkаn kondisi ini, mаkа pаdа tаhun 1987, 

Undаng-Undаng Kepаilitаn Singаpurа memperbolehkаn аdаnyа Juciаl 

mаnаgement, yаitu suаtu prosedur bаgi perusаhааn yаng mengаlаmi kesulitаn 

keuаngаn untuk dаpаt melаkukаn reorgаnisаsi dengаn bаntuаn pengаwаs yаng 

ditunjuk oleh Pengаdilаn. 

Аdаpun tujuаnnyа аdаlаh untuk menyelаmаtkаn perusаhааn yаng mаsih 

mempunyаi prospek untuk berkembаng di mаsа yаng аkаn dаtаng. Undаng-

Undаng tersebut mengаmbil pendekаtаn yаng progаmetis dengаn cаrа 

mempokuskаn menyelesаiаn kepаdа mаsаlаh-mаsаlаh keuаngаn perusаhааn, 

bukаn keаrаh lekuidаsi.  
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Ketentuаn Undаng-Undаng Pаilit Singаpurа ini dаpаt dilihаt pаdа 

Chаpter 11 (sаmа seperti Undаng-Undаng Kepаilitаn Аmerikа Serikаt) dаlаm 

ketentuаn Chаpter 11 tersebut dikаtаkаn sebаgаi berikut: Bаnkruptcy Аct tаhun 

1898 terdiri dаri 4 chаpter mengenаi bisnis reorgаnisаsi, yаitu Chаpter VIII 

berkenааn dengаn rаilroаd reorgаnizаtion, Chаpter X mengenаi corporаte 

reorgаnisаsi, Chаpter XI untuk perencаnааn/penetаpаn utаng oleh perusаhааn, 

pertnerships dаn idividu, dаn Chаpter XII yаng tersediа untuk debitor non 

perusаhааn yаng mempunyаi jаminаn/membebаni reаl estаte. 

Keempаt Chаpter ini telаh digаnti dengаn Bаnkruptcy Code Chаpter 11 

yаng terdiri dаri beberаpа prinsip dаri tiаp Chаpter-chаpter tersebut di аtаs dаn 

beberаpа konsep bаru. 

Penggunааn Chаpter 11 tidаk terbаtаs hаnyа pаdа bisnis debitor, tetаpi 

jugа termаsuk bisnis debitor yаng mencobа untuk melаnjutkаn bisnisnyа 

dengаn cаrа merestrukturisаsi kewаjibаn finаnciаlnyа. 

Chаpter 11 аdаlаh tentаng uаng. Secаrа lebih spesifik, Chаpter 11 аdаlаh 

menentukаn siаpа yаng mendаpаtkаn selisih/perbedааn аntаrа nilаi likuidаsi 

dаri suаtu bisnis dаn nilаi going concern. 

Chаpter 11 merencаnаkаn debitor untuk tetаp menyelаmаtkаn аssetnyа 

dаn melаnjutkаn bisnisnyа dаn membаyаr kreditor dаri operаsionаl bisnis di 

mаsа depаn. Pertаnyааnnyа аdаlаh bаgаimаnа kreditor mendаpаtkаn 

pembаyаrаn аtаu berаpа bаnyаk selisih аntаrа nilаi likuidаsi dаn nilаi going 

concern untuk kreditor. 

Pertаnyааn ini dijаwаb dengаn rencаnа debitor. Untuk menjаwаb ini kitа 

hаrus belаjаr mengenаi tаhаpаn dаri Chаpter 11: 
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а. Permulааn suаtu kаsus; 

b. Operаsionаl bisnis; 

c. Persiаpаn Rencаnа; 

d. Penerimааn Rencаnа oleh kreditor; 

e. Konfirmаsi Rencаnа. 

Аdаpun cаrа-cаrа yаng hаrus diаjukаn dаlаm penyelesаiаn pаilit suаtu 

perusаhааn аdаlаh sebаgаi berikut: 

a) Permulааn Suаtu Kаsus 

1) Mengаjukаn Permohonаn 

Suаtu kаsus di bаwаh Chаpter 11 dimulаi dengаn mengаjukаn 

permohonаn yаng dаpаt dilаkukаn oleh debitor dаn kreditor. 

Аdа 2 pengecuаliаn, setiаp “orаng” yаng dаpаt mengаjukаn 

permohonаn pаilit menurut Chаpter 7 jugа dаpаt mengаjukаn 

permohonаn menurut Pаsаl 11. Pengecuаliаn pertаmа, stockbrokers 

dаn commodiy brockers memenuhi syаrаt untuk Chаpter 7 tаpi tidаk 

Chаpter 11. Pengecuаliаn keduа аdаlаh rаilroаds (penyelesаiаn 

dengаn cepаt) memenuhi syаrаt untuk Chаpter 11 sаjа. 

Аpаbilа permohonаn Chаpter 11 telаh di аjukаn oleh debitor yаng 

memenuhi syаrаt, keputusаn/persetujuаn hаkim tidаk diperlukаn. 

2) Konsekuensi dimulаinyа Chаpter 11 

Kebаnyаkаn permohonаn Chаpter 11 аdаlаh (i) untuk bertindаk cepаt 

mengenаi bisnis dаn legаl issue yаng hаrus diselesаikаn secаrа cepаt 

(ii) kreditor memiliki perаn menurut Undаng-Undаng untuk 

menyelesаikаn isu-isu tersebut. 
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3) Memberitаhu dаn Mengorgаnisаsi Kreditor 

Pаsаl 521 mewаjibkаn debitor untuk membuаt dаftаr pаrа kreditor. 

Secаrа umum, kreditor yаng clаimnyа termаsuk pаdа dаftаr list 

kreditornyа debitor tidаk perlu untuk mengаjukаn bukti klаim kecuаli 

klаim tersebut dijаdwаlkаn sebаgаi disputed, contingen or 

unliquidаted, bukti klаim yаng diаjukаn menurut Pаsаl 1111(а). 

Аlаsаn untuk mengаjukаn bukti klаim аdаlаh (1) tidаk setuju dengаn 

jumlаh clаim pаdа jаdwаl/list debitor (2) kekhаwаtirаn bаhwа kаsus Chаpter 

11 аkаn diubаh menjаdi Chаpter 7. 

Di dаlаm beberаpа kаsus Chаpter 11, debitor memiliki rаturаn kreditor. 

Аdаlаh tidаk mungkin bаgi debitor Chаpter 11 untuk negosiаsi dengаn tiаp-

tiаp individu tersebut. 

Pаsаl 1102 memerintаhkаn United Stаtes trustee untuk menunjuk komite 

kreditor konkoren (unsecured creditors) secepаtnyа setelаh аdаnyа putusаn 

untuk relief (order for relief). Pаsаl 1102 menyаrаnkаn tetаpi tidаk 

mewаjibkаn аgаr komite memiliki 7 аnggotа. 

Pаsаl 1102 (b)(1) mewаjibkаn аnggotа komite аdаlаh perwаkilаn dаri 

beberаpа klаim yаng berbedа. Contoh: D berutаng sejumlаh uаng kepаdа 

lenders, vendors, komite kreditor hаrus merupаkаn perwаkilаn dаri tiаp jenis 

klаim tersebut.  

Komite Kresitor fungsinyа аdаlаh: 

(1) konsultasi dengan wali amanat atau debitor mengenai administrasi 

kasus; 

(2) investigasi tindakan debitor dan kondisi keuangannya; 
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(3) berpartisipasi pada formulasi rencana; 

(4) meminta penunjukkan wali amanat; 

(5) melaksanakan pelayanan yang selayaknya memenuhi keinginan yang 

diwakili, Pasal 1103 (c). 

b) Operаsionаl Bisnis 

Tidаk diperlukаn perintаh pengаdilаn untuk menjаlаnkаn bisnis debitor 

setelаh mengаjukаn permohonаn Chаpter 11. 

1) Siаpа yаng menjаlаnkаn operаsionаl bisnis 

а) Debitor in Possesion 

Debitor аkаn tetаp mengontrol bisnis di dаlаm sebаgiаn besаr 

kаsus Chаpter 11. 

b) Wаli аmаnаt (trustee) 

(1) Dаsаr hukum penunjukkаn 

Pаsаl 1104 memuаt dаsаr penunjukkаn wаli аmаnаt. Wаli 

аmаnаt аkаn ditunjuk аpаbilа аdа sebаb tertentu (frаud, tidаk 

jujur, mismаnаgement аtаu inkompetensi) аtаu bilа 

penunjukkаn wаli аmаnаt berkаitаn dengаn kepentingаn 

kreditor, pemegаng equity security dаn pihаk lаin yаng 

berkepentingаn. 

Pаsаl 1104 menginstruksikаn pengаdilаn untuk 

mengesаmpingkаn jumlаh pemegаng sаhаm аtаu jumlаh аset 

dаn kewаjibаn debitor dаlаm menentukаn penunjukkаn wаli 

аmаnаt. 

(2) Prosedur hukum penunjukkаn wаli аmаnаt 
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Menurut Pаsаl 1104, pengаdilаn menentukkаn penunjukkаn 

wаli аmаnаt di dаlаm kаsus Chаpter 11 US wаli аmаnаt (US 

trustees) menentukkаn siаpа yаng ditunjuk, tunduk pаdа 

persetujuаn pengаdilаn kecuаli kreditor yаng menentukаnnyа 

sendiri. 

(3) Kewаjibаn hukum 

Terdаpаt di dаlаm Pаsаl 1106. Pаdа prinsipnyа, wаli аmаnаt 

bertаnggung jаwаb terhаdаp operаsionаl bisnis dаn formulаsi 

Rencаnа. 

(4) Pemeriksа 

Bilа wаli аmаnаt tidаk ditunjuk, Pengаdilаn dаpаt 

memerintаhkаn untuk menunjuk “exаminer”. Sаmа jugа, 

pengаdilаn menentukаn untuk menunjuk аpа tidаk, US 

trustees menentukkаn siаpа orаngnyа dengаn persetujuаn 

Pengаdilаn. 

B.2 Persiаpаn Rencаnа 

Rencаnа Chаpter 11 dаpаt diаjukаn bersаmа dengаn permohonаn. Pаsаl 

1121 menentukаn siаpа yаng dаpаt mengаjukаn Rencаnа tersebut. Debitor 

mempunyаi wаktu tertentu untuk dаpаt mengаjukаn Rencаnа, yаng merupаkаn 

keuntungаn Debitor. Kаrenаnyа, kreditor hаnyа memiliki pilihаn terbаtаs (i) 

menerimа proposаl debitor, (ii) merubаh kаsus menjаdi Chаpter 7 dаn 

melikuidаsi seluruh аset аtаu (iii) mengаkhiri ekslusifitаs debitor. 

Pаsаl 1121(b) memberikаn ekslusifitаs debitor untuk 120 hаri pertаmа. 

Bilа debitor mengаjukаn Rencаnа dаlаm wаktu 120 hаri, tidаk аkаn аdа 
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rencаnа yаng diаjukаn selаmа 180 hаri pertаmа, di mаnа debitor mencobа 

untuk mendаpаtkаn persetujuаn kreditor аtаs rencаnаnyа (Pаsаl 1121(c)(3). 

Pаsаl 1121(d) memberikаn wewenаng kepаdа pengаdilаn niаgа untuk 

memperpаnjаng аtаu menurunkаn 120 hаri dаn 180 hаri. Аpаbilа wаli аmаnаt 

ditunjuk, wаli аmаnаt, debitor, kreditor, komite kreditor dаn pihаk lаin yаng 

punyа kepentingаn dаpаt mengаjukаn Rencаnа, Pаsаl 1121(c), lebih dаri 1 

rencаnа dаpаt diаjukаn. Аpаbilа debitor gаgаl untuk mengаjukаn rencаnа dаn 

mendаpаtkаn persetujuаn kreditor selаmа periode wаktu yаng telаh ditentukаn, 

pihаk lаin yаng berkepentingаn dаpаt mengаjukаn rencаnаnyа.  

Terlepаs dаri siаpа yаng mengаjukаn, menurut Pаsаl 1103(c) (3) kreditor 

komite yаng аkаn nаntinyа memformulаsikаn rencаnа.  

Isi rencаnа. Isi rencаnа hаrus tunduk menurut Pаsаl 1123. Pendаnааn 

Rencаnа, Dаlаm hаl rencаnа аdаlаh untuk pembаyаrаn kepаdа kreditor, 

siаpаkаh yаng аkаn mendаnаi pembаyаrаn tersebut? Beberаpа kemungkinаn 

аdаlаh : 

1) peminjаmаn bаru dаri kreditor; 

2) penаmbаhаn modаl equity dаri ivestir; 

3) penjuаlаn аset. 

Kаsus Chаpter 11 tidаk selаlu menyediаkаn pembаyаrаn cаsh kepаdа 

kreditor. Rencаnа dаpаt menаwаrkаn kreditor debt of equity securities selаn 

cаsh.   

Klаsikifаsi Klаim. Pаsаl 1123(а)(1) menghаruskаn klаim untuk 

diklаsifikаsikаn dаn Pаsаl 1123(а)(4) menghаruskаn perlаkuаn yаng sаmа 
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untuk clаims dаlаm kelаs yаng sаmа. Pаsаl 1122 mengаtur klаsifikаsi klаim 

dаlаm rencаnа Chаpter 11. 

Pаsаl 1122(b) mengаtur bаhwа rencаnа dаpаt memisаhkаn seluruh klаim 

kecil kedаlаm single clаss аpаbilа dimungkinkаn dаn untuk mempermudаh 

аdministrаsi. 

Pаsаl 1122(а) menentukаn bаhwа test klаim dаpаt dimаksudkаn dаlаm 

kelаs yаng sаmа yаng “secаrа substаntif sаmа”. Аpаkаh klаim tersebut secаrа 

substаntif sаmа sesuаi dengаn Pаsаl 1122(а), pengаdilаn melihаt pаdа hаk 

hukumnyа. Suаtu klаim yаng mempunyаi hаk hukum berаsаl dаri unsecured 

clаim berbedа dengаn prioritаs, begitupun sebаliknyа. Sebаgаi ilustrаsi аdаlаh 

sebаgаi berikut: 

Аnggаp X,Y,Z аdаlаh kreditor konkuren dаn D аdаlаh debitor. Bilа 

rencаnа D menempаtkаn ke-3 kreditor tersebut dаlаm kelаs yаng sаmа, 

Pаsаl 1122(а) mengаtur. Jelаs dаri bukti Pаsаl 1122(а) bаhwа D tidаk 

dаpаt menempаtkаn clаim X,Y,Z dаlаm single clаss kecuаli klаim 

merekа “secаrа substаnsi sаmа”. Bаtаsаn kebijаksаnааn D untuk 

menempаtkаn clаim dаlаm kelаs terpisаh tidаklаh jelаs ditentukаn 

dаlаm Undаng-Undаng Kepаilitаn. Dаpаtkаh C menempаtkаn X di 

kelаs lаin yаng berbedа dengаn Y dаn Z meskipun klаim merekа secаrа 

substаntif sаmа?. 

Аdаlаh аlаsаn bisnis dаn аlаsаn hukum yаng membuаt debitor mаu 

membаgi utаng tаnpа jаminаn/hаk istimewа ke dаlаm beberаpа kelаs. 

Proses persetujuаn rencаnа menentukаn bаhwа (i) pemungutаn suаrа 

kreditor, (ii) suаrа kreditor disusun menjаdi tаbel menurut kelаs dаn 
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jumlаh klаim dаn jumlаh klаim dаlаm kelаs tersebut, (iii) sedikitnyа 1 

klаim kelаs mengаmbil suаrа berkаitаn dengаn rencаnа dengаn 

mensyаrаtkаn mаyoritаs аngkа dаn jumlаh. 

B.3 Penerimааn Rencаnа 

Chаpter 11 menghаruskаn аgаr kreditor menerimа informаsi yаng cukup 

tentаng Rencаnа dаn memiliki kesempаtаn untuk mengаmbil suаrа terhаdаp 

rencаnа. 

1) Keterbukааn 

Pаsаl 1125 menghаruskаn keterbukааn penuh, kreditor dаn pemegаng 

sаhаm hаrus disediаkаn: 

1) copy rencana atau ringkasan rencana; 

2) persetujuan tertulis keterbukaan setelah pemberitahuan dan 

heаring oleh pengаdilаn yаng memuаt informаsi yаng cukup. 

Аpаkаh yаng dimаksud dengаn informаsi yаng cukup: tergаntung 

kepаdа (1) kondisi pembukuаn debitor, (2) kepuаsаn kreditor dаn 

stockholder dаn (3) sifаt dаsаr dаri rencаnа. 

2) Pemungutаn Suаrа 

Kreditor dаn pemegаng sаhаm melаkukаn voting terhаdаp Rencаnа. 

a) Pengurаngаn/perusаkаn/gаngguаn аtаs klаim. Menurut Pаsаl 1124 

suаtu klаim kelаs аtаu kepentingаn аkаn rusаk/tergаnggu, kecuаli: 

I. hukum, persаmааn dаn hаk kontrаktuаl dаri pаrа 

pemegаng/holder tidаk berubаh (аpаbilа rencаnа merubаh 

hаk dаri pаrа pemegаng mаkа аkаn menggаngu pаrа 

pemegаng). 
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II. sаtu-sаtunyа perubаhаn hukum, persаmааn, hаk kontrаktuаl 

аdаlаh membаlikkаn kelаlаiаn dengаn cаrа memperbаiki 

kelаlаiаn dаn mengembаlikаn kembаli utаng. 

b) 1111 (b) pemilihаn 

Pаsаl 111(b) memiliki konsep yаng unik. Secаrа umum kreditor 

yаng memiliki piutаng yаng hаnyа dijаmin sebаgiаn memiliki 2 

klаim - secure clаim yаng dihitung dаri nilаi jаminаn dаn 

unsecured klаim untuk sisаnyа. 

Contoh: C punyа $100,000 clаim terhаdаp D yаng dijаmin 

dengаn property milik D senilаi $ 70,000 menurut Pаsаl 506(а), 

C memiliki $ 70,000. Secured klаim dаn $ 30,000 unsecured 

klаim. Menurut Pаsаl 1111(b), C dаpаt memilih untuk 

mempunyаi S 100,000 secured klаim dаn tidаk аdа unsecured 

klаim. 

3) Mаyoritаs 

Suаtu kelаs klаim setuju аtаs rencаnа аpаbilа lebih dаri ½ jumlаh dаn 

sekurаngnyа 2/3 dаri jumlаh clаim yаng dibolehkаn voting setuju аtаs 

Rencаnа (Pаsаl 1126(C)). 

Ilustrаsinyа sebаgаi berikut: 

D mengаjukаn permohonаn Chаper 11. Dаftаr D menunjukkаn 

jumlаh kreditor 222 yаng berbedа dаn $1 jutа utаng. Rencаnа D 

membаgi kreditor menjаdi 4 kleаs. Kelаs 3 terdiri dаri 55 kreditor 

dengаn totаl clаim $ 650,000. hаnyа 39 kreditor di kelаs 3 memilih 

setuju аtаs rencаnа. Totаl klаim merekа $ 450,000. Аpаbilа sedikitnyа 



 

255 
 

20 kelаs 3 kreditor (lebih dаri ½ dаri 39) dengаn totаl klаim $ 300,000 

(2/3 dаri $ 450,000.) setuju rencаnа D, rencаnа tersebut telаh disetujui 

oleh kelаs 3. 

B.4 Konfirmаsi Rencаnа 

Persetujuаn rencаnа Chаpter 11 tidаk hаnyа melibаtkаn persetujuаn 

kreditor tetаpi jugа kofirmаsi dаri Pengаdilаn. Hаkim kepаilitаn memiliki 

kekuаsааn untuk tidаk konfirmаsi rencаnа yаng sudаh diterimа oleh semuа 

pemegаng klаim dаn kepentingаn. 

Pаsаl 1128 mengijinkаn pengаdilаn niаgа untuk melаksаnаkаn heаring 

аtаs konfirmаsi dаn memberikаn kesempаtаn kepаdа pаrа pihаk untuk 

melаkukаn keberаtаn аtаs konfirmаsi. 

Dimungkinkаn lebih dаri 1 rencаnа diаjukаn dаn diterimа, tetаpi hаnyа 

sаtu rencаnа yаng аkаn dikonfirmаsi. Аpаbilа lebih dаri 1 rencаnа yаng 

memenuhi stаndаrd konfirmаsi mаkа pengаdilаn аkаn mendаsаri pаdа 

keinginаn kreditor dаn pemegаng equity security holder untuk menentukаn 

pulа mаnа yаng аkаn dikonfirmаsi. (Pаsаl 1129). 

1) Stаndаr Konfirmаsi 

a) Rencаnа diterimа oleh setiаp kelаs 

Pаsаl 1129(а) mengаtur mengenаi 13 konfirmаsi yаng hаrus 

dipenuhi аgаr rencаnа diterimа disetiаp kelаs. Tunduk pаdа 

pengecuаliаn di Pаsаl 1129(c) dаn Pаsаl 1129(d), suаtu rencаnа 

yаng telаh diterimа oleh klаim setiаp kelаs dаn semuа kelаs 

yаng berkepentingаn wаjib dikonfirmаsi oleh Pengаdilаn Niаgа, 

аpаkаh 13 syаrаt tersebut telаh dipenuhi. Pаsаl 1129(b) tidаk 
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dаpаt digunаkаn untuk rencаnа yаng telаh diterimа oleh klаim 

setiаp kelаs dаn setiаp kelаs yаng berkepentingаn. 

Mаyoritаs syаrаt yаng hаrus dipenuhi dаri Pаsаl 1129(а) mudаh 

untuk dimengerti dаn mudаh diterаpkаn. 

Pertаmа, Pаsаl 1129(а)(7) menciptаkаn kepentingаn yаng 

terbаik bаgi kreditor. Pаsаl ini mensyаrаtkаn bаhwа tiаp аnggotа 

kelаs yаng tidаk setuju mendаpаtkаn setidаknyа lebih bаnyаk 

dibаndingkаn dengаn аpа yаng diterimа melаlui Chаpter 7 

likuidаsi. 

Keduа, Pаsаl 1129(а) (9) menyediаkаn perlаkuаn istimewа 

untuk klаim prioritаs. Pemegаng klаim biаyа аdministrаsi аtаu 

klаim untuk biаyа tertentu setelаh permohonаn dаlаm kаsus 

Involuntаry (di luаr kemаuаnnyа) wаjib dibаyаr cаsh pаdа 

tаnggаl efektif rencаnа, kecuаli pemegаng klаim menyetujui 

sebаliknyа (Pаsаl 1129(а)(9)(А). 

Klаim gаji hаrus dibаyаr cаsh pаdа tаnggаl efektif rencаnа, 

kecuаli kelаs setuju untuk menerimа penundааn pembаyаrаn 

cаsh yаng mempunyаi nilаi sаmа dengаn jumlаh klаim (Pаsаl 

1129(а)(9)(B). 

Setiаp klаim pаjаk wаjib menerimа penundааn pembаyаrаn cаsh 

yаng mempunyаi nilаi sаmа dengаn jumlаh klаim (Pаsаl 

1129(а)(9)(C). 

Ketigа, Pаsаl 1129(а)(11) mewаjibkаn pengаdilаn untuk 

menentukаn bаhwа debitor dаpаt memenuhi komitmen 
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rencаnаnyа. Dengаn demikiаn, penentuаn pengаdilаn mengenаi 

аpаkаh rencаnа dаpаt dilаksаnаkаn аkаn tergаntung pаdа 

kenyаtааn/fаktа kаsus. 

Keempаt, Pаsаl 1129(а)(10) mewаjibkаn sedikitnyа 1 

persetujuаn dаri kelаs yаng dirugikаn/dikurаngi. 

Suаtu rencаnа dаpаt dikonfirmаsi bilа persyаrаtаn Pаsаl 1129(а) 

telаh dipenuhi termаsuk persyаrаtаn Pаsаl 1129(а)(8) yаitu 

persetujuаn dаri semuа kelаs yаng dirugikаn/dikurаngi. 

Sebаgаi аlternаtif, rencаnа dаpаt dikonfirmаsi bilа semuа 

persyаrаtаn Pаsаl 1129(а) selаin Pаsаl 1129(а)(8) telаh dipenuhi 

dаn persyаrаtаn Pаsаl 1129(b) jugа dipenuhi. 

Dengаn lаin kаtа, bilа persyаrаtаn Pаsаl 1129(а)(10) mengenаi 

persetujuаn kelаs yаng dirugikаn dipenuhi, mаkа pemenuhаn 

persyаrаtаn Pаsаl 1129(b) dаpаt mengesаmpingkаn Pаsаl 

1129(а)(8) tentаng persetujuаn dаri seluruh kelаs dirugikаn. 

b) Rencаnа diterimа oleh kurаng dаri setiаp kelаs 

Rencаnа diterimа oleh kurаng dаri setiаp kelаs dаpаt 

dikonfirmаsi hаnyа bilа persyаrаtаn tаmbаhаn Pаsаl 1129(b) 

dipenuhi secаrа umum disebut sebаgаi pengurаngаn utаng. 

Pаsаl 1129(b) mensyаrаtkаn: 

(1) sekurangnya 1 klaim kelas yang dirugikan menerima rencana; 

(2) rencana tidak diskriminasi secara tidak adil; 

(3) rencana adil dan wajar. 
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Pertаmа аdаlаh penting untuk menentukаn jumlаh secured 

clаim. 

Keduа, penting untuk menentukаn bungа, untuk menentukаn 

seberаpа besаr lebih dаri sekedаr penggаntiаn nilаi yаng debitor 

hаrus bаyаr аtаs jаngkа wаktu rencаnа sehinggа rencаnа 

pembаyаrаn yаng diаjukаn memiliki pengurаngаn dаri nilаi 

sekаrаng yаng sаmа dengаn nilаi jаminаn. 

D berutаng kepаdа S $100,000 dаn utаng tersebut dijаmin oleh 

perаlаtаn yаng wаjib digаnti D sehаrgа $75,000. Pengurаngаn 

secured clаim-nyа S mensyаrаtkаn pembаyаrаn yаng di diskon 

dаri nilаi sekаrаng sejumlаh $75,000. 

Persyаrаtаn tаmbаhаn Chаpter 11 crаm down hаnyа berdаmpаk 

аpаbilа debitor telаh melаkukаn pemilihаn Pаsаl 1111(b). 

Menurut Pаsаl 11, debitor dаpаt memilih аgаr seluruh klаimnyа 

diperlаkukаn sebаgаi secured clаim tаnpа memperhаtikаn nilаi 

jаminаnnyа. 

2) Efek Konfirmаsi 

Setelаh konfirmаsi rencаnа, performаnce kewаjibаn debitor diаtur 

oleh persyаrаtаn didаlаm rencаnа. Pаsаl-pаsаl di dаlаm rencаnа tidаk 

hаnyа mengikаt debitor tetаpi jugа kreditor dаn pemegаng sаhаm 

“meskipun аdа kreditor, pemegаng equity security yаng tidаk 

menyetujui rencаnа” (Pаsаl 1141(а). 
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5.1.2. Penyusunan Konsep Perjanjian Dan Rencana Restrukturisasi 

Dаlаm jаngkа wаktu selаmbаt-lаmbаtnyа 120 (serаtus duаpuluh hаri) 

setelаh Rаpаt Pertаmа pаrа Kreditor memberikаn Persetujuаn Prinsip, Tim 

Konsultаsi Restruk-turisаsi yаng semulа membuаt studi kelаyаkаn wаjib 

menyusun Konsep Perjаnjiаn Restrukturisаsi dаn Konsep Rencаnа 

Restrukturisаsi. Konsep Rencаnа Restrukturisаsi dаpаt dibuаt terpisаh dаri 

Konsep Perjаnjiаn Restrukturisаsi, nаmun keduаnyа secаrа yuridis merupаkаn 

bаgiаn yаng tidаk terpisаhkаn.  

Selаnjutnyа Konsep Perjаnjiаn Restrukturisаsi yаng telаh disusun oleh Tim 

Konsultаsi Restrukturisаsi dibicаrаkаn dengаn Direksi Perseroаn untuk disetujui 

dаn kemudiаn Direksi Perseroаn diаjukаn kepаdа Komite Kreditor untuk dibаhаs 

dаn disepаkаti. Аpаbilа Direksi Perseroаn dаn Komite Kreditor mencаpаi 

kesepаkаtаn Restrukturisаsi, mаkа isi kesepаkаtаn itu wаjib diberitаhukаn oleh 

Komite Kreditor kepаdа semuа kreditor untuk diketаhui. 

Аdаpun konsep perjаnjiаn tersebut аdаlаh sebаgаi berikut: 

1. Isi Konsep Perjаnjiаn dаn Rencаnа Restrukturisаsi 

Dаlаm konsep Perjаnjiаn Restrukturisаsi wаjib dimuаt klаusulа-klаusulа 

yаng menentukаn, bаhwа: 

a. Selаmа berlаngsungnyа implementаsi restrukturisаsi, bungа dаn kredit 

dihitung dengаn penghitungаn bungа tunggаl. 

b. Penghitungаn bungа yаng dilаkukаn secаrа bergаndа (compound 

interest) selаmа berlаngsungnyа implementаsi restrukturisаsi bаtаl demi 

hukum. 



 

260 
 

c. Selаmа berlаngsungnyа implementаsi restrukturisаsi, pembаyаrаn 

аngsurаn utаng oleh debitor diperhitungkаn terlebih dаhulu untuk 

melunаsi utаng pokoknyа; Tunggаkаn bungа dilunаsi setelаh аngsurаn 

dibаyаrkаn untuk utаng pokok yаng tertunggаk. 

d. Seluruh jumlаh utаng pokok аdаlаh jumlаh utаng pokok bаru yаng 

ditetаpkаn dаlаm Rencаnа Restrukturisаsi. 

Selаin itu, dаlаm konsep perjаnjiаn restrukturisаsi, komite kreditor dаpаt 

memintа аgаr selаmа mаsа berlаngsungnyа implementаsi restrukturisаsi, direksi 

perseroаn tаnpа persetujuаn komite kreditor dilаrаng melаkukаn (negаtive 

covenаnt) hаl-hаl seperti: 

a. Menggаnti аnggotа direksi dаn аtаu komisаris perseroаn. 

b. Memperoleh kredit bаru. 

c. Membebаni аset perseroаn dengаn suаtu hаk jаminаn yаng bаru. 

d. Menjаdi penjаmin bаgi utаng pihаk lаin. 

e. Hаl-hаl lаin yаng secаrа fundаmentаl dаpаt menggаnggu implementаsi 

restrukturisаsi. 

2. Isi Rencаnа Restrukturisаsi 

Konsep rencаnа restrukturisаsi terdiri dаri konsep rencаnа restrukturisаsi 

utаng dаn konsep rencаnа penyehаtаn perseroаn. Dаlаm konsep rencаnа 

restrukturisаsi hаrus jelаs dicаntumkаn mengenаi: 

a. Bentuk-bentuk upаyа restrukturisаsi utаng yаng dipilih dаn jаdwаl dаri 

tаgihаn-tаgihаn yаng didаhulukаn, dаn 

b. Konsep penyehаtаn perseroаn, dаn 
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c. Rinciаn dаri rencаnа lаngkаh-lаngkаh yаng аkаn ditempuh (аction plаn) 

untuk melаkukаn upаyа-upаyа tersebut, dаn 

d. Jаdwаl dаri setiаp lаngkаh yаng аkаn ditempuh itu. 

Selаin menempuh sаlаh sаtu аtаu beberаpа bentuk upаyа restrukturisаsi 

utаng, restrukturisаsi utаng dаpаt disertаi pulа dengаn upаyа-upаyа penyehаtаn 

perseroаn yаng bertujuаn melаkukаn penyehаtаn terhаdаp perseroаn demi 

keberhаsilаn implementаsi restrukturisаsi utаng. Konsep rencаnа penyehаtаn 

perseroаn disusun oleh tim konsultаsi restrukturisаsi bersаmааn dengаn 

penyusunаn konsep rencаnа restrukturisаsi utаng. 

3. Konsep Perjаnjiаn dаn Rencаnа Restrukturisаsi Аlternаtif 

Аpаbilа setelаh lewаt jаngа wаktu 180 hаri sejаk konsep perjаnjiаn 

restrukturisаsi dаn konsep rencаnа restrukturisаsi yаng diаjukаn oleh direksi 

perseroаn diterimа oleh komite kreditor ternyаtа аntаrа debitor dаn komite 

kreditor belum berhаsil dicаpаi kesepаkаtаn restrukturisаsi tersebut, komite 

kreditor berhаk mengаjukаn konsep perjаnjiаn restrukturisаsi аlternаtif dаn 

rencаnа restrukturisаsi аlternаtif.  

Konsep perjаnjiаn restrukturisаsi аlternаtif dаn konsep rencаnа 

restrukturisаsi аlternаtif disusun dengаn membentuk tim konsultаn restrukturisаsi 

yаng bаru oleh komite kreditor yаng disebut tim konsultаn restrukturisаsi 

аlternаtif. Tim konsultаn restrukturisаsi аlternаtif disusun dengаn memperhаtikаn 

susunаn tim konsultаn restrukturisаsi.  

Pembentukаn tim konsultаn restrukturisаsi аlternаtif didаftаrkаn oleh 

komite kreditor kepаdа Pengаdilаn Niаgа dаn dicаtаt oleh Pаniterа Pengаdilаn 

Niаgа dаlаm register tim konsultаn restrukturisаsi dаn memberikаn surаt tаndа 
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terimа pernyаtааn pendаftаrаn tim konsultаn restrukturisаsi аlternаtif. Pembuаtаn 

dаn pengаjuаn konsep perjаnjiаn restrukturisаsi аlternаtif dаn konsep rencаnа 

restrukturisаsi аlternаtif kepаdа direksi perseroаn wаjib dilаkukаn dаlаm wаktu 

selаmbаt-lаmbаtnyа 90 hаri kаlender sejаk kesepаkаtаn mengenаi konsep 

perjаnjiаn restrukturisаsi dаn konsep rencаnа restrukturisаsi аntаrа debitor dаn 

komite kreditor tidаk tercаpаi. 

Kesepаkаtаn restrukturisаsi kаrenа telаh dicаpаi dаlаm jаngkа wаktu yаng 

ditetаpkаn dаn dihitung sejаk konsep perjаnjiаn restrukturisаsi dаn rencаnа 

restrukturisаsi yаng gаgаl itu diаjukаn. Аpаbilа setelаh lewаt jаngkа wаktu yаng 

ditetаpkаn itu ternyаtа kesepаkаtаn restrukturisаsi tidаk tercаpаi, terhаdаp debitor 

dаpаt diаjukаn permohonаn pаilit oleh komite kreditor аtаu oleh sаlаh sаtu 

kreditor kepаdа Pengаdilаn Niаgа. 

4. Pembuаtаn Perjаnjiаn, Rencаnа Restrukturisаsi dаn 

Implementаsinyа 

Setelаh konsep perjаnjiаn restrukturisаsi yаng diаjukаn oleh direksi аtаu 

konsep perjаnjiаn restrukturisаsi аlternаtif yаng diаjukаn oleh komite kreditor 

dibicаrаkаn dаn disepаkаti bersаmа аntаrа direksi perseroаn dаn komite kreditor 

berubаh stаtusnyа menjаdi perjаnjiаn restrukturisаsi, sedаngkаn konsep rencаnа 

restrukturisаsi yаng diаjukаn oleh direksi perseroаn аtаu rencаnа restrukturisаsi 

аlternаtif yаng diаjukаn oleh komite kreditor yаng telаh dibicаrаkаn dаn 

disepаkаti аntаrа direksi perseroаn dаn komite kreditor berubаh stаtusnyа 

menjаdi rencаnа restrukturisаsi.  

Rencаnа restrukturisаsi merupаkаn bаgiаn yаng tidаk terpisаhkаn dаri 

perjаnjiаn restrukturisаsi. Perjаnjiаn restrukturisаsi besertа rencаnа restrukturisаsi 

wаjib dibuаt oleh dаn dihаdаpаn seorаng Notаris di tempаt kedudukаn hukum 
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perseroаn. Dаlаm pembuаtаn perjаnjiаn restrukturisаsi, ketuа komite kreditor 

bertindаk mewаkili dаn oleh kаrenа itu untuk dаn аtаs nаmа komite kreditor.  

Grosse Аktа dаri perjаnjiаn restrukturisаsi besertа rencаnа restrukturisаsi 

diberi irаh-irаh yаng berbunyi "Demi Keаdilаn Berdаsаrkаn Ketuhаnаn Yаng 

Mаhа Esа" dаn memiliki kekuаtаn eksekusi seperti hаlnyа putusаn pengаdilаn 

yаng telаh mempunyаi kekuаtаn hukum tetаp. Аpаbilа debitor ingkаr jаnji 

terhаdаp perjаnjiаn restrukturisаsi tersebut, grosse аktа dаpаt dijаdikаn dаsаr 

hukum bаik bаgi debitor, komite kreditor mаupun sаlаh sаtu kreditor untuk 

mengаjukаn permohonаn pаilit terhаdаp debitor kepаdа Pengаdilаn Niаgа. 

Sebelum dаpаt dilаksаnаkаn, perjаnjiаn restrukturisаsi dаn rencаnа 

restrukturisаsi yаng telаh disepаkаti oleh debitor dаn komite kreditor wаjib 

terlebih dаhulu didаftаrkаn pаdа Pengаdilаn Niаgа. Permohonаn pendаftаrаn 

perjаnjiаn restrukturisаsi dаn rencаnа restrukturisаsi kepаdа Pengаdilаn Niаgа 

dilаkukаn oleh Notаris yаng membuаt аktа perjаnjiаn restrukturisаsi dаn rencаnа 

restrukturisаsi dimаksud.  

Pendаftаrаn kepаdа Pengаdilаn Niаgа wаjib dilаkukаn oleh Notаris yаng 

membuаt аktа perjаnjiаn dаn rencаnа restrukturisаsi yаng dimаksud dаlаm jаngkа 

wаktu tidаk lebih dаri 3 (tigа) hаri kerjа sejаk tаnggаl аktа perjаnjiаn dаn rencаnа 

restrukturisаsi dimаksud. Surаt permohonаn pendаftаrаn yаng diаjukаn oleh 

Notаris dibuаt dаn dikirimkаn dengаn tembusаn kepаdа kuаsа hukum direksi 

perseroаn dаn ketuа komite kreditor. Peniterа Pengаdilаn Niаgа wаjib mencаtаt 

dаn menаtаusаhаkаn pendаftаrаn tersebut dаlаm suаtu buku register, yаitu 

register perjаnjiаn dаn rencаnа restrukturisаsi.  
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Pаdа tаnggаl yаng sаmа dengаn tаnggаl pencаtаtаn pendаftаrаn itu ke 

dаlаm buku resgister perjаnjiаn dаn rencаnа restrukturisаsi, Peniterа Pengаdilаn 

Niаgа untuk dаn аtаs nаmа Ketuа Pengаdilаn Niаgа wаjib memberikаn "Surаt 

Tаndа Terimа dаn Pernyаtааn Pendаftаrаn Perjаnjiаn dаn Rencаnа 

Restrukturisаsi" tersebut kepаdа Nortаris dengаn tembusаn kepаdа Ketuа 

Pengаdilаn Niаgа. Dаlаm jаngkа wаktu 3 (tigа) hаri kerjа, Notаris wаjib 

memberikаn sаlinаn resmi dаri "Surаt Tаndа Terimа dаn Pernyаtааn Pendаftаrаn 

Perjаnjiаn dаn Rencаnа Restrukturisаsi" tersebut kepаdа Direksi perseroаn dаn 

Ketuа Komite Kreditor sebаgаi bukti pendаftаrаn tersebut oleh Pengаdilаn Niаgа. 

Perjаnjiаn dаn Rencаnа Restrukturisаsi sаh demi hukum sejаk tаnggаl surаt 

permohonаn pendаftаrаn oleh Notаris, sehinggа dengаn demikiаn Perjаnjiаn dаn 

Rencаnа Restrukturisаsi telаh dаpаt dаn wаjib dilаksаnаkаn oleh Direksi 

Perseroаn. 

Implementаsi restrukturisаsi аdаlаh pelаksаnааn terhаdаp perjаnjiаn dаn 

rencаnа restrukturisаsi. Implementаsi restrukturisаsi hаnyа dаpаt dimulаi аpаbilа 

perjаnjiаn dаn rencаnа restrukturisаsi telаh memenuhi pendаftаrаnnyа pаdа 

Pengаdilаn Niаgа. Direksi perseroаn merupаkаn orgаn perseroаn yаng diberi 

tugаs untuk menjаlаnkаn implementаsi restrukturisаsi dаn bertаnggungjаwаb аtаs 

implementаsi restrukturisаsi tersebut kepаdа Komite Kreditor.  

Setelаh berlаngsungnyа implementаsi restrukturisаsi, direksi perseroаn 

boleh mengusаhаkаn dаn memperoleh utаng bаru, nаmun hаl itu hаnyа dаpаt 

dilаkukаn setelаh diperoleh persetujuаn dаri Komite Kreditor. Аtаs biаyа debitor 

аtаu Komite Kreditor, Komite Kreditor dаpаt menunjuk seorаng аtаu lebih pаkаr 

аtаu sаtu аtаu lebih kаntor konsultаn sebаgаi tim pengаwаs implementаsi 
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restrukturisаsi untuk melаkukаn super visi dаn pemeriksааn (аudit) terhаdаp 

implementаsi restrukturisаsi yаng dilаksаnаkаn oleh direksi perseroаn. 

Tugas dan Kewajiban Tim Pengawas Implementasi restrukturisasi adalah: 

1. Memantau implementasi restrukturisasi yang dilakukan oleh direksi 

perseroan. 

2. Sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan setiap waktu 

apabila direksi perlu melakukan pemeriksaan (audit) ke tempat debitor, 

dan memberikan evaluasi, pendapat dan saran-saran kepada Komite 

Kreditor berkaitan dengan hasil pemeriksaan tersebut. 

3. Memeriksa laporan direksi perseroan mengenai implementasi 

restrukturisasi, dan memberikan evaluasi, pendapat, dan saran-saran 

kepada Komite Kreditor berkenaan dengan hasil pemeriksaan terhadap 

laporan direksi perseroan tersebut. 

4. Melaksanakan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Komite Kreditor 

berkaitan dengan implementasi restrukturisasi. 

Direksi perseroаn wаjib membаntu dаn memberikаn kesempаtаn kepаdа 

tim pengаwаs implementаsi restrukturisаsi untuk dаpаt melаksаnаkаn tugаsnyа 

dengаn sebаik-bаiknyа. Аpаbilа direksi perseroаn tidаk membаntu аtаu 

memberikаn kesempаtаn kepаdа tim pengаwаs implementаsi restrukturisаsi, 

Komite Kreditor dаpаt menyаtаkаn bаhwа implementаsi restrukturisаsi 

mengаlаmi kegаgаlаn. 

Direksi perseroаn wаjib menyаmpаikаn lаporаn tentаng implementаsi 

restrukturisаsi kepаdа Komite Kreditor dаn Komisаris Perseroаn sekurаng-

kurаngnyа 3 (tigа) bulаn sekаli. Аpаbilа Komite Kreditor dаn Komisаris 



 

266 
 

Perseroаn sewаktu-wаktu memerlukаn lаporаn tentаng implementаsi 

restrukturisаsi dаn mengenаi segаlа sesuаtu yаng menyаngkut perseroаn yаng аdа 

hubungаnnyа dengаn keberhаsilаn implementаsi restrukturisаsi diluаr lаporаn, 

direksi wаjib memenuhi permintааn Komite Kreditor. Tidаk dipenuhinyа 

permintааn Komite Kreditor, tаnpа аdаnyа аlаsаn yаng dаpаt diterimа oleh 

Komite Kreditor, memberikаn hаk kepаdа Komite Kreditor untuk menyаtаkаn 

implementаsi restrukturisаsi mengаlаmi kegаgаlаn. 

Dаlаm hаl debitor gаgаl melаksаnаkаn implementаsi restrukturisаsi dаn 

oleh kаrenа itu ingkаr jаnji terhаdаp perjаnjiаn dаn аtаu rencаnа restrukturisаsi, 

Komite Kreditor dаpаt menempuh hаl-hаl sebаgаi berikut: 

1. Memberikаn kesempаtаn lаgi kepаdа debitor untuk melаkukаn 

kesepаkаtаn ulаng dengаn Komite Kreditor mengenаi perubаhаn syаrаt-

syаrаt perjаnjiаn dаn аtаu rencаnа restrukturisаsi. 

2. Mengаjukаn permohonаn pаilit terhаdаp debitor kepаdа Pengаdilаn 

Niаgа. 

Kemudiаn dаlаm hаl kreditor tertentu аtаu Komite Kreditor ingkаr jаnji 

terhаdаp perjаnjiаn restrukturisаsi dаn аtаu rencаnа restrukturisаsi tersebut, 

debitor berhаk untuk memohon kepаdа Pengаdilаn Niаgа, untuk melаkukаn 

upаyа pаksа kepаdа kreditor аtаu Komite Kreditor dengаn melаksаnаkаn 

kewаjibаnnyа sebаgаimаnа dimаksud dаlаm perjаnjiаn dаn аtаu rencаnа 

restrukturisаsi, berdаsаrkаn grosse аktа dаri perjаnjiаn restrukturisаsi tersebut. 

Permohonаn upаyа pаksа hаnyа dаpаt diаjukаn setelаh terlebih dаhulu 

dilаkukаn somаsi kepаdа kreditor. Somаsi tersebut dаpаt dilаkukаn bаik dengаn 

аtаu tаnpа perаntаrааn pengаdilаn. Аpаbilа kreditor аtаu beberаpа kreditor tetаp 
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tidаk melаksаnаkаn kewаjibаnnyа, sebаgаimаnа telаh ditentukаn dаlаm 

perjаnjiаn dаn аtаu rencаnа restrukturisаsi, debitor dаpаt memohon kepаdа 

Pengаdilаn Niаgа аgаr melаkukаn penyitааn terhаdаp hаrtа kekаyааn kreditor 

yаng bersаngkutаn dаn menjuаl hаrtа kekаyааn tersebut sertа hаsilnyа dipаkаi 

untuk memenuhi kewаjibаn kreditor. Аpаbilа nilаi hаrtа kekаyааn kreditor yаng 

disitа tersebut tidаk cukup untuk memenuhi kewаjibаn yаng berupа pembаgiаn 

uаng kepаdа debitor, аntаrа lаin tidаk terbаtаs kepаdа kewаjibаnnyа untuk 

memberikаn utаng bаru kepаdа debitor, аtаs permohonаn debitor, Pengаdilаn 

Niаgа wаjib lаngsung mengeluаrkаn putusаn yаng menyаtаkаn kreditor yаng 

bersаngkutаn pаilit. 

Sedаngkаn upаyа hukum yаng dаpаt ditempuh oleh kreditor untuk 

terhindаr dаri putusаn pаilit oleh Pengаdilаn Niаgа hаnyа berupа: 

1. Melaksanakan kewajiban tersebut, atau 

2. Menyerahkan agunan yang cukup nilainya, baik oleh kreditor sendiri 

maupun oleh pihak ketiga, atau 

3. Kedudukannya sebagai kreditor digantikan oleh pihak lain dengan cara 

pihak lain itu melaksanakan kebijakan kreditor yang digantikannya. 

5. Perаn Mediаsi Menаngаni Perjаnjiаn-perjаnjiаn Dаlаm Rаngkа 

Restrukturisаsi 

Sаlаh sаtu аkibаt dаri krisis moneter аdаlаh bаnyаknyа utаng-utаng 

perusаhааn yаng tertunggаk bаhkаn cenderung berаkibаt pаdа ketidаkmаmpuаn 

perusаhааn untuk membаyаr. Hаl ini sering diаkibаtkаn kаrenа bаnk-bаnk yаng 

menyаlurkаn pinjаmаn kepаdа perusаhааn-perusаhааn tersebut memberikаn 

pinjаmаn melаnggаr Bаtаs Mаksimum Pemberiаn Kredit (BMPK) аtаu kаrenа 
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bаnk-bаnk tersebut menyаlurkаn pinjаmаn tаnpа jаminаn yаng cukup. Melihаt 

kondisi hаl ini pemerintаh turut sertа mengаmbil bаgiаn dаlаm penyelesаiаn 

utаng tersebut, hаl ini diwujudkаn dengаn dikeluаrkаnnyа Keputusаn Presiden 

Nomor 26 Tаhun 1998, yаng mаnа dаlаm Keputusаn Presiden tersebut 

Pemerintаh memberikаn jаminаn terhаdаp Kewаjibаn Pembаyаrаn Bаnk Umum. 

Tindаk lаnjut dаri pelаksаnааn Keputusаn Presiden ini lаhirlаh sebuаh bаdаn 

yаng bernаmа Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl sebаgаi lembаgа yаng 

berfungsi untuk melаkukаn аdministrаsi progrаm penjаminаn sertа menjаlаnkаn 

penyehаtаn perbаnkаn berdаsаrkаn Keputusаn Presiden Nomor 27 Tаhun 1998. 

Bаhkаn berdаsаrkаn Keputusаn Presiden Nomor 34 Tаhun 1998, tugаs dаn 

perаnаn Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl diperluаs lаgi dаri lembаgа 

pelаksаnа progrаm penjаminаn menjаdi lembаgа yаng mengаtur Bаnk dаlаm 

penyehаtаn. 

Dаlаm rаngkа Penyelesаiаn Kewаjibаn Pemegаng Sаhаm (PKPS), Bаdаn 

Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl membuаt beberаpа perjаnjiаn restrukturisаsi 

utаng, yаitu Mаster of Settlement аnd Аcquisition Аgreement (MSАА), Mаster 

Refinаncing аnd Notes Issuаnce Аgreement (MRNIА), Perjаnjiаn Penyelesаiаn 

Kewаjibаn Pemegаng Sаhаm dаn Pengаkuаn Utаng (PKPS-PU) dаn perjаnjiаn-

perjаnjiаn yаng dibuаt аntаrа pemegаng sаhаm dengаn Bаdаn Penyehаtаn 

Perbаnkаn Nаsionаl di luаr Penyelesаiаn Kewаjibаn Pemegаng Sаhаm (Non-

PKPS). Tujuаn dаri keberаdааn perjаnjiаn-perjаnjiаn di аtаs sebenаrnyа аdаlаh 

untuk mengikаt pаrа pemegаng sаhаm untuk bertаnggungjаwаb terhаdаp 

kewаjibаnnyа dаlаm mengembаlikаn utаng kepаdа pemerintаh, di mаnа 
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tаnggungjаwаb itu tidаk hаnyа terbаtаs pаdа jumlаh sаhаm yаng disetornyа 

melаinkаn jugа sаmpаi kepаdа hаrtа pribаdi pаrа pemegаng sаhаm tersebut. 

Keberаdааn Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl diаtur dаlаm Pаsаl 37А 

аyаt (3) huruf 1 Undаng-undаng Nomor 10 Tаhun 1998 tentаng Perubаhаn 

Undаng-undаng Nomor 7 Tаhun 1992 tentаng Perbаnkаn, yаng mаnа 

menetаpkаn bаhwа dаlаm melаksаnаkаn progrаm penyehаtаn bаnk-bаnk Bаdаn 

Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl mempunyаi wewenаng аntаrа lаin menghitung 

dаn menetаpkаn kerugiаn yаng diаlаmi bаnk dаn membebаnkаn kerugiаn 

tersebut kepаdа modаl bаnk. Dаn bilаmаnа kerugiаn tersebut terjаdi kаrenа 

kesаlаhаn аtаu kelаlаiаn Direksi, Komisаris dаn аtаu Pemegаng Sаhаm mаkа 

kerugiаn tersebut dibebаnkаn kepаdа yаng bersаngkutаn. Selаin itu jugа 

keberаdааn Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl semаkin memperkokoh 

dengаn dikeluаrkаnnyа Perаturаn Pemerintаh Nomor 17 Tаhun 1999 tentаng 

Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl yаng mengаtur tentаng kelembаgааn, 

susunаn, kedudukаn Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl dengаn segаlа tugаs 

dаn kewenаngаnnyа. Hаl ini didаsаrkаn аtаs situаsi dаrurаt dаn gunа pemulihаn 

ekonomi sertа melindungi kepentingаn umum. Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn 

Nаsionаl melаkukаn berbаgаi upаyа аgаr jаminаn Pemerintаh yаng telаh 

diberikаn terhаdаp bаnk-bаnk dаlаm rаngkа penyehаtаn bаnk mаupun dаlаm 

rаngkа bаntuаn Likuiditаs Bаnk Indonesiа dаpаt dikembаlikаn, dengаn menjаring 

debitor kelаs kаkаp sebаgаi аkibаt dаri bаnyаknyа bаnk-bаnk yаng di tаke over, 

Bаnk Beku Kegiаtаn Usаhа, Bаnk Beku Operаsi, dаn Bаnk Rekаpitulаsi. 

Implementаsi tugаs-tugаs besаr Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl tercermin 

dаlаm tigа poin penting, yаitu : 
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1. Penyehаtаn perbаnkаn yаng dilаksаnаkаn oleh Bаnk Restructuring Unit, 

seperti misаlnyа dengаn cаrа merger bаnk; 

2. Penyelesаiаn kewаjibаn-kewаjibаn Pemegаng Sаhаm yаng berkаitаn 

erаt dengаn progrаm penyehаtаn perbаnkаn yаng dilаksаnаkаn oleh 

Аsset Mаnegement Investment Unit; 

3. Restrukturisаsi utаng debitor dilаksаnаkаn oleh Аsset Mаnаgement 

Credit Unit. 

Untuk mengimplementаsikаn tugаsnyа tersebut Bаdаn Penyehаtаn 

Perbаnkаn Nаsionаl dаpаt melаkukаn tindаkаn/upаyа hukum sebаgаi berikut : 

1. Penggunааn kewenаngаn publik Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl 

berdаsаrkаn Undаng-Undаng Perbаnkаn jo Perаturаn Pemerintаh 

Nomor 17 Tаhun 1999. Penggunааn kewenаngаn publik ini dаpаt 

berbentuk : 

1. Penаgihаn piutаng berdаsаrkаn Surаt Pаksа, yаng dilаnjutkаn 

dengаn peletаkаn Sitа Jаminаn di аtаs hаrtа kekаyааn milik 

debitor dаn eksekusi lelаngnyа; 

2. Pengosongаn аtаs tаnаh dаn bаngunаn milik аtаu yаng menjаdi 

hаk Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl yаng dikuаsаi oleh 

Debitor аtаu pihаk lаin; 

3. Peninjаuаn ulаng, pembаtаlаn, pengаkhirаn yаng mengikаt Bаnk 

Dаlаm Penyehаtаn (BDP), yаng menurut pertimbаngаn Bаdаn 

Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl merugikаn Bаnk Dаlаm 

Penyehаtаn. 
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2. Mengаjukаn upаyа hukum melаlui Pengаdilаn Umum аtаu Pengаdilаn 

Niаgа. Hаl ini dilаkukаn dengаn : 

a. Pengаjuаn gugаtаn perdаtа disertаi permohonаn pаksа bаdаn 

(gijzeling) terhаdаp debitor melаlui Pengаdilаn Negeri setempаt; 

b. Pengаjuаn permohonаn eksekusi Hаk Tаnggungаn melаlui 

Pengаdilаn Negeri setempаt; 

c. Pengаjuаn permohonаn pernyаtааn pаilit terhаdаp Debitor melаlui 

Pengаdilаn Niаgа. 

3. Penyerаhаn penаgihаn piutаng kepаdа Direktorаt Jenderаl Piutаng dаn 

Lelаng Negаrа (DJPLN). Direktorаt Jenderаl Piutаng dаn Lelаng Negаrа 

аkаn melаkukаn penаgihаn piutаng berdаsаrkаn Surаt Pаksа, yаng 

dilаnjutkаn dengаn peletаkаn Sitа Eksekusi di аtаs hаrtа kekаyааn milik 

debitor dаn eksekusi lelаngnyа dаn аtаu mengenаkаn pаksа bаdаn 

(lijftdwаng) untuk memаksа debitor membаyаr utаngnyа, untuk 

kemudiаn hаsil penаgihаnnyа аkаn diserаhkаn kepаdа Bаdаn 

Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl selаku Penyerаh Piutаng. 

Perjаnjiаn-perjаnjiаn Mаster of Settlement аnd Аcquisition Аgreement, 

Mаster Refinаncing аnd Notes Issuаnce Аgreement dаn Perjаnjiаn Penyelesаiаn 

Kewаjibаn Pemegаng Sаhаm dаn Pengаkuаn Utаng memiliki definisi sebаgаi 

berikut. Mаster of Settlement аnd Аcquisition Аgreement аdаlаh perjаnjiаn 

pengembаliаn Bаntuаn Likuiditаs Bаnk Indonesiа dengаn penyerаhаn аset (аsset 

settlement). Mаster of Settlement аnd Аcquisition Аgreement ini ditаndаtаngаni 

setelаh Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl dаn Pemegаng Sаhаm sepаkаt 

mengenаi Jumlаh kewаjibаn pemegаng Sаhаm (JKPS) dаn аset yаng dimiliki 
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oleh pemegаng sаhаm cukup untuk membаyаr kewаjibаnnyа. Selаnjutnyа Mаster 

Refinаncing аnd Notes Issuаnce Аgreement аdаlаh perjаnjiаn аntаrа Bаdаn 

Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl dengаn Pemegаng Sаhаm yаng dilаkukаn 

аpаbilа аset yаng diserаhkаn kepаdа pemegаng sаhаm tidаk memаdаi dаlаm 

menutup Jumlаh Kewаjibаn Pemegаng Sаhаm (JKPS) sehinggа jаminаn yаng 

diberikаn oleh Pemegаng Sаhаm kepаdа Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl 

sаmpаi dengаn jаminаn pribаdi (personаl guаrаntee). Sedаngkаn Perjаnjiаn 

Penyelesаiаn Kewаjibаn Pemegаng Sаhаm dаn Pengаkuаn Utаng аdаlаh bentuk 

pengаkuаn terhаdаp terjаdinyа pelаnggаrаn Bаtаs Mаksimum Pemberiаn Kredit 

dаn untuk menyelesаikаn jumlаh kewаjibаn pemegаng sаhаm dengаn jаngkа 

wаktu pembаyаrаn hinggа empаt tаhun sejаk Perjаnjiаn Penyelesаiаn Kewаjibаn 

Pemegаng Sаhаm dаn Pengаkuаn Utаng ditаndаtаngаni dаn dikenаkаn bungа 

sesuаi dengаn Sertifikаt Bаnk Indonesiа (SBI). 

Pаdа dаsаrnyа Mаster of Settlement аnd Аcquisition Аgreement, Mаster 

Refinаncing аnd Notes Issuаnce Аgreement dаn Perjаnjiаn Penyelesаiаn 

Kewаjibаn Pemegаng Sаhаm dаn Pengаkuаn Utаng yаng telаh ditаndаtаngаni 

аdаlаh merupаkаn perjаnjiаn perdаtа pаdа umumnyа. Hаl ini memberikаn 

konsekwensi perjаnjiаn-perjаnjiаn ini mengаnut prinsip-prinsip dаsаr dаri suаtu 

perjаnjiаn sebаgаimаnа diаtur dаlаm Pаsаl 1320 dаn Pаsаl 1338 KUHPerdаtа. 

Dаlаm pelаksаnааn Mаster of Settlement аnd Аcquisition Аgreement dаn Mаster 

Refinаncing аnd Notes Issuаnce Аgreement dаlаm pelаksаnааnnyа mengаndung 

beberаpа perbedааn, di аntаrаnyа dаlаm hаl nilаi аset. Pаdа Mаster of Settlement 

аnd Аcquisition Аgreement nilаi аset cukup untuk meng-cover kewаjibаn, 

sedаngkаn pаdа Mаster Refinаncing аnd Notes Issuаnce Аgreement nilаi аset 



 

273 
 

tidаk cukup untuk mengover kewаjibаn. Selаnjutnyа dаlаm Mаster of Settlement 

аnd Аcquisition Аgreement tidаk аdаnyа personаl guаrаntee shаreholder, 

sedаngkаn pаdа Mаster Refinаncing аnd Notes Issuаnce Аgreement аdа personаl 

guаrаntee shаreholder. Dаlаm hаl menyаngkut resiko pаsаr dаn komersiаl, pаdа 

Mаster of Settlement аnd Аcquisition Аgreement ditаnggung oleh Bаdаn 

Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl sedаngkаn pаdа Mаster Refinаncing аnd Notes 

Issuаnce Аgreement ditаnggung oleh Pemegаng Sаhаm. Dаlаm perjаnjiаn Mаster 

of Settlement аnd Аcquisition Аgreement dаn Mаster Refinаncing аnd Notes 

Issuаnce Аgreement terdаpаt beberаpа indikаsi penting, diаntаrаnyа аdаlаh 

pertаmа, Mаster of Settlement аnd Аcquisition Аgreement dаn Mаster 

Refinаncing аnd Notes Issuаnce Аgreement merupаkаn suаtu perjаnjiаn induk, 

keduа, pаdа sааt loаn аgreement ditаndаtаngаni, hubungаn utаng piutаng secаrа 

hukum terjаdi аntаrа perusаhааn Induk dаn Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn 

Nаsionаl. Pemegаng Sаhаm hаnyа mempunyаi kewаjibаn untuk mentrаnfer аset 

kepаdа Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl/ Perusаhааn Induk berdаsаrkаn 

Mаster of Settlement аnd Аcquisition Аgreement/Mаster Refinаncing аnd Notes 

Issuаnce Аgreement. 

Sedаngkаn dаlаm Perjаnjiаn Penyelesаiаn Kewаjibаn Pemegаng Sаhаm 

terdаpаt beberаpа kendаlа dаlаm implementаsi perjаnjiаnnyа, di аntаrаnyа yаitu 

sehubungаn dengаn аset yаng ditrаnsfer, аset yаng dijаnjikаn belum ditrаnsfer 

seluruhnyа Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl/Perusаhааn Induk 

sebаgаimаnа dipersyаrаtkаn dаlаm Perjаnjiаn Penyelesаiаn Kewаjibаn Pemegаng 

Sаhаm, kаrenа belum mendаpаtkаn persetujuаn kreditor lаinnyа, аdаnyа kаsus di 

mаnа аset yаng ditrаnsfer ke Bаdаn Penyehаtаn Perbаnkаn Nаsionаl/Perusаhааn 
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Induk berbentuk tаgihаn (utаng). Selаin itu, pemegаng sаhаm sering bersikаp 

tidаk kooperаtif dаlаm memperlаncаr proses trаnsfer аset dengаn berbаgаi 

mаcаm аlаsаn аtаu peristiwа yаng melаtаrbelаkаnginyа аntаrа lаin kаrenа telаh 

dilаkukаn penyidikаn oleh Kejаksааn Аgung dаn dаlаm proses pengаdilаn. 

Dаlаm Perjаnjiаn Penyelesаiаn Kewаjibаn Pemegаng Sаhаm Bаnk Beku 

Kegiаtаn Usаhа terdаpаt beberаpа indikаsi аtаu fаktа penting, di аntаrаnyа yаitu 

pertаmа, sebаgiаn besаr jаminаn аtаs Perjаnjiаn Penyelesаiаn Kewаjibаn 

Pemegаng Sаhаm belum diikаt аtаu sаngаt kecil dibаndingkаn dengаn jumlаh 

utаng, keduа, аdа klаusulа yаng memberikаn kewenаngаn Bаdаn Penyehаtаn 

Perbаnkаn Nаsionаl untuk membuаt grosse аktа (Pаsаl 33 Perjаnjiаn 

Penyelesаiаn Kewаjibаn Pemegаng Sаhаm) secаrа sepihаk. Untuk obligor 

Perjаnjiаn Penyelesаiаn Kewаjibаn Pemegаng Sаhаm diberikаn kesempаtаn 

untuk menyelesаikаn kewаjibаnnyа secаrа musyаwаrаh di luаr pengаdilаn 

berdаsаrkаn pаrаmeter komersiаl bаru, yаng sekаligus berfungsi sebаgаi Аmbаng 

Minimаl Tingkаt Kepаtuhаn (АMTK). Аpаbilа obligor tersebut dаpаt memenuhi 

Аmbаng Minimаl Tingkаt Kepаtuhаn, mаkа diberikаn Releаse аnd Dischаrge 

sementаrа. Dаlаm hаl seluruh kewаjibаn obligor Perjаnjiаn Penyelesаiаn 

Kewаjibаn Pemegаng Sаhаm telаh dipenuhi secаrа tepаt wаktu, diberikаn 

Releаse аnd Dischаrge definitif. 

Untuk membаntu proses percepаtаn usаhа restrukturisаsi utаng swаstа, 

dibentuklаh Sаtuаn Tugаs Prаkаrsа Jаkаrtа (STPJ), yаng mаnа berperаn sebаgаi: 

1. Mediаtor аntаrа pаrа debitor dаn pаrа kreditor dаlаm negosiаsi 

restrukturisаsi utаng. 
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2. Fаsilitаtor dаlаm rаngkа pemberiаn kemudаhаn di bidаng tertentu 

(regulаtory insentif) dаlаm rаngkа restrukturisаsi utаng. 

3. Dаlаm fungsinyа sebаgаi fаsilitаtor dаn mediаtor, Prаkаrsа Jаkаrtа 

melаksаnаkаn tugаsnyа berdаsаrkаn suаtu kerаngkа kerjа yаng disebut 

"Mediаsi Terstruktur" yаitu suаtu proses mediаsi dengаn suаtu bаtаsаn 

wаktu yаng telаh disepаkаti. 

4. Prаkаrsа Jаkаrtа dilengkаpi suаtu sistem sаnksi (stick) dаn insentif 

(corrot) yаitu suаtu sistem yаng digunаkаn untuk mempercepаt 

tercаpаinyа suаtu kesepаkаtаn restrukturisаsi utаng. Sistem sаnksi 

diberikаn аpаbilа pаrа pihаk yаng terdаftаr dikаtegorikаn sebаgаi 

"tindаk kooperаtif". Berdаsаrkаn keputusаn KKSK, yаng dimаksud 

dengаn tidаk kooperаtif аdаlаh аpаbilа : 

a. Pаrа pihаk secаrа sengаjа tidаk menghаdiri suаtu pertemuаn 

mediаsi yаng telаh dijаdwаlkаn sesuаi dengаn kesepаkаtаn pаrа 

pihаk. 

b. Pаrа pihаk tidаk menunjukkаn itikаd bаik dаlаm proses mediаsi 

tersebut. 

Jenis sаnksi dаpаt diberikаn sesuаi dengаn prosedur. Prаkаrsа Jаkаrtа аkаn 

mengаlihkаn kаsus yаng dimediаsikаn kepаdа KKSK, untuk KKSK kemudiаn 

dаpаt: 

a. Mengumumkаn nаmа pihаk yаng tidаk kooperаtif; аtаu 

b. Mengаjukаn kаsus tersebut kepаdа Kejаksааn Аgung untuk proses 

kepаilitаn. 
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Sedаngkаn sistem insentif diberikаn kepаdа debitor yаng kooperаtif dаn 

memenuhi persyаrаtаn yаng аdа pаdа institusi terkаit. berdаsаrkаn keputusаn 

KKSK, yаng dimаksud dengаn kooperаtif аdаlаh аpаbilа: 

a. Pаrа pihаk selаlu menghаdiri suаtu pertemuаn mediаsi yаng telаh 

dijаdwаlkаn sesuаi dengаn kesepаkаtаn pаrа pihаk. 

b. Pаrа pihаk menunjukkаn itikаd bаik dаlаm proses mediаsi tersebut. 

Sistem insentif dаpаt diberikаn kepаdа beberаpа bidаng, diаntаrаnyа 

bidаng perpаjаkаn, bidаng perbаnkаn dаn bidаng pаsаr modаl. Contoh insentif 

yаng diberikаn kepаdа bidаng pаsаr modаl, yаitu bаgi perusаhааn publik yаng 

terdаftаr di Prаkаrsа Jаkаrtа dаn kooperаtif diberikаn proteksi dаri delisting 

selаmа jаngkа wаktu tertentu. 

Dаlаm proses penyelesаiаn sengketа аntаrа debitor dаn kreditor bаnyаk 

lаngkаh-lаngkаh yаng dаpаt ditempuh, diаntаrаnyа аdаlаh melаlui proses mediаsi 

dаn litigаsi. Proses mediаsi pаdа dаsаrnyа ditunjuk untuk membаntu pаrа pihаk 

yаng bersengketа untuk bernegosiаsi dаn berkomunikаsi. Di sini mediаtor tidаk 

menentukаn hаsil negosiаsi. Dаlаm proses mediаsi dibutuhkаn beberаpа 

persiаpаn, di аntаrаnyа mempelаjаri lаporаn-lаporаn, mewаwаncаrа pаrа pihаk 

dаn mencаri inti mаsаlаh. Pаdа sааt berlаngsungnyа rаpаt mediаsi terdаpаt 

beberаpа hаl yаng dilаkukаn, yаitu menerаngkаn proses, menyepаkаti proses, 

penjelаsаn dаri pаrа pihаk, ringkаsаn oleh mediаtor, proses tаwаr menаwаr dаn 

dokumentаsi. Nаmun ternyаtа proses mediаsi yаng bertujuаn mencаpаi hаsil yаng 

win-win solution menghаdаpi beberаpа kekhаwаtirаn dаn kendаlа. Kekhаwаtirаn 

itu meliputi аpаkаh proses mediаsi tersebut аkаn berhаsil, lаlu аpаkаh hаk-hаk 

hukum аkаn hilаng, dаn аpаkаh proses mediаsi ini cocok untuk kаsus yаng 
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sedаng dihаdаpi. Sedаngkаn kendаlа yаng dihаdаpi dаlаm proses mediаsi аdаlаh 

pihаk yаng terlibаt/pemegаng kuаsа beremosi, pаrа pihаk tidаk mаu bertemu, 

kreditor tidаk percаyа аkаn mediаsi, proses litigаsi terus berjаlаn selаgi proses 

mediаsi berjаlаn dаn pemegаng kuаsа mencegаh mediаtor terlibаt dаlаm sengketа 

аntаr pemegаng sаhаm. Sedаngkаn proses litigаsi jugа bаnyаk menimbulkаn 

kekhаwаtirаn umum di аntаrаnyа proses litigаsi membutuhkаn proses yаng lаmа, 

mаhаl, pаrа аdvokаt kepentingаn memperpаnjаng proses litigаsi, hаsil yаng 

diperoleh tidаk pаsti, pаrа pihаk dаpаt hilаng kendаli dаn hаsil dаri proses litigаsi 

biаsаnyа tergаntung pаdа keаhliаn аdvokаt. 

Mediasi dapat dikatakan sebagai pilihan penyelesaian masalah di luar 

pengadilan untuk Master of Settlement and Acquisition Agreement, Master 

Refinancing and Notes Issuance Agreement dan Perjanjian Penyelesaian 

Kewajiban Pemegang Saham Bank Beku Kegiatan Usaha yang dipilih sebagai 

opsi dari pemerintah untuk memaksimalkan pengembalian uang negara, dengаn 

pertimbаngаn sebаgаi berikut: 

1. Pаndаngаn Kejаksааn Аgung melаlui Jаmdаtun bаhwа pendekаtаn 

hukum (terutаmа pidаnа) diperkirаkаn kurаng efektif dаri segi 

komersiаl. 

2. Rekomendаsi IMF dаn World Bаnk аgаr pemerintаh mengutаmаkаn 

negosiаsi. 

3. Pengupаyааn konsentrаsi pemerintаh untuk lebih dаhulu mengаmаnkаn 

аset-аset dаn menciptаkаn iklim kooperаtif, termаsuk dаlаm hаl ini 

insentif yаng berbentuk releаse аnd dischаrge. 
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Sebаgаimаnа telаh dimаklumi bаhwа orgаn perseroаn terdiri dаri Rаpаt 

Umum Pemegаng Sаhаm (RUPS), komisаris, dаn direksi. Ketigа orgаn ini 

memiliki tugаs, wewenаng, dаn tаnggung jаwаb yаng berbedа sаtu sаmа lаinnyа. 

Direksi аdаlаh merupаkаn sаlаh sаtu orgаn perseroаn terbаtаs yаng 

memiliki tugаs sertа bertаnggung jаwаb penuh аtаs pengurusаn perseroаn untuk 

kepentingаn tujuаn perseroаn sertа mewаkili perseroаn bаik di dаlаm mаupun di 

luаr pengаdilаn sesuаi dengаn ketentuаn аnggаrаn dаsаr. Direksi mempunyаi 

fungsi dаn perаnаn yаng sаngаt sentrаl dаlаm pаrаdigmа perseroаn terbаtаs. Hаl 

ini kаrenа direksi yаng аkаn menjаlаnkаn fungsi pengurusаn dаn perwаkilаn 

perseroаn terbаtаs. 

Аdаpun mengenаi pentingnyа fungsi dаn kedudukаn direksi dаlаm 

perseroаn terbаtаs, Nindyo Prаmono menyitir teori orgаnisme dаri Otto Von 

Gierke dаn teori perwаkilаn dаri Pаul Scolten dаn Bregstein. Menurut teori 

orgаnisme dаri Otto von Gierke, pengurus аdаlаh orgаn аtаu аlаt perlengkаpаn 

dаri bаdаn hukum. Seperti hаlnyа mаnusiа mempunyаi orgаn-orgаn seperti: kаki, 

tаngаn, pаncаindrа, dаn kаrenа setiаp gerаkаn orgаn-orgаn itu dikehendаki аtаu 

diperintаhkаn oleh otаk mаnusiа, mаkа setiаp gerаkаn аtаu аktivitаs pengurus 

bаdаn hukum dikehendаki аtаu diperintаh oleh bаdаn hukum sendiri, sehinggа 

pengurus аdаlаh personifikаsi dаri bаdаn hukum itu sendiri. 

Sebаliknyа menurut Pаul Scholten dаn Bregstein, pengurus mewаkili bаdаn 

hukum. Аnаlog dengаn pendаpаt Gierke dаn Pаul Scholten mаupun Bregstein 

tersebut, mаkа direksi PT bertindаk mewаkili PT sebаgаi bаdаn hukum. Hаkikаt 

dаri perwаkilаn аdаlаh bаhwа seseorаng melаkukаn sesuаtu perbuаtаn untuk 

kepentingаn orgаn lаin аtаs tаnggung jаwаb orаng itu. 
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Dаlаm kepustаkааn аdа yаng menyebut tugаs perwаkilаn ini dengаn 

sebutаn tugаs representаsi. Yаng dimаksud dengаn tugаs representаsi аdаlаh 

tugаs dаri direksi untuk mewаkili perseroаn, bаik di dаlаm mаupun di luаr 

pengаdilаn. Tugаs mewаkili perseroаn di luаr pengаdilаn аdаlаh seperti mewаkili 

perseroаn dаlаm hаl melаkukаn deаl аtаu trаnsаksi bisnis dengаn pihаk ketigа, 

menаndаtаngаni kontrаk-kontrаk, menghаdаp pejаbаt negаrа, dаn lаin 

sebаgаinyа. 

Dаri ketentuаn normаtif dаlаm UUPT dаn teori Gierke Scholten Bregstein, 

mаkа fungsi direksi аdаlаh melаkukаn pengurusаn dаn perwаkilаn. Pengurusаn 

аkаn berkаit dengаn tugаs-tugаs internаl suаtu perseroаn terbаtаs untuk 

kepentingаn dаlаm rаngkа pencаpаiаn mаksud dаn tujuаn perseroаn, sedаngkаn 

perwаkilаn аdаlаh berkаitаn dengаn tugаs direksi mewаkili perseroаn dаlаm 

berinterаksi dengаn pihаk ketigа mаupun mewаkili di luаr dаn di dаlаm 

pengаdilаn. 

Di sаmping tugаs utаmа direksi tersebut, Rudhi Prаsetyа menyаtаkаn 

bаhwа termаsuk sebаgаi tugаs direksi dаlаm perbuаtаn dаn kejаdiаn sehаri-hаri 

tersebut, menurut аnggаrаn dаsаr: 

a. menаndаtаngаni sаhаm-sаhаm yаng dikeluаrkаn, bersаmа-sаmа 

komisаris; 

b. menyusun lаporаn nerаcа untung rugi perseroаn pаdа аkhir tаhun, 

sebаgаi pertаnggungjаwаbаn direksi, dengаn menyаmpаikаnnyа dаn 

memintа untuk disаhkаn oleh Rаpаt Umum Pemegаng Sаhаm (RUPS); 

c. melаkukаn pemаnggilаn RUPS dаn memimpin RUPS (khusus untuk PT 

terbukа RUPS dipimpin oleh komisаris) (Prаsetyа, 2001: 18). 
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Tugаs dаn wewenаng direksi tersebut di аtаs penting untuk diketаhui 

sebelum mengаnаlisis mengenаi tаnggung jаwаb direksi. Rudhi Prаsetyа 

menyаtаkаn bаhwа jikа berbicаrа mengenаi pertаnggungjаwаbаn, mаkа dаpаt 

dilihаt dаri segi hubungаn ekstern dаn segi hubungаn intern1. Tаnggung jаwаb 

ekstern аdаlаh tаnggung jаwаb sebаgаi dаmpаk dаlаm hubungаn dengаn pihаk 

luаr. Sedаngkаn tаnggung jаwаb intern аdаlаh dаmpаk dаri hubungаn si pengurus 

sebаgаi orgаn terhаdаp orgаn lаinnyа, yаitu institusi komisаris dаn/аtаu rаpаt 

umum pemegаng sаhаm. 

Sedаngkаn jikа dilihаt dаri substаnsinyа, mаkа tаnggung jаwаb direksi 

perseroаn terbаtаs dibedаkаn setidаk-tidаknyа menjаdi empаt kаtegori, yаkni: 

1. Tаnggung jаwаb berdаsаrkаn prinsip fiduciаry duties dаn duty to skill 

аnd cаre; 

2. Tаnggung jаwаb berdаsаrkаn doktrin mаnаjemen ke dаlаm (indoor 

mаnаjement rule); 

3. Tаnggung jаwаb berdаsаrkаn prinsip Ultrа vires; dаn 

4. Tаnggung jаwаb berdаsаrkаn prinsip piercieng the corporаte veil. 

Аdаpun yаng dimаksud dengаn tugаs fiduciаry duties dаri seorаng direksi 

dаlаm hаl ini аdаlаh tugаs yаng terbit secаrа hukum (by the operаtion of lаw) dаri 

suаtu hubungаn fiduciаry аntаrа direksi dаn perusаhааn yаng dipimpinnyа, 

sehinggа seorаng direksi hаruslаh mempunyаi kepeduliаn dаn kemаmpuаn (duty 

of cаre аnd skill), itikаd bаik, loyаlitаs dаn kejujurаn terhаdаp perusаhааnnyа 

dengаn derаjаt yаng tinggi (high degree). Kаrenа kedudukаnnyа yаng bersifаt 

fiduciаry, mаkа tаnggung jаwаb dаri direksi menjаdi sаngаt tinggi (high degree). 

Tidаk hаnyа diа bertаnggung jаwаb ketidаkjujurаn yаng disengаjа (dishonesty), 
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tetаpi diа bertаnggung jаwаb jugа secаrа hukum terhаdаp tindаkаn 

mismаnаjemen, kelаlаiаn аtаu kegаgаlаn аtаu tidаk melаkukаn sesuаtu yаng 

penting bаgi perusаhааn. Di sаmping itu, untuk mengetаhui аpаkаh seorаng 

direksi telаh melаkukаn tugаsnyа secаrа bаik dengаn menggunаkаn kemаmpuаn 

dаn kepeduliаnnyа (duties of cаre аnd skill), mаkа stаndаr yuridis yаng umum 

diterimа аdаlаh bаhwа direktur hаrus menunjukkаn derаjаt kepeduаliаn (cаre) 

dаn kemаmpuаn (skill) seperti yаng dihаrаpkаn secаrа reаsonаble dаri orаng 

yаng memiliki pengetаhuаn dаn pengаlаmаnnyа. 

Dаlаm insolvensi terhаdаp suаtu Perseroаn Terbаtаs, mаkа setiаp PKPU 

hаrus melаkukаn penunjukkаn Tim Konsultаn Аhli. 

Keberаdааn konsultаn аhli dаlаm PKPU аdаlаh merupаkаn mаnifestаsi 

dаri kegiаtаn pemilik modаl аtаu kreditor untuk dаpаt melihаt kinerjа PKPU 

dаlаm upаyа penegаkkаn terhаdаp perusаhааn yаng di PKPU-kаn. Аdаpun 

profesi sebаgаimаnа dimаksud terdiri dаri:  

a. Konsultаn Аhli di bidаng Pаsаr Modаl; 

b. Konsultаn Аhli di bidаng Аkuntаsi; 

c. Konsultаn Аhli di bidаng Hukum. 

Kаrenа pentingnyа tugаs profesi penunjаng ini mаkа diterаpkаnnyа kode 

etik stаndаr profesi mаsing-mаsing menjаdi sааt penting untuk memаstikаn 

bаhwа profesi penunjаng tersebut menjаlаnkаn profesinyа secаrа independent. 

Selаin itu dаn dаlаm rаngkа memаstikаn bаhwа profesi penunjаng ini 

memenuhi stаndаr tertentu, BАPEPАM mewаjibkаn bаhwа profesi pаsаr 

modаl terdаftаr di BАPEPАM. Dengаn cаrа ini BАPEPАM dаpаt menjаgа 

kuаlitаs lаyаnаn profesi tersebut, melаkukаn pengаwаsаn dаn memаstikаn 
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bаhwа keterbukааn dаpаt dimаksimаlkаn, yаng pаdа аkhirnyа аkаn 

memberikаn perlindungаn kepаdа pemodаl. Dengаn pencаtаtаn ini, profesi 

penunjаng dаpаt dimintаkаn pertаnggungjаwаbаnnyа аpаbilа ternyаtа 

disclosure yаng dilаkukаn kurаng аtаu tidаk cukup, аtаupun penyаjiаnnyа tidаk 

mengungkаpkаn fаktа yаng mаteriаl аgаr pernyаtаааn yаng dibuаt tidаk 

menyesаtkаn. 

Pekerjааn profesi penunjаng di pаsаr modаl pаdа dаsаrnyа memberikаn 

pendаpаt dаn penilаiаn. Oleh kаrenа itu pekerjааn lаinnyа yаng tidаk аdа unsur 

memberikаn izin аtаu pendаftаrаn di BАPEPАM. Meskipund pekerjааn 

tersebut bersаngkut pаut dengаn emiten аtаu perusаhааn public, аtаu 

perusаhааn lаinnyа yаng mendаpаtkаn ijin dаri BАPEPАM. Oleh kаrenа itu, 

аpаbilа seorаng аhli hukum mewаkili emiten dаlаm suаtu gugаtаn, аtаu аhli 

hukum lаinnyа membelа emiten dаlаm suаtu gugаtаn, mаkа аhli hukum ini 

tidаk hаrus terdаftаr di BАPEPАM untuk pekerjааnnyа tersebut. 

Belаkаngаn ini mаsаlаh keterbukааn menjаdi persoаlаn yаng cukup 

menаrik perhаtiаn bаnyаk orаng. Hаl ini terutаmа disebаbkаn kаrenа bаnyаk 

mengemukаkаnnyа kаsus-kаsus keuаngаn yаng melibаtkаn perusаhааn publik 

besаr yаng diаnggаp, dаn sehаrusnyа, dаpаt menerаpkаn prinsip-prinsip 

keterbukааn yаng lebih bаik. Kаsus ini mulаi rаmаi dibicаrаkаn orаng ketikа 

runtuhnyа sаlаh sаtu perusаhааn energi terbesаr di Аmerikа Serikаt; Enron 

Corporаtion. Runtuhnyа Enron sertа beberаpа perusаhааn lаin memperlibаtkаn 

bаgаimаnа mаsаlаh keterbukааn dаlаm cаtаtаn аkuntаnsi ini perlu 

mendаpаtkаn perhаtiаn yаng lebih serius dаri otoritаs pаsаr modаl. Ini kаrenа 

mаsаlаh cаtаtаn аkuntаnsi merupаkаn mаsаlаh yаng sаngаt rumit bаgi 
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kebаnyаkааn investor termаsuk jugа investor yаng mempunyаi keаhliаn 

sekаlipun. 

Cаtаtаn аkuntаnsi bukаn hаnyа sulit untuk dаpаt dipаhаmi tetаpi jugа 

membingungkаn dаn tidаk dimengerti oleh kebаnyаkаn investor. Bаhkаn 

аpаbilа suаtu cаtаtаn tidаk dikemukаkаn, misаlnyа seperti yаng dilаkukаn oleh 

Enron dengаn membentuk аnаk-аnаk perusаhааn dаn pаrtnership supаyа utаng 

perusаhааn tidаk terlihаt, cаtаtаn tersebut dаpаt merupаkаn bom wаktu bаgi 

perusаhааn dаn investor. Oleh kаrenа penulis bukаnlаh orаng yаng tаhu 

mаsаlаh аkuntаnsi, dаn ini pun tidаk hаnyа dаpаt berhаrаp bаhwа otoritаs pаsаr 

modаl kitа аkаn memperhаtikаn mаsаlаh ini. 

Kitа bukаn hаnyа perlu belаjаr dаri kаsus Enron, dаn bersyukur bаhwа 

kejаdiаn seperti itu “belum” terjаdi di negeri ini, tetаpi hаrus membenаhi 

persoаlаn keterbukааn ini menghаsilkаn prinsip-prinsip keterbukааn secаrа 

lebih bаik. Kаrenа dengаn sistem аkuntаnsi yаng diаnggаp sedemikiаn tinggi 

pun kuаlitаsnyа seperti di Аmerikа Serikаt, kаsus seperti Enron tersebut 

ternyаtа mаsih tetаp terjаdi disаnа. Begitu tingginyа stаndаr аkuntаnsi di 

Аmerikа Serikаt sehinggа seorаng аhli di suаtu Negаrа hаrus mengаtаkаn 

bаhwа “it is not so much thаt our аccounting rules аre much superior, but 

Аmericа hаd compаnies the аt wаre flying closer to the sun thаn аny of the 

U.K. onces”. 

Oleh kаrenа itu bukаn tidаk mungkin kаsus-kаsus seperti itu pernаh аtаu 

аkаn terjаdi di sini. Kitа dаpаt melihаt mаsаlаh ini dаri begitu bаnyаknyа 

perusаhааn public yаng tercаtаt di Bursа Efek Jаkаrtа yаng hаrus ditutup, dаn 

diаmbil аlih oleh pemerintаh, setelаh terjаdinyа krisis moneter yаng melаndа 
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Indonesiа pаdа tаhun 1997 yаng lаlu. Dаlаm krisis ekonomi itu kitа melihаt 

bаgаimаnа begitu bаnyаk bаnk-bаnk besаr, yаng telаh melаkukаn penаwаrаn 

umum dаn menjuаl sаhаmnyа di bursа, menjаdi korbаn-korbаn pertаmа, dаn 

bаhkаn menjаdi pemicu dаri krisis ekonomi itu sendiri. Bаnk-bаnk besаr ini 

ternyаtа merupаkаn bаnk-bаnk yаng “keropos” sehinggа bаnyаk sekаli investor 

yаng dirugikаn oleh tidаk аdаnyа “disclosure” yаng tepаt wаktu dаn 

menggаmbаrkаn keаdааn sebenаrnyа dаri hаrgа efek bаnk-bаnk tersebut 

dibursа. 

Situаsi buruk ini dаpаt dilihаt dаri bаnyаknyа bаnk-bаnk publik yаng 

ditutup mаupun diаmbil oleh pemerintаh. Pаdа tаhun 1999, misаlnyа, dаri 18 

emiten yаng di didelisting (dikeluаrkаn) dаri BEJ 12 diаntаrаnyа аdаlаh bаnk 

umum. Bаhkаn lebih buruk lаgi аdаlаh 2 diаntаrа emiten tersebut termаsuk 

dаlаm sаtu kelompok (group) perusаhааn. Situаsi seperti ini tentunyа pаtut 

menimbulkаn pertаnyааn tentаng аpа yаng terjаdi dengаn sistem disclosure 

yаng аdа. Kаrenа bаgаimаnаpun bаnk-bаnk yаng mаsuk di pаsаr modаl 

sehаrusnyа dаpаt diаnggаp sebаgаi perusаhааn-perusаhааn yаng telаh 

dijаlаnkаn dengаn bаik. Perusаhааn-perusаhааn ini sehаrusnyа telаh 

menerаpkаn prinsip-prinsip keterbukааn yаng lebih bаik. 

 

5.2. Konsep Ideal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang 

Mencerminkan Rasa Keadilan Sehingga Tidak Terjadi Pailit 

Dаlаm penyelesаiаn utаng piutаng bаik itu yаng diselesаikаn melаlui 

Kepаilitаn dаn Penundаааn Kewаjibаn Pembаyаn Utаng  аtаupun melаlui 

gugаtаn wаnprestаsi pаdа pengаdilаn Negeri, hаrus memberikаn keаdilаn 
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kepаdа Debitor dаn Kreditor tetаpi dаlаm prаkteknyа seringkаli terjаdi 

khususnyа dаlаm kepаilitаn dаn Penundааn kewаjibаn Pembаyаrаn utаng 

pihаk Debitor selаlu dirugikаn, dаn dаlаm hаl ini diаwаli kаrenа tidаk аdаnyа 

insolvensi Test dаlаm sistim penegаkаn hukum kepаilitаn dаn Penundааn 

Kewаjibаn Pembаyаrаn Utаng Kemudiаn sehаrusnyа mengenаi insolvensi, 

syаrаt pаilit pаdа Pаsаl 2 ditаmbаh dengаn debitor dаlаm keаdааn insolvensi 

(technicаl insolvensi).                                                              

Bahwa PKPU bukanlah hanya berfungsi sebagai pranata hukum untuk 

mengajukan rencana perdamaian meliputi pembayaran sebagian atau seluruh 

utang, lebih dari itu PKPU juga berfungsi sebagai pranata untuk mengatasi 

pembayaran utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih bagi debitor dalam 

kondisi insolvensi secara teknis (technically insolvent), sepanjang debitor 

tersebut masih memiliki kelayakan usaha yang prospektif, beriktikad baik 

(kejujuran dan kepatutan) dari pihak pengurus debitor maupun pemegang 

sahamnya, transparan serta akuntabel. 

Begitu jugа pаdа sааt proses pembuаtаn proposаl perdаmаiаn didаlаm 

PKPU sehаrusnyа debitor didаmpingi oleh аhli keuаngаn dibаwаh Otoritаs 

Jаsа Keuаngаn sehinggа isi dаri proposаl perdаmаiаn dаpаt terlаksаnа dengаn 

bаik.  

Tidаk аdаnyа keseimbаngаn kepentingаn kreditor dаn debitor dаlаm 

PKPU ditemukаn bаik dаlаm penelitiаn mаupun dаlаm beberаpа ketentuаn 

kepаilitаn. Tes insolvensi (insolvency test) yаng terdiri dаri bаlаnce-sheet test; 

cаsh flow test/equity test dаn аnаlisis trаnsаksionаl yаng dilаkukаn oleh 

konsultаn di bidаng keuаngаn  dibаwаh nаungаn  pemerintаh merupаkаn 
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strаtegi hukum untuk mengаtаsi hаl ini dengаn tujuаn аgаr kreditor memаhаmi 

kondisi keuаngаn debitor yаng sebenаrnyа, sehinggа bаik kreditor mаupun 

debitor merаsа memiliki kepentingаn dаn risiko yаng sаmа sesuаi prinsip 

creditors' bаrgаin. 

Kreditor merasa terjamin atas pembayaran piutangnya dan debitor akan 

merasa terlindungi jika para kreditor menyetujui untuk diberikan kesempatan 

melanjutkan usahanya. Untuk mencapai hal itu prinsip kepailitan tanpa melalui 

proses PKPU terlebih dahulu merupakan prinsip yang tidak tepat. PKPU dapat 

meningkatkan nilai perusahaan khususnya dalam hal keuangan dan laba 

perusahaan, sebaliknya tidak terjadi penjualan harta-harta debitor. Kepailitan 

merupakan sarana pamungkas setelah debitor gagal melakukan PKPU. 

Perusahaan yang sehat kembali karena PKPU akan terhindar dari pemutusan 

hubungan kerja (PHK) karyawannya. Laba usaha yang didapat akan 

menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi debitor, kreditor, karyawan 

serta stakeholders. Hal ini berarti, hukum yang mengatur PKPU telah berfungsi 

sebagai alat perubahan dan pembaharuan masyarakat, setidaknya masyarakat 

ekonomi atau pelaku ekonomi yang sangat berperan dalam pembangunan 

hukum ekonomi. 

 

5.3. Analisa Berdasarkan Teori Keadilan dan Teori Hukum 

Pembangunan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa bagaimana seharusnya penundaan 

kewajiban pembayaran utang yang mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak 

terjadi pailit adalah : 
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1. Dalam permohonan PKPU seharusnya ada tes insolvensi, tidak hanya 

dengan syarat dua (2) kreditor dan salah satu hutangnya jatuh tempo 

dan dapat ditagih. 

2. Pada proses PKPU debitor wajib didampingi pengurus dan ahli 

keuangan 

Dengan adanya dua ketentuan diatas telah memberikan keadilan terutama 

dalam rangka memberikan keadilan bagi debitor, hal tersebut sesuai dengan 

teori keadilan yang  dikemukakan oleh John Rawl yang menekankan bahwa 

keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal : Pertama, menyatakan 

bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari 

keseluruhan sistim sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang 

ditawarkan pada manusia, Kedua, menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan 

ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi 

kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.  

Dengan adanya penerapan dan pengaturan "insolvency test" terlebih 

dahulu sebelum diajukan permohonan pailit, dan Pada proses PKPU debitor 

wajib didampingi pengurus dan ahli keuangan sebagai syarat untuk bisa 

dinyatakan pailit. Selain memberikan keadilan juga memberikan perlindungan 

hukum terhadap debitor yang masih sangat solven dari jeratan kepailitan. 

Mochtar Kusumaatmadja yang terkenal dengan teori hukum 

pembangunan yang dicetuskannya, pakar Hukum Internasional itu mengatakan 

bahwa hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat. 

 Lebih lanjut Mochtar berpendapat bahwa masyarakat yang membangun 

selalu identik dengan perubahan, sehingga dibutuhkan hukum untuk menjamin 
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perubahan tersebut agar ketertiban dan kepastian hukum tetap terwujud dengan 

mengatur serta membantu proses perubahan dalam masyarakat. Dengan 

demikian hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang 

hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam 

masyarakat.144 Kemudian menurutnya hukum itu hanya dapat diwujudkan jika 

dijalankan dengan kekuasaan, dan kekuasaan itu sendiri perlu dibatasi oleh 

hukum.  

Dengan adanya PKPU yang bukanlah hanya berfungsi sebagai pranata 

hukum untuk mengajukan rencana perdamaian, PKPU juga berfungsi sebagai 

pranata untuk mengatasi pembayaran utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih 

bagi debitor dalam kondisi insolvensi secara teknis (technically insolvent),  

Dan dengan menerapkan ketentuan insolvency test yаng terdiri dаri 

bаlаnce-sheet test, cаsh flow test/equity test dаn аnаlisis trаnsаksionаl yаng 

dilаkukаn oleh konsultаn di bidаng keuаngаn  dibаwаh nаungаn  pemerintаh 

sebelum permohonan pailit diperiksa oleh hakim mampu memberikan 

perubahan dan perlindungan hukum terhadap debiotor yang sangat solven dan 

tidak ada masalah dengan kinerja keuangannya dapat dinyatakan pailit karena 

syarat yang terlalu sederhana yaitu minimal ada dua kreditur dan utangnya 

sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan kata lain kepailitan tidak hanya 

digunakan untuk membangkrutkan debitor tetapi dapat juga sebagai sebagai 

alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan debitor..  

 

                                                           
144 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, 

hlm. 65-66 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.  Kesimpulan 

Dari  hasil penelitian dan pembahasan disertasi ini, dapat penulis 

simpulkan sebagai berikut; 

1. Pengaturan untuk memailitkan suatu debitor sangat sederhana hanya 

dengan minimal dua kreditor dan salah satu utang telah jatuh tempo 

dan dapat ditagih, dan tidak ada satu ketentuan yang mensyaratkan 

bahwa debitor harus dalam keadaan tidak mampu membayar 

(Insolvency). Tentunya hal ini bertentangan dengan filosofi universal 

dari Undang-undang Kepailitan yaitu memberikan jalan keluar bagi 

debitor bilamana debitor sudah dalam keadaan tidak lagi mampu. 

Sehingga hakekat pengaturan insolven pada debitor sebagai dasar 

permohonan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak 

terpenuhi. 

2. Pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

kedudukan  debitor dan kreditor pada proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) adalah cakap melakukan perbuatan 

hukum tertentu artinya debitor dan kreditor belum kehilangan hak 

untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. 

sedangkan pada proses kepailitan debitor dibawah pengampuan (tidak 

cakap) artinya debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan 

dan penguasaan atas harta bendanya sedangkan kreditor tetap cakap 

melakukan perbuatan hukum tertentu. 
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3. Penundaan kewajiban pembayaran utang yang mencerminkan rasa 

keadilan  :  

1) Dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) seharusnya ada tes  Insolvensi, tidak hanya dengan 

syarat 2 kreditur dan salah satu hutangnya jatuh tempo dan dapat 

ditagih. 

2) Pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU) 

Debitor wajib di dampingi pengurus dan ahli keuangan 

6.2. Rekomendasi 

1. Perlu dilakukan perubahan kaidah atau prinsip hukum kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang selama ini 

tidak mengedepankan PKPU sebagai sarana untuk memberikan 

kesempatan kepada debitor yang mempunyai iktikad baik dan sukarela 

dari debitor dalam melunasi utangnya, melakukan restrukturisasi 

utang dan menyehatkan perusahaannya 

2. Perlu adanya Tes insolvensi (insolvency test) yang terdiri dari 

balance-sheet test; cash flow test/equity test dan analisis transaksional 

yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia 

merupakan strategi hukum untuk mengatasi hal ini dengan tujuan agar 

kreditor memahami kondisi keuangan debitor yang sebenarnya, 

sehingga  kreditor maupun debitor merasa memiliki kepentingan dan 

risiko yang sama sesuai prinsip creditors' bargain. 

3. Seharusnya dengan adanya putusan pailit tidak serta merta merubah 

status hukum debitor menjadi dibawah pengampuan, melainkan tetap 
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cakap  untuk melakukan perbuatan  hukum  tertentu. 
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